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Fitrlyasni 
Kajian Wanita 
Program Pascasarjana 
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Tesis 206 Halaman 

ABSTRAK 

PELUANG DAN KENDALA POLITIS! PEREMPUAN DALAM 
PARTJS!PAS! POLITIK Dl PARTAI POUTIK LOKAL ACEH DAN 
LEMBAGA LEGISLATIF. 
(Studi Kasus Caleg Perempuan di Lima Partai Politik Lokal Aceh) 

Lahirnya partai-partai politik 1ok:al di Aceh merupakan realisasi dari salah 
satu butir Nota Kescpahaman antara Pemerintah RI dan GAM yang 
ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finfandia. Hadirnya enam 
partai politik lokal yang ikut bertarung bersama 38 partai nasional lainnya 
pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi babak baru perpolitikan di Aceb, 
berikut menandai tetbukanya peluang politik yang lebih besar untuk: 
perempuan berpolitik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
peluang dan kendala yang dihadapi politisi perempuan dalam meningkatkan 
peran dan keterwakilannya daJam parlok dan iembaga legislatif. Secara 
spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauhmana strategi 
afirmasj yang diamanahkan oleh aturan perundangan poHdk di tingkat 
nasional maupun lokal di introduksi ke dafam platform~ AD/ART dan 
program kerja parlok. bagaimana perempuan merespons peluang politis yang 
ada serta hambatan apa saja yang mereka hadapi di Japangan. Se1ain itu> 
sekilas saya juga menjabarkan implikasi perundang~undangan politik di 
tingkat pusat (UU No.2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008) dan tlngkat 
Iokai (UUPA No. II Tahun 2006 dan Qanun No. 3 Tahun 2008) terhadap 
keterwakilan politik perempuan dan bagaimana sistem pemilu memengaruhi 
keterpHihan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data 
melalui observasi dan wawancara mendalam. Temuan penelitian ini adalah: 
partai politik fokaJ di Aceh belum serius dalam upaya meningkatkan 
keterwakilan perempuan dalam partai poHtik lokal dan lembaga legislatif. 
Terlihat dari (1) parlok belum memiHki komitmen yang tegas dalam 
mengintroduksi strategi afirmasi dala.m platform, AD/ART~ dan program 
kerja partai; (2) mekanisme rekrutmen belum ramah perempuan; (3) 
lemahnya dukungan dan pemberdayaan parlok terhadap caleg perempuan 
agar bisa lolos ke lembaga legislatif; (4) politisi perempuan masih 
menghadapi kuatnya hambatan-hambatan dalam bentuk poiitik bergaya 
maskulin, diskriminasi, kecurangan dalam pcmilu, tidak tegaknya hukum, 
dan lain-fain. 

Kata Kunci: Part!sipasi Politlk Perempuan, Partai Politik Lokal Aceh 

v Universitas Indonesia 

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana UI, 2010



Fitriyasni 
Women's Studies 
Postgraduate Programme 
University of Indonesia 
Thesis are 206 

ABSTRACT 

OPPORTUN!TlES AND CHALLENGES FACED BY WOMEN IN 
POLITICAL PARTICIPATION IN LOCAL POLITICAL PARTIES IN 
ACEH AND THE LEGISLATION. 

The emergence of political parties in Aceh is the implementation of one of 
the principles in the Memorandum of Understanding between Indonesian 
Government and GAM (Freedom fur Aceh Movement) signed on August 15, 
2005 in Helsinki, Finland. The appearance of six local political parties with 
38 other nation's parties in the Legislative E!ection of 2009 opens a new 
chapter in the political history of Aceh, which also gives ways to more 
opportunities for women to participate in politics. This research is aimed at 
giving Ulustration on the opportunities and challenges faced by female 
politicians in order to improve their role and representativeness in local 
parties and the legislation. 

Specifically, this research is aimed to reveal how affirmative strategy as 
designated by political acts in both national and local levels has been 
incorporated into the platform, AD/ART (constitution and byJaws) and work 
programs of local parties, and how women respond to political opportunities 
as well as how they deal with challenges. Moreover, the implications of bills 
in tne central (No. 2 year 2008 and No. 10 year 2008) and local (UUPA No. 
ll year 2006 and No. 3 year 2008) levels on political representativeness of 
women and how electoral systems affect the elections of women wiH also be 
discussed. This paper implements qualitative approach from the perspective 
of women using observation and in-depth interviews for data gathering. 

The results reveal that local political parties in Aceh are not thoroughly 
making efforts to improve the representativeness of women in local poHdcal 
parties and legislative institutions. This is demonstrated in that (I) Jocal 
parties do not have strict commitment to incorporating affinnative strategies 
in their platforms~ constitution & bylaws, and programs; (2) recruitment 
mechanism is not female-friendly; (3) weak suppOrt and empowerment from 
local parties to tbeir female politicians to promote them to the legislation; (4) 
female politicians are still fighting against obstacles caused by masculine 
political style~ discrimination, electoral fraud, violation of laws1 and more. 

Keywords: Political Participation of Women, Local Political Party 

VI Universitas Indonesia 

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana UI, 2010



Ku persemballkan Karya ini untuk Perempuan~Perempuan 
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KATAPENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Sega!a puji bagi Allah SWT atas setiap tetesan nikmat dan karunia~Nya. Semoga 

salawat dan sal am tak lekang tercurat1 pad a kekasib mulia} Muhammad SAW. 

Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, maka dengan rasa bahagia 

akhimya saya sampai pada bagian akhir dari tugas akademik ini. Sekedar kilas 

ba!ik, pada awal rencana, proposal yang saya ajukan kepada pembimbing adaJah 

permasalahan yang menyoroti tema menyusui dalam perspektif feminis. Namun di 

tengah perjalanan, lembaga yang memberi saya beasiswa menawarkan kepada 

saya untuk melakukan penetitian di Aceb. Tentu saja saya tidak menyia-siakan 

tawaran ini. Maka seketika itu saya memusatkan perhatian pada rnasalah 

perpolitikan di Aceh yang cukup menarik perhatian saya, sampai akhimya saya 

rnenemukan tema tentang peningkatan keterwakiJan perempuan dalam partai 

politik lokal dan lembaga legislatif. Tema ini menjadi pilihan saya karena semata 

didasari keingintabuan saya terhadap faktor penyebab mundumya kiprah 

perempuan Aceb dalam ruang polJtik. Padahal ratusan tabun yang lalu sederetan 

nama perempuan Aceh dikenal kepiawaian dan ketangkasannya baik sebagai 

Ratu, panglima perang, pemimpin Annada angkatan laut dlL Namun seiring 

dengan berputamya roda sang waktuJ partisipasi perempuan Aceh di ruang 

pengambilan kebijakan semakin berkurang. hari semakin dan sejauh mana partai 

lokal memberika.n kontribusi terhadap keterwakilan perempuan di !embaga 

politik. Dengan harapan semoga hasil penelitian ini berguna bagi kehidupan 

berbangsa dan bemegara masyarakat Aceh, khususnya bagi kaum perempuan, 

untuk dapat meningkatkan peran mereka dalam kebijakan-kebijakan publik yang 

berpihak kepada perempuan. Dan tentu saja semua hasil yang dicapai hingga hari 

ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu saya ingin 

rnenyampaikan rasa lerima kasih kepada Bu Ani Soetjipto atas bimbingan, kritik 

dan sarannya untuk memberi ketajaman yang lebih daJam analisa dan untuk 

mencapai hasiJ yang terbaik dalam tesis inL Semoga beliau diberi kesehatan dan 
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kekuatan untuk mcmberi kontribusi bagi kemajuan perpolitikan perempuan di 

masa mendatang. Juga kepada mbak Shelly Adelina alas setiap kritik dan 

masukannya yang tidak memungkinkan saya untuk melupakan jasa-jasanya. 

Semoga dibalas Allah dengan kesuksesan yang tiada batas di masa mendatang. 

Selanjutnya rasa terirnakasih kepada mbak Kristi Ketua Jurusan kami yang 

tercinta, dengan segenap perhatian dan motivasinya. Kata-kata beliau "kamu kan 

perempuan Aceh Fit, harus tegar ... !" telab memhangkltkan keberanian dan 

melecut semangat saya untuk segera mcrampungkan tesis. 

Mba Dani, atas kesediaannya menjadi reader tesis saya, di tengah kesibukan 

sebagai dosen, ketua PUSKAPOL UI dan agenda pergerakan perempuan lainnya 

yang beliau jalankan, Masukan dan kritikan Mba, memberi semangat untuk terus 

belajar dan beranai bergerak, 

Untuk sampai pada proses penu1isan tugas akademik ini banyak dosen yang te1ab 

memberikan ilmunya. Terimakasih untuk smua staf pengajar di Jurusan Kajian 

Wan ita atas setiap cahaya ilmu yang mereka pancarkan, 

Terimakasih tiada tara, untuk kedua orang tua tercinta yang karena mereka aku 

ada. Terimakasib atas settap pengorbanan dan doanya. Semoga Allah membalas 

mereka dengan balas~m terbaik. Juga kepada adik-adik tercinta Yoyon, Via dan 

Fitri yang menjadi somber semangat dan dorongan untuk terus rnaju. 

Wanda Rahmi, sebuah nama indah yang telab terukir dalam palung hatiku. 

Untuknya tesis ini ku persembahkan. Kehadlrannya mengajarkan aku indabnya 

sisterhood Ia selalu hadir dengan penuh cinta dan ketulusan, rnenemaniku 

meiewati hari-hari tersulitku, siap mengantar dan menjemputku, dan terus 

mendorong aku disaat semangat ku hilang. Terima kasih 'kak' untuk semua 

kehangatan clnta, sayang dan pengorbanan yang kakak berikan sehingga aku 

dapat lebih tegar dan kuat mcnghadapi semuanya. Semoga Allah mengekalkan 

persaudaraan kita hingga ke JannahNya. 

Selanjutnya 'Abi Hannan', abang yang seialu siap untuk membantu ku dalam 

segala kondisi dan cuaca. Melalul kepiawaian tangannyalah tesis ini berwujud 

ix Universitas Indonesia 

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana UI, 2010



seperti sekarang. Ia juga menjadi ternan diskusi di saat pikiranku mandek. Jangan 

pemah bosan dimintai bantuan ya 'bi'. Semoga cita~cita revolusioner Abi segem 

div.'Ujudkan Allah. Juga bidadari kecilku 'Hannan' semoga kelak kau tumbuh 

rnenjadi perempuan shalihah yang peduli clengan nasib kaummu. 

CIDA (Canad;an lntemalioanl Development Agency) atas kesempatan dan 

dukungan finansial yang diberikannya untuk menggeluti pendidikan di Kajian 

Wanita ini. Khususnya buat Bu Salami. Bu Devi, Pak Lutfi dan seluruh staf. 

Semoga kiprahnya dapat terus memberi manfaat yang sebesar-besamya bagi dunia 

pendidikan. 

Tak dapat dilupakan ucapan terimakasib kepada semua staf akademik yang telah 

mernbantuku dalam perkuliaha dan penuiisan tesis ini. Mba Dewi, Mba yati~ Mba 

Yuni, Mas Syukran dan Mas Hamid. Semoga selaiu kompak dan ceria. 

Teman~teman kuliah terutarna Bu Netty yang telah banya.k membantu baik secara. 

materiil dan moril dari sejak awal perkuliahan hingga detik-detik yang 

menggentingkan dalam penyelesaian tesis inL Sungguh suatu pengalaman yang 

tak terlupakan saat aku dan keluarga kecil ku ke Bandung dan menghidupkan 

sepinya maiam dengan canda tawa karena sudah ngantuk mengerjakan perbaikan. 

Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu dan keluarga. Mbak Sulis dan Mbak 

Win, atas ayoman dan motivasinya. Mbak Iva. Teu dan Upik. untuk semua 

kehangatan dan candaan konyolnya. Mba Ime dan lain~lain atas kebersamaan 

selama ini daJam mengkaji masalah-masalah perempuan. Semoga di tangan 

rnereka lahir karya yang mampu mengentaskan kaum perempuan dari 

keterpurukan. 

Ternan-ternan seperjuangan di Rawamangun; Mba Titin, Susi, Novi, Mba Lastri, 

Mba Ibet, Ice dan Wiwi. Juga ternan~teman di Ciputat; Bil, Yumi, Ina, Kak Nani, 

dan untuk semua teman-temailku di Aceb dan dimanapun ka1ian berada, yang tak 

mungkin saya sebutkan satu persatu di sini. Semoga Allah membalas segala 

kebaikan yang kalian !akukan. 
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Penulisan tesis ini saya yakin masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, penulis 

sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan ke 

depan, Akhir dari semua proses dan aktivitas ini adalah harapan semoga Allah 

Swt menjadikan semua jerih payah ini sebagai pengabdian yang tulus kepada-Nya 

dan semata bermuara kepada ridha~Nya, karena untuk itu1ah manusia dilahirkan. 

Kelapa Dua, Januari 2010 

Fitriyasni 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Lahirnya partai lokal di Aceh merupal«m momentum baru bagi perempuan Aceh 
untuk meningkatkcm partisipasinya di ranah politik, jika dapat dftanggapi 

secara baik. Karena keterlibatan perempuan dari sejak awal dalam 
pembentukan partai dan penyusunan AD/ART dapat mengintervensi 

kebijakan parJai agar lebih re~ponsif gender 
juga dapat menguatkan posisi perempuan 

tersebut da/am parlai lokal. 

(Rnihana Diani, Jubir Partal Rakyat 
Aceh, Januari 2009) 

Pemyataan tersebut disampaikan Raihana dalam acara seminar "Redekon!l1ruksi 

Politik Perempuan Aceh" yang merupakan salah satu rangkaian acara 

memperingati I 00 tahun wafatnya Cut Nyak Dien oleb lkatan Mahasiswa Pelajar 

Aceh (lMAPA) di Jakarta pada Januru:i 2009 yang lalu. 

Kemunculan partai lokai di Aceh yang diwarnai dengan silang pendapat para elit 

politik di pusat memberi wama baru dalam perpolltikan Tndonesia, dan Aceh 

khususnya. Mcskipun ia bukan sesuatu yang ahistoris tetapi telah membawa 

perubahan yang cukup signifikan di kancah perpolitikan Indonesia. Sejak proses 

kelahiran hingga saat ini. ia masih menuai kontroversi di kalangan elit politik 

NasionaL Sebagian tidak: setuju dengan lahimya partai lokal poiitik (parlok) 

karena khawatir partai iokal ini hanya akan dtjadikan afat oleh mantan kombatan 

GAM untuk mencapai kemerdekaan dengan menguasai lembaga legislatif. Namun 

sebagian kalangan lainnya meni!ai bahwa terlalu jauh kalau berpikir partai lokal di 

Aceh akan melahirkan disintegrasi, karena partai politik Iokal tidak Iebih dari 

sekedar wadah bagi mantan kombatan GAM untuk menyalurkan aspirasJ 

politisnya. Karena seiama ini mereka sangat beljarak dengan partai nasional. 

Perdebatan aJot tcrsebut akhimya berujung pada kesepakatan antara kedua 

belah pihak untuk menyetujui berdiiinya pa.rtai-partai lokal di Aceh, 

sebagaimana tertuang dalam salah satu butir nota kesepahaman antara 

Pernerintah RI dan GAM pnda 15 Agustus 2005 di Helsinki. Tidak lama 
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pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Tidak lama setelah itu aturan tentang parlok 

dikukubkan dalam UU Pemerintahan Aceh Nomor. ll Tahun 2006 yang diikuti 

dengan Peraturan Pemetintah Nom or. 20 Tahun 2007 yang mengatur teknis 

pelaksanaan partai lokal di Aceh. 

Saya sebagai sa1ah seorang putri Aceh yang lahir dan dibesarkan di Aceh merasa 

tertarik untuk meneUti sejauhmana kebennanfaatan partai lokal ini tcrhadap 

peningkatan partisipasi perempuan Acch da!am ranah politik Karena 

bagaimanapun parpol merupakan kendaraan politik yang sangar strategis untuk 

mengantarkan perempuan masuk ke dalam dunia politik. Lebih daripada itu. 

secara historis keterlibatan perempuan Aceh di ruang publik untuk mengambil 

kebijakan bukan hal barn. Maka tidaklah berlebihan rasanya jika saya termasuk 

yang menaroh harapan bahwa dengan lahimya partai lokal yang berbasis di Aeeh 

dapat menyerap aspirasi masyarakat khususnya perernpuan untuk dapat terjun ke 

politik Karena keterwakiian perempuan pada aras ini merupakan suatu 

keniscayaan dalam mewujudkan negara yang demokratis menuju perubahan yang 

lebih balk 

1.1. I..atar Belakang Penelitian 

Isu-isu perempuan di sektor publik akan selalu menarik dan penuh dinamika 

untuk dikaji. Hal ini disebabkan fakta, ketika politik ditempatkan di wilayah 

publik, mensyaratkan kehadiran definisi, konsep dan nilai~nilai yang selalu 

menempatkan perempuan di luar area tersebut. Politik selama ini oleh sebagian 

orang sering didefinisikan sebagai sesuatu yang negatif. afiliasi suatu partai politik 

sering dihubungkan dengan mereka yang berkuasa, dimana lak:i~laki 

mendominasinya. Perempuan ada.lah sumber daya yang besar jumlahnya. Akan 

tetapijumlah perempoan yang berpartisipasi di sektor publik selalu berbedajauh di 

bawah laki-laki, khususnya di bidang politik. Lebih rendahnya peran perempuan 

di sektor politik ini tidak teJjadi di Indonesia saja. tetapi juga di seluruh dunia, 

terrnasuk di negara-negara maju. 

Perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang juga berkewajiban untuk 
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aktivitss politik. Sebagai aktivis poJitik, perempuan, sebagaimana laki·laki 

memiliki hak untuk memilih dan dipilib sebagai anggota legislatit: berkewajiban 

untuk rnenasihati dan mengoreksi penguasa, serta berkewajiban untuk ter1ibaf 

dalam partai politik. 

Namun demikian1 fakta menunjukkan perempuan di hampir seluruh dunia tidak 

terwakili secara proporsional dalam politik. Dalam data 1PU tahun 2008, 

perempuan hanya menduduki 18.6 persen dari keseluruhan anggota parlemen 

(www.lpu.org). Negara-negara Skandinavia (Swedia, Norwegia dan Denmark) 

memHiki tingkat keterwakilan perempuan tertinggi yaitu mencapai 40 persen 

(Shvedova 21). 

1.1. Keterwalcilan Perempuan dalam Par1emen Sedunia 
Perempuan: 8.208 

(18.6 %) 

SUmbcr: bttp:f/www.ipu,orglwmn-clworld.htm, tahun 2008 

Dernikian pula halnya reaUtas perpolitikan nasional juga beium menunjukkan 

angka representasi perempuan yang menggembirakan. Berdasarkan basil 

perniHhan umum 2009 ketenvakilan perempuan di lernbaga legislatif dan 

eksekutif masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Di lembaga 

legis1atif. jumlah perempuan yang rnenduduki kursi DPR-Rl hanya menca:pai 101 

orang {l8,04 %) scdangkan laki-laki 459 orang (81,96%). Persentase 

ketcrwakilan perempuan di DPR Rl mengalamt fluktuasi di level yang rendah 

scbagaimana tergambar dalam tabel berikut ini: 
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l.l. Perbandingan Jumlah Anggota DPR Rl Berdasarkan Jenis Kelamin 
Hasil Pemilu 1955-2009 

Jumltih Perempuan Laki-laki 
Peri ode 

AnggotaDPR Jumlah % Jumlah % --
1950-1955"' 245 9 3.7 236 96.3 

1955~1960 289 17 5.9 272 94.1 

1956-1959** 513 2l 4.9 488 65.1 

1971-1977 496 36 7.3 460 92.7 

1977-1982 489 29 5.9 460 94.1 

1982~1987 499 39 7.8 460 92.2 

1987-1992 565 65 11.5 500 88.5 

1992-1997 562 62 II 500 89 

1997-1999 554 54 9.7 500 90.3 

1999--2004 546 46 8.4 500 91.6 

2004-1009 550 63 11.5 487 88.5 

2009-2{)14 560 101 18.04 459 81.96 

Cntntan: • DPR Sementara, bukan hasil pemilu, •• Konstitua11\e 
Sumber. Sekretariat DPR RI!CETRO dalam Republika, 27 September 2008 

Rendahnya jumlah perempuan dalam pengambilan kebijakan politik juga diikuti 

dengan rendahnya jurnia.h perempuan dalam tataran birokrasi sebagaimana 

tergambar dalam tabel berikut ini: 

L2. Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamln 

,-----
'""""" Stmktural dl 

Laki-Iaki % Perempuan % Jumlah 
Pegawai Negeri PNS 

Sipil (PNS) 
··-··· 

Eselon I 582 9<123 63 9.77 645 

Eselonll 10,500 93.29 755 6.7t 1!,255 

Esclon III 47,887 86.44 1,509 13.56 55,.396 

Eselon IV 167,217 77.91 47,422 22.09 214,639 

Eselon V 10,793 77.68 3,102 22.32 13.895 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, Descmber 2005 
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1.3. Perbandingan Jumlah Menteri Perempuan dalam Periode Pemerintahan 
Pasca Reformasi 

Kablnei!PeriOOe Pcrempuan Jml 
Jabatan dan Nama perempuan 

Pemerintahan Jml % Jml Mntr 
Kabinet Menteri Sosial: Jus!.lka 

Refbrmasi Baharsyah 
Pembangunan 2 5.4 35 94.5 37 

Menteri Negl).fa Pernmln 
(Presiden Wanita: Thty Alawiyeh 

Hablbi,1~~98-1999 
Kablnet Menleri PemukTinan dan 

Persatuan Pengembangan Wilayah: Ema 
Nasional 

2 5.5 34 94.4 36 Wltoo!<rr 
{Preslden Ous Menteri Pemberdayaan 

Our. 1999- Perempunn: Kboflfah 1ndar 
2001) Pamw'""" 

Kabinet Ootong Menteri lndus!Ji dan 
Royong Perdo<gangan: Rini Suwandi 

(Presiden 2 6.06 31 93.9 33 Menteri Negara Pemberdaynan 
Megawati, Perempuoo: Sri R~eki 
zoo;-zoo4) Sumarinlo 

Menteri Koordinntor Bidang 
Perekonomian: Sri Mulyani 

Kab!net Menter! Perdagangan: Mrui 
Indonesia Pangestu 
Bersruu l 4 ILl )2 88.8 36 Menteri Kesebaian: Sili 

(Presiden SB Y, Fadhllah Supari 
2004-2009) Menleri Negare Pembetdayaan 

Perempuan: Meutla !latta 
Swasono 
Menleri Keuangan: Sri Mulyan! 
Menteri PerdagangOfl: Mar:i E. 1 

Pang.estu 
Kabinet Menteri Kesehntan: En dang 

Indonesia Rahayu Selianingslh 
Bersntu U 5 14.7 29 &5.3 J4 Menteri Pemberdayaan 

(Presiden SBY, Perempuoo d"" Perlindungan 
2004-2009) Anak; Linda Amalie Sari 

Menter! Perencaoaan 
Pembangunan Nasion a!: 
Armida Allsjahbana 

Sumber: Dari berbagai sumber, diolah oleh peneliti. 

Fenomena perpolitikan daiam skala intemasional maupun nasional yang masih 

meminggirkan perempuan juga terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh 

sebagai salah satu provinsi yang memiHki otonorni khusus da1am mengatur 

pemerintahan sendiri, merniliki ruang politik yang lebih besar dibandingkan 

dengan provinsi fain. Hal ini karena Aceh diberikan kewenangan untuk 

rnelangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dan 
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independen serta kewenangan mendirikan partai politik lokal. Kewenangan yang 

begitu besar untuk Aceh ini tentu saja rnenjadi harapan baru bagi perempuan Aceh 

untuk dapat berkiprah dan berpartisipasi secara lebih aktif dalam dunia politik. 

Harapan ini bukanlah sekadar harapan kosong, karena peran dan kiprah 

perempuan Aceh dalam ruang politik memiJiki legitimasi sejarah. Dari tabel 

berikut kita dapat melihat daftar perempuan yang terlibat aktif dan berperan dalam 

pengambilan keputusan, baik sebagai ratu maupun pangllma perang. 

1 .4. Daftar Perempuan Aceh dengan Peran Pengambil Keputusan Sebelwn dan 
Sesudah Mulainya Perang Melawan Belanda Pada Tahun 1873 

NAMA POSlSI PERIODE TEMP AT 

Putri Lindung Bulan Perdana Menteri Thn 1353-1398 Kesu!tanan Perlak 

Nihrasiyah Rawangsa 
Ra!U Thn 1400..1428 

Kcsultanan 
Khadiyu Samudera Pastti 

'-- --
Malahayati !Msamalla Thn 1589-1604 Kesultlltlil.n Aceh 

Darussalam 

Meu.rah Ganti Lllksamana Thn l604-1607 Kesultanan Aceh 
Darussalam 

Col Mcurah Inseun Laksamana Muda Thn 1604·1607 
Kesultanan A..:eh 
Darussnlam 

Taj' AIAlam Ratu Thn 1641-1675 Kesultruum Aceh 
Darussalam 

Cut Nyak Keureuto Kepala Daerah Thn 1641·1675 
Kesultanan Aceh 

Otonmn (UieehalanrJ Darussalam 

Cut Nyak Fatimah 
Kepa!a Daerah 

Tim 1641-1675 Kesultanan Aceh 
Otonom (Uleelx;iar;g) Dl:'lrossalam 

···-
Seri ratu Nurul Alarn Ratu Thn 1675-1678 

Kesultanan Aceh 
Nakiatuddin Syah Darussalnm 

Sultan lna.yat Ratu Thn 167&16&8 Kesultanan Aceh 
lakiatuddin Syah Darussalam 

Seri Ram Kamala~ Syah Ratu Tho 168Jl..l699 
Kesultanan Acch 
DW'U$Salam --

Uleebalung, Pcnasihat Akhir Abad ke- 18 Selama awai perang 
Poc:utMeuligo Perang, dan Jenderal 

(Thni857) 
melawan penjajah 

di Samaianga Belanda -
Jenderal dan Ularna, Selama awal perang 

Teungku Fakinah Thn 1856·1933 melawan penjajah memiliki dayah 
Bclanda 

.. ... _ 

WafatliNov 1908 
Sel;1ma awal perang 

Cut Nyak Dien Jenderal ill Aceh Barnt di Penga..singan melawan penjajah 
BeLMda 

·---
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Wafat 25 Oktober 
Se:lruna ewal pera.ng 

CutMeutia Jenderal di Aeeh Utara 
1910 melawt~n penjajah 

Belanda 

Selema 11.wal pernng 
Pocut B-aren Biheue Jendernl di Aceh Barat Awal abad ke 19 melawan penjajah 

Beland a 

Sumber:: Noerdiett Endriana. Pclitik ldenlitas Perempuan Aceh. WRl (Women Research lm;titure). 

Dari data di atas kita dapat melihat bahw.a jauh beberapa abad sebelumnya 

perempuan Aceh telah berpartisipasi akttf dalam ruang pubJik. Pengakuan tersebut 

terlihat dari catatan sejara:h di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang 

ditabalkan dalam hadih maja Aceh populer yaitu: Adat bak Poe Teumeureuhom 

Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana. 

Masing-masing kata tersebut akan saya jelaskan sebagai berikut: Pertama, adat, 

berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang berada di tangan 

Sultan yang disebut Poetcmereuhom {kekuasaan eksekutif} Poetemereuhom 

merupakan geiar yang disematkan kepada Sultan Iskandar Muda karena luasnya 

kekuasaan dan tingginya kewibawaannya. Kedua, hukom berkaitan dengan 

penegakan hukum syarial keagamaan yang berada di ta.ngan ulama (kekuasan 

yudikatif). Pada saat ilu Syech Abdur Rauf AI Fansyuri atau yang lebih masyhur 

dengan sebutan Syiah Kuala yang menjadi pemimpin spiritual dan sekaligus 

sebagai Qadhi Malikul Adil -~penasihat Sultan Aceh. Ketiga, Kamm terkait 

dengan pembentukan peraturan yang berada di bawah kekuasaan lembaga 

penvakilan rakyat yang pembentukannya dipelopori oleh Putroe Phang 

(kekuasaan legislatif). Purroe Phang adalah nama permaisurj Sultan Iskandar 

Muda yang berasal dari Negeri Pahang Malaysia. Dan yang keempat, Reusam 

berkenaan dengan perihat protokoler kerajaan yang tata kelolanya diserahkan 

kepada Laksama yang lazim dikaitkan dengan Laksamana Malahayati, yaltu 

seorang perempuan pemberani yang juga panglima perang angkatan 1aut Kerajaan 

Aceh Darussalam. 

Berdasarkan hadih mqja di atas menunjukkan, bahwa: dalam penyelenggaraan 

pemerintahan kerajaan Aceh tempo dulu telah dikenal adanya alokasi pembagian 

yang baik antarkompetcnsi fungsional masing-masing figur yaitu umara~ ulama, 
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legislator dan tentara, maupun alokasi kekuasaan antara laki~laki dan perempuan. 

Adanya pemyataan Qanun bak Putroee Phang, itu berarti masalah majelis 

pennusyawaratan dan proses pernbentukan per.aturan merupakan urusan yang 

ditangani atau dipirnpin oleh Putroee Phang. Sehingga sebagai perempuan, 

eksistensi Putraee Phang telah mengisyaratkan betapa penting dan strategisnya 

posisi dan peran perempuan di Aceh saat itu. Mengutip pemyataan Taqwaddin 

dalam artikel "Perempuan Aceh dan Peluang Politik 2009" ia mengataka.n dalam 

buku Wanita Aceh dalam Pemcrfntahan dan Peperangan yang disadur oteh Erni 

Suhaiml ditengarai bahwa Putroee Phang~lah yang menginisiasi dan mengajukan 

kepada Sultan Iskandar Muda akan perlunya sebuah Balai MajeJis Mahkamah 

Rakyat sebagai Iembaga perwakilan rakyat yang akan menampung aspirasi rakyat 

dan rnembuat qanun-qanun. Keberadaan Balai Majelis Mahkamah Rak:yat yang 

dibidani oleh Putroe Pltang terus berJanjut hingga era pemerintahan Raja Iskandar 

Tsani dan Ratu Safiatuddin. Disebutk.an pula dalam buku Qanun Meukuta Alam 

halarnan 90*91 yang dikul!p oJeh Rusdi Sufi dalam Sullanah Safiatuddin bahv.>a 

11 dari 73 atau 23,3 persen dari anggota Balai Majelis Mahk:amah Rakyat 

Kerajaan Aceh adalah perempuan (57). Menurut Taqwaddin, Majelis Rakyat 

inilah yang kemudian menjelma dan berkembang sampai sekarang, sehingga 

menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) (www.acehinstitute.com). 

Meniltk alur sejarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejarah telah 

membuktikan dalam area politik, perempllan Aceh telah mulai berkiprah lebjh 

kurang sejak 400 tahun yang la.lu. Namun sciring berjala.nnya wak:tu penm dan 

partisipasi politik perempuan Acch semakin tidak terJihat. Partisipasi mereka di 

lernbaga Jegislatif maupun eksekutif dapat dihitung jari. Perempuan Aceh yang 

dulu terkena1 dengan kegigihan dan kepiawaiannya di ruang publik telah 

terdome.stifrk:asi, terkurung di dalam rumahnya. 

Kemunduran partisipasi perempuan Aceh di ranah politik tidak terlepas dari 

konflik bersenjata yang berkepanjangan, Dalam catatan sejarah, Aceh dapat 

dikatakat\ sebagai daerah yang tidak pemah lepas dari konflik. Pasca. 

kemerdekaan Indonesia, konflik antara Aceh dan pemerintahan pusat pertama kali 

terjadi pada saat gerakan Darul Islam (Difrn) pimpinan Teungku Daud Beurueh 
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diproklamirkan pada 1953 (Usman, 124). Konflik ini akhimya mereda dengan 

diberikannya status istimewa bagi Aceh denga.n otonomi luas dalam bidang 

agama, adat dan pendidikan pada 1959. Setelah sempat mengalami masa damai. 

konflik antara Aceh dan pemerintah pusat kembali terjadi pada saat Hasan Tiro 

memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 (Nurhasim1 23). 

Di tengah berkecamuknya konflik bersenjata antara GAM dan Pemerintah RI, 

Aceh diluluhlantakkan dengan musibah dahsyat tsunami pada 26 Desember 2004 

yang menelan ratusan ribu korban jiwa. Bencana ini ikut mendorong kedua belah 

pihak yang bertikai untuk rnengakhiri konflik bersenjata yang telah 

mengakibatkan begitu banyak kerugian harta, banda, dan nyawa dengan 

ditandatanganinya nota kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM pada 15 

Agustus 2005 di HeJsinki, Fiolandia. 

Konflik yang berkepanjangan di Aceh berdampak terbadap perubahan peradahen 

di Aceh. Perempuan yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi rnerupakan 

bagian masyarakat yang mengalami dampak yang paiing parah baik secara fisik 

maupun psikis. Kondisi keamanan yang tidak kondusif telah rnemasung 

perempuan di daiam rumahnya. Hal ini tentu saja berlmplikasi terhadap aktivitas 

perempuan di ranah pubiik khususnya di ranah politik. 

Berikut perbandingan partisipasi politik perempuan Aceh di lembaga Legislatif 

seJama beberapa periode. 

1.5. K.eterwaldlan Perempuan di Lembaga Legislatif(DPRA) Aceh 

Periode I.k % Pr I % Jumlah 

1982-1987 33 97,2 1 ' 2,77 36 
--------

19tn~1992 39 92,8 J .J 7,14 42 

1999-2004 41 92,2 4 1 7,84 51 

2004-2009 66 95,7 3 i 4,35 69 

2009-2014 65 94,2 4 ' 5,8 69 ' ' -

Sumber: OPRA Aceh 

Di balik banyaknya hambatan, tebersit hara.pan baru bagi perempuan Acch untuk 

meningkatkan perannya di ruang politik, yaitu bergulimya reformasi 1998 sebagai 
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awaJlahimya kehidupan yang demokratls di Indonesia. Kemudian diikuti dengan 

penandatanganan MoU perdamaian antara GAM dan pemerintah Rl pada Agustus 

2005. 

Reformasi telah memberi peluang dan harapan kepada perempuan untuk 

menyuarakan aspirasinya. Banyak gerakan perempuan yang Jahir sebagai 

irnplikasi dari euforia refurrnasi ini. Pada era sebelumnya, politikmenganut sistem 

sentralistik yang akut di bawah rezim otoriter honis yang telah membelenggu 

perempuan di dalam rumahnya. Reformasi tidak hanya membawa kelll1Yuan 

signifikan dalam proses demokratisasi dan upaya desentraHsasi k:ekuasaan dalam 

segaJa aspek kehidupan berbangsa, tetapi juga membawa perubahan fundamental 

dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam tata hubungan politik 

pemer!ntahan dan ketatanegaraan. Salah satu agenda penting saat itu adalah 

pengejawantahan desentralisasi dalam bingka:i otonomi daerah (JazuH 20). 

Otonomi daerab yang diberikan kepada Aceh didasarkan kepada Undang~Undang 

Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Lahimya Undang~undang ini 

dilatarbelakangi oleh dua fenomena; Pertama, berkaitan dengan konflik di Aceh 

yang tiru.bul akibat adanya Gerakan Aceh Mcrdeka sejak 1976. Kedua, berkaitan 

dengan refurmasi yang menuntut perubahan di segala bidang kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara termasuk mengubah pola hubungan antara pusat dan 

daerah. 

Refannasi yang telah dipelopori o1eh mahasiswa telah "rnemaksa1
' pemerintah 

untuk membuat beberapa kebijakan, di antaranya kebijakt.tn tentang desentralisasi 

dengan dikeluarkannya Undang~Undang Nom or 22 Tahun I 999 tentang 

Pemerlntahan Daerah. Sedang konflik Aceh yang berJangsung berlarut-larut telah 

"mendorong" sebagian anggota DPR untuk mengajukan usul inisiatif yang 

kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Karena Undang­

Undang ini dirasakan be!um cukup mengakomodasi tuntutan daerah, maka 

selanjutnya Sidang Tahunan MPR tahun 2000 mela1ui Ketetapan MPR Nomor 

IV IMPR/2000 merekomendasikan Undang-Undang ten tang Otonomi Khusus bagi 

Aceh yang disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. (al-Yasa' 
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dalam Jumal Legislasi Indonesia 15-16). 

Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh semakin luas pasca 

perumdatanganan perja~ian damai antara GAM dan Pemerintahan RI pada 15 

Agustus 2005. karena salah satu butir perjanjian MoU tersebut adalah kewenangan 

Aceh untuk mendirikan partai polltik lokal yang telah mendapat legalisasi me1alui 

UUPA No. 11 Tahun 2006 dan Pera!urnn Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 

tentang Partai Politik Lekal di Aceh. 

Kewenangan luas yang diperoleh Aceh dalam mengatur sistem pemerintahan 

juga tedihat jelas pada sistem dan struktur pernerintahan Aceh, yang saat ini 

sebagian besar mencontoh sistem pemerJntahan kerajaan Aceh Darussalam. Hal 

ini terlihat dari istiiab yang digunakan, struktur birokrasi pemerintahan dari 

tingkat provinsl (Gubernur) sampai ke tingkat kelurahan (Geuchik), adanya kanun 

sebagai peraturan daerah yang menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan 

serta keterlibatan ulama dan pemuka adat daiam penentuan setiap keputusan 

publik. Akan tetapi peran antara laki-laki dan perernpuan di ranah publik belum 

terbagi secara proporsional. Padahal. jika memang sistem pemerintahan Acch saat 

ini menyadur sistem pemerintahan Kerajaan Aceh tempo dulu maka sepatutnya 

juga melibatkan perempuan secara aktif dalam ranah publik k.hususnya politik. 

Terlebih lagi saat ini Aceh merniliki kewenangan untuk mendirikan partai lokal 

yang menurut hemat saya dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi 

masyarakat khususnya perempuan secara lebih luas. 

Dalam perkernbangan sejarah ketataoegaraan Indonesia~ partai politik lokal 

bukanlah sesuatu yang ahis!oris. Banyak partai politik lokal yang telah ikut 

mewamai sejarah perjalanan sistem kepartaian di Indonesia. Tetapi kemudian, 

dalam pemilihan umum tahun 197I dan setdahnya, partaiKpartai politik lokal 

tersebut tidak lagi eksis. Dengan politik hukum penyederhanaan partai poiitik. yang 

dilakukan Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang 

Partai Politik dan Crolongan Karya yang kemudian diubah dengan Undang­

Undang Nomor 3 Tahun 1985, telah menutup kemungldnan pembentukan partai 

politlk lokal di Indonesia {Haris, 68). 
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Namun saat ini, keberadaan partai politik lokal di Indonesia kembali mendapat 

legitirnasi khusus untuk Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam UUPA 

Nomor ll dan Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2007. Selain Aceh~ Papua 

juga mendapatkan hal yang sama, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, tepatnya Pasal 28 dika:takan bahwa 

Provinsi Papua dapat mendirikan partai politik (ayat 1), yangmana tata cara 

pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai 

dengan peraturan perundang~undangan (ayat 2). Se!ain itu juga diatur mengenai 

rekrutrnen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan 

memprioritaskan masyarnkat asli Papua (ayat 3). Partai politik wajib meminta 

pertirnbangan irnpada MRP (Majelis Rakyat Papua) dalam hal seleksi dan 

rekrutmen politik partainya masing-masing (ayat 4), 

Meskipun disebntkan dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang pembentukan partai 

lokal (parlok), di Papua dan Papua Barat belum ada wacana kuat tentang rencana 

pembantukan partai lokal baik dari DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua, 

sebagai badan legisJatif Daerab Provinsi Papua), pemerintah provins4 maupun 

MRP (MajeJis Rakyat Papua, sebagai representasi kuitural orang asH Papua. yang 

merniliki wewenang tertentu da1am rangka perlindungan hak -hak orang aslj Papua 

dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, 

pemberdayaan perempuan, dan pernantapan kerukunan hldup beragama). 

(Widjoyo 1 ). Oleh karena itu, sampai saat int. undang-undang itu bdum memiiiki 

peraturan pelaksanaannya yang lebih terperinci seperti hainya partai politik lokaJ 

yang ada di Aceh, sehingga partai politik loirnl di Papua belum berdiri 

sebagaimana di Aceh. 

Proses kelahiran partai politik lokal di Aceh banyak menuai kontroversi di 

kalangan elit politik nasional. Meskipun sebagian dari mereka telah mernahami 

kebutuhan munculnya partai politik lokal, ada juga pihak yang merasa khawatlr 

dan tidak setuju dengan partai politik lokai. 

Pihak yang tidak menyetujui keberadaan partai politik lokal ini dilatarbeiakangi 

oleh kekhawatiran bahwa 1ahirnya partal politik lokal dapat mendorong 
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rnuncu1nya atau menguatnya aspirasi separatisme yang saJah satunya seperti 

pernah diungkapkan oleh Megawati Soekamoputri dari PDI Perjuangan. Selain itu 

juga dikhawatirkan lahirnya partai politik lokal di Aceh akan berujung pada 

disintegrasi dalarn Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang 

dikemukakan oteh ahli hukum intemasional Hikmahanto Juwana. Kekhawatiran 

juga muncul1 bahwa daerah lain akan menuntut hal yang sama jika Aceh 

diberikan kebebasan untuk membentuk partai politik lokal (Hamid 221). 

Menurut Munir Azis, Ketua DPW PPP Aceh, lahimya partai politik lokal di Aceh 

didasarkan pada alasan demokratfsasL Partai 1oka1 menurutny~ pada tahap awal 

harus dipandang sebagai sebuah altematif untuk memaksimalkan usaha 

memerjuangkan aspirasi masyarakat lokal. Hasballah M. Sa'ad1 mantan Menteri 

Nega.ra Urusan HAM berpendapat ide partai lokal untuk Aceh berkaitan dengan 

dikembalikannya hak-hak sosial dan poHfik mantan anggota GAM setelah 

mereka diberi amnesti dan rehabiiitasi oleh pemerintah. Alasan Iain, mereka 

belum dekat dengan partai-partai yang ada (partai nasionaJ). Maka diharapkan 

partai lokal menjadi saluran bagi mereka untuk berpartisipasl dalam pemilihan 

daerah (Hamid 222). 

Begitu pula dengan Ahmad Farhan Hamid1 anggota DPR asal Aceh yang tidak 

terla1u mengkhawatir pembentukan partai politik lokal di Aceh. Lahirnya partai 

politik IolcaJ di A cell menurutnya justru akan menggiring perjuangan GAM da[am 

kerangka NKRI. Untuk itu asa.s partai poHtik Iokai diatur agar tidak bcrtentangan 

dengan Pancasila dan :NKRI (223), 

di antara katangan yang setuju pembentukan partai politik lokal terkait erat 

dengrm 2 (dua) alasan pokok: Pertama, masyarakat Indonesia yang beragam 

dengan wilayah amat Juas harus mempunyai instrumen politik yang benar-benar 

dapat menampung seluruh asplrasi masyarakat daerah. Parta1 politik berskala 

nasional tidak akan dapat menampung dan mengagregasikan kepentingan 

masyarakat di daerab yang sedemiklan beragarn. 

Kcdua, dengan diselenggarakarmya pemilihan kepala daerah Jangsung, seharusnya 

ma.syarakat di daerah diberi kesempatan mcrnbentuk partai Jokal agar calon-calon 
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kepala daerah benar-benar k.andidat yang mereka kehendaki, dan dianggap 

merupakan sosok yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Tidak 

seperti praktik yang selama ini terjadi, kepentingan masyarakat lokal harus 

disesuaikan dan tunduk dengan kepentingan elit partai politik df Jakarta (Kristiadi 

71). 

Dalam kaitannya dengan keberadaan partai politik lokal di Indonesia, rnaka. 

tuntutan rakyat Aceh untuk mendirikan partai politik sendiri, lebib mengarah 

kepada partai politik yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak 

ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu, 

serta rneningkatkan otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu (Hamid 278). 

Raihana Dia.ni, seorang aktivis perempuan Aceh dan juru bicara sebuah partai 

lokal Aceh yaitu Partai Rakyat Aceh (PRA) dalam seminar "Derekonstruksi 

Politik Perernpuan Aceh'! di Jakarta., mengatakan bahwa labimya partaj politik 

lokal di Aceh dapal menjadi peluang bagi perempuan Aceh untuk berklprah di 

ranah pubJik. tetutama dalam meningkatkan partisipasi politiknya. Menurutnya 

momentum ini sangat strategis jika perempuan Aceh. meresponsnya dengan 

tertibat Iangsung menjadi pengurus partai ataupun caleg, ka.rena keterHbata.n 

perempuan sejak awal dalam partai poiitik lokai dapat mengintervensi kebijakan 

parpoi agar Jebih responsif gender. 

Pendapat yang dlutarakan Raihana di atas sejalan dengan tuntutan zaman dewasa 

ini, bahwa keterJibatan dan keterwakilan perempuan daJam dunia poJitik, 

khususnya lembaga·lembaga politik furmal, adalah sebuah realitas politik yang 

tidak bisa dihindarkan Jagi. Akses dan partisipasi politik perempuan pada setiap 

tingkatan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan adalah hak asasi 

perempuan yang paling mendasar (fUndamental right), seperti yang tertuang 

dalam Undang-Undang HAM, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 bagian kesembilan 

yang menyebutkan babwa sistem pemilihan umum, kepartaian. pemiliha.n anggota 

badan legislatif dan pengangkatan di bidang eksekutif, )'Udikatif harus menjamin 

keterwakllan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan. Atas dasar itu saat 

ini, perempuan harus terlibat dalam dunia politik, tanpa itu maka seluruh proses 

pblitik yang ada tidak akan pemah bisa membangun kehidupan demokrnsi sejati. 
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Dalam upaya meningkatkan part\s.ipasi perempuan dan mempersempit ruang 

kesenjangan antara laki~Iaki dan perempuan dalam keterwak.ilan politik, maka 

mempeijuangkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan merupakan suatu 

keniscayaan. Kebijakan kuota seringka!i diterapkan bersama-sama dengan 

affirmative action, Kuota merupakan suatu bentuk implementasi yang meletakkan 

suatu persentase minimaJ untuk representa.si lakl-laki maupun perempuan yang 

ditujukan untuk menjamin adanya keseimbangan jumlah antara laki-laki dan 

perempuan dalam jahatan politik dan pengambilan keputusan. Argumen dasar 

dalam penggunaan sistem kuota ini adalah untuk mengatasi kesenjangan yang 

disebabkan oleh bukum dan budaya (Soetjipto, Politik, 78). 

01eh karena itu mematok kuota 30 persen di parlernen dan partai politik dalam 

pemiiu 2004 lalu~ dianggap sangat penting daJam rangka tindakan afirmatif 

sekaligus memberlkan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk 

berkiprah dalam poiitik. Basis pemlkiran yang lainnya adalah keyakinan bahwa 

sangatlah penting bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi politiknJ3? baik 

secara kuantitatif maupun kuafitatif. Maju ke ruang publlk dan menduduki tempat~ 

tempat strategis pengambilan keputusan adalab sa:tu-satunya cara untuk 

mengartikulasik:an serta menentukan kepentingannya, Karena hanya 

perempuanlah yang dapat memahami isu~isu perempuan secara lebih baik. 

Dengan demikian, keberhasilan gerakan perempuan dalam memperjuangkan 

l<uota 30 persen keterwakilan perempuan yang tertuang dahun Undang~Undang 

Partai PoHtik Nomor 2 Tahun 2008 dan Uodang-Undang Pemilu Nomor lO Talmo 

2008 patut diapresiasi. Keberbasilan ini bukanJah akhir dari perjuangan panjang 

dan berUku yang selarna in( ditapaki, akan tetapi merupakan pintu gerbang 

mermju medan perjuangan yang lebih berat. Banyak agenda dan rencana kerja 

masa depan yang harus terus kita benahi dan perjuangkan agar kuota 30 persen ini 

dapat terpenuhi. Dengan demikian, isu-isu perempuan yang meliputi isu kesehatan 

repmduksi. kesejahteraan !<eluarga~ kekerasan dalam rumah tangga, kepedulian 

akan na.(j.ib ana~ lansi~ kaum cacat dan juga isu ekoiogi atau kerusakan 

Iingkungan dapat terselesaikan secara lebih baik demi tercapainya kehidupan yang 

berkeadHan gender. 
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Di Aceh kebljakan 30 persen keterwakilan perempuan juga tertuang da!am 

Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor I I Tahun 2006 Pasal75 ayat (2) dan 

(5), Undang-Undang ini malah lebih dulu terbit daripada Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang~Undang Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pemi)u. Kcmudian UU PA ini semakin dikukuhkan dengan 

disahkannya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta 

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aeeh (DPRA) dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Kabupaten/l<ota (DPRK). Dalam Qanun ini diatur bahwa kepengurusan 

partai po!itik lokal maupun pencalonan anggota Legislatif harus mernperhatikan 

sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dan itu menjadi salah satu 

syarat pendaftaran partai politik lokal sebagai peserta Pemilu (Pasal 4 (d), 6 (d), 

16, l8,21,22dan24). 

Secara konstitusi dan historis peluang dan kesempatan perempuan untuk 

berpartisipasi da1am area politis telah terbuka lebar. Akan tetapi bukan berarti 

upaya meningkatkan partis.ipasi potitik perempuan Aceb tidak rnengalami 

hambatan. Salah satu hambatan itu berasal dari sistem politik dan mekanisme 

yang dibangun oleh partai poHtik. Partat politik merupakan kendarnan yang dapat 

mengantarkan perempuan ke lembaga legislatif sehingga dapat terlibat secara aktif 

dalam setiap pengarnbilan keputusan publik. 

Oleh karena itu, partai politik menjadi ujung tombak berhasilnya qffirmafive 

action da!am meningluttkan l11ota 30 persen keterwakilan perempuan. Karena 

partai politik adalah lembaga poUtik yang dapat membantu dan mendorong 

perempuan agar dapat dicalonkan dan terpilih menjadi aleg atau terlibat langsung 

dalarn lembaga-lembaga politik fonnal. 

Berdasarkan data dari pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2008 

partisipasi perempuan Aceh dalam lembaga legislatif dan eksekutif masib sangat 

rendah sehagairuana terlihat dalam tabel berikut ini. 

1.6. KeterwakiJan Perempuan di Lembaga Legislatif(Pemilu 2004) dan Eksekutif 

INSTANSI PR % LK % TOTAL 

DPRA 3 5,2 55 94,8 58 

DPD l 25 3 75 4 
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Gubemur 0 0 1 100 1 

Wakil Gubemor 0 0 1 100 1 

Bupati/Walikota 0 0 21 100 21 

Wabup/Wakil Walikola 1 4,76 20 95,24 2! 
Cruna< 4 1,44 272 98,55 276 

Kepala Badan Provinsl 

* 
!5 100 15 

Kepala Kantor Provinsi 24 9!,6 24 
Kepala Biro Provinsi 3 12 91,6 12 

Sumber: '>V\\<w.nad.go.id 

Fenomena rendahnya representasi politik perempuan di Aceh belum 

memperlihatkan peningkatan yang signifikan pada pesta demokrasi 2009 inL Hai 

ini terdeskripsi dengan jelas pada rendahnya jumlal::t perempuan yang teriibat 

dalam kepengurusan partai maupun yang terdaftar sebagai caleg baik darl partai 

nasional maupun Iokal. Menurut data Komite lndependen PemiHhan (KIP) dari 

1054 calon legislatif dari 44 parta~ perempuan yang terdaftar sebagai caleg hanya 

304 orang yaitu 34 perempuan d! nomor urut 1, 61 orang di nomor urut 2 dan 74 

di nomor urut 3, Dan menurut Yarwin Adi Dhanna, Ketua Pokja Pencalonan KIP 

NAD dad 44 partai politik peserta pemilu, baik berbasis nasional maupun lokal. 

hanya 21 di antarnnya mernenuhi 30 persen kuota keterwakiJan perempuan yaitu 

terdiri dari 19 partai politik nasional dan 2 partai politik lokal (PAAS dan PBA). 

Dari 304 jumlah caleg perempuan, 59 orang menjadi caleg dari parllli lokal dan 

245 orang dari partai nasional. (www.rakyataceb.com). Berikut data caleg 

perempuan dari enam partai lokal di Aceh. 

1.7. Caleg Perempuan Partai Lokal Aceh Tingkat DPRA (Pemilu 20()9) 

No Partai Lokal CalegLk Caleg Pr .Jnmlah 
tJrut Jm.lh % Jmlh % Caleg 

3S Partai Aceh Aman Sejahtcra 
21 67,7 lO 32,3 31 org 

(PAAS) 

36 Partai DaulatAceh (PDA) 30 8l,I 1 18,9 J7org 

37 Partai Suara Independen Rllkyat 
35 81,4 • 18,6 43 org 

A«h (SIRA) .... ........... ~ 
38 Partai RakyatAceh {PRA) 21 72.4 8 21,6 29org 

39 Partsi Aceh (PA) 64 79 17 21 81 org 
·-· 

40 Partal Berntru Aceh (PBA) 21 10 9 30 30org 
··~·· 
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Sumbor; KJP NAD, dioloh oleh peneliti. 

Berdasarkan fenomena di atas. banyak kalangan baik politisi1 akademisi, dan 

pengamat politik mencoba mengungkapkan faktor~faktor yang menjadi 

penghambat partislpasi politik perempuan Aceh akhir~ak:hir ini. Sebagian besar 

berpendapat bahwa kemunduran partisipasl politik perempuan Aceh Jebih 

disebabkan oleh rendahnya resp(mS dan minat dari perempuan itu sendiri. 

Sebagaimana pemyataan ketua DPD PDI perjuangan NAD Karimun Usman 

"Partai politik telah membuka peluang yang seluasMiuasnya untuk perempuan 

menjadi caleg, namun perempuan Aceh kurang benninat sehingga banyak partai 

yang tidak dapat mencapai kuolll30 persen" (Antarn News, 21/08/2008). 

Namun menurut pendapat saya, rendabnya keterwakilan perempuan di ranah 

politik tidak dapat ditinjau da.ri aspek internal dir.i perempuan saja. Karena 

hambatan perempuan untuk terjun ke ranah politik juga tidak terlepas dari sfstem 

politik yang belum sepenuhnya mendukung partisipasi politik perempuan. Seperti 

mekanisme perekrutan kader dan calcg yang belum scnsitif gender~ tidak adanya 

pendidik:an politik bagi perempuan, melcanisme dan penempatan dapil dan nomor 

urut yang masih belum memosisikan perempuan pada posisi yang 

menguntungkan, sistem pemilu yang dirasa tidak kondusif terhadap perempuan, 

kecurangan yang terjadi menjelang pemi[u dan saar pemllu. 

Harnbatan-hambatan tersebut ~alan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

JDM, yang mengategorikan kendaia-kendala perempuan untuk berpartisipasi di 

dunia publik ke dalam tiga wiJayah, yaitu: politik, sosio-ekonomi dan sosio­

kultural (ideologi dan psikologis) (Shvedova 19·40). Secara lebih khusus Shelly 

Adelina mengungkapkan bahwa sistern politik dan mekanisme yang ada di dalam 

partai merupak.an falctor penghambat utama majunya caleg perempuan rnenuju 

lembaga legislatif(64). 

Rendahnya partisipasi polltik perempuan Aceh tidak dapat dianalisis dari satu 

faktor atau satu !>"Udut pandang saja. Karena faktor penghambat dari rendahnya 

partisipasi perempuan dalam politik sangatlah kompleks dan rumit. Sejaian 

dengan pendapat yang dik:emukakan oleb Ani Soetiipto bahwa hambatan yang 
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harus dilalui oleh seorang perempuan untuk terjun di kancah perpolitikan jauh 

Jebih banyakjika dibandingkan dengan laki-lakl (l14). 

B'erdasarkan pelltlasalahan tersebut, maka saya ingin meneliti peluang dan 

hambatan politlsi perempuan Aceh dalarn meningkatkan partisipasi politiknya di 

partai politik lokal Aceh dan lembaga legislatif. Mengingat banyaknya fak:tor yang 

menghambat partisipasi politik perempuan tersebut maka penulis akan lebih fokus 

menyoroti kebijakan dan sistem politik yang dibangun oleh partai lokal Aceh. 

Apakah sistem polilik dan mekanisme yang dibangan oleh partal politik lokal 

Aceh telah responsif gender dan memperhatikan keterwak:ilan 30 petsen 

perernpuan? 

Kemudian penuiis juga ingin menggaH secarn lebih da1am sejauhmana perempuan 

Aceh merespons ruang poiitik yang terbuka saat ini? Benarkah semangat 

percmpuan Aceh untuk berpartisipasj di area poHtik telah terdistorsi? strategi 

seperti apa yang mereka bangun agar berhasil duduk di lembaga politik formal 

dan lernbaga legislatif. 

Berdasa.rkan permasalahan di atas, maka saya akan meneliti hljuh orang pengurus 

partai sekaligus caleg perempuan dari lima parlok Aceh. Hal ini saya lakukan 

agar suara dan pengalrunan perempuan yang seringkali diabaikan dan dianggap 

tidak penting dapat terangkat ke pennukaan dan dapat terdengar gaungnya. 

Kecurigaan saya berikutnya adalah apakah benar secant konstitusi aturan yang 

dibuat pemerintah Aceh telah berupaya untuk meningkatkan keterwak:ilan 

perempuan atau itu hanya sekedar aturan di atas kertas? Dan bagaimana implikasl 

dari aturan terscbut dalam upaya mendorong keten'lakilan perempuan di parlok 

dan lembaga Legislatif. Untuk itu dalam penelitian ini saya merasa perlu untuk 

menelaah secara khusu.s kebijakan yang mengatur 30 persen keterwak:ilan 

perempuan di partai politik dan lembaga legislatif baik yang bersifat nasional 

maupun lokaL Adapun aturan nasional yang akan dikaji adalah UU No. 2 Tahun 

2008 dan UU No. 10 Tahun 2008, sedangkan aturan lokal adalah UUPA No. II 

Tahun 2006 dan Qanun Aceh No.3 Tahun 2008. 
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1.2. Pertanyaan Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan 

penelitian ini dapat saya fonnu!asikan sebagai berikut: Bagaimanakah peluang 

dan kendaJa yang dihadapi perempuan politisi untuk berpartisipasi aktif 

dalam partai politik Jokal Aceh dan menuju Jembaga legisJatif pada pemilu 

200.9? Secara lebih khususnya turunan dari pennasalahan penelitian ini adalah: 

L Bagaimanakah partai politik lokal Aceh memberikan peluang terhadap 

perempuan untuk berpartisipasi seca.ra aktif dalam partai lokal dan 

menjadi anggota legislatlf? 

• Apekah AD/ART dan platform parmi politik lokal telah cukup 

tetbuka untuk partisipasi perempuan? 

• Apak.ah sistem rekrutmen yang diterapkan partai Joka[ teJah 

responsif gender? 

2. Bagaimanakab politisi perempuan Aceb merespons peJuang politik 

yang ada, untuk mendapat akses dan dukungan menjadi pengurus 

partai lokal dan rnenjadi aleg? 

3. Hambatan apa saja yang dihadapi poHtisi perempuan Aceh daJam 

meningkatkan peran dan keterwakilannya dalam parlok dan lembaga 

legis Iatif? 

4. Bagaimana impiikasi dari aturan nasional; UU No. 2 Tahun 2008, UU 

No. 10 Tahun 2008 dan aturan lokal; UU PA No ll Tahun 2006 dan 

Qanun No. 3 Tahun 2008 terhadap keterwak.i!an perempuan di part:ai 

politik lokal dan lembaga legislatifl 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahu.i peluang dan 

kendala yang dihadapi potitisi perempuan untnk berpartisipasi aktif dalam 

partai politik lokal dan lembaga legisJatif pada pemilu 2009. Dari tujuan 

umum ini dapat diperloci tujuan khususnya yaitu: 

1. Mengctahui bagaimana peluang yang diberikan partai kepada perempuan 

dalam berpartisipasi dj partai Iokal dan lembaga legislatif. 
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2. Mendapat gambarnn bagaimana perempuan merespons peluang politik 

yang ada dan barnbatan-hambatan apa saja yang mereka hadapi. 

3. Anaiisa kondisl empirik dan ketentuan fonna! sepertl yang tertuang dalam 

Undang-Undang dan Qanun. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Sedikltnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan publik 

baik di lembaga legisiatif, eksekutif, yudikatif di Nanggroe Aceh Darussalam 

merupakan fenomena dari rendahnya partisipasi politik perernpuan Aeeh di ranah 

publik, Untuk mengatasi kesenjangan ini. maka diperlukan keterwakilan 

perempuan dalam jumlah yang signifikan di lembaga Jegislatif agar perempuan 

juga dapat mengartiku!asikan kepentinga.nnya dan tedibat langsung dalam 

perurnusan kebijakan pub!ik. Keberadaan perempuan di lembaga legislatif 

diharapkan ak:an melahirkan kekuatan politis yang akan mendorong dan 

mengakomodasi berbagai kepentingan masyaraka.t, terutama dalam penanganan 

isu perempuan yang selama ini sering terabaikan, 

Penelitian ini penting untuk menghimpun data Hmiah tentang pcngalarnan 

perempuan dalam partai politik Iol.."al, mengidentifikasi, menggaii dan rnemetakan 

peluang dan kcndala yang mereka hadapi. Temuan dalam penelitian ini 

diharapkan dapat dijadik:an pedoman dalam menyusun strategi dan program rnasa 

depan untuk aktivis politik perernpuan} dan khususnya para pengurus partai lokal 

dan caleg perempuan. Bagaimana pun partisipasi dan keterwakiian perempuan 

dalam lembaga Iegislatifberawal dati keberadaan mereka di dalam parpol. 

Penelitian ini menjadi lebih spesiftk karena merupakan studi kasus terhadap partai 

poTitik lokal Aceh yang baru pertama kali rnengilruti pemilu, selain itu> Aceh 

merupakan satu-satunya provinsi yang mendapat kewenangan khusus untuk 

melibatkan partai !okal dalam pemilu 2009 yang lalu. Kemudian studi kasus ini 

dikaitkan dengan kekhasan Aceh sebagai provinsi yang mendapatkan otonomi 

khu~ms serta kewenangan untuk rnenjalankan pemerintahan daerah secara otonom. 

Kewenangan untuk menjaJankan pemerintahan ini tcntu sangat berpengaruh 

tethadap kebijakan daerah yang dihasilkan. Berdasarkan realitas itu, saya 
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maupun praktis. 

1.5. Metodologi Penelitian 

• Pendekatan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Iapangan yang menggunakan metode 

kua11tatifberperspektifperempuan yang berbentuk studi kasus. Pendekatan 

kualitatif digunakan dalam rangka mendapatkan pomahaman yang 

mendalam dan komprehensiftentang peran partai politik lokal Aceh dalam 

meningkatkan partisipasi politik perempuan. Ada dua pertimbangan 

mengapa saya memiJih pendekatan kualitatif Pertama. geja!a (fenomena) 

yang hendak diteliti merupakan gejala sosial yang dinamis1 yakni peran 

yang dijaiankan partai Iokal Aceh dalam memberikan peluang dan 

kesempatan perempuan untuk herkarir da1am dunia politik menuju 

tembaga legislatif. Metode kualitatif lni digunakan karena saya akan 

menganalisis realitas di balik fenomena oosial yang merepresentasikan 

minimnya partisipasi aktif perempuan Aceh daiam politik secara 

rnendalam. Strauss dan Corbin (17) menegaskan bahwa metode kualitatif 

dapat digunakan untuk mempelajari. mernbuka, dan mengerti apa yang 

terjadi di belakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui. Seiain itu 

pemililian pendekatan kualitatif juga dimaksudkan agar dapat 

menggunakan data yang lebih rinci mengenai inforrnan peneiitian dengan 

tingkat kualitas yang dapat diportanggung jawabkan. 

Kedua, lebih pada alasan subjektif saya bahwa peristiwa~peristiwa yang 

terjadi di lapangan penelitian atau proses sosial yang hendak ditelit~ 

mencakup proses yang rumit. dan baru bisa dipahami secara baik apabJia 

data dan inforrnasinya dipaparkan secara lengkap dengan mengembangkan 

kategori~kategori yang relevan tennasuk dengan analisis interpretatif 

Penelitian ini bersifat studi kasus karena mengangkat kasus yang khusus 

yaltu politisi perernpuan Aceb dan partai politik lok.al Aceh dengan 
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keunikan sejarah, budaya, dan adat istiadat. serta lokasi yang k.husus pula 

yaitu kotamadya Banda Aceh di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Lokasi peneJitian yang dipilih menjadi spesifik karena diberi kewenangan 

menerapkan otonomi khusus, adanya partai politik lokal dan kewenangan 

membuat Qanun (Peraturan Daerah), 

Menurut Punch (37) yang didefmJsikan sebagai kasus adalah fenomena 

khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatasi (bounded context) 

(Poerwandari 124). Dalam penelitian ini studi kasus dipilih agar saya 

dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan terintegrasi mengenai 

interelasi berbagai fakta dan dimensi dari kasus khusus tersebut. Menurut 

Sunarto studi kasus dapat mengungkap secara detail peristiwa~peristiwa 

masa lalu, baik peristiwa yang berkaitan dengan poUtik perempuan, sosial, 

ekonomi maupun kebudayaannya ( 47). 

• Teknik pengumpulan data: 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi iapangan dan 

wawancara terfok.us dan rnendalam. Untuk mendapatkan data sekunder 

saya juga rndakukan studi Hteratur atau penelitian perpustakaan (library 

research). Artinya, untuk mendapatkan data pendulcung peneiitian ini~ 

saya juga mengkaji UU PA No. I ! Tahun 2006, qanun. serta surat 

keputusan yang mengatur partisipasi politik perempuan dan sejarah 

ketertibatan perempuan Aceh dalam politik dan kebijakan publik. 

Observasi di lapangan dilakukan dengan melihat dan mengamati langsung 

siruasi dan perkembangan partisipasi perempuan daJam politik dan 

kebijakan yang dibuat berkenaan dengan representasi perempuan di partai 

poiitik Iokal. Sedangkan wawancara terfokus dan mendalam dcngan 

pedoman umum dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang 

maknahmakna subjektif yang dipahami informan berkenaan dengan 

kendala dan peluang politisi perempuan dalam be.rpolitik terkait dengan 

kebijakan dan sistem politik yang dibangun oieh partainya. Pedoman 

wawancara yang bersifat umum lni diperlukan untuk mengingatkan saya 

Universitas Indonesia 

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana UI, 2010



24 

mengenai aspek·aspek yang harus dibahas sekaligus menjadi daftar 

pengecek (checklist) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas 

atau ditanyakan (Poenvandari 145-146). 

• Infonnan Penelitian 

Pada awalnya saya merencanakan akan meneliti enam orang politisi 

perempuan darl enam parlok, dengan kata lain satu orang informan dari 

setiap pariok. Namun ketika terjun ke lapangan, rencana awal saya 

mengenai jumiah infonnan menjadi berubah. Perubahan pertama adalah, 

infonnan yang saya te!itl hanya berasa1 dari lima parlok saja, yaitu Partai 

Aceh (PA), Partai Suara lndcpenden Rakyat Aceh (S!RA), Partai Daulat 

Aceh (PDA), Partai RakYat Aceh (PRA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA). 

Caleg perempuan dari Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS) tidak saya 

teliti, karena saya mengalami kesulitan untuk menemukan dan meminta 

kesediaan mereka untuk diwawancara. Akhimya saya hanya 

mewawancarai sekjen partai yang laki-laki 

Kedua, jumlah informan untuk setiap partai tidak sama yaitu dua orang 

informan yang berasaJ dari PA dan SIRA, sementara dari PRA. PDA dan 

PBA masing~masing satu orang. Hal ini terjadi karena beherapa 

pertimbangan salah satu nya yaitu, kompleksitas pennasaJahan internal 

dan ekstemal dari PA dan SfRA membuat saya hams menggaii informasi 

dan data yang lebih. sehingga menurut saya satu orang infonnan be1um 

memadai. 

Kriteria yang diterapkan pada infonnan kunci penelitian yang akan 

diwawancara adatah sebagai berikut: 

l. Perernpuan pengurus dan partai politik lokal Aceh terdiri dari Partai 

Acch (PA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Daulat Aceh (PDA), 

Partai Bersatu A~eh (PBA), Partai Suara lndependen Rakyat Aceh 

(PSIRA). 
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2. Mewakili partai politik lokal Aceh sebagai caJon Anggata legislatif 

pada pemilu 2009 di tingkat provinsi (DPRA). 

Paparan kriteria di atas kemungkinan akan berkembang menurut 

kebutuhan. Sebagaimana penjelasan PoeJ'Vv'andari bahwa jumlab sampel 

dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan secara tegas di awal 

peneiitian, karena desain penelitian kualitatif bersifat luwes. Keiuwesan 

desain ini diperlukan agar penelitian dapat sungguh-sungguh terfokos pada 

masalah yang akan didalami (117). 

Untuk memperkaya data dan melihat bagaimana political will dalatn 

platform~ ideologi, dan bagaimana aktivis perempuan ditempatkan di 

dalam parlok. maka saya meJakukan langkah konfinnasi dengan cara 

mewawancarai informan sekunder, yaitu pengurus laki·1akl dari enam 

partai lokal Aceh dan aktivis perempuan. Saya juga menggaii informasi 

berupa data~data tertulis tentang profit parlok. lnstrumen yang digunakan 

dalam melah.-ukan wawancara adalah lembar pedoman wawancara, tape 

recorder, dan alat tutis. Sedangkan untuk penelitian perpustakaan, 

instrumen yang digunakan adalah. buku, artikel, jumal. koran, peraturan 

perundang-undangan. Qanun. Surat Keputusan Gubetnur dlt 

• AnaHsis Data 

Untuk rnenganaiisis data, saya: akan melakukan sejumlah teknik antara 

Jain, analisis induktif, analisis data sesuai telaah konseptual, pemaparan 

deskriptif. transkrip verbatim, coding, dan kategorisasi data. Penelitian 

dilakukan dengan prosedur mengumpulkan informan penelitian yaitu 

perempuan politisi dari lima partai politik lokal Aceh yang memenuhi 

kriteria sebagai infonnan, Kemudian saya akan melakukan wawancara 

sesuai waktu yang telah ditentukan. Hasil wawancara tersebut ditulis 

dalam bentuk transkrip verbatim. Untuk melengkapi data yang diperoleh, 

saya juga melakukan wawancara kepada informan penelitian sekunder 

sepertl pengurus laki-laki dari lima partai loknl, aktivis gerakan perempuan 
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dan melalrukan analisis terhadap literatur yang diperiukan guna 

mendapatkan pemahaman yang integral. 

Seteiah data~data yang mendukung penelitian ini diperoleh, maka data 

yang ada dideskripsikan sebagaimana adanya kemudian meiakukan 

penyederhanaan data dengan me)akukan coding dan kategorisasi. Langkah 

selanjutnya adalah data dipahami dan dianalisis dengan meJak.ukan 

interpretasi guna meneari jawaban atas permasalahan yang ada dan basil 

dari ana lis is terse but disajikan dafam _bentuk simpulan. 

• Lokasi PeneJitian 

Lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian adalah Kotamadya Banda 

Aceh. Pemilihan !okasi tersebut berdasarkan pada argumentas~ antara lain 

1. Banda Aceh merupakan ibukota provinsi Naggroe Aceh Darussalam, 

paling memenuhi kriteria yang diinginkan karena mudah 

mengumpulkan subyek penelitian sepert:i; caleg perempuan 

perempuan dari partai lokal A.ceh, aktivis perempuan. dan terdapat 

dua universitas negeri tempat berkumpulnya para akademisL 

2. Masyarak:at yang tinggal di Banda Aceh adalah. masyarakat 

perkotaan yang partisipasi perempuan mereka: dalam ranah. publik: 

sudah lebih tcrbuka daripada di kabupatenfkota lainnya. Ciri tersebut 

lebih memudahkan saya untuk meneliti peluang dan kendala 

partisipasi politik perempuan. 

3, Dinamik:a perpolitikan di kota Banda Aceb memenuhi kriteria 

masyarakat pedesaan dan urban sehingga saya dapat "memotret" 

partisipasi politik perempuan Aceh secara febih utuh. 

4, Memudahkan saya untuk mengumpulkan data dan literatur yang 

dibutuhkan seperti Komite Independent Pemilihan (KIP), 

perpustakaan, NGO dan LSM perempuan, Mahkamah Syar'iyah, dll. 
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1.6. Isu Etis 

Menurut Poerwandari. yang dirnaksud isu etis adalah dilema~dilema dan konflik~ 

konflik yang muncul, serta pertimbangan-pertimbangan yang diambil mengenai 

bagaimana meJakukan pene!itian secara baik dan benar (202). Dan sudah 

sepatutnyalah dala.m mengbasilkan temuan ilmiah saya selaku peneliti harus 

memperhatikan dan menghormati kebutuban informan penelitian ini. 

Dalam proses penelitian ini saya banyak bersinggungan dengan topik sensitif dan 

kepentingan individu yang menjadi informan peneHtian saya yaitu pengurus partai 

perempuan sekaligus caleg perempuan yang berada di bawah otoritas kepartaian. 

Untuk itu saya teJah mendahulukan persetujuan informan sebelum melakukan 

penelitian dan berupaya mengantisipasi kerahasiaan identitas mereka dengan 

menyamarkan nama asli mereka. 

Saya yakin, bahwa peneiitian ini sedikit banyaknya akan menyumbang manfaat 

bagi kesejahteraan perempuan khususnya dan manusia pada umumnya. Namun, 

para informan penelitian sangat berhati-hati dalrun menyebutkan nama dan 

identitas orang yang terkait dengan persoalan mereka di partai poJitik dan di 

tempat-tempat rnereka melakukan kampanye atau dl daerah pemilihan. Untuk itu 

mereka- meminta off the record pada identitas orang yang mereka maksud. 

Saya berkeyakinan, besamya rnanfaat positifyang akan diperoleh informan yaitu 

para caleg perempuan atau siapa pun perernpuan yang akan masuk ke dunia 

politik akan dapat meogatasi konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari 

penelitian inL Sebagai peneiiti indepeoden~ saya berupaya menjaga kualitas 

penelitian dengan mengutamakan kemandirian dan kebebasan saya dari 

kemungkinan tekanan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk 

mengendalikan basil penelitian ka.rena penelitian tersebut berkait dengan banyak 

partai politik. Saya mengolah hasil wawancara dengan pertimbangan tersebut. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adaJah sebagai 
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berikut: 

Bab I: Pendabuluan; menguraikan Jatar belalomg permasalaban, masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat peneHtiao. metodalogl dan sistematika penelitian. 

Bab 2: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptu~J; bab ini menjelaska.n 

tentang beberapa penelitian dan tulisan tentang peran partai politik dalarn 

perluasan partisipasi politik perempuan yang dilakukan sebelurnnya dan 

kontribusi tesis ini dibandingkan peneJitian-penelitian terdahulu tersehut. 

Pada bah ini pula. saya mernaparkan beberapa konsep yang digunak:an 

dalam penelitian yang akan digunakan dalam mendukung penulisan ini, antara 

lain konsep politik, demokras~ dan partai politik lokal, partisipasi politik, sistem 

poiitik. sistem pemilu dan rekrutmen. 

Bab 3: Peran Partai LokaJ Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi politik 

Perempuan; Bab ini rnenggambarkan tentang sejarah partai politik lokal di 

Indonesia dan proses terbentuknya partai politik lokal Aceh. Kemudian disusul 

dengan bahasan tentang kebijak:an afirmatifyang diintroduksi keenam partai !okal 

yang meliputi; AD/ART. platform, program kelja, mekanisme rekrutmen dan 

posisi dan keterwakilan perempuan dalam partai dan daftar ;;:aleg. 

Bab 4: Dinamika Perpolitikan Perempua.n dalam Menlngkatkan KeterwakHannya 

Pada Partai Lokal dan Pemilu 2009. Bab ini saya awali dengan deskripsi profil 

ketujuh informan, selanjutnya memberikan deskripsi tentang pengalaman 

perernpuan teljun berpolitik baik sebagai pengurus partai maupun caleg. MeUputi: 

bagaimana perempuan merespon peluang politik yang ada, kesiapan perempuan 

untuk terjun ke politik, sistem politik yang dibangun parlok, serta kendala yang 

dihadapi politisi perempuan pada masa kampanye dan pemilu. 

Bab 5: Penutup~ terdiri dari tiga sub~bab, yaitu simpulan, diskusi dan saran. 
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TINJAUAN PUSTAKA DANKERANGKA KONSEPTUAL 

Dalam bab sebelumnya telah didiskusikan tentang rnaksud dan tujuan penulisan 

tesis ini, dengan mendiskusikan gambaran mengenai pasang surut partisipasi 

politik perempuan Aceh serta faktor-faktor yang melatarinya. Faktor utama yang 

menjadi fokus penulisan ini adalah lahirnya partai politik lokal di Aeeh, yang 

diikuti dengan kebijakan aflnnatif kuota 30 person keterwakilan perempuan yang 

diatur dalam aturan nasion a! (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tanun 2008) 

dan aturan lokal (UUPA No. lOTahun 2006 dan Qanun No.3 Tahun 2008). 

Bab ini membahas beberapa tulisan dan penelitian tentang perempuan dan politik 

sebelumnya. yang kemudian menjelaskan kontribusi peneUtian saya dibanding 

dengan penelltian~penelitian terdahulu. PeneJitian ini dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi mengenai 

permasalahan politik perempuan Aceh. Hal ini tidak untuk mempertahankan teori 

tertentu, namun peneliti merasa petlu untuk menyampaikan uraian singkat 

mengenai pandangan/teori yang bcrkaitan dengan permasalahan yang diteliti 

unt:uk memberikan gambaran umum serta memberikan arah pada proses pene!itian 

berikutnya. 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang perempuan dan politik sudah banyak dilakukan. baik berupa 

tesis di lingk:ungan civitas akademika UI ataupun penelitian yang dilakukan oleh 

LSM dan lembaga peneJitian lainnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang 

terdapat di Kajian Wanita dan LSM: 

a. Anik Farida (2000) dengan judul tesis uPerempuan dan Politik: 

Mendengar Pengalaman Mercka" Jebih fokus pada politik sebagaimana 

dipraktikkan berdasarkan pengataman perempuan dengan subjek poJitikus 

yang umum. 
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b. Women Research Institute (2004) 1:~Keterwakilan Perempuan da1am 

Kebijakan Pubtik di Era Otonomi Daerah". Penelitian ini lebih kepada 

anaJisis terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengM 

partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan pub1ik. 

c. A.D Kusumangtyas (2005) yang memfokuskl!n komitmen parpol-parpol 

Isiam untuk demokrasi denganjudul tesis: "Perempuan dalam Partai-Partal 

Politik Islam Peserta PemHu 2004: Keterwak.ilan dan Pandangan Politik" 

d. RS Margaretha (2005) meneliti pen:m <~Kaukus Perempuan Politik 

Indonesia (KPPI) daiam Gerak:an Mendorong KeterwakUan Politik 

Perempuan di Indonesia". 

e. Aries Setyani (2005) "Peran Partai Politik dalam Perluasan Partisipasi 

Politik Perempuan dalam Meningkatkan Ketahanan Nasionaln tesls pada 

pengkajian strategi kerahanan nasionaL Penelitian ini lebih fokus kepada 

peran partai politik nasional) yaitu enam partai besar dan tidak 

berperspektif perempuan. 

f. Shelly Adelina (2006) lebih memfukuskan pada pengalaman dan 

perjuangan para caleg perempuan yang terpaksa gaga! atau digagalkan 

oleh hambatan dalarn partai dan sistem perpolitikan di Indonesia dengan 

subjek penelitia.n caleg perempuan yang gagal pada pemilu 2004. Judui 

Tesis "Harnbatan Calon LegisJatlf Perempuan dalam Parlai dan Slstem 

Po[itik Menuju Lembaga Legislatif; Studi Kasus Kegagaian Caleg 

Perempuan dalam Pemiiu 2004!1. 

g. Evida Kartini mahasiswa Pascasarjana Departemen Ilmu Politik Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Meneliti mengenai 

"Pelaksanaan Sistem Kuota 30 % Untuk Keterwakilan Perempuan di DPR 

Pada Pemilu Legislatif 2004 di Indonesia., juga pada tahun 2006. Dalam 

tesis ini £vida berupaya untuk melibat pelaksanaan sistem kuota 30% 

terhadap perempuan di DPR dan faktor~faktor apa saja yang memengarubi 

pelaksanaan sistem kuota 30% tersebut. 
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h. Endra Wijaya (2007) "Partai Politik Lokal di Indonesia" Tesis 

Pascasarjana Hukum Ul. Penelitian ini difokuskan pada pennasalahan 

yang berkaitan dengan keberadaan partai po1itik 1okat, yaitu mengenai 

faktor-faktor yang mendorong timbulnya partai politik lokal di Indonesia, 

dan kedudukan partai politik lokal dalam hokum positif di Indonesia. 

Dari peneJitian terdahulu yang saya paparkrm di atas, penelitian yang saya lakukan 

menjadi penting dan berbeda setidaknya karena dua hal, pertama, topjk penelitian 

yang saya lakukan mengkaji tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik 

lokal Aceh. Penelitian tentang keterwakiian perernpuan dalam partai politik telah 

banyak dilakukan, seperti Anik Farida, A.D Kusumangtyas, Aries Setyanl, Shelly 

Adelina, E.S Margaretha. Dari semua penelitian tersebut semuanya meneliti 

keterwakilan perempuan pada partai nasional. Ada beberapa penelitian yang 

bersifat lokat seperti Women Research Institute yang meneliti tentang 

"Keterwakilan Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah" pada 

20041 akan tetapi penelitian ini menganalisis kebijakan pemeriutah daerah yang 

berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam poJitik dan kebijakan pubHk namun 

tidak mengkaji partislpasi perempuan di partai politik lokal Aceh sebagaimana 

yang saya lakukan. 

Kedua) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berperspektif 

perempuan dengan subjek politisi~politisi perempuan di parlok yang juga 

mcndaftar sebagai caleg pada pemilu 2009. Perspektif penelitian dan pilihan 

subjek bertujuan untuk mengangkat suara dan pengalaman perempuan yang sering 

ternbaikan dan dianggap tidak penting. Hal in! yang membedakan penelitian saya 

dengan Bndra Wijaya (2007) yang meneliti tentang faktor~faktor yang mendorong 

timbutnya partai politik fokal di Indonesia, dan kedudukan partai politik lokal 

dalam hukum positif dl Indonesia. Tesis ini sarna sekali tidak membicarakan 

mengenai partai politik lokal sebagai institusi politik yang dapat digunakan unruk 

perern.puan dalam upaya peningkatan partisipasi politiknya. 

Ketiga, beberapa penelitian ter:kait masalah perempuan dan politik telah 

menemukan hambatan partisipasi politik perempuan yang dihadapi o1eh bampir 

seluruh perempuan di rnanapun, seperti hambatan budaya dan kultur. 
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Sebagaimana yang telah kita ketahui budaya patriarkal yang teJab menguasai 

dunia menyetereotipkan poJitik sebagai dunianya laki-laki sehingga institusi 

politik menjadi maskulin dan seksis. Namun kearifan budaya lokal dan situasi 

Aceh pascakonflik dan tsunami menjadi telaah khusus dalam penelitian ini yang 

tldak berlaku di daera.h lain. Karena kedua hal tersebut akan mernengaruhi situasi 

sosial1 ekonomi dan politik di Aceh yang akan berimplikasi terbadap 

keterhambatan perempuan untuk berkiprah di dunia politik. 

Dapat disimpulkan hahwa penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus untuk 

menggali peluang dan kendala yang dihadapi politikus perempuan ketika 

berpartisipasi aktif sebaga.i pengurus dan caleg pada lima partai lokal Aceh. 

Dengan kekhasan subjek dan kasus yang dipilih dalam penelitian ini diharapkan 

akan menghasilkan temuan-temuan penelitian baru dan lebih spesifik. Khususnya 

terhadap eksistensi partai lokal di tanah air ini, sejauhmana kebennanfaatan partai 

politik lokal dalam menjalankan kebija.kan atirmatif terhadap perempuan, dan 

apakah ia dapat direkomendasikan sebagai model untuk provinsi yang lain, atau 

sama saja dengan partai nasional yang ada. 

Namun demikian, penelitian sebelumnya sedikit banyaknya telah membantu saya 

memahami bagaimana hambatan strukturnl maupun kultural yang dihadapi 

perempuan ketika ia memutuskan untuk berkiprah di ranah politik yang maskulin. 

Paling tidak temuan..temuan daJarn peneHtian sebelumnya rnembantu saya untuk 

mempertajam analisa dalarn peneJitian yang saya lakukan. 

2.2 K<rrangka Konseptual 

Lahlrnya era reformasi pada 1998 membawa perubahan-perubahan 

fundamental dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa~ khususnya dalam 

tata hubungan politik pemerintahan dan ketatanegaraan. Bergulimya 

reformasi sekaligus menandai berakhlmya rezim pemerintahan otoriter 

dengan kekuasaan absolut, sentralistik dan tidak terkontrol. Dan 

dimulainya proses demokratisasi yang sesungguhnya dengan membawa 

kernajuan yang signifikan dalam upaya membangun pemerintahan yang 
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lebih demokratis dan desentralisasi kekuasaan dalam seluruh aspek 

kehidupan berbangsa. Upaya yang dilakukan pada waktu itu adalah 

menata kembali bangunan kelembagaan politik agar tidak berpotensi 

menimbulkan pemerintahan otoriter dengan kekuasaan yang tidak 

terkontrol serta pengejawantahan desentralisasi dalam bingkai otonomi 

daerah. 

Tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa transisi ini 

adalah bagaimana menciptakan pemerintahan demokratis yang efektif yang 

mensyaratkan keberadaan penguasa yang dipilih secara bebas dan adil, 

kepercayaan publik atas penguasa secara berkala bisa dinilai dan diganti melalui 

pemilu yang adil, dan penguasa yang accountable terhadap hukum, pengadilan 

yang independen serta otonom, juga terhadap kekuatan penyeimbang yang 

lainnya. 

Berdasarkan indikator di atas, Indonesia sebagai negara demokrasi yang 

terbilang baru telah menunjukkan kemajuan mengesankan, yang menurut 

Ani Soetjipto ("kerja" I) terlihat dari dua hal. Pertama, dukungan rakyat 

pada lembaga institusional cukup solid. Fenomena ini ditunjukkan oleh 

partisipasi masyarakat pada pemilu 1999, 2004 dan 2009 serta ratusan 

pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung di seluruh wilayah 

Indonesia, walaupun ada indikasi penurunan, namtm tingkat kepercayaan 

pada kerangka kerja demokrasi dapat dikatakan cukup baik. Kedua, aturan 

main demokrasi yang menjadi kesepakatan bersama telah dipatuhi dan 

dijalankan oleh hampir seluruh aktor politik. 

Dalam membangun kekuatan penyeimbang untuk melakukan kontrol terhadap 

pemerintah, dibutuhkan sinergi antara partai politik dan organisasi masyarak:at 

termasuk gerakan perempuan untuk membawa dan mewujudkan aspirasi serta 

kepentingan masyarakat. Agar pemerintahan berjalan secara demokratis, maka 

dibutuhkan pula otoritas dan legitimasi untuk melaksanakan keputusan serta 
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membela kepentingan publik. Untuk itu, partai politik dan masyarakut yang 

kuat dan independen adalah dua ha1 yang tidak bisa ditolak. 

Indonesia seba.gai saJah satu negara yang sedang mengalami masa transjsi sudah 

pasti mengalami sekian dilema berkailan dengan bagaimana mempraktikkan 

prinsip--prinsip pemerintahan demokratis. Kondisi ini memprihatinkan mengingat 

lahimya masa transisi terjadi berSaruaan dengan gelombang krisis ekonomi sejak 

1997, di mana tingbt kemiskinan meningkat serta peJayanan publik sernaldn 

memburuk, Belum lagi permainan ba.dan~badan keuangan dunia seperti IMF. 

World Bank; ADB, dll, yang tentu saja semakin memperparah kondlsi 

politik ekonomi Indonesia. 

Pennasalahan-permasalahan yang digambarkan di atas dapat dicari jalan 

keluar jika selumh komponen bangsa ikut berperan aktif, tennasuk di 

dalamnya perempuan. Partisipasi perempuan untuk: terlibat dan dilibatkan 

dalam upaya membangun dimensi pemerlntahan yang demokratis sangat 

diperlukan. Karena menurut Boyle (19-20) demokrasi mengejawantahkan 

keinginan bahwa keputusan yang memengaruhi perkumpulan secara keseluruhan 

harus diambil oleh semua anggotanya dan masing-masing anggota hams 

mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata 

lain, demokrasi mencakup prinsip kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan 

kolektif dan kesamaan hak-hak dalam menjalankan kendali itu. 

Berkenaan dengan pandangan Boyle bahwa demokrasi merupakan kesetaraan ~ 

Robert Dahl (68) pun menyatakan bahwa, hak adalah salah satu baben utama 

dalam membangun suatu proses pemedntttban yang demokratis. Sebuah sistem 

poHtik harus menjamin adanya hak~hak tertentu bagi warga negaranya seperti hak 

untuk berpartlsipasl, dan hak untuk menyatakan pendapat tentang masalah­

ma.salah politik, serta hak untuk rnemberikan suara. 

Selain itu, faktor penting lainnya dafam menuju proses pemerintahan yang 

dernokratis adalab pembaglan keku.asaan, antara satu tingkat pemerintahan ke 

tingkat yang iebih rendah, antara birokrasi pemerintahan dan warga, serta antar 

kelompok~kelompok warga scndiri. DistribusJ kekuasaan antara laki~laki dan 
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perempuan dalam pengambilan keputusan publik, merupakan bagian dari upaya 

untuk mencapai kehidupan yang Jebih demokratis. 

Sementara di sisi lain, pemerintahan yang demokratis membutuhkan masyarakat 

yang terarnpil dalam melakukan prakte:k-praktek rekonsiliasi, kolaborasi, 

mengelola konflik, dan membangun konsensus, yang seluruhnya sangat 

dibutuhkan untuk mendorong partisipasi publik yang produktif dalam 

pengambilan l<eputusan. Selama ini, perempuanjustru banyak berada da!am posisi 

yang pasif dan sering ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan publik. 

Perempuan sebagai kelompok interest, juga memiliki kepentingan sebagaimana 

laki-laki, dan hanya perempuan yang dapat memahami kepentingan perempuan 

secara lebih baik. Namun pada kenyataannya seJarna ini kepentingan dan 

pennasalahan perompuan tidak terartikuiasi) terolah dan terorganisir dengan baik. 

Sehingga banyak kebijakan yang dihasilkan tidak ramah perempuan dan buta 

gender serta tidak menyasar pada kebutuhan dan permasaiahan perempuan. 

Secara ringkas dapat dikatakan perlunya tindakan genderasasi dalam demokrasi 

(engendering democracy) paling tidak berkaitan dengan tiga penjelasan yang 

diuraikan oleh Karam sebagai berikut {6). Pertoma, hak~hak politik perempuan 

merupakan bagian integral dan tak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, dan 

sebalik.nya hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dari berbagai 

kerangka kerja demokratik. Kedua~ bahwa dalam suatu sistem demokrasi, 

pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam 

memformulasikan berbagai keputusan atau yang mengarah ke berbagai strategi. 

Dengan kata lain demokrasi harus inklusif dari berbagai opini dan persepsi 

mengenai perempuan dan laki-laki. Ketiga, dasar pemiklran yang paling ra.sional 

untuk mengaitkan dernokrasi dan gender adalah bahwa perempuan secara efektif 

merupakan separuh dari penduduk dunia, dan separuh dari penduduk nasfonaL 

Maka, dalam mengonseptualkan berbagai isu dan mengembangkan keb!jakan 

yang akan memengaruhi, secara langsung atau tidak Iangsung, kehidupan wa:rga 

negara seharusnya mempertimbangkan berbagai situasi, perspcktif dan realitas 

serta melibatkan perernpuan dan laki-taki dalam proses pembuatan keputusan. 

Demokrasi juga diartikan keten.vakllan (representative) dan kesetaraao (equality). 

Universitas Indonesia 

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana UI, 2010



36 

Keterwakilan perempuan secara flsik (representation in presence) atau secara 

deskriptif (meminjam istilah Lovenduski) dalam politik merupakan hal yang perlu 

dan pendng untuk dilakukan. karena menurut Philips Pengalaman perempuan 

tidak dapat diungkapkan dalam politik yang didominasi lald-lak:i, karena itu 

kebutuhan dan kepentingan khas perempuan menuntut perwakUan oleh 

perempuan (Philips, the Politics 17). 

Datam kasus di Indonesi~ kebijakan negata dan pernbangunan ekonomi yang 

beljalan justru menghambat partisipasi politik perempuan dan menjadikan 

perempuan dalam kondisi misldn dan kurang berkembang. Kenyataan ini 

memunculkan sebuah pertanyaan rnengenai keterwakilan kepentingan perempuan 

dalam lembaga-lembaga politik formal yang merumuskan berbagai kebijakan. 

Sistem perwakilan politik di banyak negara seiama ini menerapkan keterwakilan 

dalam ide (reperesentation In idea) sehingga lebih menekankan pada akomodasi 

ide dan kepentingan,. bukan permasaJahan siapa yang mewakili, Dengan kata lain. 

tidak harus perempuan yang duduk dalam lembaga-lembaga politik fonnal 

terutama parlemen untuk mewakill kepentingan perempuan, Namun demikian, 

kenyataan yang terjadi justeru menunjukkan dominasi Jaki~laki dalam politik, 

sama sekali tidak memperHhatkan sensitivitas terhadap kepentingan pcrernpuan. 

Oleh karena itu, meningkatkan keterwakilan perempuan seca.ra fisik 

(representation in presence) dalam politik merupakan hal yang per!u dan penting 

untuk dilakukan. 

Selanjutnya PhilJips (The Politics of Presence, 62-3) juga menguraikan beberapa 

pernikiran yang melatarbelakangi perlu dan pentingnya meningkatkan jurnlah 

perempuan dalam politik terutama parlernen. Pertama, keadilan antara Iaki-laki 

dan perempuan. Distribusi kekuasaan yang tidak merata antara laki-laki dan 

perempuan menyebabkan terjadinya dominasi kelruasaan oleh Iaki-laki yang 

menyubordinasi perempuan, Untuk menjembatani monopoli kekuasaan yang 

selama ini telah dipegang oleh laki-laki, maka perlu adanya pembagian kekuasaan 

yang adil antara laki-laki dan perempuan. Demi tercapainya keadilan tersebut 

mitos 1ruang privae untuk perempuan harus dibilangkan, karena menjadikan 

perempuan sukar untuk berkompetisi di ruang publik dan bahkan tidak memiliki 
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kesempatan untuk mengembangkan kemampuan pribadinya. Kedua, kepentingan 

perempuan. Keterwakilan akan membawa kepentingan perempuan dalam politik. 

Kenyataan bahwa perempuan memiliki kepentingan berbeda dari laki-Iaki dan 

pemilihan wakil-wakil perempuan akan Iebih meyakinkan keterwakilan 

kepentingan perempuan. 

Ketiga, perbedaan hubungan perempuan terhadap politik. Meningkatnya · 

keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal akan membawa 

perubahan pada budaya politik masyarakat. Politik yang didominasi oleh nuansa 

'maskulin' dapat berubah sesuai dengan nilai dan kebiasaan yang dibawa oleh 

perempuan dalam politik. Keempat, keberhasilan peran politisi perempuan dalam 

perumusan kebijakan. Kiprah perempuan dalam politik akan memberi contoh 

terhadap perempuan lainnya untuk lebih percaya diri yang kemudian dapat 

membongkar akar-akar asumsi yang menyatakan hal-hal yang tepat dan tidak 

tepat bagi perempuan. 

Telah menjadi pandangan banyak kalangan elit politik di negeri ini, bahwa 

keterwakilan perempuan dalam politik mutlak diperlukan dalam rangka menjalani 

proses demokratisasi yang baru saja dimulai. Meskipun demikian, hal tersebut 

tidak menj8di jaminan bahwa langkah perempuan untuk terlibat dalam partai 

untuk meraih kursi legislatif akan lebih mutus. Karena kendala yang dihadapi 

perempuan untuk berpartisipasi dalam politik sangatlah kompleks. Mulai dari 

kendala internal yang meliputi lemahnya kapasitas perempuan, kurangnya percaya 

diri perempuan untuk mencalonkan diri, persepsi perempuan tentang politik 

sebagai permainan kotor, dukungan keluarga. Selanjutnya partai politik. yang 

maskulin dan seksis menurut Adelina menjadi penghambat terbesar bagi 

perempuan untuk berpartisipasi di politik. 

Sejalan dengan temuan di atas, basil penelitian yang dilakukan Lovenduski 

menggambarkan bahwa hambatan feminisasi politik disebabkan oleh faktor­

faktor institusional dan faktor-fak:tor sosial. Kendala institusional berupa seksisme 

institusional dan aturan-aturan hukum yang tidak berpihak pada perempuan. 

Sedangkan rintangan sosial berupa sumber daya yang rendah di mana kebanyakan 

perempuan adalah kelompok yang miskin dari segi ekonomi sehingga tidak 

Universitas Indonesia 

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana UI, 2010



38 

mampu membiaya kegiatan~kegiatan politiknya. Selain itu konstruksi gaya hidup 

seorang perempuan juga menyebabkan mereka hanya memiliki sedikit waktu 

untuk berpolitik, ditambah lagi dengan pelabelan tugas politik sebagai sesuatu 

yang talcenfor granted sebagai tugas laki-laki (87-91). 

2.2.1 Politik 

Politik sering diartikan sebagai aktivitas untuk meraih kekuasaan atau sikap yang 

berhubungan dengan kekuasaan untuk memengaruhi suatu macam bentuk susunan 

masyarakat. Sementara Miriam Budiardjo mendefinisikan politik sebagai "usaha 

untuk menentukan peratumn-peraturan yang dapat diterima baik o1eh sebagian 

besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis"' 

(15). 

Max Weber mendeftnisikan politik sebagai "perebutan kekuasaan atau usaha 

:saling memengaruhi dari para pemegang kekuasaan" (Vanna 245). RandaiJ (J) 

rnendefinisikan poUtik sebagai kebijakan umum yang menyangkut pengaturan 

dan alokasi dari sumber daya ala.m. yang mana dalam proses ini berpotensi 

muncul konflik kepentingan dan pendapat tentang bagaimana sumber daya 

alam ini a.kan didistribusikan. Dengan kata lain politik adalah upaya orang 

atau masyarakat untuk memengaruhi distribusi dari sumber-sumber daya 

alam tersebut. 

Pemaharnan politik yang sering diorienta.sikan untuk merebut kekuasaan 

menyebabkan politik dianggap sebagai dunia yang kerns, kotor, manipulatif dan 

agresif. Sehingga ia dianggap bukan tempat yang cocok untuk perempuan 

berkiprah. Terlebih lagi ketika politik ditempatkan di wilayah publik yang fonnal 

turut pula menghadirkan definisi, konsep dan nilai-nHai yang menempatkan 

perempuan di luar area tersebut. 

Oieh karena itu para feminis telah berupaya untuk meJakukan redefinisi politik 

agar lebih ramah perempuan dengan mendobrak tembok pernbatas publik-privat 

dan formal-infonnal yang seiarna puluhan bahkan ratusan tahun berhasH 

merintangl kiprah perempuan dalam dunia poJitik. Upaya ini diJakukan karena 
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pendefinisian politik baik dalarn reori maupun praktik ditengarai oleh para 

akademisi &minis meropakan perpanjangan dari definisi konvensional 

berdasatk.an pengalaman laki-laki. Dengan demikian setiap definisi politik bersifat 

tendensius dan bisa diperdebatkan karena pemisahan yang tegas antara poHtik dan 

nonpolitik sendiri merupakan tindakan politis. (G. Parry 82). 

Politik dalam perspektif feminis melintasi ruang publik (fonnaJ) dan privat 

(informal) sehingga kegiatan yang dilakukan perempuan "di dalam rumah''. 

seperti menjalankan peran sebagai istri atau ibu, menjalankan fungsi reproduksi. 

seperti melahirk~ mengasuh dan rnerawat anak, dan sebagainya juga dianggap 

sebagai kegiatan yang merniliki dimensi politik. Karena menurut Ani Soetjipto 

setiap kegiatan yang memlliki hubungan kekuasaan dan ketidaksetaraan antara 

perempuan dan laki-laki dimaknai sebagai aktivitas politik (Jurnal pemikiran 

Islam tentang Pemberdayaan Perempuan, 45). 

Setelah menghi1angkan tembok pembatas publik~privat dan formal~infannal. 

Upaya feminisasi politik selanjutnya adalah mengintervensi pemahaman politik 

dengan pengalaman pribadi perempuan. Hal inilah yang dilak"Ukan oleh Catharine 

MacKinnon melalui slogan the personal is political. Slogan the personal is 

political ini mempunyai arti bahwa kekhususan pengalaman perempuan di 

wilayah yang secara sosial dihidupi sebagai wilayah pribadi yang privat juga 

memiliki dimensl politis. Prinsip substansial mengenai keotenttkan politik dari 

pengalaman peremp11an adalah menembus ketidakberdayaannya terhadap laki­

laki. Dengan mengatakan 'yang personal adalah politis• berarti gender sebagai 

pembagian kekuasaan ditemukan dan dibuktikan melalui pengalaman akrab 

perempuan atas obyektifikasi seksualnya (Mackinnon, Towards, 82). 

Sementara Kate Millet dalam Sexual Politics (26) menyamakan politik dengan 

kekuasaan atau ' 1hubungan~hubungan kekuasaan yang terstruktur". Hal ini 

rnengekspresikan konsepsi baru bahwa wilayah politik tidak harus lagi dibatasi ke 

dalam institusi-institusi tetapi meliputi seluruh aspek dalam kehidupan individu 

dan sosial. 

Konsep kekuasaan yang dimaksudkan Mlllet bukanlah kekuasaan sebagaimana 
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dimaknai oleh laki-laki yang identik dengan dominasi, kekerasan, pemaksaan dan 

menimbulkan konflik. Akan tetapi suatu sistem kekuasaan yang memberdayakan 

dan mengedepankan prinsip kerja sama untuk mencapai tujuan. 

Berbicara mengenai kekuasaan, Dowding (4) menguraikan kekuasaan menjadi 

dua, yaitu power to dan power over. Power over merupakan kekuasaan untuk 

memengaruhi orang lain agar menghasilkan sesuatu atau menolong menghasilkan 

sesuatu. Dalam proses memengaruhi orang lain tersebut dapat menimbulkan rasa 

suka atau tidak suka dari pihak yang dipengaruhi. Kekuasaan model ini dijalankan 

dengan memaksa orang yang dipengaruhi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan 

keinginan yang memberi pengaruh tanpa ada pilihan, sehingga berpotensi 

menimbulkan konflik. Kekuasaan model inilah yang banyak diterapkan laki-laki 

dalam berpolitik. 

Sementara Power to adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis dan 

mengukur kemampuan diri untuk melakukan sesuatu. Power to dilakukan dalam 

bentuk kerja sama dengan asumsi bahwa keija sama dapat lebih menghasilkan 

kekuasaan. Seseorang yang menjadi objek dalam kategori ini merupakan 

seseorang yang otonom dan berhak menentukan serta mempertahankan 

keinginannya. 

Politik secara umum yang didefinisikan berdasarkan pengalaman laki-lak.i 

memfokuskan pada 'perebutan kekuasaan'. Berbeda sekali dengan politik feminis 

yang lebih mengedepankan "etika kepedulian", sehingga kekuasaan bagi 

perempuan dimaknai sebagai bentuk kemampuan untuk menciptakan masyarak:at 

yang lebih berharkat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai feminitas, seperti 

persahabatan, kasih sayang, kelembutan, dan simpatik. Dengan kata lain 

kekuasaan perempuan (women power) bukanlah untuk kepentingan kekuasaan itu 

sendiri atau untuk memanipulasi orang lain. Kekuasaan dalam pandangan feminis 

mengutamakan kerja sama dalam mencapai tujuannya. 

Sedangkan kekuasaan dalam pandangan laki-laki sangat lekat dengan nilai-nilai 

maskulinitas seperti kekuatan, otoritas, ketegasan, kepentingan, dan dominasi 

yang cenderung menimbulkan konflik yang dekat dengan pemahaman power 

Universitas Indonesia 

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana UI, 2010



41 

over. Sementara kekuasaan dalam pandangan perempuan Iebih dekat dengan 

pemahaman power to sebagaimana penjelasan di atas. 

Da1am pelaksanaannya. Cantor and Bemay (39) menjelaskan bahwa kekuasaan 

daJam perspektif feminis merupakan penyatuan ni1ai-nilai maskulinitas dan niiai~ 

nilai feminitas. Kekuasaan dalam perspektif ini juga mengadopsi kekuasaan ibu. 

Kekuasaan ibu merupakan kekuasaan yang bemuansa -kasih sayang dan 

mengandung nilai pemberdayaan pada orang lain, tidak berpusat pada diri sendiri. 

Kekuasaan perempuan diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan. 

2.2.2 Partai Politik LolmJ 

Kata partai berasaJ dari kata pars dalam bahasa Latin, yang berarti "bagian'). 

Dalam kamus bahasa Inggris. kata party berarti pihak (misalnya dalam suatu 

perjanjian), even sosial (seperti pesta), dan grup atau kelompok bersama. 

Definisi tertua partai politik, mungkin, bisa dirujuk dari Edmund Burke, tokoh 

politik lnggris (1729-1797). Burke pada tallUn 1771 menulis bahwa partai adalah 

"a body of men united I for promoting, by their joint endeavors, the national 

interest upon some particular principle in which they are all agreed" (kumpulan 

orang~orang yang bertujuan untuk mempromosikan, dengan usaha bersama. 

kepentingan nasional berdasarkan beberapa prinsip khusus yang teJah mereka 

setujui bersama) {151). Namun, Burke kbawatir partai politik hanya akan 

digunakan oleh "massa" sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk 

memuaskan kepentingan merel<a sendiri, dan karen a itu Burke mendukung sistem 

perwakilan yang hanya diperuntukkan bagi orang~orang bijak; ini berarti 

pembatasan bak pilih untuk kelompok warga negara yang berpendJdikan. 

Sigmund Neumann dalam bukunya. Modern Political Parties, mengemukakan 

detinisi sebagai berikut: 

Partai politik adalah kendaraan da.ri a.ktivis-aktivis politik yang berusaha 
untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat 
melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan Jain 
yang mempunyai pandangan yang berbeda (352). 
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Secara singkat dapat dikatakan partai politik merupakan pera:ntara yang besar 

yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosiat dengan lembaga­

lembaga pemerlntahan yang resmi. 

Di Indonesia, ada beberapa definisi partai politik yang dikenal, seperti dari: Pasal 

1 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: 

Partai politik adalah organlsasi yang bersifat nasional dan dibentuk oJeh 
sekeJompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membe1a kepentingan 
politik anggo~ masyaraknt. bangsa dan ne~ serta memelihara 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan PancasHa 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Menurot Miriam Budiardjo (16): 

Partai politik adalah suatu ke1ompok yang terorganisir, yang anggota­
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita--clta yang sama. 
Tujuan keiompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan poHtik dan 
merebut kedudukan politik-{biasanya) dengan cara konstitusional­
untuk melaksanakan kebijak:sanaan-kebij.aksanaan mereka. 

Dinamika perpolitikan di Indonesia mengalami perkembangan dengan hadirnya 

partai politik lokal di Aceh yang ikut mewarnai pesta demokrasi di indonesia pada 

pemilu 2009 yang la1u, Biia ditinjau darf sejarah dunia, partai politik lokal telah 

dikena1 sejak akhir abad ke·l9 dan awal abad ke 20. Me. Kenzie sebagaimana 

dikutip o1eh Alunad Farhan Hamid (31-2) mengatakan Partai Buruh di lnggris 

didirikan pada tahun 1900-antara lain oleh beberapa partai buruh lokal. Di 

Amerika Serikat partai politik lokal muncul pad~ tahun 1900 dengan berdirinya 

Home Rule Party of Hawaii untuk meJayani aspirasi pribumi Hawai di legislatif 

negara bagian dan Kongres. 

Partai politik lokal (state party, regional party, atau political party) ada1ah pertai 

politik yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (provinsi atau negara bagian) 

atau beberapa daerah tapi tidak mencakup semua provinsi {nasional). Secara 

sederhana Hamid mendefinisikan partai politik lokal sebagai "partai politik yang 

didirikan dan berbasis di daerah1
'. Partai demikian menjadi lokal karena ia tidak 

mau menjadi partai nasionaJ, dan karena itu hanya ingin terlibat dalam proses 
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politik daerah. Kekua.tan partai politik lokal terletak pada kedekatannya dengan 

konstituen atau pemilih. 

Dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka 14, 

dijelaskan bahwa: 

Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh 
sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara 
sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara 
metatui pemilihan anggota DPRAJDPRK, gubemur/wakil gubernur, 
bupati/wakil bupati, dan walikotalwakil walikota. 

Menurut Hamid; partai poHtlk Jokal dapat dibagi menjadi dua sistem. Pertama. 

sistem partai politik lokal tertutup, yaitu hanya boleh berpartisipasi dalam 

pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif daerah dan kepala daerah Gika 

pemilihan bersifat langsung). Kedua) sistem partai politik lokal terbuka, yaitu 

partai lokal juga diberi hak untuk berpartisipa.si dalam pemilihan umum nasional, 

seperti untuk pemilihan anggota legislatif pusat dan kepala negara/presiden (jika 

perniHhan bersifat langsung). Dalam sistem partai lokal terbuka ini, partai lokal 

dapat menjadi mitra koalisi partai nasiona[ di tingkat nasional dan karena itu dapat 

menempatkan tokohnya dalam kabinet sebagai menterl (35), 

Partai politik memegang peranan penting dalam mewujudkan demokratisasi di 

negara yang rncnganut sistem demokrasi perwakilan seperti Indonesia.. Partai 

politik juga mempunyai peran krusiai dalam menentuka.n partisipasi dan 

keterwakiian perempuan datarn lembaga legislatif, bahkan partai politlk sering 

digambarkan sebagai penjaga gerbang untuk terpilihnya seseorang menjadi wakil. 

Menyadari hal tersebut, ferninisasi partai politik mut1ak diperlukan dalam 

rancangan s.trategi afirmasi terhadap keterwakilan perempuan, Menyadari peran 

partai yang begitu besar, dan belajar dari pengalaman gagalnya undang-undang 

politik yang lama dalam mengintroduksi tindakan afirmasi terhadap perempuan, 

maka gerakan perempuan membuat rancangan strategi afim1asi dari hulu ke hilir. 

Dari hulu, dengan cara memasukkan semangat afirmasi dengan k:uota 30 perSen 

ke dalam UU partai politik serta mendorong pemilihan pengurus partai melalui 

mekanisme pcmilihan yang demokratis, terbuka dan akuntabel. inti darl strategi 
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ini adalah mengejawantahkan kuota 30 persen dalam struktur kepengurusan partai 

dan menjadikan hal ini sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. 

Selanjutnya mengalir ke hilir, strategi yang dilakukan adalah dengan 

mengintervensi UU pemilu untuk memasukkan aturan yang tegas ( dengan sanksi) 

dalam penominasian minimal 30 persen perempuan sebagai caleg. Kedua, 

mendorong penempatan caJon perempuan dalam sistem zipper. Ketiga mendorong 

mekanisme penetapan eaton terpilih yang kondusif bagi perempuan (proporsional 

semi terbuka). Berikut hagan kebijakan afirmatif yang dirancang oleh gerakan 

perempuan dari hulu ke hilir. 

2.1 Strategi Afmnasi Hulu ke Hilir 

HLU 

RUU PART AI POLITIK 
• Mendorong jumloh perempuan 

minimal 30 % dalam 
kepengurusan (khususnya daJam 
pengurus hari11n) partai poJitik di 
berbagai tingkatan 

• Mendorong pemilihan pengurus 
partai meJalui mekanisme 
pemilihan yang demokratis, 
terbuka dan akuntabel. 

lll!R l 
RUUPEMILU 

• Mendorong aturan yang tegas 
(dengan sanksi) daJ11m 
penominasian paling sedikit 30% 
perempuan sebagai caJeg oJeh 
partai politik. 

• Mendorong penempalan caJon 
perempuan daJam daftar caJon 
yang peluang kelerpiJihannya 
besar (zypper sistem). 

• Mendorong mekanisme pene1apan 
caJon terpilih yang kondusif bagi 
keterpilihan perempuan yang Jebih 
besar(proporsional semi terbuka). 

Sumber: Sri Budi Eko Wardhani, "Perjuangan Menggagas Kebijakan Afirrnatif b11gi Perempuan 
dalam UU Pemilu Tahun 2008" JurnaJ Perempuan 63 

Strategi afirmatifyang telah dimasukkan dalam UU partai politik ini diharapkan 

dapat memaksa partai untuk mematuhi agenda afirmasi terhadap perempuan. 

Mengutip apa yang dikemukakan IFES terdapat 4 (empat) faktor dalam eksistensi 

partai politik yang signifikan dalam menentukan tingkat keterv.rakilan perempuan 

di parlemen. Keempat faktor tersebut adalah: I) Struktur organisasi partai politik, 

semakin terpusat pertanggungjawaban struktur partai politik yang bertanggung 

Universitas Indonesia 

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana UI, 2010



45 

jawab, sernakin besar kesempatan bagi keterwakilan perempuan. Ketua partai 

dapat menjalankan aturan-aturan kelembagaan untuk menciptakan kesempatan 

bagl perempuan, sebagai respons terhadap tanggapan atas tekanan publik, Juga 

organisasi yang pertanggungjawabannya lebih terpusat, dapat lebih mudah 

diminta beri pertanggungjawaban jika proporsi bagi kandidat perempuannya 

rendah.. Namun demikian, ada indikasi lebih k:uat hahwa pemilihan calon partai di 

tingkat daerah membantu pemilihan wakil perempuan. Mereka, wakil perempuan 

lebih dinominasikan dan dipilih ketika nominasi eaton dilakukan oJeh cabang­

cabang partai atau panitia di daerah, dibandingkan ofeh struktur pusat partai 

politik. 

2) Kerangka kerja lembaga, semakin melembaga sebuah partai politik - yaitu, 

diatur oleh seperangkat aturan yang transparan. non diskriminasi. dapat dipahami 

dan adil - semakln terbuka bagi rak:yat di luar struktur kekuasaan tradisional -

termasuk bagi perempuan - untuk dapat menjadi calon, SebaUknya. apabila partai 

didasarkan pada kekuasaan individual. tanpa struktor Jembaga yang formal, akan 

sulit bagi perempuan untuk dinominasikan sebagai calon. Peraturan partai yang 

memastikan kesetaraan gender dalam pencalonan memiliki pengaruh positif 

dalam proparSi perempuan yang terpilJh dalam legis:latif. Namun, mungkin 

diperlukan ada keterlambatan waktu dari dua pemilu atau lebih bagi adanya 

kemajuan yang signifikan dalnm proporsi wakil perempuan, setelah adanya 

pengenalan peraturan·peraturan tersebut. 

3) Ideologi partai, partai yang berideologi progresif secarn sosiallebih mungkin 

mendukung wakil perempuan, karena pemik.iran egalitarianisme dan dukungan 

mereka secara umum bagi mereka yang berada di luar struktur kekuasaan 

tradistonaL 4) Aktivitas politikus perempuan, semakin tinggi jumlah aktivis 

perempuan di antara anggota partai politik dan khususnya yang bekerja di dalam 

kantor eksekutif internal partai politik, semakin besar pula kesempatan bagi 

perempuan untuk terpilih dalam pencalonan kontes yang mungk:in dimenangkan. 

Peningkatan jumlah aktivis perempuan dalam partai poJitik dapat memaksa 

mereka untuk melaksanakan peraturan yang mendulrung pencalonan perempuan. 
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Sebagai institusi poHtik yang strategis untuk mengantarkan perempuan menuju 

kursi parlemen, partai poJitik diharapkan menjalankan fungsi sebagai berikut, 

sebagai sarana komunikasi politik. sarona sosia1isasi politik. sarana rek:rutmen 

politik dan sarana pengatur konflfk. Pertama, sebagai sarana komunikasi politik 

partai berfungsi sebagai sebuah lembaga yang menyerap dan rnenyalurkan aspirasi 

rnasyarakat melaJui proses penggabungan kepentingan (interest aggregation) dan 

perumusan kepentingan (interest articulation) yang dikeluarkan daiam bentuk 

sebuah usulan kebijakan partai dan akan disampaikan pada pernerintah untuk 

menjadi kebljaksanaan umum (public policy), Dalam hal ini partai bisa berfungsi 

sebagai perantara antara pemerintah dan rakyat 

Kedua, daiam menjalankan fungsi sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik 

berusaba menciptnkan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. 

Sosialisasi dHaksanakan meialui penanaman solidaritas anggota terhadap partai 

serta upaya penyadaran terbadap konstituennya akan tanggung jawabnya sebagai 

warga negara, dengan mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan 

pribadinya. 

Fungsi ketiga yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Untuk memperluas 

partisipasi politik dan mempersiapkan kader, partai poHtik harus melakukan 

rekrutrnen politik. Rekrutrnen politik ini daWn jangk:a panjang berfungsi sebagai 

persiapan pergantian pimpinan yang lama (selection of leadership), Dan yang 

keempat, sebagai sarana pengatur konflik (conflict management). Konflik 

horizontal yang terjadi dalam kelompok masyarakat dan konflik vertikal yang 

terjadi antara pemerlntah dan masyarakat secara idealnya dapat ditengahi oleh 

partai poHtik. Karena partai politik mempunyai peran yang hampir sama dengan 

pemerintah dalam hal mengeloJa konstituennya, sebagai penghubung antara 

keduanya, serta pengatur k:einginan dan aspirasi golongan~golongan dalam 

masyarakat. maka seharusnya peran sebagai pengatur konflik dapat dilaksanakan. 

Sebagai saiah satu komponen demokra&i, partai politik sangat rnenentukan 

keberlangsungan demokratisasi di Indonesia. Jika demokrasi mempunyai makna 

bahwa pengambiJan keputusan menjadi hale semua anggota atau masyarakat yang 
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memandatkan, di mana elit partai tidak mempunyai peran yang signitikan, maka 

demokratisasi bisa berjalan terus. 

F'ungsi rekrutmen yang dija!ankan oleh partai menjadi pintu masuknya perempuan 

dalam ins:titusi politik formaL Oleh karena itu gerakan perempuan dengan sangat 

ceiTnat mempeljuangkan masuknya kuota 30 persen ke dalarn persyaratan 

rekrutmen dan mensyaratkan pe1aksanaan rekrutmen secara demokratis, terbuka 

dan akuntabel. 

Pippa Noris (2·3) memaparkan ada dua cara rekrutrnen politik yang dihlukan 

k:hususnya untuk keterwakilan perempuan di pademen. Pertama, pilihan rasional 

dari partai politik: {rational choice institutionalism} yang di1aknkan dengan cara 

menentukan caleg berdasarkan kemampuannya Ini dijalankan melalui seleksi di 

tingkat partai poHtlk berdasarkan loyalitas caieg. kemampuan~ dan profesionalitas 

di bidangnya masing-masing. Cara ini rnembuka kesempatan bagi keterwakilan 

perempuan yang dipengaruhi oleh sistem pemilu atau penggunaan lcuota gender 

dan penentuan jumlah kursi perempuan di parlemen. Kedua. penentuan 

keterwakilan perempuan dengan cam modemisasi budaya. Modemisasi budaya ini 

menekankan pada nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang secara sistematis 

berhubungan dengan tingkat perkembangan masyarakat Dalam proses rekrutmen 

politik. penentuan kandidat dilakukan atas dasar hubungan sosia.l di mana dalam 

negara yang bodaya patriatkl masih melekat kuat, membuat keberadaan lald-laki 

Jebih diuntungkan. 

Selanjutnya. Richard E. Matland juga melihat bahwa untuk terpiiih menjadi 

anggota legislatif pcrempuan han.ls dapat melewati tiga hambatan utama yaitu: 

pertama, perempuan hilrus menyeleksi dirinya sendiri untuk pencalonan. Kedua, 

mereka perlu diseleksi sebagai kandidat oleh partai dan ketiga mereka perlu 

diseleksi oleh pemilih. 
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2.3. Sistem Rekrutmen Legislatif. 

Sumber: International IDEA, Perempuan Di Porlemen: Buktm Sekedar JJJm/ah, Bukan Sekedar 
Hiasan, 63. Diambil dati P. Morris "Legislative Recroilmenf' dalam L. Leduc, R Niemi dan P. 
Norris eds. 19%. PCJbandingan Demokmsi: Pemilihan dan Pemungutan Suara dolam Pen;pektif 
Global, London: Sage,l%. 

Setiap ta.hapan dari tiga rintangan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Tahap 

pertama adalah tahap dari seorang perempuan untuk memutuskan bahwa ia ingln 

menca!onkan diri untuk jabatan poHtik. Bagi perempuan menyatakan secara 

terbuka untuk pencalonan diri adalah sulit, tetapi ini merupakan Iangkah penting 

untuk memperoleh representasl politik. Adapun keputusan yang diambll ofeh 

perempuan pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu ambisi pribadi dan 

kesempatan untuk mencalonkan diri. Kesempatan untuk mencalonkan diri ini 

dipengaruhi oleh besarnya peluang yang ada, lingkungan politik yang kondusif, 

dan taksiran mengenai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan 

kampanye politik seperti organisasi-organisasi perempuan. Hal ini diyakini dapat 

rnembantu membangun kepercayaan diri perempuan untuk tampU di ruang publik 

dan memberikan dukungan jika ia memutuskan untuk meocalonkan dirL 

Tahap selanjutnya adalah melakukan se!eksi oleh partai. Proses nominasi para 

kandidat ini merupakan salah satu peran penting yang dimainkan oleh partai­

partai politik. Meskipun proses ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk 
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turut berpartisipasi namun banyak partai politik lebih menerapkan rekmtmen 

tertutup dalarn menentukan siapa caleg yang akan dinominasikan. Tahap terakhir 

adaJah tahap dimana perempuan diseJeksi oleh pemilih pada pemilihan umum. 

Pada tahap ini, sistem pernilu yang diterapkan pada suatu negara memberikan 

pengaruh yang signifikan da1am meloloskan caleg perempuan untuk rneraih kursi 

legis Iatif. 

Prosedur yang digunakan dalam menyeleksi kandidat sangatlah beragam, 

Perbedaan sistetn rekrulrnen yang dilakukan sebuah partai politik tidak terlepas 

dari seberapa luasnya tingkat partisipasi pengurus partai dalam pemilihan para 

ca!on. Apakah keputusan dalam penyeteksian itu dibuat oleh seorang pimpinan 

partai sendiri, sekeJompok pejabat partai atau se)uruh anggot.a partai. Proses 

perekrutan politik yang hanya rnelibatkan para elit partai biasanya disebut sistern 

rekrutmen tertutup. Sementara yang terhuka dilakukan secara kompetisi mumi 

yang biasanya akan dilaksanakan dengan suatu ujian sehingga diketahui siapa 

saja calonnya. 

Berdasarkan mekaoisme dan syarat pereknttan, sistem rekrutrnen terdiri dari dua 

model yaitu model birokrasi dan patronase. Dalam sistem birokrasi. rekrutmen 

kandidat dalam partai dilakukan dengan peraturan yang rinci, eksplisit, eksklusit: 

terstandar, tanpa memperhatikan apaka.h orang tersebut dalam posisi kekuasaan 

atau tidak. Sedangkan dalam sistem patronase, rekrutmen dilakukan tanpa adanya 

aturan yang jelas. Dan kesetiaan para kandidat kepada mereka yang berkuasa 

dalam partai politik sangat besar (Matland, "sistem perwakilan» 24) 

Sedangkan berdasarkan orientasinya, Perekrutan politik dapat berorientasi 

ascriptive dan achievement. Ma.sing~masing orientast ini secara teoritis dapat 

berdiri sendiri ietapi prakteknya dapat ditemui interaksi yang mmlt di antara 

keduanya. Secara funnal, sistem perekrutan poHtik memiliki sifat terbuka bagi 

selumh anggota masyarakat yang memiliki persyaratan. Namun struktur patriarki 

semacam keluarga, perteruanan, agama dan kelompok informal yang ada dalam 

struktur pemerintahan masuk k:e dalam fungsi perekrutan melalui sistem politik 

(Almond dan Powell, 119). 
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Perekrotan anggota. keJuarga, teman1 kelompok ras atau keagamaan atau tempat 

tinggal lebih menekankan pada kriteria ascripJive yang bertujuan untuk 

mendapatkan kesetiaan dan dukungan bag! kelompok kunci (Liddle, 196). Latar 

belakang politik keluarga mempunyai pengaruh terhadap terciptanya tingkat 

partisipasi politik yang tinggi bagi perempuan. 

Orientasi perekrutan ascriptive terjadi bila individu dipilih untuk peranan khusus 

karena status sosial dan keturunan rnereka (ascribed status). Sedangkan 

perekrutan yang berorientasi achiel-'f!ment akan menggunakan !criteria dalam 

menentukan lndividu untuk memegang jabatan atau peranan tertentu yang 

meliputi; keahlian teknis, keahlian berorganisasi dan penyesuaian berharga bagi 

penman kepemimpinan memi!iki kesetiaan dan kepercayaan politik dalam sistem 

politik. 

Berhasil atau tidaknya upaya afirmasi terhadap keterwakilan perempuan dalam 

poiitik lebih banyak ditentukan oleh bagaimana partai membangun sistem 

politisnya) bagaimana ia menganggap dan memercayai kemampuan perempuan. 

serta sejauhmana kerelaan mereka unhlk mendukung perempuan. Sistem politis 

partai yang maskuHnis tidak pernah memberi ruang dan peluang kepada 

perempuan. Perempuan tidak pemah dipercaya memegang jabatan strategis 

meskipun ia memiliki kapasitas yang lebih dari pada laki-Jaki. Perempuan tidak 

pemah dianggap sebagai aset yang da.pat mempeijuangkan visi-misi partai dan 

kepentingan partai, sehingga pemberdayaan dan dukongan terhadap perempuan 

pun tidak pernah dilakukan dengan sepanah halL Perempuan hanya dianggap 

sebagai pelengkap atribut partai yang bertugas sebagai penggerak massa pada 

rnasa kampanye dan pengumpul ~mara pada masa pemilu. Lebih darl itu 

perempuan hanya dijadlkan pelengkap persyaratan administrasi yang akan 

meloloskan partai dalam kontestasi pemilu, Atau sebagai alat jualan pada masa 

kampanye yang menunjukkan bahwa partainya telah memerhatikan keterwakilan 

perempuan, 
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.. Keterwakllan 30% Perempuan ..... 

1 
, Di parlok dan legisla!.if pd peml!u 2009 ,. 

1 
Peluang: 
l. Kebljaknn afirmatif dim 
UU Politik: 
a. Naslonal: 
- UUNo.2Thn200S 
- W No. 10 11m 2008 
b.Lokl:!:l: 
- UU PA Na.. 11 Thn 

2006 
- Qanun No. 3 Thn 2008 
2. Ulhimya enam partai 
politik lokal di Aceh 

Politisi 
Perempuan 

Aceh 

K~pdala: 

L Internal; kapasitas, 
dukungan keluarga, 
finansiaL 

2. Parlok masih maskulin. 
rekro!men tidak 
demokrutis, marginalisasi 
kewenangan, minim 
pemberdayrum, 
penempalan dapil tdk 
:;;esuai,dll. 

3. Sistem pemiluyang tidak 
kondusif 

4. Sistem perpolitikan lokal 

Dari alur pikir di atas, tergambar bahwa, perjalanan perempuan Aceh untuk 

berpartisipasi di ranah politik telah mendapat payung hukum dari perundang~ 

undangan baik di tingkat nasional; UU No. 2 Tahun 200& tentang Partai Politik 

dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, maupun df tingkat Iokal; UU No. 1 J 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 

tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK. 

Perundang~undangan politik tersebut telah mengintroduksl kebijakan afinnatif 

bagi perempuan sebesar 30 persen di tingkat kepengurusan partai dan pencalonan 

kader sebagai anggota legislatif. Ini merupakan kemajuan yang cukup signifikan 

jika dibandingkan dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang 

menginisiasi kuota 30 persen dengan menyebutkan sedapatnya (bukan harus) 
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partai politik memenuhi kuota 30 persen baik di kepengurusan partai maupun 

pada daftar eaton anggota legislatif. UU yang terbaru disahkan oleh anggota DPR · 

terkait partai politik dan pemilu ini telah memaksa parpol untuk menunjukkan 

komitmennya. Jika dahulu partai yang belum memiliki sensitivitas gender dapat 

mengabaikan inisiasi ini, maka sekarang mau tidak mau mereka harus memenuhi 

kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pengisian kepengurusan dan daftar 

pencalonan anggota legislatif. Kebijakan yang telah responsif gender ini diikuti 

dengan realitas terbentuknya partai politik lokal di Aceh sebagai tindak lanjut dari 

perjanjian damai antara GAM dan RI pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, 

Finlandia. Peluang ini direspons masyarakat Aceh dengan sangat antusias dengan 

Iahirnya 14 partai politik lokal yang kemudian hanya enam partai lokal yang lolos 

verifikasi. 

Peluang politik telah dibuka Iebar, namun untuk sampai ke lembaga legislatif 

perempuan tidak melalui jalan bebas hambatan. Hambatan perempuan dimulai 

dari dirinya sendiri menyangkut kapasitas dan pengalamannya dalam berpolitik, 

karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan politisi perempuan saat ini merupakan 

pendatang baru di ranah politik. Perempuan yang telah memiliki kapasitas dan 

pengalaman untuk meneruskan perjalanan harus mendapatk:an dukungan dari 

keluarga. Dukungan dari para aktivis perempuan memainkan peran tersendiri 

untuk menguatk:an eksistensinya di ranah politik. Setelah itu, dia harus 

berhadapan dengan partai berikut sistem politis yang dibangunnya dan budaya 

maskulin yang telah mengakar kuat di dalamnya. Belum lagi dengan sikap dan 

respons masyarakat terhadap kiprah politik perempuan yang dalam budaya 

patriarkal dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim. Selain itu sistem pemilu 

suara terbanyak menjadi pennasalahan tersendiri yang cukup pelik dalam 

menghambat keterpilihan perempuan. Karena keluarnya keputusan MK yang 

membatalkan pasal 2 I 4 UU No. 10 Tahun 2008 ten tang Pemilu telah melemahkan 

upaya afirmasi yang telah dirancang oleh gerakan perempuan dari hulu ke hilir. Di 

antara setumpuk masalah itu masih terselip satu masalah yang sangat berat, yaitu 

maraknya kecurangan dan intimidasi di tengah penyelenggaraan pemilu. 
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Dalam menapaki tiap jengkal perjuangan politik itulah partai menjadi satu 

institusi yang memiliki perm penting-bila tidak dikatakan paling penting­

untuk memperjuangkan keterwakiian perempuan di Jembaga Iegislatif. Dapat 

dikatakan bahwa gambaran tentang partai pOJitik yang menjadi lakus aktivitas 

politik perempuan serta sejauh mana dukungannya terhadap politisi perempuan 

menjadi tema sentm.l daJam tesis ini. Dan yang menjadi indikator bagi tingkat 

dukungan pa.rtai terhadap politisi perempuan adalah introduksi penmdang­

undangan yang mengatur keterwakiJan perempuan itu ke daJam platform partai, 

serta persentase perempuan yang duduk dalam struktur partai dan caJon legislatif. 

Namun, tentu saja dukungan ini tfdak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu 

kesatuan dengan faktor-faktor di luar partai. Untuk itulah dalam penelitian inl 

sayajuga mengangkat masalah bagaimana perempuan merespons politik, apa saja 

moda1 poHtik yang telah dimiliki politisi perempuan, bagaimana pengalaman­

pengalaman perempuan selama berpolitik. khususnya pada saat-saat kampanye 

dan penghitungan suara. 
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PERAN PART AI LOKAL ACEH DALAM MENINGKATKAN 
PARTISIPASI POLlTIK PEREMPUAN 

Ad at bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe 
Phang, Reusam bak Laksamana 

Ada! berada di tangan Sultan, hukum di Iangan Syekh Kuala (Syekh Nurruddin 

Ar--Raniry), Qanun terkait dengan pernbentukan peraturan/ kekuasaan legislatif di 

bawah kekuasaan lembaga perwak:ifan rak:yat yang pembentukannya dipelopori 

ofeh Putroe Phan& yaitu permaisuri Sultan Iskandar Muda. Reusam berkenaan 

dengan perihal protokoler kerajaan yang tata kelolanya diserahkan kepada 

Laksama yang lazim dikaitk:an dengan Laksamana Malahayati. yaitu seorang 

panglima perang angk:atan !aut Kerajaan Aceh Darussalam. Hadih Maja Aceh di 

atas menggambarkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki porsl keterwakitan 

yang relatif setara datam pengambilan kebijakan di Aceh pada masa Kerajaan 

Sultan Iskandar Muda. Pendistrlbusian kekuasaan yang adil antata laki~laki dan 

perempuan menunjukkan bahwa betapa dcmokrntisnya sistern pemerintahan Aceh 

pada masa itu. Hadih maja ini sengaja saya angkat sebagai cennin bagi partai 

lokal yang sebahagian besar mendasari sistem perpolitikannya dengan sistem yang 

dibangun oleh Sultan Iskandar Muda namun tidak memerhatikan keterwak:ilan 

perempuan. 

Pada bab ini saya akan membahas mengenai peran pariok dalam meningkatkan 

partisipasi politik perempuan Aceh. Partai politik merupakan Iokomotif yang 

dapat mengantarkan pere.mpuan menuju lembaga Iegislatif. dan ia merupakan 

satu-satunya kendaraan yang dapat ditumpangi demi mencapai kursi tersebut. 

Oleh karena penelitian ini mcngkaji tentang partai politik lokal di Aceh. maka 

menjadi sangat penting bagi saya untuk membahas sejauh mana partai lokal di 

Aceh ini mengakomodasi keterwakilan perempuan di dalam platform dan 

AD/ART partai, bagaimana isu~isu perempuan diejawantahkan ke dalam program 

partai dan bagaimana mekanisme rekrutmen kader dan caleg yang dijalankan. 
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Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk memetakan peluang dan hambatan 

perempuan dalam meningkatkan partisipasi politiknya di partai lokal Aceh. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh saya juga akan memaparkan sejarah 

partai lokal di Indonesia. Dilanjutkan dengan proses lahirnya parlok di Aceh, serta 

profil singkat enam partai lokal yang ada di Aceh, meliputi sejarah berdirinya, 

latar belakang pendirian. Selain itu saya juga akan menjabarkan jumlah 

keterwakilan perempuan sebagai pengurus maupun caleg dari tiap partai yang 

kemudian akan dianalisa dengan menggunakan teori yang telah say a jabarkan 

dalam kerangka konseptua\ pada bah sebelumnya. 

Penjelasan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai sistem 

politis yang dibangun partai, sejauhmana ia mengakomodasi perempuan dan 

melak:ukan pemberdayaan terhadap kader perempuan. Karena sebagaimana yang 

telah saya uraikan pada bah pendahuluan bahwa hambatan ataupun peluang yang 

dihadapi perempuan dalam meningkatkan partisipasi politiknya saya fokuskan 

pada sistem politis (peluang atau pun kendala yang ada di partai politik lokal 

Aceh). 

3.1. Sejarah Partai Politik Lokal di Indonesia 

Partai-partai politik di Indonesia lahir dan tumbuh bersamaan dengan 

pertumbuhan identitas keindonesiaan pada awal abad ke-20. Meskipun menjadi 

wadah aspirasi dari kelompok atau golongan ideologis yang berbeda-beda, partai­

partai politik pada masa kolonial turut memberikan kontribusi bagi penemuan 

identitas keindonesiaan yang mendasari pembentukan republik (Haris 68). 

Sebelum merdeka tidak ditemukan adanya catatan mengenai keberadaan partai 

politik lokal di Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami bahwa sebelum tahun 1945 

organisasi atau partai politik yang melakukan aktivitas po\itik, masih fokus pada 

perjuangan rakyat dalam upaya merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda 

dan Jepang yang sifatnya menyatu secara nasional (Shiraishi 295). 

Partai politik lokal baru muncul pada tahun 1955, yaitu pada saat pemilihan 

umum tahun 1955. Jadi, keberadaan partai politik lokal di Indonesia sebenamya 
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bukan merupakan hai yang baru. Da1am perjalanan sejarah sistem kepartaian di 

Indonesia, pernah diwamai oleh partai politik lokal, dan portal politik lokal itu 

telah pula menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 1955. 

Menurut Feith, ada beberapa partai yang bisa dikategorikan sebagai partai yang 

bersifat kedaerahan dan kesukuan. Misalnya Partai Rakyat Desa, Partai Rakyat 

Indonesla Merdeka, Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia, dan Gerakan 

Banteng di Jawa Barat. Tidak hanya itu, di daerah lain terdapat pula Gerinda d! 

Y ogyakarta dan Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat (89). 

Partai lokal yang menjadi sangat populer pada masa itu adalah Partai Persatuan 

Daya di Kalimantan Barat. HasH pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan 

Rakyat tahun 1955 menunjuk:kan bahwa Partai Persatuan Daya, untuk daerah 

pemilihan Kalimantan Barat:, berhasil menempati urutan ke dua di bawah 

Masyumi yang menempati urutan pertama. 

Hasil suara pemilihan umum untuk Dewan Perwaki!an R.akyat yang diperoleh 

Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barnt mencerminkan besamya dukungan 

masyarakat lokal yang menjadi basis Partai Persatuan Daya. Hal itu merupakan 

prestasi tersendiri bagi Partai Persatuan Daya sebagai partai lokal yang kurang 

berbasil diikuti oleh partai lokal lainnya yang menjadi peserta pernilihan umum 

tahun 1955. 

Namwt secarn keseluruhan dapat dipahami, bahwa partai politik Jokal temyata 

masib belum berhasii mendominasi perofehan suara di daerah asalnya secara 

signifikan. Misalnya untuk di Jawa Tengah dimenangkan oleh PNI, Gerinda 

hanya berada di urutan ke delapan belas. Di Jawa Barat juga dimenangkan oleh 

PNT sedangkan Gerakan Banteng hanya berada di urutan ke dua puluh. diikuti 

dengan PRD di urutan ke dua puluh satu, dan PTl di urutan ke dua puluh tiga 

(Feith 96-7). 

Dari penjelasan di atas, rnaka dapat dipahami kemudian. bahwa partai politik 

lokal bukanlah sesuatu yang tidak memi1iki akar sejarah dalam perkernbangan 

ketatanegaraan Indonesia. Banyak partal politik loka[ yang telah ikut mewamai 
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sejarah perjata.nan sistem kepartaian di Indonesia. Tetapi kernudian, dalam 

pemilihan umum tahun 1971 dan setelahnya, partai-partai politik Jokal tersebut 

tidak Jagi eksis. Kebijakan politis yang dHahirkan oleh pemerintahan Orde Baru 

telah menyebabkan teojadinya penyederhanllllll partai politik melalui Undang­

Undang Nomor 3 Tahun 1975 tenU!ng Partai Politik dan Golongan Karya. UU ini 

selanjutnya direvisi, dan melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun l985. 

Kebijakan ini rnenegaskan bahwa tertotup sudah kemungkinan pembentukan 

partai politik lokal di Indonesia. 

3.2. Proses Labirnya Parlai Polifik Lokal di Acah 

Setelah dihapuskan keterlibatannya dalam waktu cukup lama dari belantika 

perpolitikan tanah air, partai politik lokal kembali lahir di Indonesia:. Partai politik 

lokal yang lahir kali ini dikhususk:an untuk anak bangsa di bumi tanah rencong, 

daerah paling barat Indonesia. Lahimya partai loka1 jni dibidani oleh 

penandatanganan nota kesepahaman antara GAM dan pemerintah RI di Helsinki 

pada 15 Agustus 2005. Pendirian pertai lokal di Aceh merupakan salah saru 

tuntutan GAM yang sempat menimbulkan kontroversi di kalangan pemerintah RI. 

Pada mulanya, sebagian fraksi di DPR menolak memasukkan partai lokal ke 

dalam RUU Pemerintaban Aceh yang sedang dibahas. Pandangan yang menolak 

mengemukakan tiga alasan. Pertama, kemungkinan terjadinya disintegrasi lebih 

besar, akibat besarnya otonomi politik yang diberikan kepada daerah lewat 

pembentukan parpol lokal. Dalam kasus Aceh, parpol lokal dikhawatirkan akan 

memperkuat tuntutan kemerdekaan yang disalurkan melalui parpol lokaL Jika 

pMpol lokal berhasll memenangi pemilu di Aceh, kemungkinan aspirasi 

kemerdekaan ak.an jadi ancaman serius bagi 1\'KRI. Tapi kekhawatiran ini 

bedebihan karena GAM telah menyatakan Aceh bagian dari NKRJ. 

Kedua, kekhawatiran munculnya konflik horizonta[ di daerah mengingat 

kemungkinan munculnya partai berbasis suku. agama, atau kepentingan 

primordial tertentu. Namun pand.angan ini juga bisa dJpatahkan dengan melihat 

pengalaman Pemilu 1955 yang diikuti bebcrapa parpol lokal yang berlangsung 

damai dan lancar. Ketiga, dibentuknya parpol Iokal akan menambah jumlah 
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parpol di Indonesia. padahal yang ada saat ini saja sudah cukup banyak. Namun 

seperti yang djsebut Maswadi Rauf sebagaimana dikutip oleh Said in Emas, hal itu 

tidak perlu dikhawatirkan karena parpollokal hanya ada di tingkat Jokal, sehingga 

parpol Jokal yang ada di sebuah provinsi be!um tentu ada di provlnsi lain. Secara 

nasional jumtah parpol memang besar, namun jika dilihat pada tingkat provinsi, 

jumlah parpol tidak begitu besar, Bisa saja partai nasional tidak berkembang di 

daerah tertentu karena tidak bisa bersaing dengan parpol 1okal. lni justru akan 

membantu jumlah parpol tidak begitu besar (Sinar Harapan no. 5273). 

Sementara itu kelompok yang mendukung perlunya partai loka! cenderung 

melihat keberadaan partai loka~ selain akan memperkuat proses demokratisasl 

dan partisipasi poiitik masyarakat, juga bisa menyerap kepentingan masyarakat di 

daerah-daerah secara lebih baik. Masyarakat Indonesia yang majemuk 

menyebabkan hampir-hampir tidak: mungkin bagi parpol nasional menyerap 

se!uruh kepentingan yang berkembang di daerah. Di banyak negara, partai loka! 

sangat membantu pemedntahan lokal dalam mempeijuangkan kepe:ntingan 

masyarakat yang sering tidak dilirik parpol di tingkat nasional. Di luar pro~kontra 

tersebut. munculnya wacana tentang parpol lokal menandakan kegagalan dari 

sistem politik nasional kita, khususnya sistem kepartaian dalam rnengakselerasi 

kepentingan masyarakat daerah yang semakin berkembang. 

Sentralisasi politik ala Orde Baru telah mewamai mentalitas dan cara kerja parpol 

dan birokrasi. Keberadaan struktur partai di tingkat daerah seperti DPW, DPD 

atau DPC hanya menjadi etalase dari struktur partai di tingkat nasional. sering kali 

kebljakan diambi1 atas izin dan restu pimpinan pusat. Inilah yang menimbulkan 

Jmpotensi pada sistem kepartaian kita. 

Ketak:utan pemerintah terba:dap tuntutan pembentukan partai lokal di Aceh 

memaksa pemerintah untuk membuat sebuah tawaran kepada pihak GAM. 

Tawaran tersebut adaJah anggota-anggota GAM mendapatkan posisi politik. 

termasuk jabatan kepata daerah, asalkan tidak membentuk partai Jokal. Tawaran 

ini ditolak pihak GAM dengan alasan mereka tidak lngin mendapatkan posisi 
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tersebut kecuali secara demokratis yaitu melalui pilkada langs.ung, bukan sebagai 

pemberian pemerintah Rl. 

Terkait pennasalahan ini, juru bicara GAM Bakhtiar mengemukakan bahwa 

jawaban untuk masalah partai politik lokal di Ac<h bukanlah menawarkan pada 

GAM sesuatu deal yang sanga:t manis dan menafikan hak politik kelornpok 

masyarakat Aceh yang lain. Perundingan untuk perdamaian itu bukaniah untuk 

mengatur agar GAM memparoleh kekuasaan di Aceh, retapi untuk 

memperkenalk:an demokratisasi sejati. Yaitu membangun proses politik yang 

terbuka dan transparan, serta menciptakan kerangka politik yang plural bagi 

seluruh rakyat Aceh. Karena itulah. GAM menuntut pemerintah untuk 

mengamandemen UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik agar parlok di 

Aceh mendapat legalitas hukum (Magabut, http://www.wikimu.com). 

Setelah melalui proses yang sangat alot, akhimya dalam pertemuan fonnal pada 

15 Agustus 2005, Pemerintah RI dan para pimpinan GAM menandatangani Nota 

Kesepeharnan (MoU) di Helsinki. Tuntutan GAM untuk membentuk parlok pun 

diak:omodir dalam salah satu butir MoU tersebut. Salah satu butir perjanjian 

tersebut adalah mengatur tentang meningkatkan partisipasi politik rakyat Aceh 

dengan membentuk partai lokal: 

Sesegera mungkin. tetapi tidak sampai satu tahun sejak penandatanganan 
Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepak:atf dan akan 
memfasilitasi pembentukan partai-partai poiitik yang berbasis di Aceh 
yang memenuhi persyaratan nasional. Mema:hami aspira.si rakyat Aceh 
untuk partai~partai politik lokal, Pernerintah RI, dalarn tempo satu tahun 
atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepehaman 
ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai 
politik Joka1 di Aceh dengan konsultasi dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat (Butir 1.2.1) 

• Faktor yang Mendorong Lahirnya Parlok 

Lahimya partai-partai [okal di Aceh sernakin memperluas wewenang Aceb di 

bidang politik. Keniscayaan timbulnya partai politik lokal setidaknya berkaitan 

erat dengan dua alasan pokok: Pertama, masyarakat Indonesia yang beragam 

dengan wilayah yang amat Juas harus rnempunyai instrumcn politik yang benar-
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benar dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah. Partai politik 

berskala nasionaJ tidak akan dapat menampung dan mengagregasikan kepentlngan 

masyarakat di daerah yang sedemikian beragarn. kedua, dengan 

diselenggarakannya pemilihan kepala daerah langsung, seharusnya 

masyarakat di daerah diberi kesempatan membentuk partai lokai agar calon--calon 

kepala daerah henar-benar kandidat yang mereka kehendaki~ dan dianggap 

merupakan sosok yang tanwp terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Tidak 

seperti praktik yang selama ini terjadi, kepentingan masyarakat lokal barns 

disesuaikan dan tunduk dengan kepentingan elit partai politik di Jakarta, 

(Kompas, 19 Juli 2005) 

Selain dua pandangan di atas, kehidupan yang jauh dari sejahtera dan konflik 

berkepanjangan telah mengikis rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah 

pusat maupun partai~partai poHtik besa.r yang berskala nasional. Menurut Wijaya 

(73} tidak hanya pihak pemerintah pusat yang dianggap k-urang memerhatikan 

dan memperjuangkan masalan yang dihadapi rakyat Acel!, partai-partai politik 

nasionai pun bersikap sama seperti itu ketika menghadapi pennasalahan di Aceh. 

O)eh karena ituJah, keberadaan partai politik lokal, khususnya di Aceh, 

diharapkan dapat menjawab kegagalan partai politik nasional dalam mewakili, 

memerhatikan dan mernperjuangkan suara rakyat Aceh, 

Hasil penelitian Aceh Institute rnenunjuk.kan, pendirian partai lokal memberikan 

kontribusi yang signifikan pada proses perdamaian di Aceh, Kedekatan jarak 

konstituen dengan para pengurus partai yang berlokasi di sekitar wilayah Aceh 

membuat proses penyampaian aspirasi politik konstituennya rnenjadi lebih 

mudah. Selain itu, tumbuhnya partai lokal memberi wama dalam ranah politik di 

Indonesia. Gagalnya partai nasional menumbuhkan kepercayaan rakyat dapat 

diantisipasi dengan munculnya partai-partai lokal yang diharapkan rebih aspiratif 

dalam proses pembuatan kebijakan. HasH penelitian tersebut juga mengungkapkan 

bahwa partai lokal juga dipereaya bisa membuat kebijakan yang lebih bernuansa 

lokal dan khas Aceh sehingga persoalan reintegrasi akan masuk dalam proses 

pembentukan U!J tersebut. 
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Berdasarkan basil penelitian tersebut maka partai politik lokal akan dapat menjadi 

alat rakyat Aceh dalam mengimplementasikan materi penyelesaian konflik secara 

damai sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman antara Pernerintah 

Republik Indonesia dengan GAM sebagai langkah awal untuk membangun 

kembali peradaban Aceh. 

Hal yang serupa terungkap pula di dalam diskusi yang diselenggarakan oleh 

Friedrich Ebert Stiffung di Banda Aceh) Kamis1 30 November 2006. DJskusi itu 

menampilkan Agung Wi<ljaya, koordinator Demos di Aceh. dan J. Kristiadi, 

peneliti senior di Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Widjaya 

menekankan~ bahwa gagasan partat politik lokal harus dilihat sebagai upaya 

positif dalarn penyelesaian konflik di Aceh. Keberadaan partai politik lokal juga 

merupakan upaya menjawab persoalan representasi, mengingat berbagai aspek 

buruk: kinerja partai politik dan pejabat terpilih yang tidak sesuai dengan apa 

yang menjadi barapan rakyat pemilib. Rakyat rnenginginkan partai politik yang 

punya kapabilitas dalant mengemban dan memperjuangkan kepentingan mereka. 

Keberadaan partai politik lokal juga berkaitan erat dengan konsep demokrasi. 

Demokratisasi berarti menolak otoritarianisme, yang antara lain disebabkan 

karena sentraUsasi yang ketat, bahkan dalam praktik kenegaraan, semangat unity 

(persatuan) yang didambakan oleh suatu negara sering dilaksanakan sebagai 

uniformity (keseragama.n). Reaksi yang timbul secara w'!iar terhadap sentralisasi 

adalah usaha desentralisasi dan otonorni. 

Bhenyamin Hoessein (2) pemah berpendapat bahwa fungsi desentralisasi adalah 

untuk mengakomodasi kemajemukan aspjrasj masyarakat. Desentralisasi 

(devolusi) melahirkan political variety dan structural voriety untuk menyalurkan 

local voice dan local choice. DesentrnUsasi tidak hanya dipahami sebagai 

desentrafisasi wewenang pemerintahan. Desentralisasi juga dapat dipahami 

sebagai desentralisasi struktur politik, yang di dalamnya terkandung unsur partai 

poJitik. 

Dengan demlkian, maka keberadaan partai politik lokal akan menandai sekaligus 

menegaskan, beriringannya desentralisasi pemerintahan dengan desentratisasi 
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politik. Tentunya tidak hanya desentralisasi dalam bidang pemerintahan saja, 

desentralisasi politik, khususnya partai politik pun, juga harus dilakukan. 

Keragaman keadaan tiap-tiap daerah yang ada di wilayah Indonesia, tidak 

mungkin bisa direspons hanya dengan mengandalkan saluran politik yang 

sentralistis dan seragam. Diperlukan beragam saluran politik, yang salah satunya 

berwujud partai politik lokal, yang memungkinkan keragaman aspirasi tiap-tiap 

daerah diserap untuk kemudian dirumuskan menjadi kebijakan pembangunan. 

Berdasarkan temuan dalam penelitiannya Endra Wijaya juga menegaskan (75) 

bahwa sangatlah tidak tepat untuk mengatakan bahwa partai politik lokal dapat 

menjadi sumber bagi disintegrasi. Partai politik lokal malah dapat menjadi sarana 

kritik atas praktik ketidakadilan dalam sebuah negara. Dengan demikian, menurut 

saya kehadiran partai politik lokal di Aceh, justru dapat rnenjadi saluran politik 

baru bagi rnasyarakat Aceh untuk menyalurkan aspirasi mereka. Karena itu, 

keberadaan partai-partai politik lokal Aceh dalam perspektif transformasi politik 

yang saat ini sedang berlangsung merupakan sesuatu yang harus diwujudkan 

sebagai bagian dari proses demokratisasi yang berintikan adanya proses partisipasi 

seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. 

3.3 Partai Lokal dan Kebijakan Afirmatif 

Sebagaimana telah saya paparkan pada skema alur pikir bahwa faktor yang 

menjadi peluang partisipasi politik perempuan Aceh adalah lahirnya partai politik 

lokal di Aceh yang didukung dengan jaminan atau perlindungan yuridis yang 

mengakui persamaan kedudukan perernpuan dan laki-laki dalam bidang politik. 

Jaminan hukum persamaan hak antara perempuan dan Iaki-laki tersebut antara 

lain tercantum dalam UUD 1945, Konvensi Hak Politik Perempuan yang sudah 

diratifikasi pada tahun 1956, UU No.7 Talmo 1984 yang mengesahkan Konvensi 

PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan -

disingkat Konvensi Perempuan- atau Convention on the Elemination of All Forms 

of Discrimination Agaimt Women- selanjutnya disebut CEDA W; dan UU No.39 

Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. 
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Di antara peraturan perundangan nasionat maupun lokal yang diidentifikasi 

sebagai pelaksanaan Pasal 7 CEDA W adalah Undang-Undang No.2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik (parpol) dan Undang-Undang No.I 0 Tahun 2008 rentmg 

Pemilihan Umum (Pemilu). Setain dari kedua UU tersebutjuga terdapat peratura.n 

perundangan lokal yaitu: Undang~Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 

dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Aceh Peserta 

Pemilu Anggota DPRA dan DPRK. 

3.3.1 Stnltegi Afinnatif dari Hulu ke Hilir 

Ketika gerakan reformasi berguiir. salah satu tujuannya adalah mereformasi 

sistem politik yang ada. Dan s.etelah tumbangnya rezim Orde Baru, refurmasi 

terhadap sistem politik mulai dijalankan. Salah satunya dengan merevisi dan 

menerbitkan UU Politik yang baru. UU politik yang lama (yang penuh dengan 

misi pemasungan) diganti dengan UU Politik yang baru, yaitu UU No.2 Tahun 

1999, UU No.3 Tahun 1999 dan UU No.4 Tahun 1999. Keberndaan paket politik 

tersebut, merupakan angin segar yang menjamin terlaksananya demokratisasi 

kehidupan politik di Indonesia. 

Dalam UU Politik yang baru ini, prinsip keterwakilan menjadi salah satu fokus 

penekanan, ha[ ini dibuktikan dcngan adanya prinsip pencalonan, d.i mana setiap 

calon yang diajukan oleh masing~masing parpol harus disetujui daerah tingkat rr 

yang merupakan daerah pemiHhan asal calon tersebut menutup kcmungkinan 

adanya calon yang di drop dari pusat (Nur, 92). 

Berdasarkan basil pemilu 1999 jumlah anggota DPR adalah 500 orang Adapun 

tingkat keterwakitan perempuan hanya berjumlah 46 orang (9%) dari total jumlah 

wakil rakyat di DPR. Sedangkan keterwakilan perempuan di DPRD Aceh hanya 4 

orang (7,84%) daTi total jumlah 51 onmg anggota. Disadari atau tidak, adanya 

perubahan dalam era penyelenggaraan pemilu, dengan jumlah partai politik yang 

cukup besar di bawah pemerintah Orde Lama, menjadi tiga partai di bawah rezim 

Orde Baru, kemudian berkembang menjadi 48 partai di era refonnasi, 

menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pola representasi perempuan 

daJam lembaga negara khususnya DPR, pada berbagai tingkatan administrasi. 
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Hanya saja. peroba.han yang signifikan itu menunjukkan tren penurunan hila 

dibandingkan dengan representasi perempuan pada era sebeJumnya. Hal ini 

disebabkan karena sistem politik yang berkembang pada awal reformasi itu 

helumlah sepenuhnya mendorong keterwakilan perempuan dalarn arena politik. 

Artinya. dalam organisasi-organisasi mereka sendiri, partai politik belum 

menunjukkan kornitmen yang kuat dan rumusan-rumusan kebijakan mengenai 

kesernpatan yang setara bagi anggota perempuan agar terpiiih sebagai 

fungsionaris partai dan anggota parlemen. Cara-cara partai politik menyusun 

daftar calon mereka untuk jabatan pilihan, berapa banyak perempuan dimasukk:an 

dalam daftar-daftar itu. dan apakah perempuan ditempatkan pada posisi-posisi 

yang dapat dipilih mengindikasikan kurangnya perhatian dan komitmen bagi 

representasi perempuan. 

Menyadad kurangnya representasi perempuan di parlemen serta suHtnya 

perempuan untuk membangun jalan ke dalam sistem politik, maka banyak 

kalangan yang menuntut diintroduksinya agenda strategis melalui mekanisme 

affirmative action lewat penerapan kuota. Kondisi ini pun segera direspons oleh 

MPR dalam Sidang Tahunan MPR 2002 melalui Ketetapan MPR Nomor 

VU/MPRl2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR. BPK, 

MA pada Sidang Tahurum Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

tahun 2002. Dalam ketetapan ini, khususnya yang berkaitan dengan bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan PerJindungan anak dalam hurufb dinyatakan (15). 

Partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga 
pengambilan keputusan baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun 
yudikatif masih sangat rendah. Padahal kebijakan dasar untuk 
meningkatkan keterwakilan perempuan telah ditetapkan dalam Pasal 28 h 
ayat (Z). Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 ayat (I) Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1984 mengenai pengesahan Konvensi PBB tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 
1979 serta Deklarasi dan Rencana Aksi Beijing tahun 1995. 

Pada intinya, Ketetapan MPR ini merekomendasikan kepada Presiden, agar 

Presiden membuat kebijakan, peratura.n, dan program khusus untuk meningk:atkan 

keterwakilan perempuan di lembaga·lembaga pengambilan keputusan dengan 
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jumlah minimum 30 persen. Secara konkret,. kemudian ketetapan MPR ini 

ditindaklanjuti dalam UU Politik yang baru yakni dalam UU No. 31 Tahun 2002 

tentang Partai Politik dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Hasil yang 

disepakati dalam UU No. 31 tahun 2002 adalah yang tercantum dalam Pasal 13 

ayat (3) yaitu. 

Kepengurusan partai poHtik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis 
meJalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar 
dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan 
keadilan gender. 

Perjafanan sangat penting selanjutnya dalam memformalisasikan angka 

keterwakilan 30 persen yaitu dengan ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2003 

ten tang Pemilu. Di dalam Pasal 65 ayat (!) disebutkan, 

Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota 
DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten!Kota untuk setiap daernh 
pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang­
kurangnya 30 persen. 

Dicantumkanmya pertimbangan gender ke dalam UU Politik ter:sebut merupakan 

sebuah terobosan besar yang mernbcrikan dasar hukum bagi peningkatan 

keterwakilan poiitik perempuan. Dan yang patut dicermati dari berhasilnya 

pencanturnan pertimbangan gender itu adalah proses forrnalisasi kedua UU Politik 

yang diakui oleh berbagai pihak terutama perempuan. membutuhkan perjuangan 

yang berliku. Hal ini dapat dilihat ketika seluruh fraksi DPR pada 28 November 

2002 menyetujui RUU tentang Partai Politik untuk disahkan menjadi undang* 

undang, persetujuan itu dibanjiri dengan berbagai catatan keberatan sejumlah 

anggota DPR terhadap penolakan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Partai 

Politik soal kuota minimal 30 persen perempuan untuk kepengumsan partai 

politik dalam RUU tersebut. 

Penolakan ftaksi~fraksi dan pemerintah untuk mencantumkan angka minimal 30 

persen untuk perempuan dalam kepengurusan partai politik rnulai dari pusat 

hingga ke desa tersebut mengecewakan berbagai elemen perempuan yang 

mengikuti rapat paripuma DPR tersebut di Ruang Nusantara V. Mereka 

melontarkan kekecewaannya pada fraksi~frak.'>i yang umumnya menyatakan 
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mengakui keterwakilan perempoan minimal 30 persen di dalam kepengurusan 

partai poJitik ad.alah hak perempuan dan hal yang biasa diterima. namun gaga! 

memperjuangkan dalam RUU tentang Partai Politik, 

Terlepas dari gaga! dicantumkannya kuom dalam UU Partai Politik. namun harus 

disadari bahwa untuk pertama kali dalam sejarah hukum politik di Indonesia telah 

ada Pasal UU yang dengan jelas menyebutkan perSentase yang dapat dijadikan 

dasar hukum bagi upaya untuk meningkatkan representasi poiitik kaum 

perempuan. Dan untuk kali pertama juga ketentuan mengenai kuota 30 persen 

yang diadopsi oleh undang~undang Pemilu tersebut dan diimplement.a.sikan dalam 

Pemilu 2004. Namun demikian1 upaya untuk mendorong lebih banyak perempuan 

agar terjun ke dunia politik belum juga rnenunjukkan basil yang signifikan. Hasil 

pemilu 2004 menunjukkan hanya sekimr 11.8 persen arau 65 dari 550 jatah kursi 

di DPR RJ yang berhasil diraih perempuan. Sebuah angka yang tidakjauh berbeda 

di zaman parl.emen Orde Barn. Sementara Wltuk Aceh perempuan hanya dapat 

menduduki tiga kursi (4,35%) di tingkat DPRA dari 69 jumlah kursi yang 

tersedia. 

Ditengarai bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab rendabnya 

keterwakilan perempuan di parlemen terkait dengan sistem pemilu sebagaimana 

yang diatur dan diterapkan dalam UU No. 12 Tahun 2003 tenmng Pemilu. Selain 

daripada itu, seharusnya tindakan afirmatif telah lebih duiu tercantwn dalam UU 

Parpol yang terbentuk dan disahkan lebih awal dari UU Pemilu. Akan sulit 

mencapai angka minimal 30 persen keterwakilan perernpuan di parlemen ~rneski 

telah ada affirmative action melalui pasal 65 ayat 1 UU Pemilu No.l2 tahun 2003-

tanpa meJakukan affirmative action yang sama dan lebih tegas perumusannya 

dalam UU Parpol, karena kita tahu dari mana caleg-caleg perempuan itu berasaL 

Menurut Adelina (153), bunyi pasal dan ayat dalam UU Parpol No.3! tahun 2002 

dan UU Pemilu No.12 Tahun 2003 telah sangat berimpJikasi negatif pada jumlah 

caleg perempuan parpol peserta Pcmiiu 2004. Menyadari hal tersebut para aktivis 

perempuan tidak pemah menyerah untuk terus berjuang agar qffirmative action 

juga dimasukkan dalam UU parpol. Karena bagaimanapun rnenurut Soetjlpto, 

Keberhasilan caleg perempuan mencapai kursi Legislatif ditentukan basis 
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darimana mereka berasal, bagaimana rnereka dididik di dalam partai dan 

bagaimana prosedur pemilihan eaton melalui parpoJ. 

Petjuangan panjang dan berliku para aktivis perempuan dan orang~orang yang 

mendukung affirmative action temyata membuahkan basil yang culrup 

menggembirakan. Yaitu dengan dimasukkannya kuota 30 persen keterwakilan 

perempuan pada UU parpol yang sebelumnya tidak dicantumkan. Geralcan 

perempuan beserta efemen masyarakat lainnya berhasiJ mendorong pemerintah 

untuk melakukan amandemen terhadap UU Pemilu No. 31 Tahun 2002 dan UU 

Parpol No. 12 Tahun 2003. 

Hasil amandemen tersebut lahirlah Produk UU Politik yang baru, yaitu UU No. 2 

Tahun 2008 tentang Parpol dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Perrlilu. Lahimya 

UU politik yang barn ini telah menciptakan suatu perubahan signifikan, yaitu 

dimasukkannya semangat affirmative action untuk mendorong keterwakilan 

minimum 30 persen perempuan di kepengurusan partai politik. Diperkuat lagi 

dengan UU No. J 0 Tahun 2008 yang teiah memasukkan satu paket rancangan 

tindakan afirmatif mulai dari mekanismc pencalonan perempuan minimal 30 

persen oleh parpol (Pasal 53), penempatan sekurang-kurangnya satu perempuan 

drui setiap tiga calon (Pasal55 Ayat 2), dan penetapan caion terpilih berdasarkan 

BPP 30 persen (Pasal214). 

Untuk kasus Aceh, pemilu 2009 yang laiu diwamai dengan lahimya partai politik 

lokal yang merupakan fenomena baru dalam perpolitikan di Aceh. Lahlrnya partai 

lokal di Aceh merupakan amanah yang tertuang dalam butir kesepahaman antara 

GAM dan RI di Helsinki. Setahun setelah MoU ditandatangani pemerintah lU 

menunjukkan komitmennya atas MoU tersebut dengan dike1uarkannya UU No. 11 

Tahun 2006 tentang Pemedntahan Aceh. UU ini menjadi fandasan bagi 

masyarakat Aceh untuk mengatur sendiri pemerintahannya (self government) 

sekaligus menjadi acuan untuk lahimya parlok. 

Setahun berikutnya pemerintah mensahkan peraturan yang rnengatur mekanisrne 

partai Jokal di Aceh meialui PP Nomor 20 tahun 2007. PP ini mcnjadi landasan 

teknis pendirian parpol di Aceh yang kemudian juga dikukuhkan dalam Qanun 
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Aceh Nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu 

Anggota DPRA dan DPRK. Berikut strategi afinnatif dari hulu ke hilir yang telah 

terintroduksi ke dalam aturan perundang-undangan. 

3.1. Kebijakan Afirmatifdi Hulu 

A•p UU No. 2 Tahun 2008 UUPA No. 11 Tahun 2006 Qanun No.3 Tahun 2008 
ok 

Pasal2 ayat (1): Pasal 75 ayal (2): Pasal6 (d): 

Partai Politik didirikan Partai politik lokal didirikan Dokumen persyaratan 
p dan dibentuk oleh paling dan dibentuk oleh sekurang- sebagaimano. dimaksud 

E sedikil50 (lima puluh) kurangnya 50 (lima puluh) dalam Pasal 5 ayat (3) 

N orang warga negara Warga Negarn Republik meliputi: 

D 
Indonesia yang Ielah Indonesia yang Ielah berusia (d) sural keterangan dari 
berusia 21 (dua puluh 21 (dua puluh satu) tahun 

I satu) tahun dengan akta dan telah berdomisili tetap di 
pengurus partai politik lokal 

R notaris. Aceh dengan 
lingk:at Aceh lentang 

I memperhatikan 
penyertaan keterwakilan 

Pasal2 ayat (2): perempuan sekurang-
A Pendirian dan 

keterwakilan perempuan 
kurnngnya 30% (tiga puluh 

sekurang-kurangnya 30% 
N pembentukan Partai (tiga puluh). 

per seratus) sesuai dengan 
Politik sebagaimana peraturnn perundang-
dimaksud pada ayat (I) undangan; 
menyertakan 30% (tiga 
puluh persen) 
keterwakilan oeremouan. 

Pasal (2) ayat (5): Pasal 75 ayat (5): Pasa\4 (d): 
Kepengurusan Partai 

Kepengurusan partai politik Kepengurusan partai politik 

K 
Politik tingkat pusat lokal sebagaimana dimaksud lokal dengan 
sebagaimana dimaksud 

E pada ayat (3) disusun 
pada ayat (4) dengan mempcrbatikan 

p dengan menyertakan 
memperbatikan keterwakilan 

E paling rendah 30% (tiga 
keterwakilan percmpuan 

perempuiUl sekurang-
sekurang-kurangnya 30% 

N puluh per seratus) 
(tiga puluh). 

kurangnya 30 % (tiga puluh 

G 
per seratus); 

Pasa\20: 
u Kepengurusan Partai 
R Politik tingkat provinsi 

u dan kabupatenlkota 

s sebagaimana dimaksud 

A 
dalam Pasa\19 (2) dan 
ayat (3) disusun dengan 

N memperhatikan 
keterwakilan perempuan 
paling rendah 30% (tiga 

I puluh per seratus) 

s Pasal47 Bagian Ketujuh lentang Bagian Ketiga tentang 
A Sanksi Pasal 86 ayat (1): Verifikasi Partai Politik 
N (I) Pelanggaran terhadap Lokal untuk Mengikuti 

K 
ketentuan sebagaimana Pe\anggamn terhadap Pemilu Pasal 8 ayat (1): 
dimaksud dalam Pasal 2, kelentmm sebagaimana 

s Pasal3, Pasa\9 ayat (I), dimaksud dalam Pasal 75 KW Aceh melakukan 

I dan Pasal40 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) dikenai penelilian dan verifikasi 
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dikenai sanksi sanksi administratifberupa terhadap kelengkapan dan 
administratif berupa penolakan pendaftaran keabsahan persyaratan 
penolllkan pendaftaran sebagai partai politik lokal sebagoimana dimak.sud 
Partai Politik sebagai oleh Kantor Wilayah da\am Pasal 4. 
badan hukum oleh Departemen yang ruang 
Departemen. lingkup tugasnya di bidang 

hukum dan hak asasi Bagian Keempat tentang 
manusia. Penetapan dan 

Pengumuman Peserta 
Pemilu dari Partai Politik 
Lokal Pasall ayat (I) dan 
(2), 

Partai Po\itik Lokal yang 
tidak lulus verifikasi 
sebagaimana dimllksud 
dalam Pasal8 ayat (I) 
dinyatakun gugur sebagai 
peserta pemilu dengan 
keputusan KIP Aceh. 
(2) Keputusan KIP Aceh 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat(l) disampaikan 
pemberitahuan kepada 
pengurus partai politik lokal 
yang bersangkutan disertni 
alasannva. 

3.2. Kebijakan Afinnatif di Hilir 

Aspek UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 

Daftar Calon Pasal 15 butir d: 
Sural keterangan dari pengurus pusal parlai polilik tentang penyertann 
keterwakilnn perempunn sekurnng-kurangnya. 30% (tiga puluh per seratus) 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 53: 
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling 
sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan. 

Pasal57 ayat (1): 
KPU melakukan verifika.si terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen 
persyaralan administrasi bakal caJon anggota DPR dan verifikasi terhadap 
terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) 
keterwakilan perempuan 

Pasal 57 ayat (2): 
KPU provinsi melakuknn verifikasi terhadap kelengkapan daJl kebenaro.n 
dokumcn persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi 
dan verifikasi terhadap terpenuhinyajumlah sekurang-kurangnya 30% 
(tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan. 

Pasal57 ayat (3): 
KPU kabupatenlkota melakukan verifikasi lerhudap kelcngkapan dan 
kebenaran dokumen oersvaralan administrasi bakal caJon ane.2ota DPRD 
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--·· 
kebupatenlkota dan ver!filw:i terbadap terpenuhinya jumlah sekuraog-
klll1lngnya 30% (tiga puluh pet' seratus) keterwakilan perempuan. 

Pas.a! 55 Ayat(2); 
Di dalam daflar bakal calon sebagaimana dim.aksud dalam pada ayat (1), 
setiap 3 (tiga) orong bakal calon lerdapat sekura:ng~kurangnya (saW) orang 
perempuan bakal caJon. 

Sanksi tidak 
Baglan Keliga tenlang Verifikas! Kelengkapan A.dministrnsi Bakal Cslon 

terpenuhinya 
kuo!a30% 

Anggota DPR, DPRD Provlnsi dan DPRD Kabupateru'Kota P.esal 58 ayal 

ke!erwakilan (2): 

perempuan dafiar (2) Dale.m hal dafiar baku! calun tidak mcmuat sekurang-kurangnya 30% 

cal on. {tiga puluh perscrntus) keterwakilan perempu!lft, KPU, KPU provinsi, dan 
KPO kabupatenlkota memberikan kesempatan kepada pattai polltik untuk 
memperbaiki da:ftar ba.kal calon tersebut. 

..... ____ 

Dari rentetan pemturan perundang-undang di atas, secara umum dapat 

cuk:up disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan telab 

rnengejawantahkan tindakan afinnasi bagi perempuan dalarn poUtik. Meskipun 

belum dirasakan optimal terkait adanya revisi terbatas UU Pemilu yang akan 

dijelaskan selanjutnya. 

3.3.2. Partai PoJit.ik Lokal Aceh dan PeJuang Keterwakilan Perempuan 

Kewenangan Aceh rnendirikan partai loka[ mendapat respons yang luar biasa dari 

masyarakat Aceh. Hal ini terbul.."ti dengan berdirinya 14 partai poJitik Iokal Aceh 

segera setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No, 20 Tahun 2007 tentang 

Pendirian partai politik lokaL Bahkan kuatnya antusiasme masyarakat dalam 

merespans kebijakan ini semakin terJihat jelas dari terbentuknya partai politik 

lokal yaitu Partai Rakyat Aceh (PRA) sebelum PP No. 20 Tahun 2007 Iahir. Ada 

pun keernpatbelas partai politik lokal Aceh tersebut adalah: 

3.3. Partai Politik Lokal yang Lolos Verif!kasi 

Parmi Yang Berdiri Lotos Verifikasi Lolos Verifikasi: K1P 
Depkumbam dan dan lkttt Pemifu 
Mendapnt Badon 
Hukum 

l. Part.ai Darussalam L Partai Darussalam L Partni A.cch Atruin --
Seu'nhtel'fifPAAs) . 

2. Partai Rakyat Aceh 2. PartaJ Rakyat A<:eh (PRA) 2. Partal Daulut Aceb 
(PRA) (PDA) 

3. Pw1ai Pememtu '· Pa.rtni Pemersabl Muslimin J. Partai Rak at Aceh 
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Muslimin Aceh (PPMA Aceh(PPMA PRA 
4. Partai Aeeh 4. PWiAeeh 4. P11rtuiSlRA 
s. Partai Gabthat s. Partai Gabthal 5. Partai Aceh A) 
6. Partai Partai Aliansi 6. Partsi Par1.1U Aliansi 6. Parts.i Bernatu Atjeh 

Rak}'at Act:h Peduli Rakyat A'CBh Peduli (PBA) 
Perempuan (Partal 
PARAj 

Perempuan (Partai PARA) 

7. Partai Aech Mem;iaulat 7. PWi Aceh Meudaulat 
8. Partai Lokal Aceh •• Partal Lokol Aeeh 
9. Partai Daulat Aceh 9. Partai Daulat Aeeh 
10, Pflrtai Aceh Aman 10. Partoi Aceh Aman 

Seujahtera Seu'ahtern 
ll. Partai Bersatu Atjeh 1 I. Partai Bersntu Atjeh 

(PBAl (PBA) 
12. Partai Suara Indep~~~n 

Rakyat Aceh (SIRA . 
12. Partai Suarn Indep~~en 

RakyatAceh (SIRA . 
L3. Pertai Serambi Persada 

Nusantara Ser!kat 
(PSPNS) 

14. Partai Nahdhatul 
Ummah Aceh CPNUA). 

Dar:i bcrbagai sumber, dio!ah oleh peneliti. 

Setelah. melakuka.n serangkaian verifikasi dan perneriksaan, Departemen Hukum 

dan HAM (Depkumham) rnengesahkan sebanyak 12 partai politik lokal di 

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Keduabelas partai politik Iokal yang 

mendapat badan hukum ini selanjutnya rnendaftar ke Komisi lndependen 

Pemilihan (KIP) Aceh untuk mengikuti veri:fikasi selanjutnya. Pada tahapan ini 

hanya enam partai pofitik lokal Aceh yang dinyatakan lulus verifikasi oleh Komisi 

Independen Pemilihan (Kll>) Aceh dan dapat mendaftar sebagai kontestan Pemilu 

Legislatif 2009 sebagaimana yang tercantum dalam tabel di atas. 

Lahimya partai politik lokal inl semakin merarnaikan pesta demokrasi 2009 di 

NAD, di mana mereka bersaing dengan 38 partai nasional dalam memperebutkan 

lcursi di DPRA dan DPRK. Momentum politik ini dapat digunakan oleh 

perempuan Aceh sebagai pintu masuk untuk berkiprah di ranah publik guna 

meningkatkan partisipasi politiknya di ge!anggang po!itik praktis, baik di partai 

politik maupun di lembaga legisiatif. Momentum ini menurut SW dari PRA, ES 

dan :MN dari SIRA menjadi sangat strategis karena keterlibatan perempua.n dari 

sejak awal dalam partai politik tokal dapat mengintervensi kebijakan parpol agar 

lebih responsif gender. 
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SW mencontobkan labimya beberapa kebijaklm partai yang responsif gender 

salah satu syarat menjadi caleg dari partai ini adalah tidak dibenarkannya 

poligami. Sementara di SIRA partai mengeluarkan aturan waktu rapat di siang 

hari agar perempuan dapat terlibat. 

Kemudian daripada itu, kebijakan affirmative action rnelalui penerapan kuota 30 

persen keterwakilan perempuan yang diatur dalam UU Partai Politik dan UU 

Pemilu semakin memperluas peluang perempuan untuk berkecimpung di ranah 

po1itik. Karena regulasi tersebut telah memaksa keempat puluh empat partai 

politik yang bertarung dalam posfa demokrasi 2009 di NAD unruk melibatkan 

sekurang~kurangnya 30 persen perempuan dalam pendirian partai, kepengurusan 

dan pencalonan caleg. Artinya peluang perempuan di Aeeh untuk terlibat dalam 

politik ptaktis seharusnya Iebih besar dati pada perempuan di daerah lain~ karena 

mereka memiliki saluran aspirasi poBtik yang !ebib banyak yaitu 44 partai. 

3.3. Prom Enam Parlai Lokal Aceb 

Upaya meningkatkan keterwakUan perempuan dalam rana.h politik bukanlah suatu 

usaha yang sepi dari rintangan. Perempuan harus menembus beberapa lapis 

tembok penghalang dimulai dari dirinya sendiri, keluarga. partai politik dengan 

sistem politis yang maskulin, serta masyarakat dengan perangkat budaya 

patriarkaf yang masih melingkupinya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Shvedova, Lovenduskl dan Adelina bahwa rintangan terberat yang dihadapi oleh 

perempuan adalah sistem politik yang dibangun oleh partai poHtik masih sangat 

maskulin dan seksis. Dalam rangka menganalisa bagaimana sistem politik yang 

dirancang da1am enam partai politik lokal di Aceh, ada baiknya mempeJajari 

profil partai yang mencakup sejarah berdirinya, asas atau ideo[ogi, tujuan, usaha, 

kuota 30 persen k;e dalam AD/ART. Kemudian dHkuti dengan menelaa:h 

implementasi kebijakan afinnatif di pariok dengan mengkaji mekanisrne 

rekrutmen, bagaimana perempuan dipasisikan serta jumlah ketenvakiian 

perempuan dalam kepengurusan dan daftar caleg. 
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3.3. L Partai Aceh Aman Seujahtra 

Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS) didirikan oleh manian anggota MPR, 

Ghazali Abbas Adan. Pada saat pendeklarasiannya 3 Juni 2007, ia didukung 

sejumlah ulama besar dari kabupaten-kabupalen di Aceh. 

P AAS lahir dan wujud atas inis:iatif beberapa orang deklarator yang mendiarni 

bumi Aceh sebagai sambutan terhadap kehadiran MoU Helsinki dan UUPA. 

Sebelum P AAS dideklarasikan, seonmg deklarator yang juga tokoh vokal Aceh; 

Ghazali Abbas Adan telah bertanding dalam merebut kursi Gubemur Aceh pada 

tanggal 11 Desember 2006. Perebutan tersebut telah dimenangkan oleh pasangan 

lrwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. 

Dari cikal bakal relawan calon gubernur tersebut para pekerja di seluruh 

Kabupaten dan Kota dalam wilayah Aceh sepakat untuk mendirikan sebuah 

parlok yang kemudian dinamakan Partai Aceh Aman Seujahtra {PAAS). Partai 

lokal ini ia dideklarasikan oleh 30 orang deklarator pada Ahad 17 Jumadil Awal 

1428 H /3 Juni 2007 M. Kegagalan mereka dalam merebutkursi GubemurNAD 

11 Desember 2006 yang lalu menjadi pengalaman yang .sangat berharga buat 

mereka (http://partairnkyotaceh.org). 

Partai dengan nomor urut 35 inl sangat konsen dengan perjuangan penegakan 

syariat Islam di Aceh dan semasa kampanye partai ini selalu mengusung politik 

beradab. BeriJrut ada!ah kerangka dasa:r yang menjadi acuan P AAS dalam 

kiprahnya sebagai partai politik lokal Aceh: 

• Asas. 

Pada Bab II Pasal2 Anggaran Dasar Partai Aceh Aman Seujahtra dijelaskan 

bahwa Partai Aceh Aman Seujahtra berasaskan Islam. 

• Fungsi. 

Pada Bab II Pasal 3 dijelaskan bahwa fungsi Partai Aceh Aman Seujabtra: 

Sebagai wadah untuk bemmar ma 'ruf nah; mtJnkar dalam upaya 

memantapkan dan mempercepat tegaknya Syariat Islam di Nanggroe Aceh 

Darussalam. 
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Sebagai wadah memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan 

kedaulatan rakyat serta Pemerintah Aceh yang bersib, berwibawa. adil dan 

beradab. 

Sehagai wadah untuk mencerdaskan rakyat sehingga mempunyai daya 

saing dalam segala aspek kehidupan. 

Sebagai penyerap dan penyalur aspirasi rakyat ke dalam Jembaga-lembaga 

poHtik formal dan Pemerintahan. 

Sebagai pembela kaum dhuafa (fakir. miskin. anak yatim, orang tedantar~ 

masyarakat terbelakang dan tertinggal serta kelompok rentan lainnya). 

• Tujuan. 

Pada Bab U Pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan Partai Aceh Aman Seujahtra 

adalah terwujudnya kehidupan rakyat Nanggroe Aceh Darussalam yang 

demokratis, beradab. berkeadllan dan hermartabat. tenang beribadah1 

sejahtera dalam kehidupan dan aman dari ketakutan dalam Nanggroe Aceh 

Darussalam dengan karakter kepemimpinan yang amanah (tepercaya), 

istfqamah (teguh pendirian), i'jfah (bersih), musyarakah (k:ebersamaan) dan 

syaja'ah (berani). 

• Usaha 

1. Partai Aceh Aman Seujahtra bersungguh-sungguh melaksanakan berbagai 

kegiatan/aktivitas dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam 

secara kaffah dalam kehidupan rakyat dan Pemerintahan di Nanggroe 

Aceh Darussalam melalui usaha: 

a. Mempertahankan eksistensi Nanggroe Aceh Darussalam serta 

memperkokoh persatuan, persamaan, toleransl dan persaudaraan 

rakyatnya yang heterogen (majemuk). 

b. Membangun kerja sama dengan kek:ua.t:an politik lain dan semua 

golongan masyarakat untuk mencapai tujuan sebagaimana dalam Pasai 

4 atas dasar saling menghargai dan menghonnati. 

c. Memberantas ajaran komunisme, ateisme. sekularisme, nativisme dan 

segala paham-paham lain yang bertentangan dengan Syariat Islam. 

d. Menegakkan. memajukan dan membela hak asasi manusia (HAM) 

sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT. 
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2. Partai Aceh Aman Seujahtra berusaha. meningkatkan kua1itas dan 

profesiona!isme rakyat me1alui pendidikan, pembinaan. kaderisasi, dan 

pelatihan yang dilaksanakan secara terpadu, betjenjang, terprogram dan 

berkelanjutan. 

3. Partai Aceh Aman Seujahtra berusaha agar terwujudnya Pemerintahan 

Aceh yang amanah (tepercaya), istiqamah {teguh pend irian), i 'jfah 

(bersih), mllS)Iarakah (kehersamaan) dan syaja'ah (herani). 

4. Partai Aceh Aman Seujahtra berusaha membangun struktur dan 

mengembangkan kultur rakyat yang beradab, mandiri dan berdaya saing 

dalam kehidupan global dengan memberdayakan somber daya manusia 

seca.ra sistematis dan berkesinambungan. 

5. Partai Aceh Aman Seujahtra berusaha melestarikan, mengembangkan dan 

mengolah sumber daya alam untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan 

seluruh ralcyat Nanggroe Aceh Darussalam. 

6. Semua usaha tersebut dilaksanakan secara konstitusional serta harus dapat 

dipertanggungjawabkan di dunia dan di a:khirat. 

Partai ini diisi oleh banyak orang tua ketimbang anak muda. Sehingga pemiklran 

yang dihasiJkannya pun menurut saya masih konvensional. Hat ini terbukti dari 

tidak diintroduksika.nnya kuota 30 persen ketenvakHan perempuan dalam 

kepengurusan dan daftar caleg. Mcnurut Sekjen P AAS yang saya wawancarai, 

partainya tidak akan menghalangi perempuan yang akan bergabung dalam politik, 

selama dia mampu dan sanggup. Jadi menurut dia tidak: perlu ada kuota 30 persen. 

"Jangankan 30, 100 persen pun silakan kalau perempuan itu sanggup" papamya. 

Selain itu, parlok ini juga tidak rneJakukan pemberdayaan terhadap kader 

perempuannya sebagaimana yang diamanahkan oleh UU No. 2 Tahwt 2008. 

Ketidakseriusan partai ini dalam rnemberdayakan perempuan juga teriihat dari 

tidak adanya departemen perempuan dan mininmya angka ketenva.kilan 

perempuan di jajaran pen gurus pusal 

Ada pun susunan pen gurus pusat P AAS teniiri dari tujuh orang Majelis Syura dan 

14 orang pengurus harian. Dari 21 orang jumlah pen guru~ komposisi 
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keterwakilan perempuan hanya tiga orang atau 14,29 persen. Dengan menempati 

posisi yang tidak strategis dalam pengambilan keputusan. Seperti, masing-masing 

sebagai wakil ketua umum. wakil sekretaris dan wakil bendabara, sementara tidak 

ada satu pun perernpuan di Majelis Syura. 

Tidak seperti partai Jokal berasas Islam lainnya yaitu SIRA dan PDA, P AAS tidak 

mempunyai basis masa pendukung yang kuat Asumsi ini dihangun dari 

sedikitnya kader atau sirnpatisan yang menghadiri karnpanye rapat terbuk.a dan 

sedikitnya jumlah caleg yang dicalonkan dari partai ini. Untuk tingkat DPRA 

PAAS hanya mencaJonkan 31 orang caleg. 21 laki-laki dan 10 perempuan. 

Sementara untuk tingkat DPRK partai ini menerjunkan 256 kadernya untuk: 

nyaleg dari 23 kabupatenlkota, terdiri dari 185 laki·laki dan 71 perempuan. Augka 

ini paling rendah dibandingkan dengan lima parlok lainnya. Berikut tabel DCT 

P AAS untuk tingkat DPRA dan DPRK: 

3 .4. Daftar Caleg Tetap Partai Aceh Aman Seujahtra Tingkat DPRA 

DP KABUPATEN!KOTA LK PR No. 
JML 

Urut 
I Banda Aceh, Saban , Aceh Besar 3 1 4 4 
2 Pidie, Pidie Ja a 3 I 4 4 

3 Aceh BRTa!., Aceh Jaya, Negen Raya 2 t 3 3 
4 Aceh lengah, Broer Meriah, Bireun 2 1 3 3 
5 Lhokllewnawe, Aceh Utara 2 2 3.4 4 
6 Langsa. Aeeh Tamiang, Acch Tlmur 5 2 4,7 7 
7 Ga Lues Agora, A Siogkil, Subulussalam 2 1 2 3 

• Aceh Baret , Aceh Sclatan Slmeulue 2 l 2 3 
.JUMLAH 21 10 31 

<677%1 13i3%1 

Sumber: KlP Aceh, dioLlh oleh peneliti 

3.5. Daflar Caleg Tetap Partai Acel> Aman Seujahtra Tingkat DPRK 

N 
KABUPATEN 

LAKI~LAKI PEREMPUAN 
TOTAL 

0 JMLH % JMLH % 
l. Banda Aceh. 14 118 4 22,2 \"-
2. Saban 4 100 . 0 4 .. 
3. Aceh Besar 12 63,2 7 36,8 19 . 
4. Pidie 2{} 741 7 25,9 27 
5. Pidie Jaya-·· 3 75 1 25 4 . 
6. Aceh Uiara 16 76,2_ .. 5 23,8 21 

f-1· Lhokseumawc 5 62,5 3 31,5 • 
8. Bireun . tL.:_L... 81,3 3 1!:1,8 16 
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~~ 
. 

~ ~ 
Sumber: KJP Aceh, dloloh oleh peneli!i 

Dari data di atas secara kuantitatif PAAS rnerupakan parlok yang menempatkan 

keterwakilan perempuan paling tinggi dalam pendaftaran caleg yailu 32,3 persen 

untuk DPRA dan 27173 persen dari 23 Kabupaten/Kota. Namun sayangnya angka 

keterwakilan perempuan dalam pencalonan legis Iatif yang sudah cukup baik, tidak 

diikuti dengan program dan platform partai yang jeias terhadap tindakan afinnasi 

terhadap perempuan. Temuan ini akan dianatisis lebih lanjut pada sub bab 

analisis. 

3.3.2. Partai Daulat Aceh 

Partai Daulat Aceh atau yang dislngkat dengan PDA ini lahir dari ide para ulama 

Aceh. PDA didirikan peda 28 Januari 2008 di Banda Aceh. Deklarasi tersebut 

dihadiri 125 u[ama Aceh. Di antaranya Teungku Haji Hasanul Basri atau lebih 

dikenal di kalangan dayah dengan nama Abu Mudi Mesjid Ra~ dan Teungku 

Haji Muhammad Nasir Wall. Mereka berdua menjabat sebagai ketua dan wakil 

ketua mustasyar. Sebagaimana kebanyakan kiai di Jawa. ulama~ulama Aceh bisa 

dikarnkan 90% bermazhah ahli sunnah wal jamaah. Bahkau banyak kalangan, 

menyetarak:annya dengan NU, secara arnaliahnya, namun beium tentu masuk 

organisasi NU. Kaum ulama-ularna pendiri partai ini scbagian besar adalah para 

pengasuh pondok pesantren tradisiQnal yang Iazim disebut dayah, sebagaimana 

pesantren-pesantren kiai NU di Jawa, 
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Sebelum PDA terbentuk, sejumlah ulama, santri, politisi partai nasional, dan 

warga biasa bergabung dalam lembaga kajian rnasyarakat yang dinamai Forum 

Daulat Aceh atau FDA. Porum inl melakukan diskusi tentang Islam dan 

mengadakan pelatihan. Selain itu, ia juga bergerak di bidang kajian tentang partai 

politik nasional. Hasil kajian itu ikut mendorong FDA mengubah dirinya menjadi 

partai. Ada ernpat alasan yang mendasari lahimya partai ini. 

{http://www.acehfeatute.org). Pertama1 kerisauan para /eungku dayah (kyai 

pesantren) dan santri terhadap penegakan syariat Islam yang belum berjalan 

secara optlmat Tedebih lagi menurut mereka adanya kelompok tertentu yang 

ingin menghambat penerapan syariat Islam di Aceh dengan dalih dapat 

menghambat investor masuk ke Aceh. ''Kami tidak rnenemukan partai politik 

berasaskan Islam mazhab Sya:fi'i serta menempatkan ulama sebagai remote 

control dalam mengambil keputusan dan UU PA menjadi inspirator kami untuk 

mendirikan PDA," kata Teungku Ali hnran. 

Kedua, bercennin pada praktik politik: selama ini. banyak ulama (abulteungku) 

yang dimanfaatkan untuk kepentingan poJitik sesaat Setiap kali menjeiang pemilu 

para politisi datang ke dayah memberi bantuan. Para politisi hanya ingin 

mendapat keuntungan sesaat lewat dukungan para ulama (abu) dan santri. Oleh 

k:arena itu. PDA ingin mengakhiri praktik pQlitik tersebut dengan membentuk 

sebuah partai yang menjadikan para teungkulabu sebagai pemegang tertinggi 

kekuasaan partaL 

Ketiga, rekomendasi dari para pimpinan dayah seluruh Nanggroe Aceh 

Darussalam agar para teungkulabu terjun ke dunia politik dengan membentuk 

partai politik karena untuk mengubah sistem harus masuk ke sistem. Dayah 

sebagai Jembaga pendidikan tertua di Aceh sejak lama termarjinalkan dari ruang 

pengambilan kebijakan karena telah demikian berjarak. dari dunia politik, 

sehingga aspirasi para abulteungku dan santri tidak terakomodasi. Absennya 

mereka dari dunia politik ikut pula meiabirkan anggapan buruk bahwa alumni 

dayah dianggap tidak berkualitas. Berikut penuturan Tengku Khaidir Rizai. salah 

seorang peugurus PDA. "Banyak juga yang bergabung deugan PDA, karcna 

kecewa terbadap sikap pemerintah yang menganggap enteng Julusan dayah" 
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Keempal, ingin mengembalikan wewenang leungku sebagai pemegang otoritas 

tertinggi untuk mengurusi persoalan umat. ''Kejayaan Aceh ada pada tangan 

ulama, PDA ingin membawa kejayaan Aceh tempo dulu meJalui tangan uJama". 

kata Teungku Harmen Nuriqmar (Ketua Umum PDA}. Terkait dengan alasan ini 

Teungku Harmen melalui wawancara bersama saya menuturkan bahwa sistem 

pernerintahan yang akan diterapkan oleh Partai Daulat Aceh kelak adalah suatu 

sistem pemerinta.han yang me!ibatkan para alim ulama sebagai pemegang otoritas 

kekuasaan tertinggi. Setiap kebijakan yang akan diambil harus mendapat 

persetujuan dari uiama. Baik di tingkat eksekutif, yudikatif maupun Iegislatif. Ia 

mencontohkan sistem pemerintahan yang diterapkan pada rnasa kerajaan Aceh 

Darussalam. Ia juga menambahkan penyebab kemunduran Aceb saat ini adalah 

karena tidak melibatkan ulama dalam pemerintahan. Dan untuk yang sekarang ia 

mencontohkan Iran. Iran sebagai negara yaog berbentuk repubHk, namun para: 

ulamanya atau disebut mullah memegang peranan penting da.Iam negara tersebut. 

Setiap keputusan yang akan diarnbil oleh presiden harus mendapat restu dari para 

mullah. 

Parlok dengan nomor urut 36 ini memiliki struktur kepengurusan yang terbagi 

dalam tiga dewan. Dewan nashihin dan dewan mustasyar merupakan badan yang 

mengambil kebijakan dan keputusan, kedua dewan ini berisi u1ama~ulama Aceh. 

Dewan ketiga adalah dewan tanfitlziyah, yaitu pelaksana dari kebijakan dewan 

nashihin dan dewan mustasyar. Ketua umum dewan tanfidziyah adalah Tengku 

Harmen Nurlqmar. Dta juga manum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 

dari Partai Bintang Refonnasi. 

Berikut ini adalah dasar-dasar yang menjadi acuan partai dalam menjalankan 

organisasi politiknya: 

• Asas dan Prinsip Perjuangan. 

Pada Anggaran Dasar PDA tahun 2008 Bab Ill Pasal 3 dijelasken bahwa asas 

partai ini adalah Islam dengan akidah mengikuti haluan Ahlus Sunnah wal 

Jamaah dan dengan hukum mengikuti madzhab Syafi'i. Prinsip perjuangan 

Partai Daulat Aceh sebagaimana tertuang dalam Bab Ill Pasal 4 adalah 

meningkatkan pendidikan, rnewujudkan pengabdian, dan menjunjung tinggi 
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nilai~nilai sosia! kemasyarakatan melalui penegakan amar ma'ruf nahi 

munkor. 

• Kedaulatan 

Kedaulatan Partai Daulat Aceh sepenuhnya berada di tangan ulama dan 

dilaksanakan pada musyawarah raya. 

• Fungsi partai. 

Pada Bab IV Pasal 6 dijelaskan bahwa fungsi-fungsi Partai Daulat Aceh 

adalah sebagai berikut: 

sebagai wadah perjuangan penegakan syariab. 

rnelahirkan pemimpln yang tabu, mau dan mampu serta aspiratif dan 

IslamL 

sebagai wadah untuk meningkatkan pendidikan dan politik rakyat 

sebagai wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspira.si 

rakyat. 

menata ekonoml dan politik Aceh dengan berbasis syariah. 

• Tujuan Partai 

Partai Daulat Aceh memiliki tujuan umum dan tujuan khusus sebagaimana 

disebutkan pada Bah V Pasai 7. Tujuan umumnya adalah: 

mewujudkan perdamaian abadi di bumi Serarnbi Mekkah dalam 

semangat rekonsiliasi dan reintegrasi. 

mewujudkan tatanan politik Aceh yang demokratis, terbuka, bersih dan 

beradab. 

Adapun tujuan khususnya adalah mengoptimalkan peran dan fungsi ulama 

dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. 

• Usaha Partai. 

Pada Bab V Pasal 8 dijelaskan bahwa usaha untuk mencapai tujuannya, Partai 

Daulat Aceb berpedoman kepada landasan yang telah dilalwkan oleh para 

endatu pada semboyan Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala_ 

Qonun bak Putroe Phang, Reusam bak Lahamana. Langkah~langkah yang 

mereka tempuh adalah: 

- Bidang Keagamaan. 
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a. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. 

b. Meningkatkan mutu keislaman kepada setiap Japisan masyarakat 

mela1ui pendidikan agama di Dayah, Sekolah, Universi~ dan 

kajian-kajian IsJam lainnya yang bersumber pada Alquran,. Hadits, 

ljmak dan Qiyas. 

Bidang Politik. 

a. Memegang prinsip-prinsip MoU Helsinki dan UUPA No. 11 2006 

dalam menjalankan roda pemerintahan di Nanggroe Aceh 

Darussalam. 

b. Menjalin hubungan politik dengan berbagai k:omponen yang 

seprinsip dan sehaluan dalam rangka memperjuangkan aspirasi 

ralcyat. 

c. MengembaHkan ruh Aceh kepada Khitahnya sebagai Serambi 

Mekkah dengan menegakkan syariat Islam secara kaffah. 

Bidang Ekonomi. 

a. Menumbuhkembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang 

berhasis Islam. 

b. Berusaha menjadikan Aceh sebagai bandar ekonomi yang berbasis 

Islam. 

Bidang Hukurn, 

a. Mengimplementasikan syariat Islam secara kaffil.h. 

b. Menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab 

yang sesuai dengan syariat Islam* rnampu mengayomi seluruh 

rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia yang berkeadilan 

sosiai. 

Bidang Sosial Budaya. 

Berusaha membangun budaya yang maju, madani dan Islami. 

Bidang Pendidikan. 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mu!ia, 

mandiri, terampi~ profesional dan kritis terhadap lingkungan di 

seldtarnya. 
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Bidang Pertahanan. 

Menumbubkan rasa hubb al-walhan min al-iman. 

Dalam anggaran dasar PDA paso! 28 (4) dan Pasal 31 (5) partai telah mengatur 

keterwakilan 30 persen perempuan untuk tiap tingkatan kepengurusan Dewan 

Mustasyar dan Dewan Tanfld:tiyah. Namun demikian platform partai ini sama 

sekali tidak menyinggung masalah pernberdayaan perempuan dan penghapusan 

diskriminasi terhadap perernpuan. Bahkan yang lehih tragis lagi tidak ada 

departemen atau pun biro perempuan untuk mengakomodasi permasaiahan 

perempuan. 

Proses rekrutmen yang dilakukan partai ini masih bersifat tertutup dengan kriteria 

yang sangat terbatas. Hal ini tergambar dari persyaratan pengnrus poin !.a 

Beriman dan bertakwa kepada AUah SWT serta berakhlak muiia dan pOin I.e 

Merniiiki sernangat dan cinta kepada dayah yang dibuktikan dengan kesiapannya 

mengikuti pengaderan Partai secarn berkala. Maka tidak heran jika kader 

perempuan yang duduk di kepengurusan partai dan caleg sangat rendah. 

RM sebagai sa1ah seorang dari dua pengurus perempuan partai PDA mengatakan 

bahwa perekrutan kader dan caleg PDA lebih memprioritaskan para teungku dan 

para santri. Sementara RM-menurut pengakuannya---diajak bergabung dalarn 

PDA untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Selain alasan 

tersebut, tampaknya RM direkrut karena dianggap dapat mendukung partai secara 

finansial dan mengumpulkan suara. 

Ketidakberpihakan partai ini terhadap perempuan terliliat dari mininmya jumlah 

perempuan dalam kepengurusan partai baik di dewan nashihin, mustasyar mau 

pun tanfidziyah. Untuk dewan nasluhin tidak satu pun perempuan terlibat di sana. 

Sernentani dewan mustasyar banya terdapat dua orang di Kabupaten Simeuluc, itu 

pun hanya menjabat sebagai aoggot:a. Keterwakilan perempuan di dewan 

tanfidziyah Iebih banyak bila djbandjngkan dengan dua dewan sebelumnya. 

Meskipun demikian keterwakilan perempuan baik di tingkat pusat mau pun DPW 

tidak ada yang mencapai 30 persen . Sela1n itu perempuan masih diletakkan pada 

jabatan yang tidak strategis, 
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Pengurus partai di tingkat provinsi saja hanya terdapat dua orang perempuan. 

Yang masing~masing menja.bat sebagai wakil sekjen partai dan wakil bendahara, 

Menurut pengakuan wakil sekjen yang saya wawancarai, ia sama sekali tidak 

diberikan wewenang dan tanggungjawab yang sesuai dengan jabatannya. Urusan 

kesekretariatan semuanya diurusJ oleh sekjen. Selain itu, ia juga jarang dilibatkan 

da1am rapat~rapat partaL Kalau pun sekali waktu ia dilibatkan, ia tidak pemah 

dimintal pendapat, kecuaH yang berkaitan dengan masalah keuangan. 

Saya malas ikut-ikut rapat. kuyak patung saya di situ .... Bagaimana kita 
mau ngomong, aggak pemah ditanya. nggak pemah diberi kusempatlln. 
Kalaupun ditanya atau dimintai pendapat selaiu yang berhubungan 
dengan masalah da!lll, kalau ada kendala dengan keuangan baru saya 
diajak ngomoag (Wawancara RM, 12 Mei 2006). 

Tidak hanya itu, waktu rapat yang sering dilakukan pada malam hari juga menjadi 

kendala hagi RM. Anehnya lagi ia perrtah disindir karena menghadiri rapat ma1am 

hari atas undangan pengurus dan ia data.ng bersama suaminya. 

"Sebenamya perempuan-perempuan ngapain ikut rap at malam~malam~" 
dia (salah seorang teungku pengurus partai) bilang sambit menatap saya 
dengan ujung matanya ... Saya kan jadi bingung, mau saya lawan. tapi 
rasanya nggak enak, saya juga baru bertemu sama dia. Tapi akhimya 
saya nggak bisa tahan, saya merasa dilecehkan $ekali. Saya merasa 
perempuan benar-benar direndahkan sama orang ini. "Maaf Teungku" 
saya bilang seperti itu. "Saya datang kemari yang telepon Tgk. Marwan, 
kalau bukan Tgk Marwan yang sumh, saya juga nggak bakal dataag, 
saya sudah izin tidak mau datang, tapi Tgk. Marwan tetap suruh saya 
untuk datang. saya juga datang bawa suam~ ini suami saya," saya bilang 
seperti itu (Wawancara RM, 12 Mei 2006). 

Rendahnya angka keterwakilan perempuan jnga terlihat peda dallar caleg tetap di 

tingkat provinsi dan kabupaten. Partai lokal yang berada pada peringkat kedua 

dalam perolehan suara ini juga tidak memenuhi kuota. 30 persen keterwakiian 

perempuan dalam pencalonan caleg di tingkat DPRA dan DPRK. Berikut tabel 

DCT Partai Daulat Aceh untuk tingkat DPRA. 

3.6. Dallar Caleg Tetap Partai Daulat Aceh Tingkat DPRA 

DP KABUPATEN LK PR No, Urut .JML 
t Banda Aceh, Sabantt. Acch Bcsar 5 2 5.7 7 

' Ptdie, Pidie Java 7 2 4.6 9 
; A~~ Barat Acelt Java, Nal!an Raya 3 t 3 4 
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4 Aceh Ten ah. Bener Meriah Bireun • l ; 5 
5 Lllokseumawe, Aceh Utara ~ 2 0 - 2 
6 Langsa,_,Aeeh Tamiang. Aceh.Timur 4 l 5 5 

7 
Gayo Lues, Aceh Tenggarn. Aceb Singkil, 

2 0 - 2 Subulussnlam 
8 Aeeh Barat Da a Aceh Selatan, Simeuluc 3 ! 4 4 

JUMLAH 30 81% 7 19%) 31 

Sumber. KIP Aceh, diolah <J!eb penel1ti. 

3. 7. Daftar Caleg Tetap Partai Daulat Aceh Tingkat DPRK 

No KABUPATEN ~ JMLH TOTAL 

4 
I Sabang 

J 
l 

'tll! 

~ ti I Aoeb -

~ 
jAoe~ 

64 5 29.4 
100 - -
61. 7 38.9 

4 
I Aoch Barat Daya 

-:1¥ 

~ _:_ 
75. 64 25.62 

Sumber dut»: KlP Aceb, diolah oleb penclili. 

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah perempuan yang 'nyaleg' dari Partai 

Daulat Aceh hanya tujuh orang dari 37 caleg. Artinya hanya mencapai 18,9 persen 

dan masih jauh dari angka 30 persen yang diamanahkan oleh undang-undang dan 

Qanun. Daftar caleg tetap untuk tingkat Kabupaten juga be[um memperHhatkan 

angka yang menggembirakan. Dari 23 Kabupaten tidak satu kabupaten pun 

jumlah caieg perempuan mencapai angka 30 persen. 
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3.3.3. Partai Sentra Informasi Rakyat Aceh 

Partai Iokal ini dideklarasikan 10 Desember 2007. Tanggal itu dipilih karena 

bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia, sesuatu yang dijanjikan akan selalu 

dihorrnati oleh Partai SIRA. SIRA adalah akronim dar! Suara lndependen Rakyat 

Aceh. Akronim tersebut sepintas sama dengan SIRA (Sentral lnformasi 

Referendum Aceh) yang naik daun semasa pemberlakuan DOM (Daerah Operasi 

Militer) di Aceh. Partai SJRA didirikan oleh aktivts SIRA Referendum) yang 

selama beberapa talmn melarikan diri karena masuk dalam DPO. Bahkan ketua 

SIRA Referendum, Muhammad Nazat sempat mendekam di balik jeruji besi 

sebagai tahanan politik, 

Seteiah perdamaian menaungj bumi tanah rencong mela[ui penandatanganan Nota 

Kesepahaman di Helsinki~ para aktivis SIRA 98 yang melarikan diri kembari 

pulang. Para tahanan politik mendapat amnesti dari pemerintah termasuk para 

aktivis SIRA Referendum salah satunya Muhammad Nazar. Pada awainya aktivis: 

SIRA diajak oleh mantan kombaw.n GAM untuk membentuk perlok. Seperti ldta 

kctahui bahwa SIRA dan GA.J\1 pada masa konflik ibarat adik dan ahang, bahu­

membahui dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh. SIRA memang tidak 

mengangkat senjata sebagairnana yang dilakukan GAM. Mereka lebih memilih 

jalur dip!omatik. dengan membentuk onnas berhaluan politik yang fokus 

mernperjuangkan referendum di Aceh. Mungkin kita masih ingat ribuan rakyat 

Aceb tumpah ruah di halaman Mesjid Raya Baiturrahman menuntut referendum 

pada tahun 199&. Itu semua di hawah komando SIRA 

Meskipun jalur perjuangan yang mereka tempuh berbeda, namun mereka sa1ing 

mendukung dan bekerjasama satu sama lain. Maka tak heran ketika Aceh diberi 

wewenang mendirikan par!ok, GAM pun rnengajak SIRA untuk bergabung, 

bahkan pada pendeklarasian awat Partai Aceh yang bemama partai GAM, 

Muhammad Nazar dinobatkan sebagai sekjen partai GAM. Karena menimbulkan 

reaksi keras dari Jakarta, maka partai GAM kembali melakukan perubahan. 

Setisih paham antara GAM dan SIRA pun terjadi. Menurut keterangan dari ES 

salah seorang pengurus dan categ dati SIRA. Alasan SIRA mengajuk:an usulan 

untuk membentuk partai sendiri adalah agar GAM punya sparing partner ketika 
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duduk di pademen, Namun lebih dari itu menurut saya perbedaan ideologi juga 

mcnjadi faktor utama pecahnya koalisi GAM dan SIRA. GAM tidak mau 

berasaskan Islam, sedangkan SIRA bersikukuh ingin menjadikan Islam sebagai 

haiuan partai. Kemudian perbedaan pandangan dan cara. pikir juga merijadi 

persoalan, Hal ini terlihat dari isl platform dart kedua partai yang sangat berbeda. 

Dan tentunya perbedaan faktor yang menjadi basis massa kedua partai juga llrut 

menjadi pemicu. GAM blsa dikatakan merupakan partai )'ang didukung oleh para 

mantan kombatan GAM yang biasa bergerilya di gunung dan rata-rata 

berpendidikan rendah. Sernentara SIRA didukung oleh ak:tivis mahasiswa yang 

secara akademls berpendidikan lebih tinggi dan organisatoris. Perbedaan latar 

belakang dari kedua belah pihak tentu saja melahirkan pola pikir yang berbeda. 

Pertikaian antara kedua be.lah pibak pun semakin meruncing. Pihak GAM 

menuduh SIRA bcrkhianat dan membelot dad perjuangan, sementara SIRA 

merasa GAM terlalu egois, mau menang sendiri dan terialu takut kalau SIRA 

bakaJ menjadi rjval kuatnya. Akhimya sejak saat itu, GAM dan SIRA pun resml 

berpisah bahkan berujung pada tindakan kekerasan dan saling teror {referensi). 

Setelah melakukan musyawarah dengan para pengurus inti SIRA referendum, 

akhirnya mereka memutuskan untuk tetap membentuk sebuah parmi. 

Bennodalkan jaringan dan citra yang telah lama merek.a 1,renggam, maka SIRA 

Referendum bertransformasi rnenjadi Partai SIRA dengan Muhammad Tauftk 

Abda sebagai Ketua umum. Dan bisa dikatakan SlRA menjadi parlok yang cukup 

populer di Aceh. 

Partai dcngan nomor urut 37 ini seluruh gerakannya dipandu oleh 5 dasar nilai 

perjuangan yaitu; kcislaman, persaudaraan, kerakyatan, keacehan dan keadilan 

sosial. Penama keislaman, yang dimaksud dengan keislaman adalah nila.i dasar 

perjuangan partai SIRA yang melahirkan sernangat dan cita-cita pembebasan yang 

berpihak: pada penegakan hakMhak asasi manusia, dernokrasi, perdamaian dan 

keadilan. Nilai keislaman juga dimaksudkan bahwa perjalanan perjuangan partai 

SIRA dipandu sepenuhnya oleh moral Islam yang senantiasa berpihak pada 

kebaikan dan kebenaran. 
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Kedua persaudaraan, nilai ini adalah nilai dasar perjuangan SIRA yang senantiasa 

memperhatikan dan mengutarnakan semangat persaudaraan masyarakat Aceh 

secara umum tanpa dibatasi oleh perbedaan ideoJogi dan agama. Persaudaraan 

lebih diutamakan di kalangan kekuatan-kekuatan masyarakat Aceh yang komit 

meiakukan perjuangan penegakan hak-hak asasl manusiaj demokrasi, perdamaian, 

dan keadilan. 

Ketiga nilai kerskyatan yang berrnakna bahwa perjuangan partai SIRA bertujuan 

rnemenangkan kepentingan rakyat yang lebih luas di atas kepentingan goiongan 

rnaupun kepenfingan pesar (people before profit). Kerakyatan juga bermakna 

pezjuangan partai SIRA bertujuan untuk mendorong keterHbatan aktif rakyat 

secara luas dalam poHtik. dan pembangunan di segala bidang, bukan sekedar 

menjadi pelak:u pasif (people centered). Derni tujuan-tujuan ini, partai SIRA 

selanjutnya memandang dirinya sebagai wadah perjuangan politik yang dapat 

dimanfaatkan oleh rakyat Aceh dalam membebaskan diri dari penindasan dan 

keterbelakangan. 

Keempnt nilai keacehan yang bertujuan untuk memperkuat eksistensi dan 

pengakuan Aceh sebagai entitas sosia!Rbudaya dan poiitik yang terbentuk dari 

situasi sosial yang mengkristal dan memiliki kehendak bersatu yang dipengaruhi 

oleh perkembangan sejarah, kesamaan nasib. kekayaan hahasa dan adat istiadat. 

Karena itu partai SIRA menggunakan kearifan lokal dan nilai~nilai kea<:ehan 

dalarn meiaksanakan semua aktivitas pernbangunan yang diinginkan oleh rakyat. 

Kelima nilai keadilan sosial adalah nilai yang menentang semua bentuk 

diskriminasi ras, diskriminasi kelas sosial, dan diskriminasi gender. Nilai keadiian 

so sial juga dimaksudkan untuk memburnikan prinsip negara keseja.lrteraan 

(welfare state) yang memberikan jaminan sosial dan pelayanan sosial dasar 

maksimaJ bagi seluruh rakyat Aeeh. Aplikasi nilai keadilan sosial meHputi dua 

prinsip, yaitu prinsip anti diskriminasi dan prinsip affirmative action untuk 

menyejahterakan kelompok-kelompok rnarjinal masyarakat. 

Adapun acuan dasar yang menjadi basis partai SIRA dalam memperjuangkan ide­

ide politiknya adalah sebagai termaktub da1am AD/ ART mereka sebagai berjkut: 
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• Akidah dan Asas. 

SebagaUnana tercantum daJam Anggaran Dasar Partai SIRA Bab III Pasal 6, 

partai SIRA menganut akidah Islam yang berdasarkan Alquran dan Sunr>Bh. 

Dan pada Pasal 7 dinyatakan bahwa asas partai SIRA adalah persaudaraan, 

kerakyatan, ke-Aceh-an, dan keadilan Sosial. Prinsip Perjuangan partai SIRA 

yang tertuang !lab Ill Pasal 8 adalah pengabdian kepada Allah Swt dengan 

menunjung tinggi kebenaran, kejujuran~ kemanusiaan, kerelawanan. 

perdamaian dan demokrasi. 

• Tujuan Partai. 

Adapun tujuan Partai SJRA adalab sebagai berikut: 

memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh. 

mendorong perdamaian yang berlrelanjutan. 

mempeijuangkan penegakan Ham dan demokrasi di Aceh. 

menciptakan keadilan soslaL 

mewujudkan kesejahteraan rakyat (AD/ART SIRA, 4}. 

• Sifat dan Fungsi. 

Pada Anggaran Dasar Partai SIRA Bab IV pasal 10 dijelaskan bahwa partai 

SIRA adalah partai yang bersifat independen, terbuka, perseorangan, 

partisipatif dan responsif. Dan berfungsi sebagai media komunika.si, 

sosialisasi, rekrutmen dan partisipasi politik rakyat Acen (AD/ART SIRA, 5). 

Melihat platform dan AD/ ART, partai SlRA sudah rnulai memasukkan konsep 

anti diskriminasi gender ke dalam nilai dasar perjuangannya, meskipun belum 

tertuang secara eksplisit ke dalam AD/ART partai. Kemudian Pasai 13 Anggaran 

Rumah Tangga SlRA menyatakan: 

Dalam setiap penyusunan komposisi dan persona!ia setiap tingkatan 
kepengurusan Partai mulai dari Dewan Pimpinan Pusat. Komite 
Pimpinan Wilaya.h, Komite Pimpinan Kecamatan dan Komite Pimpinan 
Gampong perlu mernperhatikan keterwakilan minimal 30 persen 
perempuan. 

Pasal di atas sekiias terlihat sangat berpihak pada perernpuan. Namun penggunaan 

kata Hperlu" mengakibatkan keterwakilan 30 persen perempuan hanya bersifat 
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anjuran. Sehingga jika tidak dipatuhi tidak akan dikenakan sangsi apa pun. Meski 

pun demikian, partai ini sudah lebih baik dari dua partai sebeJumnya. 

Keseriusan SIRA dalam mengak:omodasi keterwakilan perempuan terlihat dari 

adanya departemen perempuan dalam susunan struktural partal. Selain itu 

mekanisme poiitis yang dibangun partai publik sudah mulai sensitif gender. 

Misalnya waktu rapat tidak lagi dilaksanakan pada malam hari dengan 

pertimbangan agar pengurus perempuan dapat menghadiri rapat Berikut 

penuturan ketua Departemen perempuan seperti yang saya wawancarai: 

Kalau di SIRA sendiri, memang sudah ada perubaban jadwal rapat. Jadi, 
kami dibiasakan rapat mulai jam 9 pagi paling cepat, kemudian pulangnya 
sore-sore .. .Itu salah sa.tu masukan dari perempuan-perempuan juga kepada 
ketua partai, "Pak; rapat jangan malam. lah? Kami perempuan 
bagaimanar• Untungnya partai menyadari, walaupun kemudian ada rapat­
rapat mendadak yang harus diJakukan malam-malam. Tapi sudah sangat 
jarang (Wawancara ES, 12 Mei 2009 ). 

Sesuai rlengan sifat partai yang terbuka, partisipatif dan responsif. Dalam 

rekrutmen politik yang dHakukan SIRA adalab rekrutmen terbuka. Mereka 

membuka peluang untuk setiap masyarakat Aceh yang teiah berumur 17 tahun 

dan/atau telah menikah, tidak buta huruf dan sanggup menyetujui dan rnenerima 

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan platform partai untuk mengikuti 

masa orientasi partai. Jika dinyatakan lulus oleh partai maka ia dapat menjadi 

anggota muda partai, jika lulus sekolah politik I baru menjadi anggota biasa 

sedangkan untuk menjadi anggota kader harus lulus sekolah politik Ill. 

Kesulitan mencari perempuan berpotensi untuk dijadikan kader dan singkatnya 

waktu menjadi a!asan tidak terpenuhinya kuota 30 persen k:ete.rnrakilan perempuan 

dalam DCf tingkat DPitA, meskipun di beberapa Kabupaten jumlah caleg 

perempuan melebihi 30 persen bahkan untuk Kotamadya Banda Aceh rnencapai 

50 persen. 

3.8. Daftar Caleg Tetap Partai SIRA Tingkat DPRA 

DP KABUPATEN LK PR No. Urut JML 
I Banda Aceh, Saban Aceh Bestir 4 I 5 5 
2 Pidi PidieJa a 6 I 5 7 
3 Aceh Barat, Aceh Jaya, Na an Ra 3 I I 4 
4 Aceh Tengah, Benet Meriah, Biram 4 3 3,6,7 7 
5 Lhokseumawe. Aceh mara 7 0 . 7 ._j -
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6 L Aceh Tamian Aceh Timur 4 I 3 5 
7 Goyo Lues, Aceh Tenggl'!.ra, Aceh Sinskil, 4 0 - 4 

SuOOiussa!am 
8 Aoeh Barat Daya Acch Selatan, Simeulue 3 I 3 4 

JUMLAH 35 8 43 
(81 4%1 fl8,6%l 

Swnber: KfP Aeeh, d1olnh oleh penelili 

3.3.4. Partai fu!kyat Aceh 

PRA lahir dari sejarah perjuangan demokratik 1998. Dimulai dengan 

melaksanakan kongres Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA) ke 

dua yang dilaksanakan di Sare Aceh Besar pada tanggal 24-27 Februari 2006. 

Kongres tni dihadiri oleh organisasi mahasiswa, organisasi perempuan progresif 

dan organisasi Kaum Miskin Kota, Kongres FPDRA tersebut mclahirkan Komite 

Persiapan-Partai fu!kyat Aceh (KP-PRA). 

Pada tangga1 16 Maret 2006 bertempat di restoran Larnnyong-Banda Aceh KP~ 
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PRA yang diketuai oleh Thamren Ananda mendeklarasikan PRA sebagai partai 

po!itik lokal pertama di Aceh. Pada saat pendeklara.sian tersebut Undang-undang 

pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah tentang partai lokai belum lahir. 

Jnisjasi dan keberanian pendek!arasian Partai Rakyat Aceh sebagai alat 

perjuangan politik sebelurn adanya payung hukom tentang keberadaan partai lokal 

merupakan bentuk pemikiran yang maju dan berani dari beberapa aktivis PRA 

guna membentuk tatanan demokrasi rakyat Aceh yang lebih baik melalui alat 

perjuangan Partai Politik. Dan dalam proses perjalanannya Partai Rakyat Aceh 

te!ah berhasi1 meiewati tahapan-tahapan yang krusia1 untuk tampil maju menjadi 

salah satu Partal Kontestan Pemiiu 2009. 

Selanjutnya KP-PRA mengadakan kongres pertama pada tangga! 27 Februari 

sa.mpai dengan 2 Maret 2007 di aula SMK Lampineung-Banda Aceh yang 

didukung oJeh organisasi mahasiswa progresif. organisasi perempuan progreslt: 

organisasi kaum miskin kota, kaum muda progresif, santti progresif, kelompok 

petani, akademisi dan dihadiri oJeh 450 orang peserta dati 13 KabupatenlKota. 

Partai ini diisi oleh banyak sekali 'anak-anak' muda yang berjiwa 'sosialis'. 

Terlihatjuga dari simbol partai dengan gambar bintang llitam dengan latarrnerah. 

Mereka dahulunya saat konflik rnasih berlangsung di Aceh adalah para 

demonstran yang sering sekali berada di garis depan. Mereka sangat senang 

mengusung ideologi agak kiri, maksudnya adalah partai yang betoposisi dengan 

kapitalisme. Mereka sangat hafal teori Plato, Karl, dan tokoh filsafat dunia. 

Dahulu mereka membuat organisasi dengan nama Solidadtas Mahasiswa Untuk 

Rakyat (SMUR). Mereka dahulu sangat akrab dengan Forkot yang di Jakarta. 

Mereka saat juga punya organisasi binaan bemama SPUR atau singkatan dari 

Solidarita.s Pelajar Untuk Rakyat. Dan organisasi bibit partai ini masih tetap eksis. 

Partai ini bisa dikatakan partai anak muda yang mempunyai misi membangun 

Aceb dan berpihak pada rakyat. Sesuai sekali dengan ideologi mereka yang 

sosialis. 

Partai Rakyat Aceh telah merumuskan lima komitmen kekuasaannya kepada 

rakyat Aceh yaitu: 

1. Pemerintahan Aceh yang demokratis, bersih, modem dan intemasionalis 
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2. Rakya! Areh berdaulat a!l!S sumberdaya energi dan pertambangan 

3. Membuka lapangan kerja rnelalui industri milik pemerintah Aceh 

4. Rakyat Aceh mendapatkan pendidikan, kesehatan gratis dan berkualitas 

5. Mernperjuangkan kebebasan perernpuan sepenuhnya dan anti diskriminasi 

terhadap perempuan. 

Dari lima kornitmen tersebut Partai Rakyat Aceh menetapkan isu strategis sebagai 

agenda potitik. Isu strategis tersebut kemudian dipopulerkan dengan tiga tuntutan 

mendesak rakyat Aceh yaitu 1) lapangan kerja, 2) pendidikan, kesehatan gratis 

dan berkualitas, 3) rakyat berdauJat atas sumber daya alam. 

Ada hal menarik yang saya temukan di parlok ini) yaitu PRA teiah memasukkan 

kebebasan dan anti diskrimUlasi terhadap perempuan ke da1am: lima komitmen 

perjuangannya dan juga memasukkannya secara spesifik ke dalam program partai. 

Adapun program di bidang perempuan yang akan diperjuangkan adalah: 

1. Memperjuangkan kebebasan perempuan sepenuhnya dan anti diskriminasi 

terbadap perempuan. 

2. Memperjuangkan kesetaraan gender di semua aspek dalam bennasyarakat 

dan bemegara 

3. Meningkatkan partisipasf poJitik perempuan 

4. Menjamin akses pendidikan seluas~luasnya terhadap perempuan 

5. Memprateksi perempuan tcrhadap kekerasan 

Berikut ini adalah dasar-dasar yang menjadi acuan partai dalam menjalankan 

organisasi politiknya, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Partai Rakya.t 

Aceh: 

• Asas. 

Pada Bab II Pasal 5 dijelaskan bahwa asas Partai Rakyat Aceh adalah adalah 

partai yang berasaskan Pancasila, terutama sila Keempat Demokrasl 

Kerakyatan yang berlandaskan Ke!uhanan yang Maha Esa (AD/ART, 2). 

• Bentuk dan sifat. 

Pada Bab I Pasal 3 dijelaskan bahwa Partai Rakyat Aceh adalah Partai Polltik 

yang hersifat terbuka (AD/ART, 2). 

Universitas Indonesia 

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana UI, 2010



93 

• Tujuan. 

Pada Bab II Pasal 6 dijelaskan bahwa tujuan Partai Rakyat Aceh adalah 

mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial demokratis. serta 

kesetaraan Sosial, Ekonomi, Politik dan budaya Untuk Rakyat (AD/ART, 3). 

• Pokok-pokok perjuangan. Pada Bab III Pasal 7 dijelaskan bahwa pokok-

pokok perjuangan Partal Ralcyat Aceh adalah sebagai heriket: 

Bmjuang bersama-sama rakyat. 

Aktif membangun gerakan rakyat yang memperjuangkan demokrasi dan 

keadilan serta kesejabteraan .. 

Aktif daiam kerja-kerja solidaritas intemasional untuk pembebasan rakyat 

tertindas (AD/ART, 3). 

• Prinsip~prinsip organisasi. Pada Bab IV Pasar 9 dijelaskan bahwa prinsip~ 

prinsip organisasi Partai Rakyat Aceh adalah. sebagai berikut: 

Selalu berada di tengah-tengah masyaraket. 

Selalu memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan rakyat. 

Badan Parta.i dalam setiap pengambilan keputusan harus 

mempertimbangkan usulan dan masukan dari badan partai di bawahnya. 

Badan partai di bawah harus tunduk pada badan partai di atasnya 

(AD/ART, 3). 

Mekanisme rekrutmen kader yang dilakukan partai ini bersifut terbuka dan 

transparan. Mereka memasukkan pengurnuman rekrutmennya di koran-koran, 

dengan menyertakan kriteria dan persyaratan sebagai ca.leg. Keberpihakan partai 

ini juga terlihat dari salah satu persyaratan caleg yaitu tidak dibolehkan poligami. 

Hal tni disampaikan oleh Ananda sekjen PRA 

Banyak kalangan meniJai partai kami anti syaria.t Jshun, tidak mengikuti 
Sunnah Rasul dan sekuler salah satunya ya .. karena ada persyaratan tidak 
boleh berpoligami bagi anggota legislatif terpilih dari PRA. Padahal kami 
bukan mengubah hukum halal menjadi haram, tapi melihat kemaslahatan 
dan untuk meminimalisasi terjadinya koropsi oleh anggota dewan. Karena 
sepertt yang kiat liat anggota dewan banyak yang korupsi karena 
mengiketi gaya hidup mewah. Satu lstti aja banyak yang korupsi apalagi 
kalau dua, berarti harus mengh1dupkan dua dapur. Kaiau istri pertama 
dibelikan rumah yang keduajuga, yang satu dibelikan mobil yang satu !agi 
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juga minta dibelikan .... (wawancara Ananda, 

Meskipun sudah demikian terbuka, partai ini tidak memenuhi kuota 30 persen 

keterwakilan perempuan. Menjelaskan fenomena ini Ananda menjelaska:n bahwa 

salah satu faktor gagalnya caleg perempuan meraih kursi di DPRA adalah karena 

kurangnya dukungan dan pendampingan yang dilakukan oleh gerakan perempuan. 

Menurut mereka gerakan perempuan Aceh belum fokus memperjuangkan 

peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif. Berikut tabel yang 

memperlihatkan jumlah caleg perempuan di tingkat DPRA dan DPRK. 

3.10. Daftar Caleg Tetap Partai Rakyat Aceh Tingkat DPRA 

DP KABUPATEN LK PR No. Urut JML 
l Banda Aceh. Sabang, Aceb Besar l l 2 2 
2 Pidie, Pidie Ja a 3 l 3 4 
3 Aceh Barat. Aceb Ja '8, Na Raa 4 I 3 5 
4 AcebTen Bener Merlnh. Bireun 2 I l 3 
5 Lhokstumn Acch Utara 2 l 2 3 
6 a, Aceh Tamil111 Aceh Timur 2 0 . 2 
1 Gayo Lues. Aceh Tcnggara, Aeeh Singkit 

3 2 
3,5 

5 Subulussalam 
8 Aceh Barat oa¥a·:·;.;:c·iih Selatan, Simeutue 4 I 3 5 

JUMLAH u • ,. 
(724%) (27,6%) 

Somber: KIP Aceh, diolah dan dipilah o!eh pem:titi 

3.11. Daftar Caleg Tetap Partai Rakyat Aceh Tingkat DPRK 
-···· 

N 
KABUPATEN 

LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 
0 JMLH % JMLH % 
L BandaAceh 13 65 7 35 20 -·~ 

2. Sabang 2 - 66.1 l 33.3 3 
3. AcehBesar 14 73.7 5 26.3 19 
4. Pldie 19 76 6 24 25 
5. PidieJa a 9 81.8 2 1&.2 ll 
6. Aceb Utara 24 77.4 1 22.6 51 
7. Lhukseuma·we 1 63.6 4 '36.4 ll 
a. Biroun 15 75 5 25 20 
9. Langsa 13 76.5 4 23.5 17 
10. Aeeh Timor 10 100 - - 10 
!!. Aceh Tamiang 10 71.4 4 28.6 14 
12. Aceb Tcngah 5 62.5 3 37.5 8 
13. Bener Meriah - - - . -
14. GuyoLoes - - - - -
15. Aeeh Tefl2ilaia. 9 69.2 4 30.8 13 
16. Na anRava 10 7L4 4 28.6 14 
17. Acellla a 

-~ .. 

60 4 40 ·~o·-6 
18. Acch Barat 16 69.6 7 30.4 23 
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19, Simeuiue 5 83.3 I 16.7 6 
20. Aceh Bfl.n'l;l Oa 9 90 I 10 IG 
21. Aeeh Selatan 19 70.4 8 29.6 27 -22. Subulussalam I 100 - - I 
23. Aceh Singkil 2 66.7 I 33.3 3 

Jumlah 218 74.77 18 25,23 29§._ 

Sumber data: KIP Aceh, d1olah oleh peneliti 

3.3.5. Partai Aceh 

Partai Aceh merupakan partai yang mendominasi pemilu Legislatif 2009 yang 

la.lu. Partai mantan kombatan GAM ini teJah beberapa kali berganti nama sebeJum 

akhimya ditetapkan menjadi Partai Aceh. Pendirian partai ini telah menuai pro 

dan kontra di tubub GAM, Menurut Taufik Magabu~ pendirian partai lokal GAM 

tersebut sebenarnya sudah dibicarakan dalam pertemuan dengan civil society pada 

April 2005 di Lidingoe, Swedia, sebelum nota kesepahaman damai 

ditandatangani. Di penghujung acara perternuan yang dlfasilitasi Lembag.a Olef 

Palme lnternasional tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang dinamai 

Deklarasi Lidingoe. Dalam deklarasi itu disebutkan bahwa pimpinan GAM ak:an 

pu1ang ke Aceh untuk membuat rapat. 

Butir kesepakatan itu kemudian ditindakla.njuti pada saat pertemuan GAM sedunia 

(Sigom Dmrya) yang melahlrkan embrio pembentukan majelis GAM. Narnun. 

oJeh bebernpa pimpinan GAM, pertcmuan tersebut diaHhkan untuk membahas 

pemiJihan kepala daerah. Karena sibuk dengan hingar~bingar plJkada. rencana 

persiapan parpoi tersebut tidak ada kejelasan. Akhimya, mantan Perrlana Menteri 

GAM Malik Mahmud membentuk lim baru dengan Ketua Yahya Muaz, mantan 

Jublr Komando Pusat GAM. Anggotanya adalah Zahri dan Enniadi. Tim inl, kata 

sumber tersebut, membuat keputusan tanpa melalui rapat dan langsung dipaparkan 

di hadapan anggota GAM. 

Munawar, Irwandi, Nur Djuli, Sofyan Dawood, dan panglima di Japangan tidak 

terima. Dengan alasan bahwa GAM ingin membuat partai, bukannya melebur 

menjadi partai. Perternuan itu akhimya dead lock. Akibat buntu. majelis akhimya 

membentuk tim kecil yang terdiri dari 9 orang. Dalam tim itu, Sentral Infonnasi 

untuk Referendum Aceh (SIRA) juga mulai diHbatkan. 
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Akhirnya pada 7 Juli 2007 partai GAM dideklarasikan. Deklarasi 

pembentukannya berlangsung di kantO:r sekretariat pusat di kawasan Lam 

Seupeung. Banda Aceb. Partai ini berlambang bulan sabit dan bintang berlatar 

bela.kang merah persis sepertl bendera GAM. Teungku Muhammad Nazar 

(sebelum rnendirikan Partai Suara Independen Rakyat Aceh) menjabat sekretaris 

jenderal, seda:ngkan ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakir Manaf yang 

pemah menjabat Komandan Tentara Negara Aceh (TNA) menjadi wakil sekjen 

partai. 

Acara peresmian kantor partai tersebut mernunculkan reaksi keras di Jakarta. 

Alasannya, nama dan lambang tersebut tidak sesuai dengan semangat nota 

kesepahaman damai (MoU Helsinki). Ibrahim bin Syamsuddin mengatakan tidak 

akan mengubah lambang Parlok GAM tersebut. Menurutnya, Parlok GAM 

dengan Jambang seperti itu tidak melanggar baik MoU Helsinki, Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. maupun Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Talmn 2007 ten!ang Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh. 

Namun Pembentukan Parlok GAM langsung ditentang keras oleh banyak 

kalangan baik di pemerintahan pusat maupun masyarakat pada umumnya. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan. pembentukan Parlok GAM 

tidak sesuai dengan semangat MoU Helsinki. Mantan Ketua MPR RI Amien Rais 

terang-terangan menentang pembentukan ParJok GAM, lcarena menurut dia 

pembentulcanlkeberadaannya akan menjurus pada separatisme (fhe Jakarta Post, 

10 Juli 2007). 

Kemudian pada akhir Februari 2008, partai berganti nama dari Partai GAM (tanpa 

kepanjangan) menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri (P-GAM). Saat itu lambang 

juga diganti. dari sebelumnya dihiasJ bulan sabit dan bintang (sama seperti 

bendera Gerakan Aceh Merdeka), diganti tuHsan GAM dengan Jatar sama. Namun 

perubahan ini juga tidak disetujui pemerintah. 

Kemudian pada 21 Mei nama Partai Gerakan Aceh Mandiri (P-GAM) berubah 

menjadt Partai Aceh (PA}. Keputusan itu dlambil setelah mereka melakukan 

konsolidasi dengan seluruh komponcn partai untuk tetap memenuhi ketentuan 
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hukum. Juru bicara partai, Adnan Beuransyah menjelaskan, Partai GAM hanya 

mengganti nama saja, sedangkan lambang tetap mempertahankan Jatar belakang 

merah dan garis putih hitam di sisi atas dan bawah bendera. Pergantian nama itu 

lebih didasarkan pada ketaatan pengurus partai terhadap aturan hukum. Sementara 

struktur kepengurusan partai berganti menjadi Muzakir Manaf sebagai ketua 

urn urn partai dan Muhammad Yahya sebagai sekjen. 

Partai yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, dan Qanun Meukuta Alam AI Asyi. 

(AD/ART PA, 21) ini mendapat nomor urut 39 pada pemilu legislatif 2009. 

Adapun proses rekrutmen politik yang mereka jalankan masih bersifat tertutup 

dan eksklusif. Partai hanya menerima kader dan caleg dari para mantan 

kombatan, dan dari para simpatisan GAM dengan seleksi yang sangat ketat. Di 

ailtara syarat diterimanya simpatisan menjadi kader dan caleg adalah ia harus 

dikenal baik oleh pengurus partai, dekat dengan elit partai, dan mendukung garis 

perjuangan GAM. 

Ketika saya menanyakan mengapa mereka tidak melakukan rekrutmen secara 

terbuka. DW salah satu pengurus partai dan caleg pada pemilu 2009 yang lalu 

menjelaskan 

Partai Aceh merupakan partai lokal yang didirikan oleh mantan 
kombatan GAM yang memberontak ingin merdeka dari Indonesia. 
Meskipun sekarang sudah berdamai, kita tetap harus waspada terhadap 
orang-orang yang tidak menginginkan perdamaian di Aceh ini abadi. 
Artinya Partai Aceh harus selektif dalam menempatkan kader sebagai 
pengurus apalagi sebagai anggota legislatif. Kita takut ada penyusup. 
Karena bagaimanapun Aceh saat ini masih dalam masa transisi, segala 
kemungkinan bisa saja teijadi. Nah, karena itu para pengurus tinggi 
partai hanya mengajak orang-orang yang mereka sudah benar-benar 
kenai untuk bergabung. (wawancara DW, 16 Mei 2009) 

Selain alasan yang telah dikemukakan DW di atas, menurut hemat saya alasan PA 

merekrut orang-orang terdekat mereka juga alasan loyalitas dan dukungan. 

Kriteria yang ditetapkan oleh elit partai Aceh ini menurut Liddle (196) lebih 

menekankan pada kriteria ascriptive karena orientasi perekrutannya atas dasar 

hubungan sosial seperti anggota keluarga, ternan, dan kelompok tertentu. Proses 

rekrutmen politik yang didasari atas hubungan sosial di negara yang kultur 
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budayanya masih sangat patriarkal menurut Pippa Norris akan sangat merugikan 

perempuan. Hal tersebut terbuktl dari tidak terpenuhinya angka 30 persen jumlah 

perempuan yang nyaleg pada pemilu 2009 dari partai ini. Padahal untuk tingkat 

DPRA, PA mencalonkan paling banyak caleg dibanding pariok yang lain, yaitu 81 

caleg dari 8 daerah pemilihan. Namun jumlah caleg perempuannya hanya 17 

orang atau 21 persen sementara laki~laki berjumlah 64 orang atau 79 persen. 

3.!2. Daftar Caleg Tetap Partai Aceh Tingkat DPRA 
. 

~~- KABUPATEN LK PR No. Urut JML . 
1 Banda Aceh Saban Ace_~}~~!'T 8 3 5.7,8 1l 
2 Pidie. PidicJe 9 1 2 10 
3 Aeel! B AoebJa Na Ra 7 3 26,9 10 
4 Aeeb ttn2nh-,- Bener Merlah, Bireun 8 2 8,9 10 - . 
5 U10kseumawe, Aceb Utam 10 2 6.8 12 
6 Lan!ISIL Aceh Tamiailsi Aceh Timm 10 2 11, 12 12 

7 
03)!(1 Lues, A~b Tenggara. Aeeh Singkil 

5 3 
2,7,& 

8 • Subu!ussalam 

• Aceh BaratDa a, Aceh Selatan, Simculue 7 1 5 8 
JUI\ILAH ., 17 81 

(79%1 (21%1 

Sumber: KlP Aceh, diolah olclt peneliti 

Untuk tingkat DPRK, PA mencalonkan 697 caleg dari 23 kabupaten yang terdiri 

dari 573 laki-laki dan 124 perempuan. Dan yang lebih mencengangkan lagi tidak 

satu kabupaten pun yang dapat mencapai kuota 30 persen. Berikut tabel daftar 

caleg tetap Partaf Aceh untuk tiap Kabupaten 

3. !3. Daftar Caleg Tetap Partai Aceh Tingkat DPRK 

N 
KABUPA1'EN 

LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 0 JMLH % JMLH % 
I. BandaAcch 28 849 5 15,1 33 
2. Saban< 18 75 6 25 24 
3. Aeel! Besar 31 81.6 7 l8,4 38 
4. Pidle 51 94.4 3 5,6 54 
s. PidieJa 22 81,5 5 Ul,5 27 

f-.<1 AcebUt.ara 42 79;1 11 20,8 53 
7. Lhokseumawe 11 72,4 8 27,6 29 

•• Blreun 
·······--

36 -----ss-~7 6 14,3 42 
9. Lan a 2S . &9,3 3 10,7 28 
10. AcehTimur 35 89,7 4 10,3 39 

Aceh TnmiM~-- ----
11. 28 77.8 8 22,2 36 
12. Aceh Tiili!O.h 29 87,9 4 12,1 33 
l3. Bcner Meriah 21 75 6 25 27 . ......... 
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14, OayG Lues 18 85,7 3 14,) 21 
15. AcehTen ara 16 16;2 5 238 21 
16. Na Raa 21 80.8 5 19!2 26 
17. Acch Ja a 19 82,6 4 17,4 23 
18. Aceh Baral 26 76,:; 8 23,5 34 
19. Simeulue 17 70,8 7 29,2 24 
20. Aceh Barat Day·~·- 25 86,2 4 13,8 29 
21. Acch Se!Btan 26 78,8 7 21,2 33 
22. Subulussalam 8 72,8 3 27;2 11 
23. Aceh Sil'!gkil 10 83,3 2 16,7 12 
TOTAL 573 82 21% 124 1779% 697 

Sumber: KlP Aceh, <liolah oleh peneliti 

Menjelaskan fenornena tersebut SM wakil bendahara umum PA yang sempat saya 

temui di kantor pusat yang bera1amat di jalan STA Mahmud Syah Banda Aceh 

mengatakan bahwa partai telah membuka peluang seluas-luasnya untuk 

perernpuan bergabung. Tapi kendalanya ada[ah sangat sedildt perempuan 

berpotensi yang mau betgabung dengan PA. Apalagi masyarakat selama ini 

banyak yang takut dengan PA karena identik dengan GAM Atau sebafiknya ada 

perempuan yang mau bergabung dengan PA tapi tidak memenuhi kualifikasi yang 

ditetapkan partai maupun K1P. 

Sementara itu dalam jajaran pengurus pusat Partai Aceh angka keterwakilan 

perempuan telah mencapai 38 persen. Dari 13 orang pengurus terdapat 5 orang 

perempuan dan 8 orang laki-Iaki. Meskipun demikian angka yang tertuang di atas 

kertas tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari lima orang pengurus perempuan 

tidak satu pun ditempatkan pada jabatan strategis. Satu orang sebagai wak11 

sekretaris; satu orang sebagai wakil bendahara, dan tiga orang Jainnya sebagai 

anggota departemen. Bahkan yang Jebih menyedihkan lagi para pengurus 

perempuan tersebut merasa keberadaan mereka di partai tidak lebih hanya sebagai 

peiengkap administrasi partai saja agar lulus veriftkasi. Jabatan yang mereka 

sandang hanyaJah forrnaiitas sernata, karena mereka sama sekali tidak diberikan 

wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatannya. Berikut 

penjelasan DW salah satu wakil sekjen PA: 

Harapan saya ke depannya partai ini harus merenovasi kembali, 
maksudnya bisa menempatkan orang-orang yang tepat pada jabatan yang 
tepat. Jangan hanya sebagai fonnalitas seperti sekarang ini. Tapl dia 
memang punya tugas dan tau kalau ke kantor (partai) itu mau ngapain, 
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tugas--tugasnya apa ... tapi ka!au seperti sekarang ini semua pada tidak 
mengerjakan tugasnya1 bukan hanya saya saja, karena kita tidak 
dilimpabkan tugas secara penub (Wawancara DW, 26 Mei 2009). 

Fakta menarik Jainnya yang saya temukan dalam mekanisme rekmtmen di PA ini 

adalab tidak satu pun pengurus partai atau caleg PA yang berasal dari pasukan 

inong bale (pasukan perempuan GAM), padahaJ mereka sama-sama dengan 

kombatan GAM yang laki·laki dalam mengangkat senjata dan bergerilya untuk 

memperjuangkan k.emerdekaan Aceh. DW sangat menyayangkan tidak adanya 

perhatian partai terhadap inong bale. Karena itu. ia rnenggagas untuk mendlrikan 

sebuah wadah yang menampung aspirasi perempuan-perempuan yang aktif 

mendukuog GAM, termasuk inong bale. 

Adapun dasar--dasar yang menjadi fondasi perpolitikan Partal Aceh sebagaimana 

tertuang dalam AD/ART Partai Aceh adalab sebagai berikut: 

• Asas Partai 

Partai Aceh bernsaskan Pancasila, UUD 1945, dan Qanun Meukuta Alam AI 

Asyi. 

• Tujuan partai. 

mewujudkan cita--cita rakyat Aceh demi mewujudkan mar-wah dan 

martabat bangsa, agama dan negara 

mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditandatangani oieh GAM dan 

Rl pada tanggall5 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia 

mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur, dan merata, materiil dan 

moril bagi seluruh raeyat Aceh 

mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan 

berdemokrasi yang menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, hukum 

dan hak asasJ manusia. 

• Sifat dan fungsi partai 

Sifat partai sesuai Bab m Pasa[ 5 adaJah independen dan terbuka dan 

berfungsi sebagai alat pemersatu peljuangan rakyat Aceh. 

• Usaha. 

- menghidupkan nilai-nilai sejarah perjuangan rakyat Aceh. 
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meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju kehidupan bangsa 

yang maju dan bennartabat. 

melaksanakan pendidikan politik rakyat Aceh. 

proaktif dalam kehidupan politik dan pemerintah. 

• Doktrin. Partai Aceh mempunyai doktrin "Udep beusare mate beusadian, 

sikrek Gaphan Sabch Keureunda ". Makna Udep be us are mate beusadian, 

sikrek Gaphan Sabolt Keureunda adalah kesatuan pemikiran dan paha.m· 

paham warisan endatu yang mencerminkan kuatnya ikatan kebersamaan 

da1am masyarakat Aceb. 

Dari AD/ART dan platform partai PA tidak tertuang aturan yang mewajibkan 

keterwakilan 30 persen perempuan daiam kepengurusan partaL dan tidak terdapat 

satu poin pun yang spesiftk: membicarakan masalah pemberdayaan perernpuan. 

Atau pun anti diskriminasi gender. Lebih dari itu pengurus partai tidak 

rnenganggap perlu untuk membentuk departemen perempuan di struktur 

kepengurusan. Menurut mereka Perrnasaiahan perempuan menurut pemikiran 

mereka hanya berkisar pada masafah peran tradisional perempuan di ranah 

domestik seperti pendidikan anak dan menciptakan keluarga yang harmonis. Oleh 

karena itu persoatan perempuan pun hanya dibahas di bawah departemen 

pendidikan. 

3.3.6. Partai Bersatu Atieh 

Partal Bersatu Atjeh (PBA) dideklarasikan di Asrama Haji Banda Aceh pada hari 

Ahad 27 Januari 2008. PBA didirikan oleh sebanyak 169 otang dari seluruh 

wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satunya adalah Dr. Ahmad Farhan 

Hamid, MS. Dia adalah politikas Partai Arnanat Nasional (PAN), anggota DPR Rl 

periode 1999-2004 dan 2004-2009. Ahmad Farhan terliba~ jika tidak dikalakan 

sebagai orang yang mernainkan peranan penting, dalam pembentukan Undang­

undang yang membuka jalan bagi Aceh lebih baik. misalnya W Pelabuhan Bebas 

dan Perdagangan Bebas Sabang (2000), UU Otonomi Khusus Nanggroe Aeeh 

Darussalam (200 l ), dan Undang-undang Pemerintah Aceh (2006). 

Berlkut ini adalah dasar~dasar yang menjadi acuan Partai Bersatu A\ieh: 
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• Dasar dan Asas. 

Sesuai tertulis dalam Anggarnn Dasar Partai Bersatu Atjeh Bab II Pasal 3, 

partai ini didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan semangat Nota Kesepahaman 

Helsinki IS Agustus 2005. PBA Berasaskan akhlak politik mulia berlandaskan 

agama yang membawa rahmat seka!lan alam. 

• Tujuan. 

Tujuan yang dftetapkan PBA adaiah mewujudkan Nanggroe Aceh Darussalam 

yang bermartabat, menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-niJal iman dan 

takwa, kedaulatan rakyat, keadilan dan kesejahteraan sosial yang dilandasi 

oleh kek:uatan setiap pribadi masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam yang 

beriman, beribadah, beramal saleh, dan berakhlak mulia menuju perdamaian 

abadi (AD/ART PBA. 2). 

• Sifat dan ideotita.s 

PBA adalab partai politik yang bersifat terbuka dan mandiri. Dengan identitas 

menjunjung tinggi mora1itas agama. kemanusiaan, adat istiadat, dan 

kemajemukan. 

• Usaha. 

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang tertuang dalam Pasal 4, Partai Bersatu 

Atjeh menjalankan usaha-usaha antara lain: 

a. Menegakkan nilai-nilai iman dan takwa~ 

Mewujudkan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari 

masyarakat Indonesia yang berdaulat, memiliki jati dirl, cerdas, berakhlak 

mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Tuban Yang Maba Esa. 

b. Menegakkan keadilan; 

Mengusahak.an penegakan hukum tanpa diskriminasi sehingga semua 

anggota masyarakat memilikl kedudukan dan perlak-uan yang sama di 

depan hukum, dengan mewujudkan peradiian dan mahkamah 

syar' lyah yang bersih, independen, adil, murah dan cepat; dan 

Memperjuangkan terbentuknya pemerintahan di Nanggroe Aceh 

Darussalam yang bersih. efektif. bebas dari korupsi, kolust dan 

nepotisme. 
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Menegakkan kedauiatan rakyat; 

c. Membangun masyarakat N8llggroe Aceh Darussalam berdasarkan moral 

agama yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, 

demokrasi dan hak asasi manusia; 

d. Menegakkan kesejahteraan sosial; 

Membangun masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam yang bebas dari 

kesengsaraan, rasa takut, penindasan dan kekerasan. 

Memperjuangkan kebijakan ekonomi yang memilih kepada golongan 

yang lemah, terutama di gamponglkampung atau nama lain; dan 

mendukung terwujudnya keadilan sosial dan kemakrnuran yang 

berkeadilan bagi masyarakat luas; dan 

Memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan 

rakyat, terutama kesehatan, pendidikan dan peningkatan penghasilan 

yang lebih baik bagi anggota masyarakat. 

e. Menegak:kan prinsip~prinsip perdamaian abadi; 

Mengawal proses rdntegrasi yang berdasarkan sifat toleransi, sating 

menghormati, dan menghargai perbedaan pendapat; dan 

Mendorong terciptanya proses rekonsiliasi dengan prinsip penghargaan 

terhadap hak asasi manusia, penegakan kebenaran, dan sifat sating 

memaafkan. (AD/ ART PBA, 3-4). 

• Struktur kekuasaan 

Kongres adalah permusyawaratan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 

partai yang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan 

sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta kongres. 

Rekrutnten kader Partai Bersatu Atjeh telah memerhatikan keterwaldlan 30 persen 

perempuan baik daiam jabatan Legislatif maupun setiap jenjang kepemimpinan 

partai. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 anggaran dasar partai: 

(l) Penempatan keanggotaan dalam jabatan Legislatif oleb PBA, 

dilakukan secara obyektif: transparan dan diputuskan melalui forum 

Rapat Pleno Partai, dengan memperhatikan keterwakilan 30% (tiga 

pulub perseratus) perempuan. 
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(2) Penempatan keanggotaan dalam jabatan Eksekutif dan jabatan lain 

oleh PBA, dilakukan secara obyektif, transparan dan diputuskan 

melalui forum Rapat Harlan PartaL 

(3) Setiap rekrutrnen kader dalam kepengurusan untuk setiap jenjang 

kepemimpinan harus memperhatikan keterwakilan perempuan, 

sedapat-dapatnya 30% (tiga puluh perseratus). 

Sesuai dengan sifat partai yang terbuka~ rnekanisme perekrutan kader pun 

dilakukan secara terbuka, dan berhasil menjaring perempuan berkuaiitas sebingga 

partai ini mampu memenuhi kuota 30 persen ketervtak:iJan perempuan pada 

pencalonan legislatif. 

3.14. Daftar Caleg Tetap Partai Bersatu Atjeh Tingkst DPRA 

DP kABtJPATEN LK PR No. urut JML 
l Banda Aceh, Sabnng, Aceh Besar 2 2 1,3 4 
2 Pidie, Pidie Jaya 2 I 3 3 
3 Aceh sara Aceh Jaya, Nagao Raya···· 3 I 3 4 
4 AcehTen Benet Meri Bireun 3 2 35 5 
5 Lhokseumawe, Aceh Ut:.ara 3 I 3 4 
6 Lan , Aceh Tam inn , Aeeh Ti.~ 4 0 - 4 

7 
Gayo Lues, A¢eh Tenggara, Aceh Slngkil , 

I I 
2 2 

Subu!ussalam 
8 Aceh Barnt Daya •.. ~~.Ch Selelan Simeulue 2 2 2 4 

JUMLAH 21 • 30 
(7<)%) (30%) 

' 

Sumher: KlP Acelt, &olah oleh penelill 

3.15. Daftar Caleg Tetap Partai Bersatu A;jeh Tingkat DPRK 

N 
KABUPATEN 

LAKI-LAKl PEREMPUAN TOTAL 
0 JMLH % JMLH % 
l. BandaAceb 10 16.9 3 23.1 13 
2. Sebang 5 83.3 I 16.7 • 
J. AcehBcsar 14 77.8 4 22.2 " 4. Pidie IS 62.5 9 37.5 24 .... 
5. PidieJa a 10 90.9 I 9.1 II 
6. AcehUtam 21 67.7 10 323 31 
7. Lhokscumawe 13 68.4 6 31.6 19 
8. Bireun io 62.5 6 37.5 16 
9. Len se 7 87.5 I 12.5 8 - j].9 10. Aceh Timur 17 6 26.1 23 
II. Aceh Tamian 14 87.5 2 12.5 16 
12. Aceh Ten ah 7 77.8 2 22.2 9 
13. Benet Meriah. 2 100 . - 2 
14. Gayo Lues - . - - -

Universitas Indonesia 

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana UI, 2010



105 

-
~·· Aceh Tenggara 1 20 4 80 s 

16. ·N1.1ianRaya 11 64.7 6 35.3 17 
!1. Aeeh Jayn s 83.3 1 16.7 6 
18. Aceh Barot 11 64.7 6 35.3 17 
19. Simeulue 6 75 2 25 8 
20. A()eh Bnn:tt Da a 6 60 4 40 10 
21. Aeeh Selatan 12 70.6 5 29.4 17 
22. Subtiluss:alam 2 so 2 so 4 
23. AcehSin il 3 100 - - 3 

Jumlah 202 72.95 81 27.05 2&3 

Sumbcr data: KlP Aeeh, dinlah oleh peneliti. 

Partai lokal yang paling akhir berdiri ini mengaku kewa1ahan untuk merekrut 

perempuan yang mau duduk di kursi kepengurusan partai. Salah satu kendalanya 

adaJah slngkatnya waktu yang tersisa antara pendirian partai dengan pemilu. Oleh 

karenanya PBA tidak dapat memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan 

dalam jajaran kepengurusannya. Untuk: tingkat pusat PBA menempatkan tiga 

orang perempuan (23,1 %) dan 10 orang laki-laki (76,9%) sebagai pengurus. 

Meskipun demikian pandangan partai ini terhadap urgensi keterwakilan 

perempuan telah cukup baik. Terbukti dari dimasuk:kannya permasalahan 

perempuan sebagai salah prioritas yang harus diseriusi ke dalam platform 

partainya. Perempuan dalam pandangan PBA menempati kedudukan yang tinggi 

dan mulia mengingat perannya sebagai ibu yang melahirkan, mendidik, dan 

membesarkan generasi muda, karena itu PBA harus memperjuangkan harkat dan 

rnartabat kaum perempuan, Perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

peradaban umat manusia dan masyarakat, karena itu perempuan harus dlpandang 

sebagai bagian integral dari pembangunan. Adapun bentuk perjuangan PBA 

terhadap perempuan meliputi: 

I. PBA memperjuangkan pembangunan di Nanggroe Aceh Darussalam yang 

beperspektif gender yang meneakup berbagai bidang kehidupan, balk 

politik, hukum dan HAM, ekonom~ sosial budaya, agama, keamanan, 

ketenagakerjaan, pendidikan, dan fingkungan hidup. 

2. PBA secara sadar menolak segala bentuk tindak kekerasan terhadap 

perempuan, baik di dalam rumah tangga maupun sektor publik. PBA 

menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di 

berbagai bidang, baik politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, 
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ketenagakerjaan, pendidikan, dan lain-lain. PBA rnemperjuangkan 

sungguh-sungguh jaminan perlindungan hukurn bagi tenaga kerja 

perempuan, 

3. PBA juga menolak dan menuntut penghapusan pomografl, pomoaks~ dan 

segala bentuk eksploif.asi terhadap perempuan di berbagai media, karena 

bertentangan dengan nilai-nilai agarna, adat istiadat. dan kesusilaan 

masyarakat Aceh. 

4. PBA menghimbau kepada semua komponen ma.syarakat di Nanggroe 

Aceh Darussalam agar bersama-sama mengembangkan wawasan budaya 

yang beperspektif gender yang menempatkan kesetaraan antara Jaki-laki 

dan perempuan. 

3.4 Analisis dan Sitnptdan 

Dari hasH penelitian ini saya menemukan bahwa sebagian besar partok belum 

niemiJiki komitmen yang tegas datam pelaksanaan affirmative action. Hal ini 

teriihat dari belum terpenuhinya tiga aspek penilaian yang saya tetapkan yang 

meliputi: AD/ART dan platform partai, mekanisme rekrutmen kader dan caleg 

serta keterwakllan perempuan dijajaran pengurus dan ealeg. 

• Kebijakan Afirmatif dalam Plaiform dan AD/ART 

Aspek pertama untuk menilai sejauh mana parlok berkomi:tmen untuk 

melaksanakan kebijakan afinnatif dengan rnekanisme kuota 30 persen adalah 

dengan menyelisik AD/ART dan p/aifarm partai. Dari AD/ART dan p/aiform 

partai saya mene1aah bagaimana k.eterwakilan perempuan dirumuskan dalam 

AD/ART. sejauh mana permasalahan perempuan dijadikan agenda atau program 

kerja partai yang dianggap penting untuk segera diselesaikan dan apakah terdapat 

departemen perempuan dalam struktur partai. 

Keberadaan departcmen perempuan memang tidak menjamin bahwa partai 

tersebut telah sensitif gender. akan tetapi untuk ukuran partai yang baru didirikan 

seperti enam partai poiitik lokal di Aceh. saya rasa ada tidaknya departemenlbiro 

ataupun bidang perempuan dapat dljadikan salah satu ukuran keseriusan partai 
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dalam memerhatikan pennasalaban perempuan dan memberdayakan kader 

perempuan di partai tersebut. 

Adapun pentingnya keberadaan departernen perempuan dalam sebuah pa.rtai 

politik menurut Soetjipto (Politik, 81-82) agar ia dapat menjalankan peran peran 

sebagai berikut 

{I) sebagai forum untuk mendiskusikan masalah-masatah khusus yang 
dihadapi perempuan dalam melaksanakan aktivitas partai; (2) 
mengorganisir dt tingkat akar rumput terutarna perempuan dengan tingkat 
pendidikan rendah, sehingga merel..ra sadar akan hak polltik dan hak sipil 
mereka dan mau berpartisipesi dalam kehidupan politik; (3) menyiapkau 
perempuan ikut serta dalam pemilu (memilih dan dipi!ih); (4) melatih 
perempuan untuk menjadi kandidat partai di tingkat JokaJ~ provinsi, dan 
nasionat Pelatihan mencakup sistem pemilu, kampanye. berhubungan 
dengan media, dst; (5) menjalin Networks atau jaringan kerja sama untuk 
mendukung kandidat perempuan daiam pernilu dan anggota legislatif 
perempuan yang terpilin. 

Darl tabel berikut kita dapat melihat kaitan antara keberadaan 

departemen!biroibidang perempuan dengan sensitivitas partai terhadap masalah 

gender. 

3.16. Departemen Perempuan dalam Partai Lokal 

Aspek PAAS PDA SIRA PRA PA PBA 
Departemen tdk ada tdkada •da """ tdk ada "'' Peremounn 
30%prdi ldkada Ada··--

"'' ada tdk ada ""' kepeOgurusan 
Isu-isu tdkada tdkada "'' ... ldkada ""' --~~,!!~ .... 

Berdasarkau tabel di atas, ada tiga perlok yang dalam struktur kepengurusannya 

tidak terdapat departemen perempuan yaitu, P AAS, PDA dan PA. Semen tara tiga 

parlok yang lain SIRA, PRA dan PBA sudah memiliki departemen perempuan, 

Meskipun menurtlt keterangan ketua departemen perempuan dari ketiga partai ini, 

departernen perempuan di partai mereka belum menjalankan programnya secara 

efek"tif (lihat Bab 4 halaman 143) karena semua pengurus partai difokuskan untuk 

melakukan kampanye dan Pemilu. Oleh karena itu perhatian dan prioritas mereka 
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seluruhnya terpusat pada kampanye, bagaimana mengatur dan strategi agar dapat 

meraup suara signifikan. 

Namun demikian, tiga parfok yang memiliki departemen perempuan memiliki 

sensitivitas gender lebih b.aik dari tiga parlok yang lain, Terlihat mereka sudah 

mengintroduksi 30 persen keterwakilan perempuan dalam setiap jenjang 

kepengurusan partai ~~malah PBA juga mengatur ketenvakilan 30 persen da[am 

perolehan kursi parlemen-- dan sudah mulai memasukkan isu-isu perempuan ke 

dalam program kerja partai. 

Sementara PAAS dan PA, sama sekali belum mencantumkan 30 persen 

perempuan dalam pengurus partai, apalagi memasukkan isu-isu perempuan ke 

dalam agenda kerja partai. Agak sedikit berbeda dengan P AAS dan P A, PDA 

rnencantumkan minimal 30 persen perernpuan dalam pengurus namun tidak: 

merealisasikannya dalam jumlah pengurus dan program·program kerja partai. 

hanya sekedar aturan di a:tas kertas. 

• Mekanisme Rekmtmen Kader dan Caleg 

Aspek kedua adalah rnekanisme rekrotmen kader dan caieg. Bagaimana 

mekanisme perek:rutan politik yang dilakukan partai. apakah sudah menerapkan 

mekanisme pemillhan yang demokrati~ terbuka dan akuntabel. Adapun 

pengategorian mekanisme rekrutmen saya menggunakan teori Matland yang 

membagi sistem rekrutrnen menjadi dua yaitu birokrasi dan patronase. Dalam 

sistem birokrasi, rekrutmen kandidat dalam partai dilak:ukan dengan peraturan 

yang rinci, eksplisit, eksklusif, terst.andar. tanpa memperhatikan apakah orang 

tersebut dalam posisi kekuasaan atau tidak. Sedangkan dalarn sistem patronase, 

rekrutmen dilakukan tanpa adanya aturan yang jelas. Dan kesetiaan para kandidat 

kepada mereka yang berkuasa dalam partai politlk sangat besar. Sedangkan 

kategori campuran yang saya maksudkan di sini adalah mekanisme rekrutmen 

yang menggabungkan antara sistem patronase dan birokrasi. 
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3. t 7. Sistem Rekrutmen Enam Partai Politik Lokal 

Aspek PAAS PDA SIRA PRA PA PBA 

Rekrutmen campuran patronase campuran blrokrasi patronase campuran 
Peneurus 

Rekrutmen campuran patronase R.asional birokrasi patronase campuran 
CaleR terbuka ·-·· 

Ditinjau dari sistem rekrutmen. terlihat bahwa dua partai yaitu PA dan PDA 

meJakukan sistem rekrutmen model patronase di mana partai tidak: 

rnencantumkan persyaratan dan kriteria yang jelas da1am meJakukan seteksi. 

Kemudian proses seleksi juga tertutup yang hanya melibatkan para elit partai dan 

berorientasi ascriptive, yaitu mengutamakan keluarga, orang terdekat, dan 

simpatisan dengan maksud agar mendapatkan loyalitas yang lebih. 

Sementara P AAS, PBA dan SIRA sudah melakukan rekrutmen secara terbuka, 

namun be!um menyertakan kriteria yang jelas dan deti~ di samping itu orientasl 

perekrutannya pun masih belum sepenuhnya achievement Maka saya 

rnengategorikan ketiga partai ini menerapkan sistem rekrutmen campuran. Hanya 

PRA yang mencrapkan mekanisme rekrutmen terhuka dengan menggunakan 

kriteria dan persyaratan yang jelas dan transparan serta mengedepankan 

perekrutan sistem birokrasi dengan menggunakan kriteria yang detil dan sudah 

beperspektif gender. 

• Jumlah Perempuan dalarn Struktur Partai, DCT dan Aleg 

Setelah melihat platform, AD/ART, struktur kepengurusan dan mekanisme 

rekrutrnen, maka aspek selanjutnya adalah jumlah keterwakilan perempuan pada 

struktur kepengurusan partai dan daftar caleg. Pada pain ini yang menjadi 

penilaian saya adalah jumiah keterwakilan perempuan di kepengurusan partai dan 

daftar calon. apakah sudah mencapai angka minimal 30 persen? serta bagaimana 

partai memosisikan perempuan. Berikut tabel yang menggambarkan bagaimana 

keterwakiian dan posisi perempuan dalam kepengurusan parlok serta jurnlah dan 

nomor urut perempuan dalrun Daftar Caleg Tetap (DCT) untuk tingkat Provinsi. 
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3.1 8. Jumlah dan Posisi Perempuan dalam Kepengurusan dan Daftar Caleg pada 
Enam Partai Politik Lokal Aceh 

Aspek PAAS PDA SIRA PRA PA PBA 
Perempuan dim 14,3% 11\,2% 29% 21,3% 35% 23,1% 

Struktur parlai 

Posisi d"run wklwsj/ wsjlwb kbelkdpr/ bu!jb!kdp 
wsj/wb! wklwsj/w 

""""' wb kdpdlkbp ' p 
an g. b 

Perempuan 32,3% 18,2%-.- 18,6% 27,3% 21% 30% 
dalamDCf 

Per.emp11an -- - .. .. 7DPRK I DPRK 
van.e teroilih dllri dari 3 
Nom or Urut no.2 1 no.3-l no..t=l no. I 1 no.2:::::4, no. I=! 
Caleg no.3=4 no.4=2 no.3""3 Iw.2=3 no.5"'1, 00.2""1 
Perempuan no.7=1 00.5""3 no.5"-'2 no.3=3 no.~ no.3""S 
tingkat DPRA 6 no.6=1 (10.6""1 no.S=l no.7""2, no5.""2 

~ ~ 8 no.S""4, 8 
3 • 110.~2 

no.ll=l 
no.l2""1 

17 

• bu = bendaharn umum, jb = jwu bicara, wk .. wakil ketua, wsj = waldl sekjen, wb "' \vakil 
bendaham, kbe= ketua bldang eksternal, kbpp = ketua ba!ai pemenangan pemilu, kdpr ""' ketua 
depnrtemen perempuan, kdpd "'ketua departcmen pendidikan, ang. = anggo1a, 

Darl tabei di atas, parlok yang memenuhi kuota 30 persen dalam kepengurusan 

hanyalah PA, disusul oleh SIRA, PRA dan PBA. Namun jika dikaitkan dengan 

posisi dan wewenang yang diberikan PA kepada pengurus perempuannya, maka 

ter!ihat bahwa jumfah pengurus perempuan dalam struktur partai hanyalah sehagai 

formalitas saja. karena menurut ketcrangan pengurus perempuan PA yang saya 

wawancarai, yaitu DW dan SM, mereka tidak dilimpahi wewenang dan tanggung 

jawab sebagaimana mestinya sesuai jabatan yang mereka terima, {lihat Bab 4, hal 

148). Selain itu, merekajuga tidak pernah dilibatkan dalam rapat penentuan dapil 

dan nomor urut {lihat Bab 4, hal 148). Hal serupa juga dialami oleh pengurus 

perempuan dari PDA (lihat Bab 4, hal. 147 ). 

Sementara SIRA} PRA dan PBA memang tidak dapat memenuhi kuota 30 persen, 

akan tetapi posisi dan wewenang yang diberikan partai kepada pengurus 

perempuan sudah lehih baik. Misa1nya saja SIRA. perempuan pada partai ini 

menempati posisl sebagai ketua bidang ekstemal, balai pemenangan pemHu. ketua 

departemen perempuan dan ketua departernen pendidikan. Perempuan pada partai 
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ini juga sudah diperhitungkan keberadaannya dan dilibatkan dalam setiap 

pengambilan keputusan. termasuk penetapan dapil dan nomor urut (lihat Bab 4, 

151 ). Salah satu bukti keberpihakan partai S!RA terhadap perempuan adalah 

diadakannya rapat di slang hari untuk mempertimbangkan kehadiran dan 

keterlibatan perempuan. Demikian pula dengan PRA, perernpuan di partai ini 

walaupun belum memenuhi batas minimal 30 persen tapi mereka ditempatkan 

pada posisi yang cukup strategis dan dllibatkan dalam setiap pengambilan 

keputusan oleh partai. Di antmnya sebagai juru bicara partai. bendabara umum 

dan ketua departemen perempuan. Sensitivitas gender yang dimiliki par!ok ini 

sudah lebih baik, salah satunya ditunjukkan dengan adanya persya.ratan tidak 

boleh poligami bagi aleg terpilih dari partai ini. Selanjutnya PBA, Meskipun 

parlok ini tidak mencapai 30 persen perempuan pada pengurus tapi ia dapat 

memenuhi kuota 30 petsen pada DCT. 

Berikutnya adalah keterwakifan perempuan pada DCT, sebagaimana yang terUhat 

dari tabel 3.18 parlok yang dapat mencapai angka 30 pernen keterwakilan 

perempuan adaiah PAAS dan PBA. Sementara empat parlok lainnya belum dapat 

memenuhi kuota tersebut Berdasarlam hasH temuan dalam penelitian ini, 

terpenuhinya kuota 30 persen perempuan pada OCT tidak dapat dijadikan ukurab 

bahwa partai tersebut sudah memiliki sensitivitas gender yang baik dan serius 

dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Karena untuk 

melihat keseriusan partai dalam melaksanakan kebijakan aflnnatif hams dilihat 

dari bagaimana proses rekrutmen yang dijal.a.nkan partai, perumusan platform dan 

AD/ART) pemberdayaan yang dilakukan partai terhadap perempuan, hagaimana 

perempuan diposisikan, dipromosikan sebagai ca1eg diL 

Tlka menilik kepada ketiga indikator yang Ielah dijelaskan di atas, maka P AAS 

dapat dikatakan belum memHiki komitmen yang tegas da1am menerapkan 

tindakan afinnatif untuk perempuan. Meskipun angka keterwakilan perempuan di 

PAA..t; mencapai 32,3 persen. tetapi AD/ART PAAS sama sekali tidak 

mengintroduksi kuota 30 persen perempuan ke dalam plaiform maupun 

AD/ARTnya. Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai hanya 14,29 

persen menduduki urutan terendah dibandingkan lima parlok lainnya, yang 
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semakin diperburuk dengan penempatan perempuan pada posisl yang tidak 

strategis. Maka saya menerjemahkan angka 32,3 persen perempuan dalam DCT 

hanya sebagai furmalitas untuk memenuhi syarat undang-undang agar lulus 

veriflkasL 

Berbeda dengan PAAS, angka 30 persen yang berhasil dipenuhi PBA dapat 

dijadikan ukuran bahwa partai ini sudah mulai memiliki komitmen untuk: 

meningkatkan jumlah perempuan dalam pademen. Hal ini didukung dengan 

sudah terteranya keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan dan 

caleg, rekrutrnen polltik yang lebih terbuka, posisi dan wewenang perempuan 

dalam partai, sert.a penempatan perempuan sebagai caleg pada dapil dan nomor 

urut atas. 

PRA menempati urutan ketiga dad persentase jumlah caleg perempuan yaitu 

mencapei 27,6 persen, Diikuti PA (21%), PDA (18,9%) dan SIRA (18,6%). Jika 

menelaah pada dua indikator sebelumnya (plaiform, AD/ART dan mekanisme 

rekrutmen) PRA dan SIRA telah menunjukkan komitmen dalam upaya 

meningkatkan keterwakilan perempuan, akan tetapi pada indikator ketiga 

(keterwak:ilan 30% pada pengurus dan DC1) mereka tidak dapat memenuhinya. 

Terkait dengan permasalahan Jni, kedua partai mengeluhkan singkatnya waktu 

yang tersedia dari masa pendirian partai, kampanye hingga pemilu. Selain itu 

menurut saya, SlRA tidak dapat menjaring 30 persen perempuan sebagai caleg 

karena sistem rekrutmen yang dilakukan adalah pilihan rasional partai yang 

dilakuk:an berdasarkan kapasitas dan kemampuan caleg (achievement). Adapun 

kriteria yang ditetapkan SIRA adalah loyalitas, kapesitas, profesionalitas, Artinya 

SIRA melal."Ukan kompetisi bebas dalam rekrutmen kader tanpa memerhatikan 

strategi afinnatif. Padahal salah satu alasan diterapkannya kebijakan afirmatif 

melalui kuota 30 persen menurut Lovenduski karena menyadari secara umum 

jumlah perempuan yang berkualitas leblh sedikit jika dibandingkan dengan Jaki­

laki (Lovenduski, 88) sehingga ketika perempuan dikonteskan secara bebas 

dengan laki-1aki, tentu saja dia akan kalah. 

Sela.in itu, dalam penomlnasian caleg, Sm.A menempatkan caleg berdasarkan 

daerah asalfbasis mas sa caleg. Yang rnenjadi rnasalah adalah kader perernpuan 
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SIRA terkonsentrasl di beberapa Kabupaten!Kota saja, tidak merata di setiap 

kabupaten. Karena itu keterwakilan caleg perempuan di setiap Kabupaten/Kota 

juga tidak merata, misalnya Banda Aceh mencapai 50 persen. sedangkan 

Kabupaten Pidie Jaya dan Sirneulue tidak ada sarna sekali. 

Kegagalan SIRA daiam rnerekrut 30 persen perempuan Sistem rekrutmen caleg 

yang dilakukan SIR.A berdasarkan pilihan rasional dari partai politik (rational 

choice inslitutionalism) tidak dapat menjaring perernpuan hingga mernenuhi kuota 

30 person. 

Tidak jauh berbeda dengan SIRA, PRA yang tidak mencapai kuota 30 persen 

pada DCT juga memberlkan aiasan sedikitnya waktu untuk menjaring perernpuan 

y!ll'lg berkualitas, kalaupun ada perempuan yang berkualitas dan memiliki 

perspektif mereka tidak mau diajak untuk bergabung. Berikut jomlah caleg 

perempuan dari enam partai politik lokal Aceh untuk tingkat DPRK. 
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DlNAMIKA PERPOLITIKAN POLITIS! PllREMPUAN 
DALAM MllNINGKATKAN KETilRWAKlLANNYA P ADA PART AI 

LOKAL DAN PllMILU 2009 

"Hak politik perempuan harus dianggap sebagai satu kesatuan dari HAM 
(Hak Asasi Manusia). Oleh karena itu hak politfk perempuan 

tidak dapat dipisahkan dari (HAM)." 

Uni Antar~Parlemcn (fntemalional Parliamentary Union), 
Deklarasi New Delhi. 1997 

Dalam bab 4 ini saya akan membahas dinainika perpolitikan perempuan dalam 

meningkatkan keterwakilannya di partai lokal dan lembaga legislatif. Untuk 

menganalisis hat tersebut, saya membagi pem1asalahan ke dalam ernpat fokus 

pembahasan, yaitu: (1) bagainu:ma perempuan rnerespons peluang politik (2). 

bagairnana kesiapan percmpuan untuk tcrjun ke medan politik yang dilihat dari 

medal politik yang dimilikinya, (3) sejauhmana sistern politis yang dibangun 

pariok untuk mendukung partisipasi perempuan. (4) bagaimana pengalaman 

perempuan semasa kampanye dan pern!lu, Untuk mengawali pembaha:san pada 

bab ini saya akan paparkan terlebih dahulu profit ketujuh orang lnforman yang 

menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Namun untuk menjaga kode etik 

dalam penelitian ini saya akan menyamarkan nama lnforman dan beberapa 

infonnasi lainnya demi menghormati dan menjaga kebutuhan inforrnan peneiitian 

ini. 

4.1. Profil Informan 

Infonnan pertama berasai dari partai PBA dengan inisial RS. Perempuan usia 53 

tahun inl didaulat partainya untuk menduduki posisi Ketua Departemen 

Perempuan dalam stroktur partai. Dunla politik praktis bukan terbilang dunia baru 

baginya, karena sebenamya karier poHtiknya dimulai sejak tahun 2004. Kala itu ia 

menyuarakan aspirasi politiknya melalui wadah part:ai PDl-P. Namun karier 

politiknya di PDI-P tidak berJangsung lama karena akhimya ia memutuskan 

keluar dari partal. Setelab itu ia menekuni dunia kerja, tepatnya di bidang 
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asuransi. Selama empat setengah tahu ia menghabiskan waktu kerjanya di sebuah 

sebuah perusahaan asuransi Manulife Indonesia. Jiwa politik tidak hilang begitu 

saja termakan ikUm kerja yang digelutinya, Ketika keran kebebasan politik di 

Aceh terbuka melalui perjanjian Helsinki, makajiwa politiknya kembali tergugah. 

Setefah melalui proses pertimbangan yang matang RS pun membuiatkan tekad 

untuk mernilih partai PBA. 

Informan kedua adalah RM berusia 41 tahun dar! partai PDA. Terlibatnya RM 

dalam politik praktis melalui partai PDA menjadi pengalaman pertamanya 

berkiprah di poiitik, Mesldpun terbilang sebagai pendatang barn di dunia politik, 

sarjana Sl Ekonomi Unsyiah ini telah memiiiki modal dan pengaiaman organisasi 

yang cukup sebagai bekal terjun di dunia politik praktis, Di masa kuliahnya !a 

telah aktif di organisasi seperti KNPI, AMPI dan senat mahasiswa, Karakter 

perempuan aktif ini tidak pudar seteiah ia berkelua.rga. Sejurus dengan disiplin 

ilmu yang dipelajarinya, usaha katering pun sukses didirikan dan 

dikembangkannya bjngga mampu menopang ekonomi keluarga, dan setidaknya 

membantu rnasyarakat untuk memperoleh lapangan kelja. 

Kesuksesannya di bidang usaha mendorongnya untuk merambah ke dunia 

pendldikan. Maka, ia pun tercatat aktif sebagai salah satu pengurus yayasan 

pendidikan TK dan PAUD Al-Hidayah di Pelanggahan, kampung tempat 

kelahlrannya dan ternpat ibunya tinggal saat ini. Kiprahnya di dunia pendidikan 

ini pertama kali dilandasi rnotivasi unruk rneningkatkan pendidikan bagi anak­

anak, khususnya pendidikan agama Islam. Selain itu, RM yang terbilang sensilif 

terhadap masalah-masalah pendidikan melihat banyak SDM yang berkualitas dari 

kaum perempuan belum diberdayagunakan secara optimal. Hal ini diperolehnya 

dari pengalaman selama berorganisasi di PKK. "Saya melihat ibu-ibu rnuda 

memiliki SDM yang lumayan bagus kalau untukjadi guru TK, ') jelasnya, 

Dengan segudang kegiatan itu, sebenamya ia telah berbuat banyak untuk 

masyarakat tanpa harus menjadi potitisi. 1'Tidak mesti harus menjadi caleg/' 

ujamya. Tetapi, ada harapan Jebih besar yang memotivasi RM untuk terjun ke 

ranah politik praktis. Ia melihat bahwa peran perempuan sangat dibutuhkan di 

ruang publik dan pengambilan keputu::.-an. Pandangannya itu diperkuat dengan 
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pengalamannya waktu bencana tsunami ketika ia dan rekan-rekannya sesama 

perempuan mernbantu para pengungsi di barak·barak. menyjapkan Jogistik. 

mengurusi anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Saya rasa, pengalaman RM 

ini memUiki pengaruh yang kuat terhadap pe:mbentukan karakter dan pandangan­

pandangan poiitik:nya. Ia mengenang saat~saat terpisah dar1 anak..anak.nya dan 

orang tuanya, serta kehilangan kontak dengan suamlnya. dalam kondisi Aceh 

yang rusak total. Melalui perjuangan selama empat hari dengan pikiran yang 

sangat kaiut, akhintya ia menemukan dua orang anak-anaknya, sementara seorang 

anaknya dan kedua orang tuanya hilang hingga kini. 

Informan ketiga adalah dari partai PA dengan infsial OW. Perempuan kelahiran 

Sigli berusia 41 tahun ini dalam struktur partai didaulat sebagai wakil sekjen. 

Sebuah posisi yang cukup prestisius bagi seorang perempuan, mengingat baru 

pertama kaJi ia terjun ke ranah politik praktis. la mengenyam pendidikan hingga 

tingkat perguruan tinggi. Mengambil jurusan ekonomi Universitas Syiah Kuala 

dan merarnpungkannya pada 1988. Selama rnasa sekoiah dan kuliah itulah ia aktif 

di banyak organisasl, termasuk HMI dan ISKADA {Ik:atan Siswa Kader Dakwah). 

rneskipun ia mengakui tidak setekun rekan~rekannya yang lain. Pengalaman dl 

dunia wlraswasta sempat digelutillya sebelum terjadi bencana tsunami. Tetapi 

bencana yang menghancurkan aset usahanya itu membuatnya vakum bekerja. 

Suami DW yang bekerja sebagai PNS ditempatkan di Kota Fajar, Aceh Selatan. 

Se1ama berdomisili di kota ituJah ia memahami lalu mendukung ide dan 

pemikiran GAt'A, sebuah gerakan militer yang kemudian meiahirkan partai yang 

dipilihnya saat ini. "Dulu kita sama-sama tinggal di sana di masa konflik. Banyak 

PNS yang pindah ke kota, Sementara saya dan suami tetap tinggai sampai 

dipindahka:n karen a memang masa tugasnya sudah habis," kenangnya. 

Infonnan keempat berinisial SM, 38 tahun, dari partai P A. I a mengenyam 

pendidikan menengahnya di sebuah pesantren di Jakarta bernama Darun Najah. 

Tetapi dia hanya menjal.aninya selama empat tahun dari enam tahun yang 

seharusnya ditempuh. Ja keluar dari Darun Najah dan meJanjutka.n di pesantren 

Ai-Ihya', Bogor. Setamatnya dari pesantren tersebut, ia melanjutkan kuliab di 

Unsyiah mengambil jurusan akuntansi. Setelah masa kuliah aktif selesai, ia tidak 
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langsung merampungkan tugas akhimya dengan alasan menikah. Padahai waktu 

itu ia sudah mengajukan judul skripsL Namun niatnya untuk menye!esaik:an 

kuliah tidak hilang di makan waktu. Lama sesudah itu, tepatnya sesudah kejadian 

tsunami, muncul kesadaran dan keinginan yang kuat untuk menyelesaikan 

kuiJahnya yang terkatungMkatung. Ia pun berusaha keras untuk menyelesaikan 

pendldikannya itu di tengah keasyikannya membesarkan ketiga buah batinya dan 

kesibukannya daiam berbisnis. 

Pengalaman organisasinya diperoleh salah satunya dari kegiatan dhannawanita 

Majelis Pennusyawaratan Ulama (MPU) kota Banda Aceh, sebuah lembaga 

pemedntah tempat suaminya bekerja. Keterlibatan inl rnembuatnya semakin jauh 

berorganisasi, sehingga ia pun aktif di yayasan Muslimat MPU. Selain itu. iajuga 

aktif membantu masyarakat pascatsunami. I a tennasuk: salah satU pen gurus tingkat 

desa untuk mengorganisir para korban tsunami dan mengupayakan bantuan dari 

BRR {Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Saat itu ada banyak korban tsunami 

yang tidak mendapat bnntuan BRR dengan berbagai macam alasan. Melalui 

perjuangannya bersama rekan~rekannya, para korban semacam pemilik kios di 

pasar akhirnya menerima bantuan. Kegiatan kemasyarakatannya mulaf 

dikuranginya setelah ia masuk ke partai. "Takut nggak bisa kerja sama karena lcita 

jarang di tempa~" ujamya. 

lnfonnan ke!ima berinisal SW dari PRA Perempuan yang Jahir di Bener Meriah 

dan berusia 34 tahun ini rnenamatkan pendidikan terakhimya di lAIN Ar-Raniry 

jurusan dakwah. Dia terbilang perempuan yang tnemiliki segudang pengaJaman 

organisasi dan pergerakan untuk dijadikan bekal berpolitik. Posisinya dalam 

struktur partai sebagai ketua Departemen Perempuan ini tak pelak Iagi karena 

dilatari penga)aman-pengatamannya. Karier organisasinya dimulai sejak masib 

menjadi mahasiswa. Beberapa gerakan sosial tak luput dari perhatiannya dan 

kiprahnya, semisal kampanye hari AIDS, kampanye hari perempuan sedunia, 

kampanye hari anti kekerasan sedunia. Sampai saat ini ia masih aktif menuJis 

artfkeJ dan opini, dan kerap diundang sebagai pemateri dalam berbagai diskusi 

dengan beragam tema; sosial, politik:, hukum dan lain-lain. 
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Informan keenam berinisial MN dari partai SJRA. Perempuan berusia 35 ta.lmn ini 

menamatkan pendidikan terakhimya di Unsyiah Fakultas Keguruan dan Hmu 

Pendidikan {FKJP). Saat ini ia tercatat sebagai salah seorang mahasiswi 

pascasarjana Unsyiah jurusan manajemen. Selarna pendidikan S1-nya ia aktif di 

banyak organisasi. Ia tercatat berkiprah di HMI sebagai pengurus sampai tingkat 

Badan Koordinasi (badko) HMl, FOPA (Forum organisasi Perempuan Aceh), F­

Kama (Forum Komunikasi Aksi Mahasiswi) sebagai ketua presidium, Wakampas 

(Wahana Komunikasi Mahasiswa Aceh Selatan) sebagai pengurus, Fraka (Forum 

Organisasi Anti Kekerasan Aceh) sebagai ketua divisi pemberdayaan perempuan. 

Sampai kemudian ia mempunyai ide untuk mendirikan Latbifah Foundation, 

sebuah LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan aksi 

kemanusiaan. Tolalitas kehidupan organisasinya semakin kuat dan Jengkap 

dengan keberadaan suaminya yang sama~sama ak:tivis partai SIRA. Perempuan 

yang didaulat partainya sebagai ketua Departemen Pendidikan ini pun memiliki 

wawasan yang cukup tentang isu~isu gender. Wawasan ini diperofehnya melalui 

training-training. khususnya di Kohati (Korps HMl-wati), ditambah dengan 

membaca buku dan artikel tentang gender. 

lnforman ketujuh berinisial ES dar! partai SIRA Perempuan berusia 33 tahun ini 

mengenyam pendidikan menengahnya di Pesantren Wali Songo, Jawa Timur, 

selama 6 tahun. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di IAIN Ar~Raniry 

jurusan Tarbiyah Kependidikan Islam (TKI). Sarna seperti rekan separtainya MN, 

ES juga terdaftar sebagai rnahasiswi magister manajernen di Unsyiah. Semasa 

pendid!kan strata satu, ia tidak aktif berorganisasi. la benar~benar memanfaatkan 

waktunya untuk beJajar. Justru1 perempuan yang sempat bekerja di bidang 

properti di Batam ini berkecimpung pertama kali di organisasi setelah tamat 

kuliah dan bekerja, tcpatnya pada 2002. Di wadah itu pula ia bertemu dengan Jaki~ 

laki aktivis SIRAyang saat ini rnenjadi suaminya. 

Selama kiprahnya sebagai aktivis SIRA referendum ia mengalami banyak 

peristiwa yang terbilang dramatis. la sempat mengungsi ke Jakarta karena sang 

suami tercatat namanya dalam DPO (daftar pcncarian orang). "Jadi besoknya 

diumurnk.an darurat militer, hari ini kami langsung berangkat ke Jakarta/• 
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kenangnya, Selama tiga tahun di Jakarta, ia hilir mudik Aceh·Jai<arta, bekerja di 

bawah tanah. mengikuti rapat~rapat rahasia bersama suami sambil membawa 

anak. Bahkan ia tak jarang ikut demonstrasi mempetjuangkan referendum Aceh 

sambil menggendong anaknya yang saat itu rnasih kecil. Sepulangnya ke Aceh; ia 

melakukan pelatihan~pelatihan politik bagi perempuan~perempuan. Ia sudah 

bekerja untuk perempuan meskipun saat itu SIRA belum menjadi partai. Mungkin 

karena Jatar belakang inilah ia dipercaya partainya untuk memimpin Departernen 

Perempuan. Berikut matriks profil dari ketujuh informan 

4.1. Profil Infonnan 

No Inisial Partai Usia ....... Organi!asi 
Pengalaman 1\lptivasi 

Pol.itik 

1 RS PBA 53 Sl PDI-P Pemberrlayaan 
perempuan 

2 RM PDA 41 Sl KNPl,AMPI, 
Tidakada 

Mencrapkan 
Scnat syadat Islam 

Simpati dengan 
3 DW PA 41 SI HMl,lskadn Tidakada gatis perjuangan 

GAM 
Mengikuti ajakan 

4 SM PA 3S Sl Dharmawanita Tidak ada guru, dan simpati 
Ml'U dengan garls: 

• per'uaflga(iGAM 

s SW PRA 34 Sl SMUR,FPDAA Tidakada . 
Memandeng 

SIRA sebagai 
bagian dati 

HMT, FOP A. F- perubahan sosial 
6 MN SIRA 35 s !, )).'2 KAMA, SIRA· Tidak ada dan kendaraan 

Ref. poHlik bagi 
perempuan untuk 

mengubab 
kebiialmn 

Keprihatiannyn 
terhadap nasib 

7 ES S!RA 33 Sl, S2 SJRA~Ref. Tidak ada buruk m.asyarakat 
Aceh, temtnma 

keum perempuun 

4.2. Perempuan Merespons Peluang PoJitik 

keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik khususnya politik 

di Aceh saat ini sangat rendah jumlahnya, kalau tidak dapat dikatakan tidak ada. 
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Sebagian kalangan yang masjh berpikir patriarkaJ mengalamatkan minimnya 

angka keterwakilan perempuan kepada rendahnya respons perempuan tethadap 

peluang politis yang ada saat ini. Karena itu saya ingin menganalisis sejauhmana 

perempuan Aceh merespons peluang politik yang telah terbuka dengan lahimya 

partai Iokal di Aceh. 

Pembahasan pada poin ini akan saya bagi kepada dua bagian, yaitu pandangan 

perempuan terhadap poHtik serta motivasi dan proses keteriibatannya dalam partai 

politik lokal. 

4.2. I. Pandangan Perempuan terhadap Politik 

Salah satu mitos yang membclenggu perempuan untuk terjun ke ranah politik 

adalah adanya pemisahan ruang publik dan privat. PoJitik sebagai sa!ah satu 

wilayah publik sering dianggap sebagai wilayah kekuasaan laki~laki yang identik 

dengan kekerasan~ kotor. kebohongan, dan agresif yang tidak pemah dianggap 

cocok untuk digeluti oleh perempuan. Perempuan ideal dalam budaya patriarkal 

hanya boleh beraktivitas di wilayah privat, dan selalu diidentikkan dengan 

karakter yang lemah !embut, mengaiah demi orang lain dan tidak: ambisius, 

sehingga dianggap tidak cocok berkiprah di dunia politik yang maskulin. Mitos 

poHtik idcntik dengan maskulinitas tidak hanya bercokol dalam pota pikir laki~ 

laki, tetapi juga telah merambah ke dalam pola pikir dan penghayatan perempuan. 

Akibat pemahaman dikotomis antara publik dan privat tersebut telah membuat 

perempuan enggan rnendekati wilayah polit~ konon lagi untuk berkiprah secara 

intens _di daJarnnya. Kalaupun ada perempuan yang terjun ke daJamnya rnaka ia 

harus mempunyai karnkter "maskulin" agar dapat eksis di sana. Ironisnya, di lain 

pihak ia mendapat penolakan dari masyarakat karena karakter seperti itu bukanlah 

tipe perempuan ideal. 

Demi mendobrak tembok pembatas antara publik dan privat, para feminis 

gelombang ketiga telah berusaha melakukan pendefinisian politik yang lebih 

ramah perempuan. Politik baik dalam teori maupun praktik ditengarai oleh para 

akademisi femjnis merupakan perpanjangan dari definisi konvensional 
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berdasarkan pengalaman Jaki-laki yaitu kegiatan untuk meraih kekuasaan. {G. 

Parry, 82). Oleh kalangan feminis politik diartikan sebagai sebuah kegiatan yang 

memiliki hubungan kekuasaan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki 

dengan mengedepankan etika kepeduJian (Humm, 351). Cara perempuan 

berpolitik ini dapat dilihat sebagai cara-cara baru dalam berpolitik atau yang lazim 

disebut a new ways of doing politics oteh Bouvard dan Taylor. 

Apa yang saya kemukakan itu terliha.t jelas pada pandangan beberapa informan 

seperti RM dari PDA terhadap poJitik. Menurut pengakuannya ia berpolitik bukan 

untuk mencari kekuasaan dan matcri, tapi karena kepeduliannya terhadap 

masyarakat yang lemah. terutama perempuan dan anak-anak, Karena menurut 

pandangannya1 permasalahan dan kebutuhan perempuan dan anak-anak kurang 

mendapat perhatian dart pemerintah maupun anggota dewan yang rnayoritas diisi 

oleh laki-laki Fenomena itu pulalah yang rnenggerakkannya untuk terjun ke dunia 

politik yang masih menjadi dunia baru dan asing baginya. 

Hal senada diungbpkan oleh SM dan DW dari PA. Menurut mereka, walaupun 

perempuan berkiprah di belantika poJitik, ia tidak harus menjadi {>macho" 

layaknya Jaki-laki. Perempuan dapat berpo!itik dengan gayanya sendiri dan sesuai 

dengan karaktemya. DW menambahkan. justeru sifut Iemah lembnt. mengalah, 

dan tidak suka kekerasan yang dltampitkan perempuan dalam berpolitik itu dapat 

mewamai dunia poiitik yang selama ini identik dengan kekerasan dan kotor. 

Selanjutnya SM juga rnencontohkan dalam menyeiesaikan konflik. Mereka tidak 

adu jontos ataupun menggunakan kekerasan. Selain itu. ia juga menga:takan 

bahwa tujuan ia berpolitik bukan untuk meraih kekuasaan dan materi semata. tapi 

lebih untuk menolong masyarakat khususnya perempuan untuk menyuarakan 

aspirasi mereka. 

MN dari partai SIRA menyadari betul bahwa salah satu fuktor penyobab 

perempuan terdiskriminasi adalah pemahaman agama yang parsiat Oleh karena 

itu, ia bertekad ingin meluruskan pandangan tersebut dan memberika.n pendidikan 

kepada perempuan mengenai hak~hak dan kewajiban mereka. Karena ambiguitas 

perempuan terhadap hak dan kewajiban mereka turut melanggengkan diskriminasi 
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dan kekerasan terhadap perempuan selama ini. Malah mereka menerima 

ketertindasan itu tanpa perlawanan selama bertahun~tabun, bahkan berabad-abad 

lamanya, 

Sementara itu RS menganggap berpolitikjuga merupakan hak perempuan. DaJam 

negara dernokratis hak politis perempuan dipandang setara dengan bak politik 

yang dimiliki laki-lak:L Dahl mcngatakan dalam lembaga politik demokratis, hak 

merupakan komponen penting yang harus ada. Dengan kata Ialn dapat dikatakan 

bahwa demokrasi itu pada intinya adalah juga suatu sistem hak. Sebua.h sistem 

politik harus rnenjamin adanya hak-hak tertentu bagi warga negaranya seperti hak 

untuk berpartisipasi. dan bak untuk menyatakan pendapat tentang masaJah­

masaiah politik, serta hak untuk memberikan suara (68). 

4.2.2. Motivasi dan Proses Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Lokal 

Keterlibatan RS dalam partai PBA melalui scbuah proses persuasi yang cukup 

panjang. Proses dimulai dari tawaran bergabung oleh Bapak Farhan, ketua 

sekaligus pendiri PBA. Tawaran ini pertarria kali diresponsnya dengan 

menunjukkan sikap apatis terhadap kegiatan-kegiatan politik, Namun ketika 

perekrut menyinggung masalah keterwakilan 30 persen perempuan dalam 

parlemen. maka sikapnya itu melunak hingga akhimya menerima tawaran te.-sebut 

setelah mempertimbangkan alokasi waktu, dukungan keluarga, dan lain·lain. 

RS menghabisk:an waktu tiga bulan untuk memutuskan bergabung dengan PBA. 

Ia su1it untuk mengambil keputusan karena harus memilcirkan banyak faktor 

seperti membagi waktu antara keluarga dan partai, kemampuan fmansial daJam 

melakukan kampanye, kondusif atau tidaknya partai tersebut terhadap perempuan 

dan sejauh mana jaringan yang ia bangun dengan onnas dan organisasi 

perempuan. Setelah rneiakukan berbagai pertimbangan tersebut ia memutuskan 

untuk menerima tawaran bergabung dengan PBA. Putusan ini tidak lepas dari 

adanya dorongan ambisi RS yang kuat untuk meningkatkan jumlah perempuan 

yang terlibat dl DPRA dan DPRK. di samping itu ia pun melihat bahwa peiuang 

keterlibatan perempuan di partai dan legislatif saat ini sedang terbuka lebar 

dengan adanya kebijakan kuota 30 persen perempuan dan partai lokaJ. 
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Pertimbangan yang difakukan RS daJam mengambil keputusan sesuai dengan apa 

yang digambarkan Matland bahwa keputusan perempuan untuk berpolitlk 

dipengarubi oleh dua faktor, yaitu ambisi pribadi dan kesempatan untuk 

mencalonkan diri. Yangmana kesempatan untuk mencalonkan diri ini dipengaruhi 

oleh besamya peluang yang ada, lingkungan politik yang kondusif, dan taksiran 

mengenai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam meiakukan kampanye 

poHtik seperti organisasi--organisasi perempuan. 

Secara kronologis, proses atiliasi RM ke dalam partai PDA didahului dengan 

beberapa tawaran dari partai~partai lain yang terbilang mapan. Sebut saja partai 

GoJkar, Demokrat dan Gerindra. Semua tawaran itu tidak mendapatkan tempat di 

hati RM lantaran tidak cukup signifikan untUk rnenggeser porsi waktu bagi 

kehidupan pribadi, keluarga dan bisnisnya. Namun sikapnya itu berubah 180 

derajat manakaia tawaran itu datang dari partai yang baginya visi dan misi partai 

menjawab tuntutan ideoiogi yang dianutnya; menegakkan syariat Islam. Teriebih 

lagi, tawaran itu datang dari seorang ulama yang dalam pandangannya menempati 

kedudukan sosiaJ yang tinggi. Apa yang dilakukan RM ini merupakan upaya 

untuk mewujudkan ambislnya untuk menegakkan syariat Islam. Karena ia percaya 

musibah tsunami yang telah membawa duka mendalam dalam hidupnya dan 

seluruh rakyat Aceh merupakan teguran dari Allah agar kembali kepada aturan­

aturanNya. Jadi ia memilih PDA karena termotivasi oleh jargon partai untuk 

menegakkan syariat Islam dan kembati kepada ulama. 

Menelusuri proses keterlibatan DW dalam partaJ PA membawa kita pada masa 

jautt sebelum partai ini didirikan~ yaitu ketika GAM yang menjadi embrio partai 

masih me1akukan perjuangan militer. Proses ini lebih diawali dari dukungan dan 

simpatinya yang tlnggi terhadap garis perjuangan GAM yang dalam 

pandangannya adalan untuk menyejahterakan Aceh dan rakYatnya. Sikap ini 

bukan kaTena ajakan seseorang. melainkan ia sendiri yang mengambil inisiatif 

saya tidak diajak, tetapi saya. hanya melihat saja. melihat arahnya. dasar 

perjuangannya untuk bagaimana dan untuk apa, dan arahnya ke mana. ltu saja 

yang membuat saya tertarik," jelasnya. 
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Setelah menganalisa beberapa pemaparannya, saya merasakan bahwa itu bukan 

sekedar dukungan dan simpati, melainkan sudah sampai pada tahapan fanatisme. 

Hal itu teriihat. misaJnya ketika MiSPl rnengadakan angket untuk mencari 

perempuan potensial sebagai calon legislatif. la termasuk dalam daftar perempuan 

potensial. Salah satu pertanyaan dalam angket tersebut berbunyi: Seandainya 

Anda diminta bergabung dengan partai, maka partai mana yang akan Anda pllih? 

"Waktu itu spontan saya menjawab partai GAM, padahal pada waktu itu GAM 

belum lahir partainya." kisahnya. Bukan hanya itu, fanatismenya itu juga dapat 

terlihat jelas ketika peringatan dari sang suami tidak dihiraukannya. 

Suami saya sama sekali tidak mendukung. Saya tidak meminta 
dukungan dia, saya servis sendiri. Katau anak-anak saya semua tidak 
masalah. Akhimya dia tidak peduH lagi mau bergabung atau tidal4 
soalnya memang saya sudah bergabung. (Wawancara DW. 16 Mei 
2009) 

[ni terjadi ketika partai PA berdiri dan menjaring anggota dan caleg perempuan. Ia 

dengan serta merta dan penuh antusias mendaftarkan diri sebagai anggota partai 

yang kemudian menetapkannya sebagai caleg. Padahal waktu itu PA di kota 

Banda Aceh merupakan partai yang tidak populer, babkan terkesan menalcutkan, 

sehinggajarnng sekali perempuan yang berniat me!amarmenjadi a.nggotanya 

Dari sera.ngkaian proses di atas, sesungguhnya partisipasi politis yang dilakukan 

DW menlpakan partisipasi independen yang bersifat sukarela. Dan ia teiah 

berhasil melewati dengan mantap dua dari tiga bambatan yang dirumuskan 

Richard E. Matland dalam teorinya. Kita bisa melihat bagaimana ia membuat 

keputusan yang bulat dalam menentukan pilihan politiknya. Sesuatu yang 

umumnya sulit diiakukan s:eorang perempuan. Keputusan ini pun mendapat 

sarnbutan yang baik dari partai yang memang dalam rekrutmennya lebih 

herorientasi pada ascriptive. Perekrutan anggota keiuarga, teman, kelompok ras 

atau keagamaan atau tempat tinggal lebih menekankan pada kriteria ascriptive 

yang bertujuan untuk mendapatkan kesetiaan dan dukungan bagi kelompok kuncf 

(Liddle, 196). 

Sedikit berbeda dari proses dan motivasi DW, infonmm SM memiiiki akar 

keterlibatan dengan partai yang leblb kepada ikatan primordiaL Kisahnya, dahulu 
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ketika SM masih duduk di sekolah dasar, Teungku Adnan Beuransyah yang 

merupakan kombatan GAM adalah salab seorang gurunya. Mungkin guru yang 

sangat dihormatinya. Pada saat itu Aceh masih dalam suasana konflik. Dalam 

siruasi yang tidak: kondusif itulah ia hijrah dan sekolah di Jakarta. Saat itu usianya 

baru he1asan tahun) dan belum memahami realitas yang terjadi. Sekembalinya ke 

Aceh, ia menanyakan keberadaan Teungku Adnan Beuransyah, tetapi semua 

orang yang ditanyainya merahasiakan keberadaan sang guru. Sampai pada tabun 

2004 setelah kejadian tsunami menyusul ditandatanganinya peljanjian damai 

MoU antara GAM dan RI, banyak kombatan GAM di Juar negeri pulang ke Aceh, 

salah satunya tengku Adnan, di saat itulah ia baru memahami ternyata gurunya 

'terlibaf. Dalam pertemuan kembali dengan sang guru itulah terjadi proses 

rekrutmen yang segera direspons positif oleh SM. 

Meskipun belum lama berinteraksi~ ia temyata telah jatuh bati pada Partai A~h. 

meskipun partai ini dikenal sebagai kelompok garis kerns dan menjadi wadah 

politik bagi para mantan kombatan. Sikap ini seperti yang dituturkannya tidak 

muncul begitu saja. melainkan timbu! dati pemahamannya babwa visi misi partai 

semata untuk kepentingan Aceh, dan seteiah mengkaji MoU Helsinki yang 

keseturuhan pasal dan butimya untuk kemajuan Aceh. 

Maksud dari keinglnan menCapa.i merdeka itu Iran biar rakyat Aceh ini 
maktnur, sejahtera dan bisa berkarier. Jadi, sebenamya mereka 
menunM sejahtera dengan cara menuntut merdeka. Tapi, dengan 
didirikannya partai politik lokal bagi GAM ini, mereka kan juga bisa 
kembaii merancang bagaimana sih yang dikatakan kemerdekaan. 
Kemerdekaan itu kan bisa dilihat dari banyak segi, misalnya 
pembangunan yang merata,. perekonomian rakyat yang juga merata. 
Jangan hanya miiik menengah ke atas! Dan kesempatan itu sudah 
diberikan kepada Partai Aceb, sehingga seeara otornatis mereka mau 
meninggalkan peperangan itu dan mengambil yang ada dulu. 
(Wawancara SM, 27 Mei 2009) 

Selatn itu, ia memandang Partai Aceh itu sebagai partainya orang Aceh dan 

memiliki dasar yang kuat karena didirikan oleb mantan orang-orang yang 

memperjuangkan kemerdekaan; berbeda dengan partai SIRA yang menurutnya 

merupakan pecahan dari Partai Aceh, atau partai~partai Jain yang tumbuh tiba­

tiba. 
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Satu hal yang menyamakan antara SM dan DW, rekannya sesama partai, adalah 

masalah kesetiaan pada partai meskipun berbeda intensitasnya. Itu terlihat saat ia 

menolak tawaran untuk bergabung dengan partai lain. "Sudah, keluar saja dari 

PA, di sini saya kasih nomor satu," ujamya menirukan seorang petinggi partai 

yang rnengajaknya. "Walaupun saya tidak menjadi caleg, tapi sudah menjadi 

pengurus PA. jadi nggak mungkin," jawabnya sambil mcmberi alasan. Alasan 

kesetiaan ini pulalah yang membuat PA melakukan sistem rekrutmen secara 

tertutup dan berorientasi ascriplive. 

MN darj partai SIRA termasuk informan yang terlibat dalam partainya sejak 

masih menjadi gerakan sosial yang kala itu bemama SIRA Referendum. Bukan 

banya itu, dia terrnasuk ak:tor utama yang ikut membidani gerakan tersebul Di 

dalam wadah SIRA Referendum itu MN melalui pemilihan internal didauiat 

sebagai ketua presidium sidang, dan setelah itu terpiHh menjadi dewan pengawas. 

Seperti yang diak:uinya, pada mulanya ia terlibat dalam berbagai organisasi 

dengan didasari oleh kesenangannya bergaul dan punya ternan baru. Tetapi seiring 

dengan bertambahnya wawasan yang diperolehnya. maka ia memandang SIRA 

sebagai bagian dari peruba.ban sosial dan kendaraan potitik bagi perempuan untuk 

rnengubah kebijakan. 

ES, sebagaimana rekannya MN, juga telah terlibat dalam partai sejak masih 

menjadi embrio. Namun bedanya ES baru aktif di SIRA-organisasi pertama 

yang digeiutinya-itu justeru setelah ia menamatkan kuliah, yaitu sekitar pada 

tahun 2003, melalui perkenalannya dengan para alctivis SIRA. Tak beda dengan 

motivasi MN, ES dalam berpartai lebih rnengedepankan apa yang disebut Humm 

sebagai 1etika kepedulian\ sesuatu yang menjadi karakter politik femlnis, Yaitu 

semata karena keptillatinannya terbadap nasib buruk masyarakat Aceh, terutama 

kaum perempuan. 

Proses keterlibatan dan motivasi yang serupa juga dialarni oleh SW dari partai 

PRA. Ia pernah terlibat dalam organisasi SMUR (SoUdaritas Mahasiswa Untuk 

Rakyat). Sebuah organisasi anak-anak rnuda berhaluan sosialis yang kemudian 

melebur ke dalam PRA. Ia juga terlibat dalam organisasi Front Perlawanan 
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Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA). Organisasi inilah yang mengadakan kongres 

untuk melahirkan Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh {KP·PRA). Pada 16 

Maret 2006 di Restoran Lamnyong~Banda Aceh, KP~PRA yang diketuai oleh 

Thamrin Ananda mendeklarasikan PRA sebagai partai poiitik lokal pertama di 

Aceh. SW bisa dikatakan termasuk salah seorang yang dari awal terlibat secarn 

intens: dalam pembentukan parlok ini. 

4.3. Modal Politik Perempuan 

Rendalmya jumlah ketenvakilan perempuan di dunia politik dianalisis oleh 

banyak ahli politik karena adanya sejum!ah kendala, Joni Lovenduski 

mengategorikan kendala yang dibadapi perempuan berpolitik ke dalam tiga haL 

Pertama rendahnya kuaUtas sumber daya manusia yang dimiJiki oleh perempuan. 

kedua, banyaknya stereot!p (kekangan gaya hidup) yang dilekatkan pada 

perempuan telah menyebabkan perempuan mempunyai sedikit waktu untuk 

polit!k. Ketiga, poiitik diidentikkan dengan dunianya laki-laki sehingga 

merintangi perempuan untuk mengejar karier politik dan menghalangi rekrutmen 

mereka. 

Sejumlah rintangan yang rnembentang menglsyaratkan kepada perempuan untuk 

mempersiapkan modal yang cukup jika ingin terjun ke politik. Terkait dengan 

masalah tersebut modal yang harus dimiliki antara lain: kapasitas SDM yang 

memadai agar dapat menyusun visi dan misi yang menyasar kebutuhan dan 

pennasalahan perempuan, peran dan dukungan keluarga sehingga perempuan 

dapat berkiprah di poHtik dengan lebih feJuasa tanpa terbebani oleh urusan 

domestik. dukungan dari aktivis gerakan perempuan dan yang terakhir 

kemampuan finansial. 

4.3.1. Visi dan Misi CalegPerempuan 

Dari seluruh wawancara saya dengan para lnforman tentang visi dan misi yang 

mereka usung pada waktu kampanye. saya meiihat bahwa semua infonnan sudah 

memiliki sensitivitas yang bagus terhadap isu-isu perempuan. Mereka sudah 

memasukkan isu-isu perempuan ke dalam agenda kerja mereka jika terpilih 
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menjadi ateg. meskipun ada perbedaan dalam menitikberatkan masalah dan 

mengangkat bentuk-bentuk persoa1an. 

Dalam wawancara saya dengan SW. bentuk persoalan yang rnenjadi sorotannya 

adalah fomudlsasi agama dalam penerapan syariat Islam di Aceh yang mengatur 

moral masyarakat dan memperlakukan perempuan secara tidak ramah. Karena 

sasaran penerapan syariat Islam dj Aceh selama ini lebih cenderung kepada 

perempuan. Menurutnya, agama telah difurmalkan menjadi hukum positif yang 

rnengatur-salah satunya-cara berpakaian perempuan dan memaksa perempuan 

untuk menjalaninya. Padahal agama lebih baik jika dijalani dengan sukarela 

melalui pemahaman dan penghayatan masing-masing individu. Perempuan itu 

pada haklkatnya menginginkan kebebasan, tetapi mereka juga tahu batas dan 

tanggung jawabnya. 

SW menolak alasan kalangan yang menyuarak.an penerapan syariat Islam di Aceh, 

bahwa tujuannya adalah untuk membentengi masyarakat dari pengaruh budaya 

asing dan mempertahankan jati diri bangsa. Yang menjadi pertanyaan adalah 

mengapa masalah ini dibebankan pada perempuan, dan perempuan dijadikan 

standar moral bagi suatu bangsa untuk bisa disebut herbudaya dan memiliki jati 

diri. Ia juga berpandangan bahwa kita tidak sepatutnya pobhia terhadap budaya 

asing. Yang perlu kita lakukan adalah membangun sikap dan budaya kritis, 

sehingga kita memiliki kepribadian yang kuat untuk memilih budaya yang 

konstruktif dan menolak budaya yang destruktif. Ia memandang tidak per!u 

khawatir jika masyarakat Aceh akan kehilangan jatidirinya sebagai masyarakat 

yang Islami, karena tanpa penerapan syariat pun rnasyarakat Aceh itu sudah 

lslami. 

Saya mungkin mau lebih dalam mengutarakan persoolan ini. bukan 
hanya sekedar persoaJan bahwa ada hukum positif dan ada 
pemberlakuan syariat Islam, tetapi persoalan bagaimana perempuan 
ini dianggap manusia.. Kalau hal~hal seperti disiplin terhadap tubuhnya 
sendiri itu sudah sangat diatur oleh negara dan oleh hukum yang 
begttu mengekang, s.aya kira itu sudah melanggar hak~hak dasar 
pribadi. Jadi kemanusiaan yang terganggu. (Wawaneara SW, 26 Mei 
2009) 
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Sementara RM selain mengkritik parsiaJitas penerapan syariat di Aceh. ia juga 

mengangkat persoalan rendahnya tingkat perekonomian perempuan) sehingga 

membuat program peningkatan bagi perempuan datam bentuk home~industri. 

Kita akan memberdayakan perekonomian seperti Jwme industri bagi 
ibu-ibu yang janda, dan berada di bawah garis kemiskinan. jadi apa 
salahnya dengan kita misalnya ada kesempatan untuk kita 
meneriakkan hak~hak mereka. Apa salahnya kita bantu. (Wawancara 
RM, !8 Mei 2009) 

Selain mengusung isu meningkatkan perekonomian perempuan1 RM: juga 

mengangkat persoalan keterwakiian perempuan da!arn ranah poiitik. Karena 

keberadaan perempuan di parlemen sangat penting, khususnya agar dapat 

menyuarakan isu-isu perempuan, Tetapi sangat disayangkan-menurut 

pengamatannya--para elit partai yahg dominan taki~laki itu tidak serius 

memerhatikan kete.wakilan perempuan. Sebarusnya ada prosentase keterwakilan 

perempuan yang signifikan agar dapat mengartikulasikan kepentingan perempuan. 

karena masyaralcat Aceh itu kebanyakan perempuan. Selain itut kebutuhan 

perempuan itu spesifik, dan hanya perempuan saja yang dapat memahami 

kepentingan perempuan dengan lebih baik. 

Menyoal rendahnya pilihan masyarakat terbadap caleg perempuan pada pemHu 

2009, M:N menyelisik penyebabnya adalah ketidakseriusan para eHt partai untuk 

memperjuangkan caleg perempuan. Ia tidak setuju dengan pendapat sebagian 

kalangan ba.hwa kualitas caleg perempuan itu rendah. Karena bisa jadi kualitas 

caleg perempuan lebih baik daripada ~leg laki~lakit misalnya daiarn budgeting, 

dan inilah yang menjadi salah satu keungguian perempuan. Jadi, untuk 

menyelamatkan negara, maka seharusnya seten:gah anggota dewan itu perempuan. 

Ini kan pembiaran. karena cenderung laki-laki itu kan korup, ego, dan 
dia berpikir yang bes.ar-besar saja. Padahal yang kecil~kecil ini kaiau 
tidak dipikir jadi penyakjt juga. Di situlah ketja sama antara laki~laki 
dan perempuan, ya, Laki-laki memikirkan hal besar, dan perempuan 
memikirkan hall=il. (Wawancara MN, 16 Mei 2009) 

Seolah mengamini pendapat rekannya sesama politisi perempuan, DW dari Partai 

Aceh mengatakan, 
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Kalau saya sendiri melihat dari pengalaman anggota legislatif yang 
sudah pemah duduk di dewan, dari pengakuan perempuannya, .rasa 
tanggung jawab perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. 
Makanya saya melihat hari ini yang terpiiih untuk menduduki kursi 
de wan kern bali adalah perempuan yang sudah pernah duduk, • .Itu 
berarti perempuan tersebut dipilih lagi karena kinerjanya sudah 
lerbukti ketika iadudukdi dewan. (Wawancara DW, 16 Mei 2009) 

Dan dalam wawancara dengan ES dari partai SIRA. ia berpandangan bahwa 

konsep gender bukan sesuatu yang menakutkan sehingga harus dijauhi. Karena 

konsep gender juga diajarkan di dalam Islam. Jadi, pilihan untuk terlibat dalam 

ranah publik itu berpulang kepada keinginan masing-masing perempuan, bukan 

karena ada batasan daiatn Islam yang dialamatkan kepada perempuan untuk tidak 

berprutisipasi dalam ranah publik. Ketika perempuan memilih untuk menjadi ibu 

rUrnah tangga saja, itu juga merupakan satu pilihan politis. Penuturan ES ini 

mengindikasikan ia teiah memahami konsep politik feminis personal is poliJical. 

di man~ persoalan politik bagi perempuan menc:akupi seluruh dirnensi dalam 

hidupnya dan melintasi ranah privat maupun publik. 

Mengenai adanya Perda Syariah yang membatasi perempuan agar tidak keluar 

rumah di atas jam 9 malam, ES mengkritik. 

Seharusnya pemerintah tidak boleb melarang, tetapi memberi 
fasiHtas kepadn mereka agar mereka aman di jalan ... Negara 
seharusnya memerhatikan perempuan dengan membuat peraturan 
tentang cuti hamil, haid dan menyusui, serta peraturan~peraturan Jain 
yang memihak kaum perempuan. {Wawancara ES, 12 Mei 2009) 

Kegemilangan perempuan Aceh di ranah politik tenggelam akibat konflik yang 

berkepanjangan. Peremp:uan lebih terpuruk dibanding laki~laki karena perempuan 

tidak bisa bebas pergi seperti laki-Jakl. Banyak perempuan yang mernikirkan 

anak-anak dan kcluarga dan mencari nafkah, sehingga tidak sernpat beiajar. Selain 

itu, partisipasi perempuan di ranah publik jauh lebih rendah dibanding 1aki-laki. 

Kalaupun ia berada di ranah publik, maka jabatannya juga rendah. 

Menurut ES, untuk memberikan kesempatan bagi perempuan agar bisa maju, 

seharusnya suami berbagi tanggung jawab dengan istri. ES pernah mengikuti 

pelatihan di Malaysia di mana mereka mengukur pekerjaan perempuan dan 
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pekerjaan laki-laki sepanjang hari, dan temyata pekerjaan perempuan lebih 

banyak daripada pekerjaan laki-laki. 

Sementara RS dari PBA mengangkat persoalan maraknya pelacuran di kalangan 

mahasiswi karena desakan kebutuhan. 

Kemudian kita juga meiihat banyak remaja-remaja putri kita yang 
hamil di luar nikah. PSK-PSK juga meningkat di sini, nggak ada 
yang perhatikan dan peduli kenapa mereka meJakukan itu? Apa yang 
mereka cari? Kadang-kadang kan banyak anak mahasiswa yang jadi 
PSK Mungkin dia perlu biaya untuk kuHah) karena tidak mampu 
terpaksa jual diri misalnya. atau karena faktor-faktor Jainnya. Itu 
merupakan hal yang sangat-sangat disayangkan. (Wawaneara RS, 12 
Mei2009) 

SM dad PA mengangkat isu-isu perempuan yang bersinggungan dengan KDRT. 

Menurutnya. banyak sekaH terjadi KDRT karena suami tidak memiliki 

pengetahuan yang luas. Karena itu. ia akan berusaha keras agar undang-undang 

tentang KDRT itu beljaia.n dengan baik. 

Melihat begitu beragamnya persoalan~persoalan perempuan yang diangkat oleh 

para informan, ha1 itu mempertegas urgensi keterwakilan perempuan di parlemen. 

Menurut Phillips (20) .sebagaimana saya kutip pada Bab 2, ada dua jenis 

keterwakilan, yaitu keterwakilan dalam gagasan dan keterwakilan da1am 

keha.diran. Selama ini, demokrasi kita menganut sistem ketenvakilan dalam 

gagasan, sehingga isu-isu perempuan itu lebih banyak dan cukup disuarakan laki­

iakL Namon pada kenyataannya isu~isu perempuan tidak mendapatkan prioritas 

untuk dibahas di parlemen. Mernang laki-laki sedikit banyak memiliki kepeduJian 

terhadap isu-isu perempuan. tetapi tidak sesensitif perempuan dalam memahami 

persoalannya sendiri. Karena itu dibutuhkan keterwakilan dalam kehadiran, 

sehingga duduknya perempuan dalam parlemen itu mutlak diperlukan. 

4. I, Perbandingan Visi Dan tvtisi Responden 

____ .. _ ·---
In fOrman Partai Vist dan Misi 

• Perlindungan terhadap perempuan dati diskrimint~si, sal11h 

sw PRA satunya terkait masalah penerapan syariat Jslam Y""& 
mer~~gikan perempuan. 
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• Penerapan syeriat Islam yang lebih mencermink:an keadilan . 

• Peningkalan ekonoml perempmm dalam bentuk l!ome-

RM PDA Industry. 

• Meningkat.kan kecerwakilan perempuan dulam mnab 

pofitik. 
-· 

MN SIRA • Meningkatkan ketel\'r1lkilan perempuan. 

• Kesettraan gender dan perlakuan yang adil terhadap 
ES S!RA 

perempuan, snlah satonya dalam messiah Perda Syariah. 

• Pemberdayaan perempuan untuk mem:egah keberadaan 
RS PBA 

PSK. 

• Perlindungan terhadap perempuan, terutuma dari ml.~ 
SM PA 

KDRT. 

ow PA • Pemberdayaan perempuan. 

Setelah mengamati tabel di ata~ maka kita dapat melihat bahwa visi dan misl para 

categ perempuan sejauh ini tidak jauh dari pemberdayaan dan perlindungan 

terhadap percmpuan. Sebagai gagasan yang ditawarkan kepada konstituen, vis! 

pemberdayaan dan perlindungan dihadang dengan tanda tanya besar tentang 

keefektifannya untuk menarik simpati masyarakat. Ini knrena isu pemberdayaan 

dan perlindungan perempuan mas.ih terlalu kecil untuk menjaring suara yang 

signifikan dan mengantar seora.ng caleg ke lembaga legislatif, khususnya bagi 

masyarakat Aceh yang baru keluar dari konflik dan masih menderita di bawah 

garis kemiskinan. la masih kalah penting dengan isu-isu seperti perdamaian, 

peningkatan ekonomi, pemetJntahan yang bersih, dan penerapan syariat Islam. 

Dapat dikatakan bahwa kebanyakan pemilih menjatuhkan suaranya karena 

didasari motif pribadi, bukan solidaritas. Pandangan masyarakat Aceh yang tidak 

menganggap isu~isu perempuan sebagai isu yang urgen itu tidak dapat dibebankan 

kesalahannya di pundak mereka saja. Kalau jsu ini tidak mendapatkan respons 

yang besar dari masyarakat, rnaka scharusnya perempuan melakukan strategi 

dengan mengusung isu-isu yang mampu menjaring banyak pemilih, semacam 

perdamaian. peningkatan ekonomi, dan Jain sebagainya. Hal ini dilakukan tentu 

saja tanpa menyingkirkan isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaj 

salah satu dari inti aktivita.s politiknya. Dengan mengusung isu~isu yang lebih 

populer~ maka dihatapkan perempuan lebih berpeluang untuk memperoleh kursi 
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di dewan Jegislatif, dan pada saat itulah ia memllikt kesempatan yang besar untuk 

melakukan banyak hal terkait pemberdayaan dan perHndungan perempuan. 

Selain itu, ada satu fenomena khusus terkait visi dan misi caleg perempuan dari 

Partai Aceh. Betapapun bagusnya visi dan misi yang mereka usung, bat itu tidak 

berdampak positifbagi caleg perempuan itu sendiri. Hal itu karena Partai Aceh­

sebaga.imana akan dije!askan nanti-dalam kampanyenya lebih mengedepankan 

visi dan mlsi partai. Mereka lebih dominan memperkenalkan partai kepada 

konstituen, sehingga haf ini menjadJ semacam peredam bagi visi dan rnisi yang 

disuarakan perempuan. 

4.3.2. Peran dan Dukungan Keluarga 

Dari wawancara dengan para informan, saya mendapati bahwa sebagian besar 

informan memperoleh duk:ungan yang positif rlari keluarga masing-masing, 

Dukungan dari keluarga menjadi modal besar bagi perempuan untuk beranl 

memutuskan terjun ke dunia politik, Sebagaimana lazimnya, budaya timur masih 

memegang teguh konsep kekeluargaan dan menganggap keluarga sebagai bagian 

penting dad hidupnya. Selain itu~ perempuan masih terbelenggu budaya patriarkal 

yang memasungnya daiam ranah domestik, sehingga ia akan s.ulit mera.mbahi 

dunia politik.jika keluarga tidak mendukung karlernya secara penuh. Berikut suara 

perempuan menyuarakan dukungan keiuarga yang ia dapatkan terkait dengan 

kariemya di dunia politik. 

4.2. Dukungan Keluarga 

-· 
INFOR.\1AN KUNCl DUKUNQAN SUAMI DUKUNGAN KELUARGA 

BESAR 

SM(PA) San gat Mendukung S3.1'!8at Mendukung 

- Memotivasi SM untuk 
~ Mengasub anak 

betgabung • Sosialisasi kampanye 

DW(PA) tidak mendukung: Anak~llrtak dru> keluari3 besar 
tidak me!arang, namun tidak 
memberiknn dukungan '""' maksimal . ··---

ES (SIRA) San,gat mendukung Awa!nya keluarga komplain, tapi 
K Ses.ama aktivis partai SIRA akhimya menjndl tim sukses pada 
~ lkut memba.ntu urusM domestik masa kamnanVe; mernasanP 
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- Menjadi jurkam spanduk, bagi stiker, 
menghimpun massa, mendanai, 
kampanye door to door 

... 
MN {SIRA) Sangat mendukung Menjadi tim sukses pada ma.sa 

- Sesuma aktivls (IDI.ai SIRA kampenye; memasang spanduk.,. 
~ !kut nwmbJntu urusan domcslik bagl stik:er, menghimpun massa, 
- Menjadi tim sukses mend.mai 

SW (PRA) Sangatmendukung lkut membantu kernpanye; 
- Menjadl tim sukset; promosi dan sosialisssl dao 
~ Mendanai finansial 

RM(PDA) Sangatmerrdukuug Kurang mendulrung kmna 
- Menemani rapat malam bari 'nya!eg' dad parlok yang Hdak 
- Mendanai kampenye popolcr 
~ Menytm'Ulngati dan menguatkan .. 

RS(PBA) Sangal mendukung Mendukung namun tidak terlalu 
- [kut menemani rapat makstmal 
- Mendanai 

SW menyatakan tidak merasa memperoleh hamhatan dari keiuarga karena lahir di 

tengah keluarga yang demokratis. Suami juga memberi dukungan dan saling 

menyokong satu sama lain. Bahkan ia mendapatkan keuntungan dari keberndaan 

orang tuanya sebagai seorang guru agama. Hal itu membantunya untuk melakukan 

promosi dan soslaUsasi sewaktu kampanye. 

Sementara itu, RM bcrasal dari keluarga terpandang dan dikenal luas di Banda 

Aceh, karena abang kandung ibunya, almarhum Tgk. H. Dimurtala, adaiah 

pernllik stadion Lampineung. Suaminya juga mendukung secara penuh~ terbuktl ia 

dltemani suaminya ketika ia harus rapat di malam hari. Ketika RM mcrasa kecewa 

dengan partainya, suaminya memberikan motivasi untuk bertahan, Tidak jauh 

berbeda dari RM, RS juga memperoleh perlakuan yang sama dari keluarganya, 

dan ia juga sering ditunggui suami saat rapat 

Bahkan ES bukan hanya mendapatkan dukungan dari suami. Lebih dari itu, 

keterlibatannya dalam ranah politik sejak SIRA (Sentral Informasi Referendum 

Aceh) adalah karena rekrutrnen suaminya. Lalu keteriibatannya itu berlanjut 

ketika SIRA bermetarnorfosa menjadi partai politik dengan akronim Suara 

lndependen Rakyat Aceh. 

Kondisi agak berbeda dialami DW. Pada mulanya suami tidak mendukung dan 

cenderung menentang, sedangkan anak-anak tidak mempersoalkan. DW 
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merupakan simpatisan GAM pada masa konflik, sedangkan suaminya bersikap 

netral terhadap perjuangan GAM. Tmpi setelah melihat kebulatan tekad DW 

untuk terjun dalam dunia politik, akhirnya suami membebaskan piliban istrinya, 

dan kalau ada perbedaan pendapat di antara keduanya mengenai sikap politilrnya, 

maka hal itu diselesaikan secara demokratis. 

Sarna seperti DW, ES juga rnendapatkan kompiain dari keluarganya terkait 

aktivitasnya di partai SIRA. Tetapi kali ini komplain tidak datang dari suami. 

melainkan dari orang tuanya. Narnun itu semua tidak menyurutkan semangatnya 

untuk terus aktit: Terlebih lagi ia mendapat dukungan penuh dari suami. Bahkan 

ketika pada masa kampanye di mana ia merasa terbatasi geraknya Jantaran tugas 

mengasuh anak yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, rnaka suemi pun 

membantunya dan menggantikan tugasnya di rumah, Selain itu. ketika turun ke 

daerah, ia selalu miota suarni yang menemani karenn ia merasa Iebih aman kalau 

ditemani suami~ juga karena suami sudah paham betui tentang apa itu SIRA. 

Dalam kampanye, ES rnendapatkan nilai tambah dari ke1uarganya. Ia menganggap 

ring pertamanya adalah keluarga yang mendukung. ~•Jadt, waiaupun keluarga 

tidak dibayar, mereka tetap setia mempromosikan kita~ pilih dia~ pilih dia!" 

ujarnya. 

Dari penjabaran pengalaman informan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses 

pengambilan keputusan perempunn untuk terjun ke ranah politik jauh lebih sulit 

ketimbang laki~laki. Pada :saat perempuan teJjun ke ra.nah poiitik tidak serta rnerta 

ia terbebas dari tanggung jawab domestiknya. Padahal kerjaan seorang aieg tidak 

mengenal waktu dan tempat. Ironisnya lagi sistem politis yang ada di partai 

maupun lembaga legislatif masih sangat buta gender. Tidak ada pemisahan atau 

pembagian jam kerja terhadap aleg perempuan dengan memperhitungkan 

kesibukan dan tanggung jawab perempuan di rurnah. Ak:ibatnya sering terjadi 

double burden bagi perempuan yang memutuskan berkarier di wiJayah publik. 

Solusl dari permasalahan ini merujuk pada pendapat Mill bahwa jika ingin 

mendorong perempuan ke wilayah publik. barus diikuti dengan menarik laki~lald 

ke ruang privat (fong). 
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4.3.3. Dukungan dari Gerakan Aktivis Perempuan 

Gerakan perempuan di Aceh sebenamya telah mengalami kemajuan yang besar. 

Ada banyak organisasi perempuan dan anak yang lahir pasca perdamaian di Aceh, 

bahkan sebelum itu. Setidaknya ada dua puluhan organisasi perernpuan di Aceh 

yang ada dalam catatan saya, Yang pertama adalah kelompok Flower. Sebuah 

kelompok perempuan Aceh pertama didirJkan tahun 1989 dengan tujuan 

rnengatasi konsekuensi pemak.'iaan brutal dari Tentara Nasional Indonesia (fNI) 

kepada GAM. Kelompok ini dipe!opori oleh ak:tivis perempuan yang bemama 

Suraiyah Kamaruzzaman (www.oase.compas.com). Selain itu, sayajuga mencatat 

sebuah organisasi yang bemama MiSPI (Mitra Sejati Perempuan Indonesia) yang 

bergerak di bidang pemberdayaan pcrempuan. Ada puia Lathifah Foundation yang 

didirikan oleh MN, sebuah organisasi yang bergerak di sektor hukum dan 

perdarnaian. Ada pula organisasi Beujroh yang dalam bahasa Indonesia bernrti: 

sernoga apa yang difak:ukan berhasii dan menjadi sempuma serta diridhoi Allah 

SWT. Beujroh Jahtr pada Januari tahun 2005 di Banda Aceh dengan membawa 

misi: a) meningk:atkan perekonomian masyarakat Aceh khususnya perempuan, b) 

meningkatkan sumber daya masyarakat Aceh khususnya perempuan melaJui 

pendidikan infunnal, c) mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor 

publik, d) membetikan penyadaran dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan 

(www.beujroh.org) Organisasi-organisasi perernpuan lain yang ada dalam catatan 

saya. adalah: Pusat Studi Gender (PSG) Unsyiah, Yayasan Adista, Yayasan 

Pembinaan Kesiapan Generasi Muda, Kapal Perempuan, Yayasan Anak Bangsa, 

Kelompok Kerja Transportasi Gender dan Anak (KKTGA), Balai Syura Ureung 

lnong Aceh, Save Emergency for Aceh (SEFA), Solidaritas Perempuan Bungong 

Jeumpa Aceh. Liga Inong Aceh (Lina), Koalisi Perempuan Indonesia, Yayasan 

Bungong Jeumpa dan Yayasan Pulih. 

Banyaknya organisasi perempuan itu seharusnya mcmberikan kontribusi yang 

positif bagi upaya memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam lembaga 

politik. Namun dalam hal ini ada catatan tersendiri yang diberikan Zubaidah, salah 

seorang responden kami dari kalangan aktivis perernpuan. Menurutnya, 

perjuangan yang mereka [akukan selama ini hanya pada level hilir, tidak sampai 
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kepada memengaruhi kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah~ 

masalah yang dihadapi perempuan. K.etika keran po1itik dibuka sehingga 

memungkinkan para aktivis untuk duduk di lembaga legislatif dan memengaruhi 

kebijakan, peluang tersebut tidak dimanfaatkan. Justeru yang merespons peluang 

ini adalah para pendatang baruj sementara para aktivis perempuan yang telah 

memiliki kapasitas yang kuat hanya menjadi penonton. Parahnya lagi, para 

pendatang baru itu pun tidak diberikan penguatan yang cukup. Hal ini menurutnya 

menandakan adanya perspektif keJiru di kalangan aktivis perempuan yang harus 

dibenahi. 

Selain itu~ di antara gerakan-gerakan perempuan Aceh yang ada belum terbentuk 

agenda bersama dan kesatuan visi sehingga apa yang mereka lakukan selama ini 

tldak terkoordinasi dan bekerja sendiri~sendiri. 

Isu bersama masalah ini bagaimana partisipasi politik itujuga bisa rnenjadi 
bagian dari komponen perempuan, upaya ke sana itu apa, kan mustinya 
gitu, lebih runut Jagi seperti apa. tindakan konkretnya gimana, apa yang 
sekarang sudah sampai di sana, itu yang belum nampak hari ini 
(Wawanoara Zubaidah, 20 Mei 2009). 

Richard E. Matland mengatakan saJah satu faktor yang memengaruhi 

keterwakilan perempuan dj politik adaiah dukungan dari gerakan aktivis 

perempuan. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa organisasi perempuan dapat 

membantu perempuan, dengan memberikan perempuan lebih banyak pengalaman 

dalam arena publik serta dapat membantu perempuan membangun rasa percaya 

diri dan dapat menyediakan satu basis dukunganjika perempuan bersaing mere but 

kursi legislatiE 

Dukungan dari gerakan aktivis perempuan memegang peranan pentlng dalam 

mengadvokasi dan melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas caleg 

perempuan. Ketujuh infonnan merasa sangat terbantu dengan berbagai training 

dan pendidikan poUtik yang difasilitasi ofeh mereka, meskipun belum dirasakan 

memadai untuk meningka.tkan elektabiHtas perempuan, dan masih terkesan untuk 

proyek dan kepentingan penyelenggara. 
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Bagi RM yang baru terjun dalam kancah politik, training dan pendidikan politik 

yang diberikan gerakan aktivis perempuan dirasakannya sangat membantunya 

dalam meningkatkan pengetahuan politiknya sehingga ia lebih percaya diri. 

semangat dan tidak canggung. Meskipun sebelumnya ia sangat berjarak dengan 

dunia politik. Tetapi RM menyadari bahwa ia belum membangunjaringan dengan 

gerakan aktivis: perempuan. Hal yang serupa juga dirasakan oleh. RS. 

ES juga menyatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh gerakan perempuan 

adalah dabun bentuk training dan penguatan caleg perempuan (capacity building). 

dan ia menyayangkan kenapa dukungan dan pendampingan mereka itu tidak 

berkelanjutan. 

Padahal se1ama satu tahun sebeium pemilu, mereka tidak pemab 
berbenti mengadakan training terhadap perempuan," ujarnya. Tetapi 
setelah pemiiu mereka diam, tidak. ada tindakan apapun dari mereka, 
padahal caleg-caleg perempuan itu di masa mendatang masih punya 
potensi untuk berpartisipasi dalam pemilu (Wawancara ES, 12 Mei 
2009). 

Ia juga mengeluhkan sisterhood yang dibangun antar se.~rna aktivis perempuan 

masih kurang, meskipun secara. pribadi ia tefib membaogun jaringan an tar aktivis. 

DW juga memberi pemyataan yang sama bahwa dukungan LSM perempurm 

masih sebatas da1am bentuk pemberian training tentang strategi kampanye. 

SM dar! PA tidak berbeda jaub dari dua informan sebelurnnya. SM menarnbahkan 

kekecewaannya terhadap para ak:tivis perempuan karena training-training itu 

hanya diberikan kepada para caleg perempuan. Padahal menurutnya yang barus 

diberikan wawasan politik itu tidak hanya caleg perernpuan, tetapi juga 

masyarakat pemilih agar mereka menjatuhkan pilillan mereka pada caleg 

perempuan. 

Boleh dibilang LSM-LSM yang ada sekarang itu mengadakan 
training-training hanya untuk caleg. seharusnya pemilih yang di 
training leblh banyak. Dan harus diberikan pemahaman kepada mereka 
bahwa caleg perempuan ini sebagai petv~akilan perempuan. Sehingga 
perernpuan di parlemen dapal rnewakili aspirasl perempuan di Iuar 
parlemen, dan itu yang belum dipahami dan sangat kurang 
disosiaUsasikan. Se!ama ini trainin.g~training dan pendidikan politik 
itu banya untuk caleg, untuk caleg, untuk caleg, beberapa kali caleg 
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terns, tapi tldak ada pemilih yang dlundang. ldealnya, dari setiap 
Kampcng diambil satu atau dua wakil untuk ikut training. Ada 
kernarin itu di daerah Pidie, sekali. .. Seharusnya training seperti itu 
dilakuk:an untuk menyosialisasikan memilih caleg perempuan, tapi 
nampaknya masih kurang ke arah itu, Di tambah lagi peserta training 
itu adalah perempuan menengah ke atas dari segi pendidikan, pedahal 
banyak perempuan·perempuan di pedesaan yang tidak tersentuh 
sosialisasi tersebut. (Wawancara SM, 27 Mei 2009) 

Ada hal menarik di sini yang dilaporkan SW, bahwa kebanyakan aktivis 

perempuan tidak mau ikut terjun dalam politik praktis atau partaL Namun ketika 

perempuan gagal mencapai 30 persen keterwakilannya, mereka baru menyesali 

kenapa tidak cukup ada perempuan. Lalu mereka mulai bereaksi ketika 

Mahkamah Konstitusi memutuskan pemenang berdasarkan suara terbanyak, 

karena takut tldak banyak perempuan yang lerpilih. 

Da.ri wawancara dengan para infonnanj tcrlihat bahwa mayoritas caleg perempuan 

belum membangun jaringan dengan para aktivis perempuan, bahkan beium 

memiliki kesadaran akan hal tersebut. Padahal menurut International IDEA 

sebagaimana saya kutip pada Bab 2, salah satu harnbatan pokok dalam sistem 

politik yang membata.si partisipasi perempua.n adalah lemahnya kerja sama 

dengan organisasi perempuan. Menjelaskan hal tersebut, Soetjipto mengingatkan 

bahwa kaukus perempuan partai politik perlu memhoka komunikasi dan 

melaksanakan dialog berkelanjutan dengan jaringan perernpuan di luar partai yang 

terjadi atas organisasi perempuan. kalangan akademisi, media dan kelompok 

strategis lainnya. Organisasi perempuan dan LSM dapat berperan penting dalam 

membangun basis dukungan bagi kandidat perempuan. Organisasi-organisasi 

perempuan inilah yang dapat mengambil peran dalam pembangunan karakter 

kepemimpinan perempuan. membangun dukungan massa dan membuka akses 

bagl caleg perempuan untuk menjadi tokoh politik yang penuh percaya diri tampil 

di depan masyarakat. Semua itu dapat diiakukan karena mereka memiliki 

legitimasi sosiai dan formal serta memHiki Jaringan secara geografis yang akan 

membantu caleg perempuan terutama di rnasa kampanyenya. 

4.3A Kemampuan Finansial 
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Cantor dan Bemay (83} mengatakan bahwa banyak kandidat (caleg) perempuan 

yang menganggap menghirnpun dana sebagai aspek yang paling sulit dan paling 

tidak disukai dalam karier politik mereka. Padahal hal tersebut penting dilakukan 

untuk bisa mewujudkan kampanye yang berhasil. Dari wawancara saya dengan 

informan, ada sebagian caleg perempuan yang biaya kampanyenya ditanggung 

partai, ada yang memperoleh hantuan dana dari partai, dan ada yang menanggung 

sendiri seluruh biaya kampanyenya. 

RS mendapatkan dana sebagian dari partal. dan sebagian dari dana pr1badi. Dl 

tengah-tengah kampanye ia membaca situasi dan menganalisa kondisi yang terjadi 

waktu itu sehingga merasa pesimis untuk Iolos dan memutuskan untuk tidak 

mengeluarkan uang pribadllebih banyak lagi. 

Sementara SM dan DW memperoleh dana kampanye dari partai PA. Di antara 

partai-partai politlk yang lain, partai PA ada:lah partai yang paling besar sumber 

dananya, sehingga dapat dikatakan bahwa SM dan DW tidak mengeluarkan uang 

sedikit pun untuk keperluan kampanye. Tetapi ia tidak memperoleh keuntungan 

secara pribadi yang cukup dari kegiatan karnpanye partai, sebagaimana akan saya 

jelaskan pada poin dukungan partai terhadap caleg perempuan pada masa 

kampanye. Fenomena tersebut sesuai dengan apa yang dipaparkan Karam (21) 

bahwa meskipun partai-partai p0Htik memiliki sumber-.sumber untuk 

menye1enggarakan kampanye pemilihan, tetapi perernpuan tklak: memperoleh 

keuntungan dari sumber-sumber ltu, Sebagai contoh, partai-partai tidak memberi 

dukungan dana yang memadai untuk kandidat perempuan. 

Sernentara caJeg ES mengakui dana kampanye yang dikeluarkannya sangat besar 

dan bersumber dari dana pribadi, keluarga dan pinjaman. Behan semakln berat 

lantara.n ia dan suaminya sama-sama menjadl caleg nomor urut l dati dapil yang 

berberla. Bahkan dana yang dikeluarkan suaminya lebih besar. lni terjadi karena 

faktor keberanian dalam mengambil risiko dan beban moral, di mana laki-laki 

merniliki keberanian yang lebih tinggi. 
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Besarnya dana itu 1ebih karena sikap masyarakat yang pragmatis dan menuntut 

macam~macam. Dalam pikiran masyarakat, caleg tidak mungkin tidak punya 

uang. Menylkapi hal itu, caleg ES berujar, 

Tapi dengan segala upaya lnsya 'allah kita penuhi, walaupun 
kemudian ada istilahnya 'sedekah politik', kalau di SIRA. Apa 
maksudnya sedekah politik? Kalau nggak menang, ya niatkan saja 
sedekah. Kan kita nggak mungkin tarik lagi apa yang kita kasih ke 
orang. (WawancaraES,l2 Mei 2009) 

Rakyat tidak terbiasa dengan belajar politik. Padahal, tuntutan mereka yang 

membuat caleg harus berhutang itu justeru akan menjadi beban. ' 1Makanya ke 

depan. kalau seumpama masyarakat mas!h menuntut ini dan itu kepada caieg. 

takutnya ketika caJeg duduk tidak memikirkan rakyat dulu, tapi cari uang untuk 

menutupi utangnya duluj itu yang barus dipahami.'~ tandas caleg ES. Hal itu 

terjadi menurutnya karena masyarakat sudah terbiasa diiming~imingi uang dan 

bantuan dari caleg sehingga rnereka betpikir pragmatis. 

Kendala yang sama juga dialami oleh MN ternan separtainya. Ia mengeluhkan 

banyaknya tuntutan masyarakat terhadap mater!, padahal menurutnya itu justeru 

rnerugikan mereka. 

K.arena kan perempuan rnisatnya kayak saya, saya mau naik. kaiau 
ada tabung.flr4 kalau nggak kan tergantung pada suami, atau 
pendekatan-pendekatan kepada pengusaha. Cuman kaiau kita 
mclakukan pendekatan kcpada pengusaha, itu juga risikonya pada 
masyarakat. K.ita sudah ada deal-deal. kalau kamu menang, kamu 
iku!kan saya dalarn proyek ini. (Wawancara MN, 16 Mel 2009) 

Cantor dan Barney (83) memaparkan bahwa kekhawatiran caleg parempuan lebih 

disebabkan oieh seberapa besar mereka harus membalas jasa kepada para donatur 

yang memiliki kepentingan tertentu. Itu sebabnya mereka berharap ada cara yang 

lebih baik daripada menerlma donasi seperti itu. 

Untuk mengatasi masalah dana yang menjadi beban terberat bagi caleg 

perempuan, mereka tidak memperoleh dukungan dari gerakan aktivis perempuan 

untuk mencarikan donatur bagi rnereka. Cantor dan Bernay {84) memaparkan 

bahwa kaum perempuan kurang memberi dukungan kepada caleg perempuan 
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secara finansial, tidak sebagaimana yang dilakukan laki~laki terhadap ca!eg laki­

lald. Karena itu diharapkan dengan: bertambabnya jumlah perempuan yang JUan 

memperolell posisi mapan di bldang bisnis dan pendidikan akan mampu dan rela 

memberikan sumbangan besar secara tinansial kepada caleg perempuan 

berpotensi. 

Dan menurut International IDEA sebagaimana saya kutip pacta Bab 2, salah satu 

hambatan pokok dalam sistem politik yang membatasi partisipasi perempuan 

kurangnya dukungan parpol pada pendanaan dan strategi kampanye bagi kadcr­

kader dan caleg perempuannya. 

4.4. Parlisipasl Polltik Perempuan di Parlok 

Dalam sistem demokrasi yang menganut sistem deliberatif menumt Young, 

kepentingan mayoritas tidak: selalu harus menentukan proses perumusan kebijaka.n 

tetapi juga ditentukan oleh persetujuan kelompok-kelornpok lain dengan alasan 

tertentu yang menyertainya. Modei delibe:rntif ini memuat empat aspek normatif 

yaitu: inclusion equality, reasonableness, dan publicity. 

Inclusion sendiri merujuk pada upaya dimasukkannya aspek~aspek yang 

menyertai proses perumusan kebijakan dan pengambilan lceputusan, equality 

berarti tidak hanya mayoritas yang harus terlibat daiam proses demokrasi tetap.i 

setiap masyarakat yang terlibat dalam proses demokrasi secara keseluruhan harus 

dianggap setara posisinya baik dalam perumusan kebijakan (r"nput) maupun 

penerimaan basil dati kebijakan (output) yang dihasilkan sehingga tidak ada yang 

termaljinalkan. Reasonableness, dalam setiap proses demokrasj membutuhkan 

orang-orang yang layak yang terlibat di dalamnya, cara berpikir yang layak,. dan 

kelayakan basil yang diperoleh. Kelayakan ini ditunjukkan dengan kemauan untuk 

mendengarkan ide~ide orang lain terlepas apaka:h ide itu benar atau tepat seperti 

yang dibutuhkan, tidak menempatkan kepentingan dirinya di atas kepentingan 

orang Iain, kemauan untuk mengubah pendapat atau preferensi ketika ada 

permasalahan kolektif lain y.mg lebib relevan untuk didahulukan, dan lainnya. 

Dari sistem demokrasi yang dljelaskan Young di atas meniscayakan keterwakilan 
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perempuan dalam berbagai kegiatan pembuatan kebijaken. Oleh karenanya 

keterlibatan perempuan dalam pendfrian partai, pengambilan kebijakan di partaij 

mekanisme penempatan dapil dan pemberdaya.an perempuan menjadi indikator 

demokratis atau tidaknya sistem politis yang dibangun oleh suatu partai. 

4.4.1. Panisipasi Perempuan dalam Pendirian Partai 

Perlunya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik menurut Anne 

Phillips (62-3) setidaknya dilatarbelakangi oleh empat pemikiran. Pertama, 

meningkatkan keadilan antara lakiwlaki dan perempuan melalui pendistribusian 

kekuasaan yang merata guna menghindari dominasi kekuasaan oleh laki-lald yang 

akan menyubordinasi perempuan. Kedua. menyuarakan kepentingan perempuan 

yang berbeda dari laki-Jaki. Ketiga, membawa perubahan pada budaya politik 

ru.asyarakat PoHtik yang didominasi oleh nuansa 'maskulin' dapat berubah sesuai 

dengan nilai dan kebiasaan yang dibawa oleh perempuan dalam politik perbedaan 

hubungan perempuan terhadap politik. Keempat, memberi contoh kepada 

perempuan lainnya untuk lebih percaya diri tampil di panggung politik . 

Agar proses partlsipasi politik perempuan dalam partai berjalan Jeblb mudah, 

maka perempuan perJu terlibat liejak awal pendirian parpoL Hal ini p<::nting bagi 

perempua.n, agar ia dapat memberikan suara dan idenya dalam perumusan 

kebijakan partai. Juga penting bagi partai untuk menyerap seluruh aspirasi 

berbagai kalangan termasuk perempuan. Karena sistem demokrasi 

mengamanahkan k.eterlibatan selurub anggota da)am perumusan kebijakan. 

Melihat keterlibatan perempuan dalarn pendirian Parlok, terdapat empat informan 

yang terlibat dalam pendirian partai sejak awal. MN dan ES yang Ielah bergabung 

dengan SJRA referendum turut membidani tahimya partai SlRA (Suara 

Independen Rakyat Aceh) yang merupakan metamorfosis dari organisasi SIRA 

(Sentral Informasi Referendum Aceh)1 organisa& yang mernfasUitasi rak:yat Aceh 

uotuk menuntut referendum. 

Universitas fndonesia 

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana UI, 2010



147 

Di partai PA, DW berpartisipasi dalam pendirian partai, meskipun ia tidak 

tennasuk tim k:husus perumusan AD/ ART yang menurut penuturanny.a tidak :ada 

satu perempuan pun yang terJibat dalam tim khusus tersebut 

Sementara itu, SW terlibat secara intens dalam proses pend irian partai. Rangkaian 

proses pendirian partai yang dimulai dari rnengadakan kongres FPDRA (Front 

Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh) yang kemudian melahirkan KP~PRA 

(Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh). Proses selanjutnya KP-PRA kemudian 

mendeldarasikan pembentukan Partai Rakyat Aeeh. Serangkaian aktivitas ini tidak 

satu pun terlewat dari partisipasi aktifuya, 

Sedangkan tiga informan lainnya tidak terlibat dalam pendirian partaL SM baru 

direkrut oleh Partai Aceh tidak lama setelah partai ini dideldarasikan, Kondisi 

yang sama juga dialami RM. Ia direkrut o1eh PDA setelah partai itu berdiri. 

Adapun pertimbangan perekrutan RM oleh partai semata untuk memenuhi kuota 

30 persen keterwakilan perempuan. Asumsi Jni terbukti dengan bagaimana partai 

mem.osisikan dan tidak pernah melibatkan ia dalam pengambiian kebijakan di 

partai. Hal serupa juga tcrjadi pada RS. la diajak bergabung daJam PBA dengan 

alasan yang sama. Namun nasibnya tidak seburuk RM, karena partai lebih 

menghargai dan mendukungnya. 

Hat menarik yang saya temukan di sini adalah keterliba.tan perempuan sejak awal 

dalam proses pendirian partai berpengaruh terhadap rumusan plaiform partai dan 

sistem perpolitikan dalam partai. Misalnya saja MN, ES dan SW yang terlibat 

secara intens dalam proses pendirian parpol, dapat mengejawantahkan isu-i-:u 

perempuan ke dalam rumusan AD/ART dan program kerja partai. Bahkan lebih 

dad itu, mereka dapat mengubah sistem perpolitikan partai yang bernuansa 

maskulin menjadi lebih sensitif gender. Contohnya penetapan jam rapat di siang 

hari yang dilakukan oleh ES dan MN di partal SIRA, serta mcnggolkan syarat anti 

poligami ke dala.m salah satu calcg PRA. 

4.4.2. Peran Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan 
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Poin ini berusaha mengkritisi sejauh mana peran yang dijalankan para informan 

terkait dengan posisinya daJam struktur pengurus partai, dan sejauh mana ia 

terlibat dalam pengambilan kebijllkan partai. Apakeb kedudukan yang diberikan 

kepada mereka dengan segala kewenangannya, ataukah hanya untuk tujuan 

memenuhi keterwakilan perempuan dalam struktur partai saja sebagaimana yang 

diamanahkan undang-undang. Mengkaji masalah ini sangat penting untuk 

mengetahui peluang dan hambatan perempuan) karena keberhasilan mereka untuk 

menjadi wakil di dewan itu dipengaruhi salah satunya oleh kebijllkan-kebijakan 

partai yang berpihak kepada perempuan. dan kebijakan-kebijakan yang demiklan 

itu lidak bisa dipahami dengan !ebih baik kecuali oleh perempuan itu sendiri. 

Hasil wawancara dengan infurman. terlihat bahwa sebagian informan tidak 

terJibat dalam pengarnbilan kebijakan partai sesuai kedudukan dalam struktur 

partai yang diberikan kepada mereka. RM dari PDA memberi kesaksian bahwa ia 

tidak diberi wewenang untuk menjalankan tugas kesekretariatan yang seharusnya 

sudah ntenjadi tanggung jawabnya. Semua wewenang yang berkaitan dengan 

jabatan sekretaris sepenuhnya dipegang o!eh .sekum. Meskipun partai 

memosisikannya sebagai salah seorang pengurus inti. ia tidak pernah diberi 

kesempatan untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat dalam menentukan 

kebijakan. "Saya malas ikut~ikut rapat, kayak patung saya dl situ; ngapain?" 

ujarnya dengan na.da kesal. Ia baru dhnintai pendapatnya jika menyangkut 

masalah dana. 

Bagaimana kita mau ngornong, nggak pemah ditanya, nggak pemah 
diberi kesempatan. Saya baru akan ditanya kalau berhubungan dengan 
masalah dana. kalau ada kendala dengan keuangan baru saya diajak: 
ngomong. (Wawancara RM, !8 Mei 2009) 

DW dari Partai Aceh mengalami nasih yang tidakjauh berbeda. Hanya sesekali ia 

cliJibatkan dalam pengarnbilan kebijakan di partainya yang memang didominasi 

o1eh Iakl-lak:i. Dominasi itu terlihat pada keberadaan tim kbusus perumus 

AD/ART partainya yang seJuruhnya berisi pengurus laki-laki saja. Tetapi ia 

dengan fanatismenya tetap membela partainya bahwa kondisi tersebut 

dikarenakan minimnya jumlah kader perempuan. 
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Menurut saya, alasan ini tidak bisa diterima. sepenuhnya karena perempuan itu 

bukan tidak ada sama sekali, melainkan minim jumlahnya. Dan itu merupakan 

masa[ah yang dialami kebanyakan partai lokal yang baru berdiri. Seharusnya 

keberadaan perempuan yang minim jumtalmya itu ditempatkan pada posisi yang 

strategis, sehingga mereka dapat mewarnai perpoUtikan dan perpartaian di Aceh. 

Hal itu tidak dilakukan, dan terHhatjelas kepedulian partai untuk mengakomodasi 

aspirasj perempuan itu ma.sih sangat rendah. 

Kirckpatrick mengatakan bahwa laki-Jaki cenderung menghambat partisipasi 

perempuan agar tidak menduduki jabatan politik penting guna mcnje.ga status 

quo. "Laki-laki tidak melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, 

tetapi hanya merintangi upaya mereka untuk berpartisipasi da1am kekuasaan," 

jelasnya. 

Kondisi berbeda dan telah mengalami kemajuan agaknya terjadi pada partai SIRA 

{Suara Independen Rakyal Aceh), Hal itu bisa ditengarai dengan keberadaan ketua 

Balai Pemenangan Partai Sffi.A adalah seorang perempuan. yaitu Sa'diyyah 

Marhaban. Dia adalah mantan juru rundiog GAlvl di Helsinki. satu~satnnya juru 

runding perempuan, lulusan luar negeri jurusan hubungan inte.masional. Selain 

itu, ketua ekstemal partai SIRA juga seorang perernpuan. 

Hal yang serupa juga terjadi di PRA. Berdasarkan struktur partai, diketahui bahwa 

perempuan duduk dalam jabatan bendahara umum~ juru bicara partai, dan ketua 

departemen perempuan. perempuan pengurus partai telah diberi wewenang dan 

tanggung jawab yang sesuai. 

Saya ingin mengulas permasalahan ini dengan mengorelasikan peran yang 

diberikan partai kepada perempuan dengan keterlibatan perempuan dalam 

pendirian partai sebagaima.na dijelaskan dalam subbab sebeiurnnya. Saya 

menernukan bahwa perempuan-perompuan yang diberikan peran dalam partai 

adalah mereka yang sejak awal terlibat dalam pendirian partai. Sedangkan partai 

yang dibentuk oleh laki-lakl itu tidak sepenuhnya rela memberikan peran yang 

signifikan bagi perempuan. Dari sini saya menyimpulkan bahwa laki-laki masih 

cukup menunjukkan keegoisannya dan masih meragukan kapasitas perempuan. 
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Jadi, untuk bisa menduduki jabatan inti dalam struktur pengurus partai sekatigus 

menjalankan wewenangnya, perempuan berusaha sendiri dan membangunnya dari 

awal, bukan menunggu pemberian dart orang lain, karena kesadaran akan 

pentingnya keterwakilan da!am arti yang sebenarnya tampaknya belum ada pada 

mereka. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Dorothy (1988} bahwa perempuan harus terus 

berusaha untuk membuktikan bahwa mereka pantas dan bisa diandalkan. Bahkan 

politisi perempuan akan selalu dinilai dengan kriteria yang berbeda dan sering kali 

kriteda tersebut lebih ketat daripada yang dikenakan pada laki-Jaki. Dan sebagian 

besar pengurus perempuan di partai SlRA membuktikan hal itu dengan 

keterlibatan mereka sejak awal daiam pendirian partai. Berbeda dengan politisi 

Iaki-laki, di mana mereka dapat lebih mudah duduk di struktur inti meskipun tidak 

terHbat sejak awal dalam pendirian partai. 

Ada hal penting yang ingin saya tegaskan di sini bahwa tingkat keterlibatan 

perempuan daiam partai itu juga dipengaruhi kerangka kerja lembaga. Semakin 

melembaga sebuah pa.rtai politik-yaitu, diatur oieh seperangkat aturan yang 

transparan. non diskriminasi. dapat dipahami dan adil-maka semakin terbuka 

ba.gi ral-yat di luar struktur kekuasaan tradisional-termasuk bagi perempuan­

untuk dapat menjadi eaton. Sebaliknya, apabila partai didasarkan pada kekuasaan 

individual, tanpa struktur lembaga yang fonnal, akan sulit bagi perempuan untuk 

dlnominasikan sebagat calon. Peraturan partai yang memastikan kesetaraan 

gender dalam pencalonan memiliki peogaruh positif dalam proporsi perempuan 

yang terpiHh dalam legislatif. 

4.4.3. Penempatan Dapi! Caleg Perempuan 

Mengenai mekaoisme penempatan dapH oleh partai, lima dari tujuh infunnan 

mengaku dilibatkan dalam proses tersebut dan merasa puas denga.n 

penempatannya. Sedangkan dua informan, yaitu SM dan DW dari PA, sama sekali 

tidak: dilibatkan dalam proses penempatan dapiL Hal itufah yang membuat mereka 

sangat kecewa dengan kebijakan partai yang menurut mereka tidak: dcmokratis. 

Terkait masalah tersebut, DW mengatakan, 
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Saya tidak ditanya sama sekali mengenai dapil, itu yang membuat 
saya kesal. Saya sendiri jatuh ke dapil I, padahal saya mengira akan 
ditempatkan di dapil 2 atau dapH 8. Ka.Jaupun toh saya ditempatkan di 
dapil 1. seharusnya kan ada infonnasi terlebih dahulu. ataupun ada 
sharing lah dengan kita. Tapi ini nggakl Langsung ditempatkan tanpa 
bertanya dulu (Wawancara DW, 26 Mei 2009). 

Bahkan lebihjauh DW berkomentar bahwa salah satu faktor kegagaJannya untuk 

mencapai kursi legislatif adalah karena fa diternpatkan di dapil yang bukan 

merupakan basis massanya. 

Kalan bicara mengenai peiuang untuk kami perernpuan sebenamya 
sudah bagus, tetapi ee ... kadang~kadang dalam penempatan dapilnya 
yang tidak sesuai. Seperti saya ditempatkan bukan pada dapil yang 
kita mempunyai background basis masa. Terus seperti kakak ini juga 
ditempatkan bukan pada dapil yang mempunyai rnassa. Jadi pada saat 
MK memutuskan untuk menetapkan sistem suara terbanyak .. ,kita sulit 
untuk mendapatkan suara terbanya.k dalam waktu in~ daiam waktu 
singkat. mengingat begitu banyak partai. Terus ee •. persaingan dan 
kendala~kendala lain di lapangan. Terutama masalah kita perempuan, 
misalnya dapil yang seperti dapii kita ini kan dapH yang sangat rawan 
ya ... sangat banya.k tantangan, jadi jangankan untuk kita. orang 
perempuan laki~laki pun sulit mencmbus tantangan dan hamhatan itu. 
(Wawancarn DW, 26 Mei 2009). 

Sementara SM. rneskipun tidak dilibatkan datam proses penempatan dapil, ia 

tidak terlalu kecewa terhadap keputusan part.ai yang menempatkannya di dapH 2 

(Pidie dan Pidie Jaya). Karena dapil tersebut rnerupakan basis massa partainya~ 

dan ia memperoleh suara yang banyak di sana; sekalipun ia tidak pernah 

melakukan kampanye pribadi, melainkan bersama partai-dan ltu pun hanya dua 

kali. 

Lebih lanjut, SM menjeiaskan mekanisme penempatan dapjl. di mana DPP 

memilild kewenangan untuk menempatkan caleg dari pusat (pengurus partai) di 

setiap wilayah. Ia rnengatakan. 

Kemudian kebetulan partai kami ini kan memiliki suatu prinsip bahwa 
harus ada caieg sebagai perwakilan dati DPP untuk menjadi caleg di 
setiap DP, Dari situ diambi!ah orang-orang yang ada di kepengurusan 
pusat untuk mewakili pusat di titip di setiap wilayah, dengan 
perjanjian mereka. menerlma kita, kalau nggak juga nggak bisa. 
(Wawancara SM. 27 Mei 2009) 
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Apa yang terjadi pada mekanisme penempatan dapil bag! SM dan DW 

sesungguhnya menggambarkan pola power over sebagaimana yang dipaparkan 

Dowding ( 4), yaitu kemampuan pelaku untuk mengubah pelaku lain agar 

menghasilkan sesuatu atau menolong menghasUkan sesuatu, Dalam proses 

rnempengaruhi orang Jain untuk mengbasilkan sesuatu sesuai dengan keinginan 

yang memberi pengaruh. dapat menimbulkan rasa suka atau tidak suka bagi pibak 

yang dipengaruhi. Orang yang dipengaruhi harus melakukan sesuatu sesuai 

dengan keinginan yang mernberi pengaruh tanpa ada pilihan walaupun 

sebelumnya dirasa tidak mungkin untuk ia lakukan. 

Penempatan dapil merupakan salah satu proses nominasi para kandidat yang 

menjadi salah satu peran penting yang dimainkan oleh partai-partai politik. Bagi 

perempuan seleksi oleh partai ini merupakan tahapan seleksi kedua dari tiga 

tahapan yang harus ia lalui untuk menjadi aleg. Meskipun proses nominasi ini 

memberikan kesempatan bagi rakyat untuk turut berpartisipasi, namun banyak 

partai politik lebih menerapkan rekrutmen tertutup dalam menentukan siapa caleg 

yang akan dinominasikan. Berikut tabel yang meuggambarkan dnpil dan nomor 

urut ketujuh informan. keterlibata.n mereka dalam penentuan dapil dan nomor 

urut, serta sesuai atau tidak dengan keinginan dan basisi masa yang mereka miliki. 

4.3. Ketertibat.an Caleg Perempuan dalam Penentuan Dapil dan Nomor Urut 

Informan Partai DapiJ No.Urut Keterlibatan Sesual /tidak 
dalam 

penentuan dapil 

DW PA I 5 tidak terlibat tidak: sesuai 

SM PA 2 2 tidak terlibat tidak sesuai 

MN SIRA & 3 tertibat sesuai 

ES SIRA 3 I terlibat sesuai 

sw PRA 4 I terti bat sesual .. 
RM PDA I I l tidak ter\ibat tidak sesuai 

RS PBA ! I ! terlibat sesuai 

Dari tabel di atas terlihat bahwa PA dan PDA tidak me!ibatkan caleg 

perempuannya dalarn proses penempatan dapil dan penominasian caleg. SM dan 

DW terlihat sangat keoowa ketika saya tanyai mengenai penempatan dapil. DW 
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Jabir dan dibesarkan di Sigli (dapii 2), dan hampir semua keluarga besarnya masih 

berdomisili di sana. Setelah berkeluarga ia pindah ke kota Fajar Aceh Selatan. Di 

dua kota tersebutlah ia lama berkiprah dan leblh d!kenal olah masyarakat. Dan 

baru tiga tallUn ia berdomisi!i di Lambaro. Aceh Besar. Maka pada saat ia 

ditetapkan di dapii 1 yang meHputi Sabang, Banda Aceh dan Aceh Besar ia 

merasa sangat kecewa dan kesa1. karena ia merasa tidak memiliki massa yang 

cukup di dapil tersebut Hal yang samajuga dialami SM. ia memang lahir di Sigti 

(dapil 2) akan tetapi sejak SMP ia telah hijrah dari kota rersebut dan lama 

berdomisili di Banda Aceh. Ia mengira akan ditempatkan di dapil 1 akan tetapi 

partai berkehendak fain, ia diletakkan di dapil 2. 

RM juga mengaku bahwa ia tidal< diliba!kan dalam rapat penentuan dapi! dan 

nomor urut karena wak.tu itu ia sedang Ire luar kota. Dan yang membuat ia sedikit 

kecewa adalah nomor urut yang dijanjikan untuknya adalah nomor urut 2 namun 

tanpa pemberitahuan kepadanya ia digeser ke nomor urut 5. Berbeda darl tiga 

caleg sebelumnya, SW, MN dan ES merasa sangat puas dengan mekanisme 

penempatan dapil dan partai mereka. Selain karena mereka dilibatkan secara 

intens dalam rapaHapat partai, mereka juga ditempatkan di dapil yang sesuai. 

Malah SIRA memilik:i mekanisme penempatan dapll dan nomor urut yang !ebih 

terbuka dan akuntabel. Di Parlok ini, caleg ditempatkan dl dapil dari mana ia 

berasat, dan memiliki basis masa yang banyak. Sedangkan untuk nomor urut 

mereka menetapkan beberapa kriteria penilaian yaitu kapasitas, loyalitas dan 

profesionalitas. Berdasarkan kriteria tersebut seluruh kader parta1 dapat 

memberikan penilaiannya. 

4.4.4. Fungsi Departemen Perempuan 

Ketika saya bertanya kepada caleg ES sebagai ketua Departemen Perempuan 

SIRA, "Advokasi apa saja yang dilakukan untuk pemberdayaan caleg-ealeg 

perempuan selama ini?", ES menjawab, 

Karni belum maksimal mengimplementasikan program-program yang 
sudah ada, buena kami disibukkan dengan caleg (kampanye pemilu). 
Dulu kami sudah melakukan training dan pendidikan terhadap caleg~ 
caleg perempuan, tetapi sekarang kami hentikan dulu. Hampir semua 
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pengurus partai itu caleg semua, jadi ketika mereka nyaleg maka 
program partai di-pending dulu (Wawancara ES, 12 Mei 2009). 

Hal serupa juga teijadi pada departemen perempuan di partai PRA dan PBA. 

Sementara DW menyatakan bahwa tidak ada departernen perempuan di partainya. 

Karena isu-isu perempuan menurut partai PA tidak cukup signifikan untuk 

ditampung dalam sebuah wadah setingkat departemen, me!aink.an cukup 

ditampung dalam wadah setingkat biro di bawah departemen pendidikan. Itu pun 

menurutnya belum berfungsi sebagaimana mestinya karena belum ada kesamaan 

visi pengurus partai rnengenai isu~isu perempuan, dan orang yang ditempatkan 

pada biro tersebut tidak tepat karena tidak melaiui pertimbangan yang matang 

melainkan bersifat dadakan dan penanggulangan saja. SM bahkan berpandangan 

bahwa keberadaan departemen atau biro perempuan dalam PA itu tidak penting. 

Ia berujar, "Di PA tidak ada departemen perempuan, karena di PA ini untuk 

memajukan seseorang itu bukan dilihat da.ri jenis kelamin, tapi k:alau dia mampu 

maju dan partai pun mendukung." 

Dan yang paling tragis adalah partai PDA yang lidak memasulda!n departemen 

ataupun biro perempuan dalam struktur kepengurusan partai~ dengan daiih bahwa 

mereka memperjuangkan semua kalangan, baik laki-laki atau perempuan, tanpa 

membeda-bedakan jenis kelamin. Sehingga menurut ketua umum PDA 

departernen perempuan itu tidak penting, karena masalah perempuan tidak mesti 

disua.rakan oleh perempuan. (Wawancara, 14 Mei 2009) Alasan lain dikemukakan 

RM bahwa partainya tidak memiliki departernen perempuan karena partai baru 

berdiri sehingga struktur kepangarusannya belum lengkap. 

Menurut Ant Soetjipto, pembentukan departemen perempuan dalam partai politik 

memilik.i peran yang signifikan dalam pemberdayaan dan mengatur strategi untuk 

mengatasi atau memahami hambatan yang dihadapi anggota perernpuan dalam 

partai, a tau mengakomodasi peran ganda yang dipikul o!eh aktivis perempuannya. 

Oleh karena itu, keberadaan departemen perempuan dalam partai politik 

diharapkan dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai berjkut: l) Sebagai 

forum untuk mendiskusikan masafah·masalah lchusus yang dih.adapi perempuan 

dalam aktivitas partai. 2) Mengorganisir di tingkat akar rumput, terutama 
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perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, sehingga mereka sadar akan hak 

politik dan hak sipil mereka, dan ma:u berpartisipasi dalam kehidupan politik. 3) 

Menyiapkan perempuan untuk ikut serta dalam pemiJu {memilih dan dipitih). 4) 

Melatih perempuan untuk menjadi kandidat partai di tingkat lokal. propinsi dan 

nasional. Pelatihan mencakup sistem pemilu. kampanye, dan berhubungan dengan 

media. 5) Menjalin jarlngan kerja sama untuk mendukung kandidat perempuan 

dalam pemilu dan anggota legislatif perempuan yang terpilih. (81·82) 

Dari paparan di atas, terlihat bahwa tiga dari lima parlok sudah rnembentuk 

departemen perempuan, dan telah menjaiankan fungsinya meskipun belum 

optimal karena dalih partai baru dibentuk dan diikuti dengan kesibukan pemiJu. 

Sementara eiit dari PDA dan PA belum memi1iki sensitivitas gender yang 

memadai, sebingga sering kali kebijakan yang mereka arnbil sangat netral gender. 

Misalnya dalam hal pembentukan departemen perempuan yang menurut mereka 

tidak memiliki peran yang krusial. Mengacu pada teori yang saya sampaikan di 

atas, dapat disimpulkan b.ahwa partai PA dan PDA tidak menjalankan :fungsi 

pemberdayaan politik bagi perempuan. Lebih dari itu, partai PA dan PDA juga 

tidak menjaiankan fungsi pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat 

sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPA No. 11 Tahun 2006 Pasal79. 

4.5. Pelaksanaan Ka.mpanyc Dan Pemilu 

Pelaksanaan kampanye dan Pemilu legislatif 2009 di Aceh marak dengan aksi 

kekerasan. Pada rnasa awal kampanye PemHu Iegis!atif di Aceh dinodai olelt 

serangan pembakaran dan granat terhadap partai politik; percobaan pembunuban 

sejumlab caleg dan leader partai serta intimidasi yang merajalela. Menurut 

terdapat 73 insiden kekerasan yang terkait Pernilu telah dilaporkan antara Agustus 

2008 hingga akhir April 2009. Jumlah ini mencakup 32 kasus serangan 

pembakaran dan granat dengan sasaran partai-partai politik, di mana 27 kasus 

serangan ditujukan kepada Partai Aceh. Secara umum penelitian empiris 

menyetujui babwa ada tiga faktor utama yang rnemengaruhi tingkat keterwak.ilan 

perempuan yaitu; sistem perntlu, peran dan organisasi partai-partai politik dan 

penerimaan kultural, tennasuk aksi mendukung (affirmative action) yang bersifat 
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wajib atau sukarela (Wall 82). Dari itu semua, terlihat bahwa slstem pemiiu 

merupakan faktor yang secara Iangsung paling berpengaruh dalam meningkatkan 

keterwakiian perempuan. Meskipun penggunaan sistem pemilu tertentu tidak 

cukup menjamin peningkatan keterwakilan perempuan. 

Jika ingin melihat peluang atau rintangan yang dibadapi perernpuan dalam 

meningkatkan partisipasi politisnya, petaksanaan kampanye dan pemilu perlu 

ditelaah. Untuk itu, pada subbab ini saya membagj pembahasan kepada; 

pengalarnan perempuan pada masa kampanye. dukungan partai pada masa 

kampanye, sistem pernilu yang merugikan perernpuan dan kecurangan dalam 

masa kampanye dan pemilu. 

4.5.1. Pengalarnan Perempuan Delam Masa Kampanye 

Empat dari tujuh informan merasakan budaya maskulin dan konsep politik 

maskulin sebagai tembak tebal yang sulit ditembus. Masyarakat sama sekali tidak 

mempersiapkan~ bahkan tidal< menghendaki perempuan membangun kualitas 

kekuasaan dalam diri mereka. Perempuan mengalami kesulitan membebaskan diri 

dari rambu~rambu k:ultural untuk berklprah dalam dunia kekuasaan, seperti 

menjadi politisi dan semacamnya. Kalau pun ada perempuan yang berhasiJ 

menerobos rambu-rambu tersebut, maka syaratnya adalah ia keiuar dari 

feminitasnya dan menjadi "maskulin''. Keempat informan tersebut adalah RS, 

DW, SM dan MN. 

Sejak awal RS yang merupakan ealeg tingkat DPRA ini merasakan gelagat tidak 

baik yang dilakukan partai lain. Ia mengambil satu contoh kasus; partai tersebut 

memperkenalkan para calegnya dengan cara menjejer gambar caleg...calegnya 

(hingga dua belas caleg) dalam sebuah baliho besar. Dalam analisanya, itu bukan 

cara yang efektif untuk berkampanye, dan dengan demikian past! ada cara dan 

trik tersembunyi yang dilakukan partai tersebut. "Kalau kita pikir bagaimana 

ma.syarakat bisa kenai dengan caleg, apa lagi orang kampung. "Jangankan kenal1 

nama saja mereka tidak sanggup baca karena banyak~banyak seperti itu," ujamya. 

Bukan caleg yang mereka 'jual\ tetapi partai. 'tJadi saya cepat membaca situasi 

dan menganaUsa kondisi yang terjadi waktu itu sehingga saya tidak mau 
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mengeluarkan banyak uang pribadi," ujamya. Selain itu, ia juga menyaksikan 

sekaligus menjadi korban ket:urangan saat penghitungan suara; suaranya 

dirnanipulasi. 

Meskipun secara lisan ia mengatakan tidak kecewa dengan hasH yang ada karena 

memang tidak berambisi, namun hal itu sedikit banyak mementahkan semangat 

RS untuk memerjuangkan perempuan di masa mendatang. Ini terlihat dari 

sikapnya untuk tidak secara tegas melanjutkan perjuangan. ~~Kenyataannya ke 

depan nggak. tahu lah ldta Uhat saja nantit., ungkapnya dengan nada datar. 

Menurut saya, ini memiJiki dampak negatif bagi perjuangan kaum perempuan di 

masa mendatang. 

Iklim persaingan yang keras dan budaya maskulin tidak Input dari dinamika 

perpolitikan SM. Kedigdayaan budaya maskulin in! sekali lagi membuat pasrah 

seorang politisi perempuan. "Di mana-mana, laki-laki kaJau dtkalahkan 

perempuan nggak ikhlas. Sedangkan kita perempuan maunya damai, tenang, ttdak 

mau ribut-ribut. Siapa yang mau naik ke parlemen, silakanj" ujamya. 

Selain pengalama.n itu, SM dalam karnpanyenya dapat dikatakan selalu 

"menumpang' kampanye partai. Ia merasa sangat puas dengan kampanye partai 

yang selalu dihadiri banyak massa. setidaknya 500 orang. Tetapi sayangnya dalam 

ka:mpanye tersebut, seperti yang diceritakannya, hanya menyosialisasikan partai, 

tidak rnengena1ka.n para ca1eg kecuali sekedar saja. Padaha! dia berhadap diberi 

kesempatan yang luas untuk kampanye secara pribadL Hasil dari strategi ini 

adalah ketidakseimbangan antara suara partai dengan suara ca!eg. Akumulasi 

suara seluruh categ hanya sekitar 20 ribu suara, sedangkan parrai memperoleb 

sekitar 100 ribu suara, Tetapj, dalam pandangannya. sedikit ban yak strategi ini 

memberi suatu keringanan bagi caleg itu sendiri, karena tidak memiliki beban 

tuntutanjanji apapun dar! konstituen, karena yang diamanabkan adalah partal 

MN dari partal SIRA termasuk salah satu dari beberapa informan yang optimis 

menang. 1ni bukan optimisme tanpa bukti dan indikasi. Setiap kampanyenya yang 

dilangsungkan di daerah pemilihannya yaitu Aceh Barat Daya, Simeuleu dan 

Aceh Selatan seJalu dihadiri massa yang tidak sedikit. Sebagai contoh, 
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kedatangannya di Kabupaten Sirneuleu mendapatkan sambutan yang sangat 

antusias. "Kalau saya pulang dari Simeuleu, kapal itu tidak bisa jalan," ujamya 

mencerit.akan k:ondisi yang ada. Itu berkat segudang jasa dan pelayanan yang telah -

MN berikan untuk mereka. "Saya sebelumnya pemah mem~back up program­

program mereka. memfasilltasi1 dan kalau mereka ada kendala, belum tahu earn 

pembuatan sesuatu, saya bantu." ujamya. Pantaslah jika ia menerima sambutan 

yang positif. Ini tidak hanya di Kabupaten Simeuleu, tetapi juga terjadi di 

Kabupal<n Abdya dan Aceh Selatan. Dalam teorinya, kampanye dengan tatap 

rnuka memiliki tingkat keberhasilan 60 hingga 70 persen, lebih besar dibanding 

iklan dan lain sebagainya. Karena itulah ia meyaklni bahwa kemenangan hanya 

menunggu hitungan waktu. Namun, sayangnya, seperti yang dituturkannya. semua 

kerja kerasnya itu tidak memberi hasil maksimal karena terganjai dua penghambat 

sekaUgus; poHtik uang dan intimidasi. Kalau saja pcnghambatnya banya satu, ia 

tetap yakin dapat 1olos. 

Meskipun tidak secara detil, ES dar! partai SIRA juga menceritakan antusiasme 

masyarakat. Ini menurutnya karena nama SIRA buk.an merupakan nama yang 

asing bagi masyarakat Aceh. Walaupun memang banyak orang yang bertanya 

tentang apa itu partai SIRA? Tetapi itu justeru menjadi peluang untuk 

menjelaskan visi dan misi partai. Na:mun di sisi lain, ia merasa k:urang optimal 

dalam berkampanye. Ia mengakui geraknya terbatas karena waktunya harus 

terbagi untuk memerhatikan keluarga. Urusan dana juga menjadi masalah 

tersendid baginya Iantaran dia dan suaminya sama...sama menjadi caleg. Seiain itu, 

dari ungkapan ES. saya membaca adanya ketidaksiapan, Seperti diakuinya, dalam 

orasi-orasi untuk menyampaikan visi dan misi partai pun selatu suami yang tampil 

bicara. «saya meiihat lebih aman kalau ditemani suami, karena pertama suami 

sudah paham betul tentang apa itu SIRA, karena saya kan ikut,Jollowernya. Jadi, 

kalau ada pertemuan-pertemuan, tentu dia akan ikut membcrikan pemahaman apa 

itu SfRA," paparnya. 

l)engalaman tidak jauh berbeda dialami DW dari PA. Kendala yang paling 

menyulitkan menurutnya adalah !kHm persaingan yang ketat dan keras, baik antar 

partai yang sangat banyak: atau sesama anggota partai. Selain itu ada kendala di 
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lapangan seperti dapil yang sangat rawan. Kondisi seperti ini rnenurutnya tentu 

saja melemahkan posisi perempuan untuk menang dalam persaingan. 11Jadi 

jangankan untuk kita orang percmpuan, yang laki-laki pun sulit menembus 

tantangan dan hambatan itu," ujamya. Semua itu di luar sempitnya waktu yang 

tersedia. 

Berbeda dari keempat infonnan di atas, SW lebih bersikap introspektif. 

Setidaknya ada dua hal yang rnenurutnya harus dibenahi di masa mendatang. 

Yang pertama adalah struktur dan kineJja partai. Dalam kaJkuJasinya, peroJehan 

suaranya mela!ui mesin partai Iebih signifikan dibandingkan perolehan suara yang 

dihasiikan kampanye pribadiny.a. Sebagai conto~ di Bireun ia memperoleh suara 

lebih banyak di banding daerah lain. Padahal ia tidak melakukan kampanye 

intensif di sana. Itu adalah basil kampaoye eaton yang di tingkat kabupaten. 

Begitu juga di Aceh tengah lantaran ada dukungan struktur. Ini berbeda dengan di 

Bener Meriah. Blsa dibilang dia sendiri yang berkampanye karena tidak ada 

struktur di sana, dan hasil yang diperoleh tidak memuaskan. Kerja kolektif seperti 

inilah yang menurutnya paling ideal dalam berpartai. "Kalau kita mau bekerja 

sendiri-sendiri, maka itu bukan berpartai.'~ ungkapnya. 

Hal yang kedua edalah basis massa. Salah sa!u straregi yang diambil SW adalah 

mengidentifikasi wilayah mana yang menjadi basis massanya, atau dia pemah 

melakukan investasi di wilayah tersebut. Pengalaman pemilu kemarin itu 

memberinya kesadaran babwa tcrnyata masih banyak kantong-kantong massa 

yang belum digarapnya secara maksjmal. Ia menuturkan alasan sebagai berikut: 

Ini mungkin disebabkan partai barn berdiri dua tahun. Selama dua tahun 
itu, waktu kami habis untuk banyak hal. mulai dari mendirikan partai, 
memenuhi administrasi, dan segala macam, sehingga dapil di mana kita 
akan dipilih tidak maksimal kita garap (wawancara SW, 26 Mei 2009). 

Namun penuturan instropektifnya ini ditutup dengan kritik terhadap cara pandang 

rnasyarakat. Katanya, masyarakat pernilih masih bersifat pragmatis. Teori basis 

massa dan ketokohan menjadi hancur dalam praktiknya. "Misalnya. kalau saya 

Iihat di daerah saya., orang cenderung memilih putra daerah. Tetapi terkadang 
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daerah lain tidak peduli apakah putra daerah atau bukan. Yang panting mereka 

bawa apa untuk kami (pemilih)," ungkapnya. 

Hambatan yang berbeda dari sebelumnya dihadapi oleh RM dalam masa 

kampanye. RM yang merupakan caleg nomor urut 6 untuk tingkat DPRA ini 

merasa agak ftustrasi menghadapi rnasyarakat yang fanatik dengan salah satu 

partai, sehingga visi dan misi yang diusungnya tidak banyak berpengaruh, bahkan 

nihil. ''Seakan-akan kita ini hanya mengumbar janji saja," ungkapnya dengan 

kesal. Dengan berandai-andai, ia menyayangkan mengapa tidak memilih tingkat 

DPRK dengan daerah pemil!han yang lebih sernpit. karena ia melihat adanya 

kemungkinan yang besar untuk lolos dengan dukungan keluarga yang dikenal 

luas. Meskipun tidak terpiUh, ia tetap merasa puas dengan akumulasi suaranya dan 

suara teman-temannya sehingga mempero!eh satu kursi untuk tingkat DPRA. 

Selain itu, semangat berpolitiknya pun tidak hi!ang, meskipun ia berpikir untuk ke 

depan akan pindah partai. 

4.5.2. Dukungan Partai pada Masa Kampanye 

Ada banyak upaya yang dilakukan partai agar caieg perempuan tcrpilih. Di 

antaranya adalah membatltu caleg perempuan agar bisa berkampanye secara 

efektif. dan bahkan menyosialisasikan dan memperkenalkan caleg perempuan itu 

sendiri kepada masyarakat pemilih. 

Partai PA sebagaimana dituturkan DW menanggung semua biaya kampanye. 

Strategi yang d!tempuh PA adalah menyosialisasikan partai, bukan individu caleg. 

Hal Hu tentu tidak menguntungkan perempuan. Bahkan menurut pengakuan SM. 

ia tidak. diberi kesernpatan untuk berbicara pada saat kampanye terbuka yang 

diadakan PA. Keputusan MK yang menetapkan sistem suara tetbanyak dengan 

menetapkan BPP semakin memperburuk keadaan. Karena dalam sistem suara 

terbanyak, suara pemilih yang jatuh ke pertai akan didistribusikan kepada ca1eg 

partai yang memperoteh suara terbanyak. 

Sudah menjadi fenomena umum bahwa tingkat popularitas caleg perempuan itu 

leblh rendah daripada tingkat popularitas caleg laki-lak.i, karena memang 
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keterlibatan perempuan dalam ranah politik bisa dianggap baru, ditambah lagi 

dengan berbagai bambatan yang dihadapi perempuan. Agar caleg perempuan 

dapat terpilih menjadi anggota legisladf. maka dibutuhkan upaya sosialisasi caleg 

perempuan secara lebih intens daripada sosialisasi caleg Jaki-lald, guna 

mengangkat tingkat popularitas caleg perempuan sehingga mampu mengungguli 

tingkat popularitas caleg laki-laki. Tanpa upaya tersebut, maka suarn yang 

diperoleh perempuan dapat dipastikan kalah dihanding suara yang dipero!eh caleg 

laki-laki. Jadi, apa yang dilakukan PA itu semacam membiarkan perempuan 

berkompetisi secara bebas tanpa melakukan affirmative action dan penguatan bagi 

ca!eg perempuan. Walhasil, ketika suara jatuh pada partai lalu didistribusikan 

kepada pengumpul suara terbanyak dari internal partai. rnaka tidak seorang caleg 

perempuan yang terpHih menjadi anggota legislatif. 

Hal yang Jebjh mengecewakan ditcrima RM dari partainya PDA. Dengan panjang 

Iebar dan penuh emosi ia mengisahkan rasa tersinggungnya oleb perkataan ketua 

partai terhadap dirinya. Kejadian itu dialaminya pada masa kampanye. Sebagai 

caleg dari partai yang menyuarnkan pemberiakuan syariat Islam. daJam beberapa 

forum politik ia dituntut uotuk berbicara tentang visi dan misi partai terkait isu 

yang bukan menjadi bidang keahliannya. Sebagai kader partai~ ia berharap 

mendapatkan masukan-masukan dari ketua partai mengenai apa yang seharusnya 

ia kemukakan kepada publik, karena ia lidak mungkin menjelaskan kebijakan 

partai dalam rnenangani suatu masalah menurut pendapatnya pribadi. Tetapi di 

sini ia justeru menerirna jawaban yang tidak menyenangkan dan dianggap tidak 

qualified oleh ketua partainya. "Makanya susah kalau ibu-iou yang di partai PDA 

ini SDM nya kurang." tutur RM menirukan jawaban sang ketua partal. 

Dalam bal sosialisasi partai, partai S!RA tidak sama seperti partai PA yang 

mengambil strategi kampanye atas nama partai. Partai SIRA sepertl yang 

ditulurkan MN tidak memberikan bantuan finansial kepada caleg perempuan 

kecuaU sebatas atribut kampanye seperti stiker, bendera, baliho dan lain~lain, 

karena memang dana partai sangat terbatas. Partai SIRA. lebih mendorong setiap 

caleg untuk berkampanye atas nama prlbadi, sehingga intensitas kampanye yang 

dilakukan setiap caleg itu sesuai dengan kemampuan masing·masing, Padahal 
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sesungguhnya salah satu dari lima hambatan pokok yang membatasi partisipasi 

perempuan ada1ah lemahnya dukungan dana. 

Dan menurut ES, dukungan yang diberikan part.ai SIRA kepada caleg perempuan 

lebih bersifat moril. Dukungan rnoril partai dimulai dari penempatan caleg-caleg 

perempuan secara merata sehingga masing-masing caleg tidak berebut wilayah 

satu sama lain. Seandainya dalam satu dapil terdapat dua caleg perempuan, maka 

keduanya barns dari wilayah dan basis rnassa yang berbeda, meskipun terkadang 

seorang caleg perernpuan masuk ke wilayah caJeg perempuan lain untuk 

memastikan apakah ada pemilihnya di wilayah tersebut. ''Salah satu inisiatif partai 

adalah menempatkan orang pada basis massanya," ujamya (Wawancara ES, 12 

Mei 2009) 

Selanjutnya, partai SIRA membangun komunikasi yang sangat baik antar caleg­

calegnya. sehingga sebagian dapat memberikan dukungan kepada sebagian yang 

lain. Ini terjad~ misalnya, pada kampanye tingkat DPRK. Ketika seorang caleg 

tingkat DPRK berkampanye, maka ia ikut mempromosikan ca!eg tingkat DPRA. 

Begitu juga sebaliknya. SeJain itu, partai SlRA melalui departemen perempuan 

memberikan dukungan yang kuat kepada caleg perempuan ketika-misalnya­

mengalami gesekan dengan caleg fainnya. Kasus ini pemah dialarni salah seorang 

caleg perempuan SIRA. Selarna kampanye ia bergerak aktif dan bersosialisasi 

secara intens hingga ada seorang caleg laki-laki dad partai yang sama merasa 

tersaingi dan terancam posisinya. Menyikapi hai itu. caleg laki-laki tersebut 

melakukan tindakan yang tidak sportlf. yaitu melakukan pembusukan terbadap 

caleg perempuan tersebut. Nab, ketika masalah ini diadukan kepada DPW lalu 

diteruskan kepada DPP, maka DPP melalui departemen perempuan memberikan 

dukungan moril tcrhadap caleg perempuan tersebut. 

Kepuasan juga dirasakan SW atas dukungan PRA dalam berkampanye. Ia merasa 

sangat terbantu oleh organisasi yang berjaJan baik dalam internal partai. Ia 

menyontohkan, di daerah Aceh Tengah ia memperoleh suara yang cukup banyak 

karena ada struktur partai di sana yang mendukung dan mengampanyekannya. 

"Jadi, tidak ada yang bekerja sendiri, ya, dan itu yang sebena.rnya ideal dalam 
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berpartai. Karena ini kan partai, satu tubuh, kaJau kita mau bekerja sendiri-sendiri, 

maka itu bukan berpartai) gitu kan?j1 ujamya. 

Sementara PBA menunjukkan dukungannya terhadap caleg perempuan dengan 

menempatkan seluruh caleg perempuan di nomor urut atas. meskipun upaya 

dukungan lni menjadi mentah setelah dikeiuarkannya atuurn ~mara terbanya.lc 

Setain itu, PBAjuga memberika.n dukungan materiil yang cukup besar bagi caleg. 

terutama dalam bentuk atribut-atribut kampanye. 

Ada hal yang menarik di sini bahwa dukungan yang diberikao partai terbadap 

caleg perempuan tidak berbanding lurus dengan suara yang mereka peroieh. Di 

satu sisi caleg perempuan dari PA yang tidak mendapar:kan dukungan dari 

partainya itu memperoleh suara yang cukup signifikan,. sedangkan caleg 

perempuan dari SIRA, PRA dan PBA yang mendapatkan dukungan besar dari 

partainya memperoleh suara yang lebih k:ecil. Hal ini membuktikan adanya faktor~ 

faktor negatif di luar dukungan partai yang lebih determinan terhadap perolehan 

suara caleg perempuan, Y aitu adanya kecurangan yang terstruktur semisal 

intimidasi, money politic, manipulasi suara yang dilakukan oleh sekelompok 

oknum yang seolah mendapat 'restu' dari pemerintah dan aparat. 

MN merobeberkan bentuk~bentuk kecwangan yang terjadi pada dirinya dan 

partainya sebagai berlkut. 

Ya, kalau pemllunya jurdil saya yakin menang. Kalau diberikan 
kesempatan aja tidak ada money politic, tidak ada intimidasi, atau 
salah satunya dikurangi. Ok,. ada intimldasi tapt tidak ada politik uang. 
'dapat' (loins), Atau ada politik uang, tapi tidak ada intimidasi, dapat 
Kan kemarin semua meneiepon, ada yang parang di sinL Parang. oieh 
partai tertentu, parang di taruh di sini, oleh ketua PPK-nya, tidak boleh 
ada yang memUih SIRA. Termasuk dia sendiri harus memilih orang 
lain. Karena kalau di desa itu ketahuan ada yang memilih SIRA, dia 
akan diancam lah, akan dihilangkan nyawa lah, akan dihabisi lah, 
macam-macam. (Wawancara MN, 16 Mei 2009) 

ES secara spesifik ikut mempertegas keberadaan faktor-faktor negatif tersebut. 

Mereka merasa optimis dengan jaringan yang telah dibangunnya" Selama ini 

mereka telah meJakukan pendekatan~pendekatan intensif kepada konstituen 

dengan melakukan berbagai kegiatan sosial, pelatihan dan lain sebagainya. Selain 
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itu, rnereka juga mendapatkan dukungan ymtg besar dad partainya. Jadi, mereka 

merasa telab melakukan ha!~hai yang cukup untuk membuatnya meraup suara 

yang signifikan, tetapi semua itu seperti yang mereka tuturkan menghasilkan suara 

yang signifikan. 

4.5.3. Kecurangan di Masa Kampanye dan Pemilu 

Situao;i sosiat politik di Aceh pasca MoU secara perlahan menunjukkan kestabilan 

dan ketenangan. Namun proses perdamaian yang belum sepenuhnya membuahkan 

hasH itu kembali terusik dengan beberapa kejadian politik penting seperti Pemilu 

legislatif dan presiden yang terjadi dari bulan Maret hingga Juni 2009. Pusat Studi 

Perdamaian dan Resolusi Konflik Unsyiah dalam Laporan Pemantauan 

Perdamaian Aceh periode 1 Maret-30 Juni melaporkan ada 73 kasus kekerasan 

yang herkaitan dengan pemHu, termasuk 32 insiden pembakarnn dan pelemparan 

granat serta enam upaya pembunuhan yang mengakibatkan 1ima orang tewas. 

Menurut laporan tim pemantau perdamaian Unsyiah, sebagian besar serangan 

kekernsan berat, yaitu 27 kasus ditujukan kepada Partai Aceh. 

Selain insiden~insiden di atas, berbagai bentuk dugaan intirnidasi lainnya seperti 

pemukulan terhadap pendukung partai dan ancaman dan kampanye yang 

menjelek·jelekkan partai lainnya, juga memberi tekanan terhadap pihak yang 

mengadakan kampanye dan terhadap para pemilih. Pemukulan dan ancarnan ini 

lebih sering dialami oleh pihak partai lokal lainnya dan partai nasional. PA 

dituding bertanggungjawab untuk sebagian besar kasus di mana sasarannya partai 

lain. Temuan rlset di ia.pa.ngan menunjukkan babwa pada wilayah basis kek:uatan 

GAM pada masa konflik di Pantai Timur, hampir semua partai lokal atau nasional 

kecuali PA dan PD tidak bisa melakukan kampanye sebagai akihat adanya 

tekanarHekttmm. atau memilih tidak mengadakan kampanye untuk menghindari 

kesulitan yang mungkin timbu1. Para pendukung PA menggunakan berbagai cara 

untuk mencegah pesaingnya menjangkau pemilih dan masyarakat sehingga acara 

kampanye terbuka tidak bisa dihadiri. Upaya tersebut bisa herupa memblokir jalan 
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yang menuju ke arah kota. Pada bulan Maret, terdapat empat kasus pemukulan 

kader partai lain oleh pendukung PA di Pidie. Aceh Utara dan Lhokseumawe. 

Para saksi partai yang bertugas untuk menghadiri TPS-TPS selama penghitungan 

suara untuk mencegah kecurangan, terl<adang mengundurkan diri dari tugMnya 

setelah terkena ancaman. 

Politik dalam teori konvensional dipandang sebagai aktivitas maskulin yang 

maknanya sering dipahami sebatas pada cara-cara merebut kekuasaan dengan cam 

keras, culas. kotor, manipulatift dan agresif. Dan seperti itulah gambaran yang 

saya terirna dart para informan, persis seperti yang tergambar dalam laporan Pusat 

Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik Unsyiah di atas. Tentu saja ma.k.sudnya 

bukan keseluruhan praktik di lapangan itu demikian, tetapi cara-cara tersebut 

cukup mewamai perpolitikan di Aceh. Ini merupakan kondisi yang tidak ramah 

bagi politisi perempuan. Akibatnya perempuan dengan karakter khasnya suJit 

berkembang di ranah ini. lni persis seperti yang didefmisikan Dorothi bahwa 

dunia politik merupakan dunia yang baru bagi perempuan, sehingga sulit bagi 

mereka untuk berhasii dihandingkan dengan laki-1aki. Ketik:a perempuan terjun ke 

ranah politik:; ia harus terus berusaha untuk membuktikan bahwa mereka pantas 

dan bisa diandalkan. Bahkan politisi perempuan akan selalu dinilai dengan kriteria 

yang berbeda dan sering kali kriteria tersebut lebih ketat daripada kriteria yang 

dikenakan kepada lo.ld-lakf. Dengan demlkian bagi perempuan tidak ada ja1an 

bebas hambatan untuk menjadi politisi dan pemimpin yang bcrbasil, apalagi 

sehagai pemimpin politik. (68). 

Tetapi di sisi Jain, para politisi perempuan masih sangat kental dengan karakter 

"mengalah". Tidak tercatat adanya sa.tu upaya untuk memperjuangkan hak-hak 

pribadtnya. Padahal jika diupayakan, maka tidak mustahil membuahkan basil 

yang positif, meskipun kemungkinannya tidak besar. T etapi setidaknya hal itu 

telah menunjukkan bahwa para politisi perempuan memiliki kesadaran yang baik 

tentang hak-haknya. Semua itu dapat kita lihat dengan jelas dari hasH wawancara 

dengan mereka. 

RS menilai pemilu kali ini adalah yang terburuk. Sebuah pengalaman tragis 

menjadi catatan tersendiri baginya. RS bersama dua rekannya mengikuti 
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rekapitulasi di kantor DPR dengan membawa data yang menunjukkan 3000 

perolehan suara. Tetapi data tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum di papan 

rekapituiasL Melihat hal itu, maka ia pun bertanya dan memprotes. Tetapi 

pertanyaan dan protesnya itu ditanggapi dengan tidak ramah. Seorang laki-Iaki 

naik meja sambil marah-rnarah. Hal ini tentu saja membuatnya ciut nyali. 

''Sudahlah saya pasrah, saya tidak bemiat untuk menjadi anggota dewan 

sekarang," katanya. 

Berbicara tentang basil pemilu kemarin benar-benar membuat MN sedih dan 

kecewa. Seperti yang diruturkannya, perjuangannya selama ini karena didasari 

kepeduliannya terhadap kondisi tempat ke!ahirannya. "Saya tahu Aceh Selatan itu 

seperti apa. Tidak ada yang bergeser dari saya kecil sampai saya pulang sudah 

punya anak empat." ujarnya. Kepedutiannya itu bukan retorlka semata, tetapi telah 

dibukti-nyatakan. Dengan jaringannya yang cukup kuat sebagai LSM, ia telah 

banyak memberikan pelayanan bagi masyarakat. Tentu saja hal itu membulatkan 

kepercayaan dari masyarakat. 

Dengan mengantongi kepercayaan masyarakat seperti itu, MN cuma 

mernbutuhkan persaingan yang bersih, Bukannya. tidak ada ada. kesempatan untuk 

bermain curang. Tawaran back up dari beberapa pengusaha ditolaknya. Namun 

rupanya kampanye yang dHakoninya dihadapkan pada persaingan yang tidak 

sehat. Sarat dengan intimidasi dan money politic. Padahal. selama kampanye MN 

sudah mewanti-wanti masyarakat agar tidak bersikap pragmatis dalam memilih 

caleg. "Saya sudah bilang ke masyarakat walctu itu; bapak·bapak ibu-ibu, pilih 

saya atau tidak, saya tidak masalah ... Kalau bapak tidak pilih saya maka saya akan 

stres atau saya kehilangan pekerjaan1 itu tidak ada dalam kamus saya, 1' katanya. 

Tapi rernyata pesan yang disampaikan itu segera lenyap tak berbekas saat disodori 

beberapa lembar uang suap yang habis daiam satu atau dua hari. "Sekarang 

menyesal mereka. Tiap hari telepon: Ibu, bantu kami:} ujarnya. Ia menyesali sikap 

masyarakat yang pragmatis dan tidak mau berubah. Karena itulah MN ke depan 

ingin memberikan pembetajaran kepada masyarakat; tldak aktif selama 6 bulan 

hingga setengah tahun, supaya rnasyarakat dapat membandingkan. 
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Selain money-politic, perilaku tidak fair ini juga diperparab dengan pencurian 

suara. Dia sendiri mengalami pengurangan suara dari desa ke TPK, TPK ke 

Kabupaten. "Itu di Samadua sendiri. Itu daerah kita ya. Bayangkan kalau daerah 

orang lain! Siapa yang mau kontrol sampai ke tingkat kabupaten? Tidak ada. 

Karena saksi dibayar hanya untuk hari H saja/' jelasnya Ada semacam 

pembiaran, dan hukum tidak berjalan. 

Kondisi tersebut sedikit banyak menlmbulkan trauma politik bagi MN. Perilaku 

yang tidak fair, apalagi bagi perempuan1 itu sang at merugikan. "Karen a resistensi 

perempuan terhadap keadaan seperti itu kurang," ujamya memberi alasan. Apalagi 

semua itu diperparah dengan tindak kekerasan. Dalam pandangannya, 

keberhasilan perempuan di masa mendatang tergantuflg pada keseriusan para 

penegal< hokum, KPU dan PPK. "Saya yaldn ada banyak perempuan yang 

berhasil." katanya. 

Penjelasan MN lni diamini olell ternan separtainya, ES. Ia menengarai basil yang 

di bawah harapan itu akibat adanya intirnidasi dan money-politic, sedangkan SIRA 

menurutnya bekerja benar~benar dari hati nurani. "Datang tidak membawa apa­

apa. Paling, kalau kita kasih topl untuk masyarakat, memang seperti itulah. Kasih 

jilbab ada juga. Mosih dalam tarafwajar," paparnya. 

Intimidasl yang diceritakannya itu tidak dibidikkan kepada pam kontestan pemiru. 

melainkan kepada masyarakat pemilih. 1'Tidak bisa menyalahk.an masyarakat 

karena mereka terancam jiwanya." ungkapnya. Tetapl menurutnya ke depan hams 

ada pendidikan politik bagi masyarakat agar tidak taktit "Karena seandainya 

masyarakat buka suara kalau mereka diintirnidasi, maka fari dia." ujarnya. Begitu 

juga dengan isu moneyMpolitic. Ke depan harus ada persiapan lebih matang dan 

upaya memberikan pernahaman kepada masyarakat agar jangan termakan iming­

iming. 

SW juga sepaodangan dengan dua informan sebelumnya. Seperti yang 

diceritakannya, basis masa yang dibangunnya selama ini runtuh dengan perilaku 

tidak fair di masa kampanye. Teori basis masa dan ketokohan menjadi hancur 

dalam praktiknya. "Misalnya, kalau saya lihat di daerah saya, orang cenderung 
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memilih putra daerah. Tetapi terklldang daerah lain tidak peduli apakah putra 

daerah atau bukan. Yang penting mereka bawa apa untuk kami (pemilih)," 

ungkapnya. 

Kecurangan tak Iuput dari SM, kandtdat dad PA. Tetapit kaH ini berasal dari 

ternan separtainya, Selama proses penghitungan suara, ia menerima inforrnasi dari 

rekan~rekannya bahwa berada di peringkat 4 yang menurut perhitungan bak:a1 

lolos ke dewan. Bahkan sempat naik ke peringkat 3. Kemenangan sudah di depan 

mata. Namun belakangan justeru ia jatuh ke peringkat 7) sedangkan yang berada 

di peringkat 6 rnenyodok ke peringkat 3. Semua orang rnempertanyakan 

keganjilan ini. Masalah ini pun dibawa ke meja pimpinan parta~ tempi damailah 

yang menjadi penyelesainya. Kata sengketa sela1u jauh dari kamus perpolitika.n 

perempuan, tak terkecuali SM. Ia khawatir sengketa pemilu yangjika dihadaplnya 

akan mengorbankan diri dan keluarganya. Tidak ada jalan lain kecuan pasrah 

kepada Allah. Tetapi di sisi lairt, apa yang dilakukan SM dan kawan~kawannya di 

atas ini sebenamya lebih mencenninkan prinsip women power. Yaitu kekuasaan 

yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang icbih baik. Kekuasaan ini 

bukanlah untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri atau untuk memanipulasi orang 

lain, melainkan mengutamakan kerja sama dalam mencapai tujuannya. 

Lain halnya denga.n RM dari partai PDA. Dengan kejengkelan yang sangat ia 

menceritak:an perlakuan yang tidak menyenangkan. Sebenamya perlakuan atasan 

partainya ini sudah dibicarakan pada poin-poin sebelumnya. Nah, perlakuan 

seperti itulah yang terus berlanjut hlngga dalam rnasalah perolehan suara. 

Sepertinya lebih baik saya mengutip la.ngsung ucapannya, 

Boro-boro mau mengucapkan selamat kepada saya. Jumlah suara saya 
wa1aupun l seperti yang saya bilangl tapi kan mendukung untuk dia 
duduk. Apa saJahnya jika dia mengatakan, "Bunda, suara Bunda untuk 
sementara kita kumpul dulu, supaya ada satu kutsi yang penting blsa 
duduk" Mungkin saya rasa siapapun akan mengertl dan mengizinkan, 
Di sini saya tidak membicarakan masalah kompensasi. Jadi tidak ada. 
Tidak ada itikad bailc Sampai saya bilang sama bapaknya. karena 
yang sangat mendukung saya masuk PDA ini bapaknya anak-anak ini) 
jadi saya selalu complain ke bapak. Sudah tidak sopan, masak suara 
saya diambil tanpa ngomong-ngornong. Kalau sa.ya tidak kasih kiln 
bisa aja saya ajukan keberatan ke KIP .. .Itu hak saya. Saya panggi! 
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pers biar sernuanya tahu. Kita diam-diam, tetapi orang itu justru 
kurang ajar.'" (Wawancara RM, Sen in 18 Mei 2009) 

Hal ini akan semakin rnemundurkan politisi perempuan dad keterlibatannya 

dalam menentukan kebijakan secara demokratis di parlemen, Padahal kita 

mengetahui bahwa salah satu faktor terselenggaranya pemerintahan yang 

demokrads adalah adanya keterlibatan seluruh komponen bangsa secara luas di 

antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai 

poiitik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki 

kekuasaan efektif. pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan 

penggunaan daya paksa, sebagaimana dipaparkan Larry Diamond, Juan Linz dan 

Seymour Martin Lip set. (Subono1 1) 

Lebih jauh lagi, demokrasi semakin diperparah kemundurannya dengan sikap 

apm.is masyarakat terhadap perilaku-perilaku yang anti-demokrasi. Karena 

demokrasi tidak hanya terrnanifestasl dalam poHtik kesetaraan, tetapi juga kontrol 

dari masyarakat, sebagaimana yang dipaparkan The Democratic Audit of United 

Kingdom (Phillips, 27). 

4.5.4 Dampak Revisi Terbatas UU Pernilu Terhadap Keberhasllan Caleg 
Perempuan Menjadi Aleg 

Belum genap setahun Undang~Undang Nomor 10 Tahun 2008 ten1ilng Pemilu 

diundangkan, bahkan sebelum sempat dilaksanakan undangNundang lni sudah 

lebih dahulu direvisi Suatu fenomena yang tidak lazim terjadi bahkan dapat 

dianggap menjadi barang langka di dunia. Adapun revisi tcrbatas tersebut 

dlajukan oleh F~Partai Amanat Nasional, F-Partai Golkar, F~Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan, F-Partai Bintang Refonnasi, dan F-Bintang Pelopor 

Demokrasi yang beJjumiah 60 orang. 

Revisi yang mereka ajukan terkait dengan mebnisme penghitungan suara caleg 

meialui bilangan pembagi pemilih (BPP) yang besarnya 30 persen. Ketentuan ini 

tertuang da1nm Pasal 214 UU Pemilu 2008 yang mana urutan caleg disusun 

berdasarkan sistem proporsional terbuka terbatas dan memberi afinnasi bagi 

peningkatan keterwak.ilan perempuan, Mereka mengusulkan agar penghitungan 
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suara dilakukan atas dasar suara terbanyak. karena menurut mereka itu lebih 

demokratis. 

Menyikapi usulan revisi oleh 60 a.nggota DPR tersebut, gerakan perempuan 

bersama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menolak revisi terbatas 

UU Pemilu 2008. Keberatan gerakan percrnpuan atas revisi tersebut karena dinilai 

akan menegaskan semangat afirmasi keterwakilan perempuan 30 persen dan 

pencantuman perempuan dalam urutan zipper di mana dari tiap tiga calon ada satu 

perempuan. Di dalam UU Pemiiu 20081 tlndakan afirrnatif itu teJah dirancang 

daiam satu paket mulai dari mekanisme pencalonan perempuan minimal30 persen 

oleh parpol (Pasal 53), penempatan sekurang-kurangnya satu perempuan dari 

setiap tiga eaton (Pasal 55 Ayat 2), dan penetapan eaton terpiHh berdasarkan BPP 

30 person (Pasai214).(Kompas, Rabu, 10/9/09). 

Adapun alasan keberatan yang dikemukakan oleh gerakan perempuan atas revisi 

pasal 214 UU NO. 10 2008 adalah sebagai berikut: Pertama, usulan revisi untuk 

mengganti Pasal214 dcngan penetapan calcn terpilih berdasarkan suara terbanyak. 

atau menambah pasal untuk mengakomodasi parpol yang menginginkan 

penetapan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh calon menimbulkan 

ketidakk:onsistenan dengan tindakan atinna<;i bagi perempuan. 

Kedua, adalah inkonsistensi terhadap kesepakatan yang dkapai dalam 

pembahasan UU Pemilu. Dalam pembahasan, penentuan calon terpiHh menjadi 

materi paling alot. Sejak awal F~PAN dan pemerintah menginginkan suara 

terbanyak. sementara F-Partai Golkar dan F-PDIP menginginkau kombinasi antara 

nornor urut dan BPP. Kernudian disepakati secara aklamasi untuk menggunakan 

BPP dan nomor urut Tetapi, di antara pengusung revisi saat itu termasuk Golk:ar 

yang sejak awal mendukung BPP dan nomor urut. Ini menunjukkan 

ketidakk:onsistenan parpol atas kesepakatan yang sudah dibuat di tengah proses 

pemilu. 

Keliga, UU Pemilu tidak dirancang untuk menggunakan suara terbanyak. Apabila 

memang dimaksudkan menggunakan suara terbanyak, seharusnya UU ini 

mengatur secara demokratis mekanisme internal parpol dalrun pemili.han caleg, 
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pencalonan, dan penempatan daerah pernilihan. Masalahnya, mekanisme internal 

parpol yang tidak demokratis sejak awal hanya menguntungkan segelintir orang. 

Ditambah masih kuatnya peran pimpinan parpol dalam pencalonan, membuat 

penggunaan suara terbanyak berisiko menjadi manlpulatif. 

Dari perdebatan di atas dapat ditarik benang merahnya, bahwa titik singgung dari 

permasaiahan ini adalah mengenai sistern penetapan ca1on terpilih. 60 anggota 

DPR yang mengajukan revisi pasal214 UU pemilu rnempunyai pandangan bahwa 

penetapan calon terpilih dengan nomor urut dinilai tidak adil dan tidak 

menggambarkan aspirasi rakyat. Selain ttujuga berpotensi mengukuhkan oligarki 

pimpinan parpol sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan no:rnor 

utut calon. Sehingga menurut mereka suara terbanyak lebih demokratis dan ideal. 

Pandangan yang berbeda datang dari gerakan perempuan. Menurut Sri Budi Eko 

Wardani dalam Jurnal Perempuan 63 (55), ada dua argumentasi yang: diajukan 

mengapa gerakan perempuan menginginkan semi proporsional terbuka. Pertama, 

proporsional terbuka dan semi terbuka memiliki konsckuensi yang berbeda bagi 

keterwakilan perempuan. Daiam proporsional terbuka, penentuan caJon terpilih 

dilakukan dengan suara terbanyak. Artinya, penempatan caJon daiam daftar calon 

(nomor urut) menjadi tidak relevan. Dalarn rangka mendorong akuntabilitas wakil 

rakyat dan lembaga petv~akilan, maka piliban terbuka dengan suara terba.nyak 

adalah yang ideal. Kedua, dalam kerangka peningkatan keterwakilan perempuan, 

disadari berdasarkart k:ondisi saat ini masih sangat sulit melepas caleg perempuan 

dalam persaingan bebas. Selain itu aturan suara terbanyak dapat diterapkan secara 

fair jika aturan internal partai sudah demokratis dan terbuka dalam segala 

aspeknya. Artinya, proporsional murni tidak berada dalam ruang vak:um namun 

sangat bergantung pada mekanisme internal parpol. 

Lebih Jan jut dalam diskusi informal mengenal perempuan dan Pemilu 2009 yang 

clihadiri antara lain oleh anggota DPR, Nursyahbani Katjasungkana~ caleg dari 

PKB dan PDI-P, aktivis perernpuan seperti Lies Marcoes, Zumrotin KS, Rita 

Serena Kolibonso, dan dosen iimu politik UI, Ani Soeljipto, di Jakarta. sernakin 

terHhat bagaimana revisi itu inkoosisten dengan upaya afumatif dan berpotensi 

untuk konflik internal. 
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Menurut Nursyahbani dari Partai Kebangkitan Bangsa revisi tersebut berpotensi 

merugikan keterwakiian perempuan, Berdasarkan pengaJaman Pemilu 2004 

dengan menggunakan nomor urut jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di 

DPR saat ini meningkat. Dan ia yakin tidak akan banyak perempuan yaug terpilih 

jika hanya mengandalkan suara terbanyak. Lebih 1anjut ia berpendapat babwa 

tindakan afirmasi dengan menempatkan perempuan pada nomor urut kecil 

(zipper) dan dengan menerapkan sistem proporsional terbuka terbatas 

menyebabkan perempuan dapat terpilih menjadl anggota DPR. 

Prediksi dan kekhawatiran yang disampaikan oleb beberapa tokoh ak.tivls 

perempuan di atas temyata terbukti. Angka keterwaki1an perempuan pada pemilu 

2009 yang lalu relatif menunjukkan penurunan, 

Hal ini telah terbukti berdasarkan basil wawancara saya dengan tujuh informan 

yang mana lima di antaranya. mengungkapkan bahwa saiah satu faktor yang 

menghambat mereka untuk maju ke lembaga legislatif adalab karena sistem 

pemilu suara terbanyak yang menurut mereka telah mematikan semangat afirmasi 

yang tertuang dalam UU politik. 

SM dari Partai Aceh mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan MK yang 

rnenetapkan sistem perolehan kursi caleg betdasarkan suara terbanyak sebagai 

berikut: 

Pada awalnya banyak caleg perempuan dari partai kami yang diberikan 
kepercayaan untuk menduduki posisi nomor urut atas, saya sendid diberi 
nomor urut 2) karena rnemang untuk mengisi eh .. , memberikan peluang 
perempuan untuk maju ke politik, tapi ternyata MK membuat keputusan 
baru suara terbanyak. Itukan salah satu ganjalan untuk kita perempuan. 
begitu baru disuruh "yok maju jalan, yok belajar jalan rupanya disuruh 
larP', lam perempuan tidak siap. (Wawancara SM, 27 Mei 2009) 

Hal yang serupa juga diungkapkan rekan separtainya, DW: 

Jadi pada saat MK rnemutuskan untuk . menetapkan sistem suara 
terbanyak .. ,kita sulit untuk mendapatkan suara terbanyak dalam waktu 
instan. dalam waktu singkat, mengingat begitu banyak partai. Terus 
persaingan dan kendala-kendaia lain di lapangan. Terutama masalah kita 
perempuan, misalnya dapil yang seperti dapil kita ini kan dapil yang 
sangat rawan ya ... sangat banyak tantangan. jadi jangankan untuk kita 
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orang perernpuan~ laki~laki pun sulit menembus tantangan dan hambatan 
itu (Wawancara DW, 16 Mei 2009). 

RS dari PBA yang berada di nomor urut 1 ini pada mulanya sangat optimis untuk 

bisa Io1os. Namun posisi ini menjadi tidak banyak berarti dengan adanya 

keputusan MA: 

Saya dikasihlah nomor urut 1 untuk DPRA dari DP 1. Habis itu di 
pertengahan perjalanan MK memutuskan yang lain. yaitu berdasarkan 
s:uara terbanyak. Waktu itu saya juga sempat ke Jakarta ikut seminar di 
MK. Upaya qffirmative action untuk mendorong keterwakilan 30 persen 
perempuan di parlemen itu sudah nggak ada artinya lagi dengan 
diberlakukannya sistem suara terbanyak. Ya .. kita untuk bersajng dengan 
laki~lak:i kan susab. belum lagi dari segi keuangan kita tipis gitu Iran. 
Habis itu kita perempuan untuk terjun ke daerah~daerah itu kan kita 
nggak berani. Habis itu memang lucu saya lihat perpolitikan pada 2009 
ini, memang lain~ aneh (Wawancara RS~ 18 Mei 2008). 

Berdasarkan pendapat informan di atas saya dapat menyimpulkan bahwa sistem 

suara terbanyak teiah menjadi faktor penghambat: terbesar terhadap caleg 

perempuan yang baru terjun ke ranah poJitik dan belum memiliki basis massa 

yang kuat. Ia telah mematikan langkah perempuan untuk meningkatkan 

keterwakilannya di lembaga legislatif. Semangat affirmative action yang telah 

dirancang sedemikian rupa dikebiti secara paksa ofeb ketetapan Mahkamah 

Konstitusi yang menurut saya sangat tidak ramah terhadap perempuan. 

Meski begitu~ ada juga perempuan anggota DPR yang mendukung rev1s1 terbatas. 

"Terutama yang mendapat nomor urut besar," kata Nursyahbani yang juga Wakii 

Ketua Badan Legislatif DPR. Anggota DPR dari F-PAN, Andi Yuliani Paris, 

dalam kesempatan terpisah mengatakan. tak berarti sistem suara terbanyak akan 

mer11gikan perernpuan. 

Andi Yuliarli Paris mencontohkan dengan jumlah perempuan anggota Dewan 

Perwakilan Daerah yang mencapai sekitar 30 persen dengan ststem penetapan 

anggota memakai suara terbanyalc "Perempuan yang terpilih di DPD itu melaiuj 

pemilihan langsung dan berdasarkan s:uara terbanyak. Jadi, ada baiknya 

digabungkan s:istem penetapan calon terpilih antara yang ditetapkan UU Pemilu 

dan berdasarkan suara terbanyak," kata Andi. 
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Pendapat di atas dikuatkan dengan pamyataan RM dar! PDA yang kebetulan 

mendapat nomor urut besar. "Walaupun saya berada di nomor urut terakhir, tapi 

insyaallah kalau berdasarkan suara terbanyak say a bisa saja 'maju' yang menjadi 

pertimbangan saya agak sedikit berat adalah karena saya berada di nomor urut 

terakhir." Sedangkan MN dan ES mendukung sistem suara terbanyak karena 

mereka memiliki basis massa yang banyak, MN berkata1 ''KaJau saya merasa 

kendala bukan di suara terbanyak, karena kita punya jaringa:n, jadi suara terbanyak 

sebenamya tidak menjadi kendala, melainkan kendala di luar suara terbanyak." 

Membenarkan pendapat temannya ES berujar: 

Waktu dikasih pengumuman suara rerbanyak, kami yang dar! SIRA 
tidak goyah, karena kami metasa punya basis massa sejak referendum. 
Kafau untuk dapat suara terbanyak, caleg-caleg SIRA sudah teruji, 
pasti mereka akan terpilih. Temyata kenyataannya seperti ini. Seperti 
saya bilang tadi, kondisi dalam tanda petik itu. (Wawancara ES. 12 
Mei 2009) 

Di luar dari ituJ Ani Soetjipto berpendapat bahwa apabila memakai mekanisme 

suara terbanyak, parpol akan cenderung merekrut orang~orang yang sudah dikenal 

luas rnasyarakat seperti para seiebriti dan pelawak. Yang menjadi pertanyaan 

adalah apakah lembaga legislatif kita akan diisi oleh para pelawak? Lalu, 

bagaimana dengan para kader yang sudah bergabung dengan parpol sejak lama? 

Selanjutnya Ketua Kumisi Pemilihan Umum Abdul HafiZ Anshary 01111 Ramlan 

Surbakti dari Kemitraan berpendapat revisi terbatas itujuga tidak menjamin calon 

terpilih adaiah yang mendapat suara terbanyak dan akan menimbuikan konflik.. 

Pendapat tersebut dibenarkan oleh pengalaman yang dialami oleh RM dari PDA 

dan SM dari PA pada pemilu legislatif2009 yang lalu. 

Sebagaimana yang dituturkan RM kepada saya bahwa ia merasa sangat kecewa 

dengan kebijakan partai yang mengambil suaranya untuk diberikan kepada caleg 

nomor urut satu di dapi1nya guna memenuhi jurnlah suara untuk mendapatkan 

satu kursi di DPRA. 

Misalnya begini. waktu bcrjuang dulu, kita sama-sama. Mau uang 
pribadi kita habis, tapi diambil untuk itu, nggak mas:alah sih yang 
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penting kan partai kita di masy.,.kat ada nama. Tapi ape salahnya 
telepon say.a ... Bunda ini diizini nggak kalau suara Bunda diambiJ ke 
saya." Walau pun satu suara ito milik saya, itu maksud saya. Lagi pula 
apa yang dibilang Teungku, kalau Teungku itu kan nggak boleh 
mencuri, iya kan? Siapapun saya rasa, agama manapun melarang 
mencuri, mengambil sesuatu tanpa izin dari yang punya. Sementara 
mereka selesai pemilu lepas, malah saya bolak balik, jadi segini aja 
usaha saya itu? Saya nggak minta harus ada kompensasi suara saya, 
bukan begitu, maksud saya itikad baik, bagaimana cara seseorang 
meminta barang orang. Tni nggak, nggak ada minta izin sama sekali, 
lebih~lebJh MH inj, arogan sekali. Apa salahnya dia te1epon saya dan 
bHang, •raunda, suara Bunda untuk sementara kita kumpul dulu, 
supaya ada satu kursi yang penting bisa duduk" Mungk1n saya rasa 
siapapun akan mengerti. dan mengizinkan. Suara saya~ walaupun I 
seperti yang saya bHang, tapl kan tetap mendukung untuk dia duduk. 
Di sini saya Hdak membicarakan masalah kompensasi Jadi nggak ada 
Fitri, nggak ada itikad baik. KaJau saya nggak kasib kan bisa aja saya 
ajukan keberatan ke KIP kemudian saya bHang soara saya tinggalkan 
aja jangan di kasih ke MH. ltu bisa, hak saya, saya panggil pers, saya 
kasih tabu semua, biar semuanya tahu. Tapi kita diam dia justru 
kurang ajar. (wawancara RM, 18 Mei 2009). 

Hal juga dialami SM yang suaranya dimanipulasi oleh caleg separtainya yang 

laki-laki. 

Saya dapat 2800 suara iebih, utuhnya saya nggak ingat. karena kira dari 
awainya itu nggak ngontro1, suara itu terserah mau lari ke siapa karena 
kita memang sudah ikhlas, untuk partai aja ... Kita kan tabu bahwa 
politik itu keras, terus yang namanya sengketa pemilu itu kan kita sudah 
tahu kalau kita akan mengo.rbankan perasaan, anak, waktu dan segala 
macam, k:ita pasrah sajalah. Allah Maha Tahu, mana yang akan dipilih 
oleh pemerintah itulah yang terbaik. Makanya kita tidak pemah kontrol 
suara-suara dl TPS~TPS untuk tahu berapa perolehan suara. 
(Wawancarn SM, 27 Mei 2009). 

4.5.5 Sistem Pemilu dan lmplikasinya terhadap Keterwakilan Perempuan 

Sistem pemilu memainkan peranan penting dalam sebuah sistem poHtik. terutama 

untuk mendorong pembangunan struktur dan sekallgus budaya politik. Sistem 

pemilu bukan hanya instrumen pofitik yang paling mudah dimanipulasi, tet.api 

juga dapat membentuk sistem kepartaian dan memengaruhi spektrum representasi. 

Oleh karena itu, sistem pemilu adalah elemen paling mendasar dari demokrasi 
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perwakilan. Sebagai suatu aturan yang mengelola bagaimana pemHih 

mengekspresikan prefensi politik mereka dan penerjernahan suara dari pemilih 

menjadi kursil sistem pemilu terdiri atas berbagai dimensi yang sangat luas. Dari 

serangkaian aturan main yang rnendasari setiap sistem pemilu, kiranya penting 

memperhatikan beberapa aspek dart sistem pemilu itu sendiri. Aspek-aspek 

tersebut antara rain~ berkaita.n alokasi kursi dan penentuan 1ingkup dan besaran 

daerah pemilihan (distric magnitude) atau luas daerah pemiiihan dan jumlah kursi 

untuk setiap daernh pemiliban: apakah daemh pemilihan ditetapkan berdasarkan 

wiJayah admin!strasi {nasional atau propJnsi atau kabupaten/kota) atau berda.#)ar 

jumlah penduduk atau kombinasi keduanya; dan apakah satu kursi untuk setiap 

daernh pemilihan (single member district) atau lebih dari satu kursi untuk setiap 

daerah pemilihan. 

Aspek selanjutnya adalah masa1ab perwakilan politik meliputi penentuan calon 

terpilih, berkaitan dengan proses pemberian suara yang ak.an dilakukan oleh 

pemilih, metode pencalonan yang dipilih, dan penyusunan eaton. Metode 

penca!onan berkaitan dengan sjapa dan bagaimana pencalonan dilakukan. 

Sedangkan penyusunan daftar eaton dalam konteks penentuan calon terpiiih 

menyangkut masalah: apak.ah menurut nomor urut mendapatkan kursi (sistem 

daftar tertutup) atau nomor urut calon tidak menggambarkan nomor urut 

mendapatk:an kursi (sistem daftar caJon terbuka). 

Adapun formula penentuan eaton terpilih, adalah mengenai masalah penggunaan 

fonnula proporsional (dengan terlebih dahulu menentukan Bilangan Pembagi 

Pemilih!BPP) atau tormula pluralitas (first past the post) alias suara lebih banyak. 

tanpa harus mencapai lebih dari 50 persen, ataukah, formula mayoritas arias suara 

terbanyak yang berarti harus mencapai lebih dari darl 50 persen, 

Sistem pemilu diklasifikasi menjadi riga tipe dasar. yaitu: 

a. Sistem Pluralitas~Mayoritas 

Empat tipe sistem pluralitas-mayoritas terdiri dari dua sistem pluralitas. First Past 

the Post and the Block Vote (BV) dan dua sistem mayoritas. Sistem Dua Putaran 

(Two-Round System) dan Hak Pilih Altematif (Alternative Vote)_ 
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First Past the Post (FPTP) adalah sistern pemiHhan yang lazim digunakan di 

dunia. Dalam sistem FPTP, diperebutkan distrik tunggal anggota dan 

pemenangnya adalah kandidat dengan suara terbanyak, tetapi tidak selalu suara 

mayoritas itu absolut Negara-negara yang menggunakan slstem ini adalah 

Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan banyak. negara yang merupakan bagian 

Kerajaan Inggris. 

Block Vote (BV) rnerupakan penerapan dari FPTP dalam distrik multi-anggota 

daripada tunggal-anggota. Pemilih mempunyai banyak hak piiih> ada banyak kursi 

yang harus diis~ dan kandidat berdasarka.n jajak pendapat tertinggi mengisi posisi 

dengan mengabaikan persentase suara yang mereka raib. Sistem ini digunakan di 

beberapa negara Asia dan Timur Tengah. 

Hak Pilih Altematif (A V) adalah pemilih dapat membuat jenjang kandidat untuk 

pilihannya. dengan memberi tanda '11" untuK kandidat favoritnya. »2" untuk 

pilihan keduanya, "3;' untuk pilihan ketiganya dan seterusnya. Jika tidak ada 

kandidat yang berhasil meraih 50 persen dari pilihan pertama. hak pilih pilihan 

yang lebih rendah clitransfer sampai munculnya pemenang yang mayoritas. Sistem 

ini digunakan di Australia dan beberapa negara Pasifl.k Selatan lainnya. 

Tipe lain dari sistem mayorltas, Sistem Dua Putaran (TRS) terjadi dalam dua 

putaran, dalam satu atau dua Minggu. Putaran pertama dilakukan dengan cara 

sarna seperti pemilihan FPTP normal. Jika tidak ada kandidat yang meraih 

mayoritas absolut dalam putaran pertama, putaran kedua dari suara dilakukan 

antara kandidat-kandidat berrlasarkan jajak pendapat tertinggi dari putaran 

pertama, dan pemenang dari putaran ini dinyatakan terpilih. Sistem ini digunakan 

di Perancis, Asia Tengah dan belakangan di beberapa negara bekas jajahan 

Perancis. 

b. Sistem Semi Proporsionai 

Sistem SP adalah mereka yang sudah sifatnya mewujudkan pemberian suara 

menjadi kursi pemenang yang sedikit banyak berasal di antara proporsionalitas 

dari sistem SP dan mayoritas dari sistem pluralitas-mayoritas. Dua sistern 
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pemilihan Semi SP yang dignnakan untuk pemilihan legislatif adaluh Single Non­

Transforable Vote (SNTV) dan sisrem paralel (campuran) 

Dalam pemilihan SNTV. setiap pemilih mempunyai satu suara, tetapi ada 

beberapa kursi dalam distrik yang diisi, dan para kandidat dengan jumlah suara 

tertinggi mengisi posisi ini. Sistem ini, kini hanya digunakan di Yordania dan 

Vanuatu. Sistcm paralel digunakan baik dalam daftar proporsional maupun dtstrik 

pluralitas-mayoritas yang dijalankan bersamaan atau berdampingan (karenanya 

disebut dalam istilah paralel), Bagian dad parlemen dipilih oleh representasi 

propo:rslona~ bagian dari beberapa tipe menggunakan metode piuralitas atau 

mayoritas. 

c. Sistem Representasi Proporsional 

Penyokong rasional semua sistem Representasi Proporsional secara sadar 

mengurangi perbedaan antara pembagian partai dari hak pilih nasional dan 

peffibagfannya dari k;ursi parlemen. Pmporsionalitas sering dilihat sebagai 

keberadaan terbaik yang diraih dengan memanfaatkan da:ft:ar partal, di mana 

partai-partai politik mengajukan daftar kandidat pada pemiiihan tingkat nasional 

atau regional, dan di mana ada banyak anggota dipilih dari setiap distrik dengan 

demikian kemungkinan representasi minoritas sangat keciL Daftar dapat "terbuka" 

atau "tertutup", tergantung pada apakah pemilih dapat menetapkan kandidat 

favoritnya dengan dallar partai yang ada (daftar '~erbuka"), atau apakah mereka 

hanya dapat memilih untuk suatu partai tanpa mempengaruhi kandidat partai yang 

dipilih (daflar "tertutup'1. 

Sistem daftar proporsional adalah tipe paling umum dad sistem pemilihan 

Representasi Proporsional. Banya.k bentuk dari daftar proporsional 

diselenggarakan secara luas. distrik multi~anggota yang memaksimalkan 

proporsionaiitas, Daftar proporsional memer1ukan setiap partai untuk 

menghadirkan suatu daftar kandidat untuk dipilih. Hak pilih pemiHh untuk suatu 

partai lebih balk daripada satu kandidat; dan parta!-partai menerima kurs.i dalarn 

proporsi untuk keseluruhan pembagiannya dari hak pilih nasional. Kandidat 

pemenang berasal dari daftar itu untuk posisi terhonnatnya. Sistem ini secara Iuas 

digunakan di benua Eropa. Amerika Latin dan Afrika Selatan. 
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Sistem Proporsional Anggota Campuran (MMP), yang digunakan di Jerman, 

Seiandia Barn, Bolivia, ltalia, Meksiko, Venuzuela dan Hungaria, berupaya untuk 

mengomblnasika.n atribut-atribut positif baik sistem mayoritas maupun sistem 

pemilihan proporsional. Suatu proporsi parlemen dipilih dengan menggunakan 

rnetode pluralitas~mayoritas, biasanya dari distrik tunggal-anggota, sementara 

selebihnya dibentuk oleh daftar representas[ propors.ional, dalam kursi 

representasi proporsional dtgunakan untuk mengompensasi berbagai 

ketidaksepadanan yang dihasilkan oleh kursi distrik. 

Single Tranferable Vote menggunakan distrik multi-anggota, dalarn hal ini. 

pemilih melakukan penjenjangan kandidat peda kartu pemungutan suara (ballot 

paper) dengan cara yang sama, seporti Hak Pilih Altematif. Setelah total jumlah 

suara piHhan-pertama dijumlah, hitungan seianjutnya mulai dengan mematok 

nkuota" suara yang diperoleh untuk pemiiihan kandidat tunggal. Kandidat­

kandidat yang mempunyai lebih banyak pilihan daripada kuota yang dipilih. Jika 

tak seomngpun meraih kuota itu, kandidat dengan jumlah terendah dari pilihan 

pertama dihapuskan, dengan pilihan keduanya dilah.--ukan pernbagian kembali 

kepada kandidat yang masih tingga.l dalam kompetisi tersebut. Pada saat yang 

sama, kelebihan suara dari kandidat terpilih (yaitu suara di atas kuota) dibagi 

kembali sesuai dengan pilihan kedua pada ballot sarnpai semua kursi untuk 

konstituante terisi. 

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Pippa Norris dalam penelitiannya tentang 

keterwakilan perempuan dalam sistem pemtlu~ menunjukkan bahwa tingkat 

keterwakilan perempuan relatif lebih baik, jika menggunakan sistem Representasi 

Proporsional. 

4.4. Proporsi Perempuan dalam MajeHs Rendah Parlemen 

Piuralitas!Mayori:tas 10,8% 

Carnpuran dan Semi Proporsional 15,1% 

Representasi Proporsional 19,8% 
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Dari tabel di atas, jelas terlihat bahwa sistem PluralitasilviayOritas mengurangi 

keterwakilan perempuan, sementara sistem campuran memberikan kesempatan 

yang lebih baik bagi keterwakilan perempuan. Pada Sistem Representasi 

Proporsional perempuan hampir dua kali Iebih mungkin terpilih dibandingkan dua 

sistern lainnya, Namun Norris menggarisbawahi. bahwa tidak semua negara yang 

menggunakan slstem pemilu Representasi Proporsional mempunyai tingkat 

keterwakilan perempuan yang relatif tinggi. Sebagai contoh. ada tingkat yang 

sangat rendah di Turk! (4,2%), Brazil (5,7%), Indonesia (8,0%) dan Yunani 

05,?0/o). Di sisl Jain ada sejumlah kecil negara yang menggunakan sistern 

PJuraiitas-Mayoritas mern!liki tingka.t keterwakilan perempuan yang relatiftinggi, 

seperti yang terjadi di Australia (23,0%), Kanada (20,6%) dan lnggris (18,2%). 

Sistem pemiJihan Representasi Proporsional memberikan peningkatan 

representasi perempuan, karena mengakomodasi kepentingan kelompok dan 

pluralisme di dalam masyarakat. Dengan sistem ini partai berkepentingan untuk 

menyusun kandidat untuk kepentingan berbagai kelompok yang berbeda dan 

sektor masyara.kat yang beragam yang mungkin membantu menarik pemilih untuk 

partainya. Menurut Soetjipto (127-8). sistem Representasi Proporsional dengan 

daftar terbuka membawa kemungkinan yang lebih besar untuk perempuan supaya 

bisa terpilih, Fixed Quota bisa diterapkan dalam penyusunan daftar yang 

dicantumkan dalam UU pemilu. Sebagai contoh. aturan UU pemilu dapat 

menyebutk.an bahwa parlai harus menempatkan kandidat perempuan setidaknya 

50 persen dari daftar yang akan diajukan. Kandidat perempuan harus diletakkan 

dalam urutan berselang-seiing yang memungkinkan perempuan terpilih menjadi 

kandidat terpilih. Sistem ini pemah diterapkan di ltalia tahun 1993 dan hasilnya 

cukup menakjubkan. Contoh lainnya adalah Argentina. 

Falctor signifikan lain yang mendukung pemilihan perempuan dalam sistem 

pemiiu Representasi Proporsional adalah babwa sistem Representasi Proporsional 

mendukung kompetisi muUi partai. Dalam sistem Pluralitas/Mayoritas, partai­

partai politik hanya memiliki k;esempatan satu kali untuk memenangkan 

perwakilan, yakni jika mereka mengumpulkan suara dari proporsi para pemilih 

dalam jumlah yang sangat signifikan. Dengan demikian, dalam sistem ini partai 
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perwakilan, yakni jika mereka mengumpulkan suara dari proporsi para pemilib 

dalam jumlah yang sangat signiflkan. Dengan demikian, dalam sistem ini partai 

poJitik biasanya berk.oalisi ke dalam jumlah partai nasional utama yang sangat 

sedikit, dan sering kati beberapa pa.rtai kecil rnengembangkan kubu daerah. 

Semakin sedikit partal, semakin sediklt keragaman pandangan yang terwakili 

da.larn arena politik, semakin sedikit jumlah calon dan semakin sedikit kandidat 

perempuan. 

Sistem pemiJu yang bagaimanakah yang dapat mendukung tindakan afinnatif di 

Indonesia? Untuk menciptakan sistem pemilu yang mengakomodasi tindakan 

afinnasi bagi perempuan, gerakan perempuan telah merancang strategi afirmasi 

dari hulu ke hilir yang mencakup perubahan di internal partai politik dalam 

rnengakomodasi struktur kepengurusan yang meHbatkan sekurang~kurangnya 30 

persen petempuan dan menjadikan hal ini sebagai persyaratan partai politik untuk 

menjadi peserta pemilu. Ini merupakan strategi di hulu yaitu partai poiitik. 

Kemudian masuk pada undang-undang pemilu di mana kebijakan afirmatif 

bersifat memberi peluang keterpilihan pada calon perempuan yaitu dengan 

pencalonan minimal 30 persen dan penernpatan yang diatur selang-seling (dikenal 

dengan istilah zipper). Tujuannya agar perempuan yang dicalonkan sebanyak 30 

persen febih diutarnakan untuk ditempatkan pada urutan atas sehingga jika 

dikombinasikan deogan sistem pemilu proporsional setengah terbuka rnaka 

peluang keterpilihan menjadi lebih besar. 

Strategi gerakan perempuan penerapan sistem afinnatif dalam sistern pemilu 

dihadapkan pada keinginan sebagian pendukung demokrasi yang mendorong 

akuntabilitas wal<il rakyat dengan berbasis pada suara terbenyak dan secara 

perlahan mengbilangkan oligarki (pimpinan) partai. Pada Tabun 2004 sistem 

pemilu yang d!gunakan adatah Proporsional terbuka, di mana caleg harus 

mencapai BPP t 00 persen yang di kombinasi dengan nomor urut. Sistem ini 

dianggap tidak adil oleh kelompok pendukung suara terbanyak karena tidak 

menggambarkan keinginan rakyat sebagai pemiJlh. Sementara kebijakan afinnatif 

yang diperjuangkan oleh perempuan mendorong sistem semi terbuka dengan 

masih memperkenankan nomor urut. Disinilah !etak titik singgung yang akhirnya 
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memecahkan kesatuan gerak dalam gerakan pro dernokrasi dalam proses 

pembahasan RUU politik. Bahkan ironisnya ketika UU te1ah disahkan, kelompok 

yang mendukung !mara terbanyak kembali mengajukan keberatannya ke MK. 

4.6 Analisis dan Slmpulan 

Secara umum basil pemilu 2009 belum menunjukkan peningkatan yang signiflkan 

dalam jumlah perempuan di lembaga Legislatif, baik di tingkat nasional maupun 

di tingkat lokal. Di tingkat Nasional perempuan menempati 101 kursi (18,04%) 

dari 560 kursi yang tersedia. Meningkat 7,04 persen dari pemilu sebeiumnya yaitu 

63 kursi (11,5%) dari 550 kursi yang tersedia. Sementara untuk tingkat Dewan 

Perwakilan Rak:yat Aceh di tahun 2009, dari 69 jumiah kursi yang tersedial 

perempuan hanya bertambah satu kursi. Pada tahun 2004 perempuan rneraih 3 

kursi (4,35%) dan tahun 2009 menjadi 4 kursi (5,8%). Hanya mennnjukkan 

peningkatan 1,45 persen. Namun jika dilihat dari peiuang politik yang telah 

terbuka Iebar~ peningkatan ini tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah kernajuan, 

Asumsi ini didasari oleh beberapa fakta, penama ditinjau dari perundang~ 

undangan po!itik yang ada baik di tingkat nasional maupun lokal, secara umum 

telah menunjukkan tindakan afirmasi bagi pcrempuan, baik di dalam parpol 

maupun pemilu. Namun temyata hal ini tidak cukup signifl.kan meningkatkan 

jumlah perempuan untuk berpartisipasi di politik. Kedua, kehadiran partai lokal di 

tengah masyarakat Aceh yang diharapkan dapat memperlebar peluang masuknya 

perempuan ke dalam dunia politik temyata. masih jauh dari harapan. Hal ini 

terlfhat tfdak satu pun perempuan dari parlok khususnya PA sebagai pernenang 

Pemilu 2009 yang menduduki kursi DPRA. 

Padahal perolehan suara di tingkat DPRA diungguli oleh PA, jauh meninggalkan 

partai-partai lain, baik partai nasional maupun lokal. PA memperoleh suara 

sebanyak 839.014 dari total 1.773.195 suara sah. Kemudian diikuti oleh Par1ai 

Demokrat dengan perolehan suarn sehanyak 207.676, Partai Golkar sebanyak 

95.672 suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 69.613 suara, dan yang 

terakhir diperoleh oleh Partai Amana! Nasional (PAN) denganjumlah perolehan 

suara sebanyak 65.708 (KIP Aceh). 
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Dari total perolehan suara tersebu~ PA mendapatkan 33 kursi dan 69 jwnlah 

kursi yang tersedia di DPRA, atau sekitar 47,8%. Disusul Partai Demokrat 10 

kursi (14,5%), Golkar 8 kursi (11,6%), PAN 5 kursi (7,24%), PKS 4 kursi (5,8%), 

clisusul PPP 3 kursi (4,34%). Lima kursi la.gi ditempati oleh masing~masing satu 

kursi oleh caleg dari PKB, PBB, PDIP, Patriot dan PDA. Dari 69 kursi DPRA, 

perempuan hanya mendapat empat kursi, tiga dari partai Golkat dan I dari PAN. 

Tidak satu kursipun diduduki oleh perempuan dai partai lokal, PA sebagai peraih 

!!mara terbanyak yang hampir ruenguasai separo DPRA. tidak cukup berbesar hati 

memberikan satu kursi untuk perempuan, Berikut tabel keterwakiian perempuan 

dalamDPRA. 

4.5 Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pemilu 2009 

NO. 

l 

2 

3 

4 

NO. 
PARTA1 POLlTlK. LK PR IUMLAH 

URUT 

8 PKS 4 , 4 

9 PAN 4 l 5 

13 PKB l , l 

23 GOLKAR 5 3 8 

24 ppp 3 , 3 

27 PBB l , l 
-···· 

28 PDIP l , I 

30 Partai Patriot l , I 

31 PO 10 , 10 

36 Pertai DaulatAeeh• l , I 

39 Part.ai Aceh* 33 , 33 

JUMLAH 65(94,2%} 4{5,8%) •• 
Sumbcr: Scrambi Indonesia dan telah diolah kemb<t!i oleb peneliti 
(• partai politik lokal Acch) 

4.6 Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) 
Provinsi NAD PemHu 2009 

--~-.. 
K..-"'.BIKOTA LK 

~ 
PART AI IUMLA 

H 

Nag.an Raya 22 PKPI, GOLKAR, PA + 25 

Pidiejaya 22 3PA• 25 

Subulussslam 16 4 20 Golkar, PKPI, Hanura, 20 
PKPB 

BandaAceh 29 I 3_.~ Partai Dernnkr.J.t 30 
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s Sabans IS 2 10 Golkll.r,PAN 

6 Aceh Besar 34 I 2,9 Golkar 

7 Pidie 44 I 2,22 Golkar 

8 Bireun 32 2 5,9 PAN,PPP 

9 Aceh Tengah 28 2 6,7 PADA, Golk.ar 
-----·-

10 Bener Meriah 24 I 4 PKPI 

II Aceh Ula.ra 44 I 2,2 PD 
12 Lhokseumawe 22 3 12 PPP, 2PD 

~~ 

13 Aceh Timur 33 2 5,7 PD 
14 Langsa 21 4 16 Gerindm, Golkar, PPP. 

15 Aceh Tsrni110g 26 4 13,3 

16 OayoLues 18 2 10 

11 Aceh Tenggara 23 2 8 

18 Aceh Jaya 20 ~ 0 

19 AcebBarat 29 I 3,33 

20 Aceh B. daya 25 . 0 

21 Aceh Se!alan 30 . 0 

22 Acch SingkiJ 21 4 16 

23 Simeo!ue 18 2 10 
JUMLAH rot 43 6,68 

Data dari berbagai sumber, dl>Olah kembali o!eh peneliti 
*)A!cg perempuan dari partai lokal; 7 dari PA dan 1 PBA 

PDIP 
2PA"',PPP,PBN' 

PKS, Golkar 

Gerindra, Golkar 
~ 

PA' 
~ 

~ 

PKPI,PPI, 2 Golkar 

184 

20 

35 

45 

30 

25 
45 

25 

35 

25 

30 
20 

25 

20 

30 
25 

30 
25 

20 

644 

Untuk lebih jeJas melihat perbandingannya, berikut tabel jumlah keterwakilan 

perernpuan dari partai lokal sebagai caleg dan yang terpilih menjadi aleg tingkat 

DPRK. 

4. 7 Caleg dan Aleg Parlok Tingkat DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten/Kota) Aceh 

------~·· 

Partai Caleg A leg 
LK PR JUM LK PR JUM 

PAAS 185 71 256 ~ ~ ~ 

PDA 250 64 314 t3 . l3 

SIRA 304 82 386 7 . 7 

~RA 218 18 2% 2 ~ 2 

PA 573 124 697 226 7 233 

PBA 202 82 284 3 I 4 

1732 St)I 2233 251 8 259 
(%,9°/o) (3,1%) 

L~~ 
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Data; dari berba,gal sumber, diolab kemb<tli oleh penellli 

Dari tabel di atas, angka peroJehan kursi DPRK Iagi-lagi didominasi o!eh PA 

yaitu 233 kursi (36,2%) dari 644 jumlah kursi yang tersedia di 23 Kabupaten!Kota 

di Aceh. Disusul oleh PDA 13 kursi, SIRA 7 kursi, PBA 4 kursi dan PRA 2 kursL 

Dari total 259 kursi DPRK yang diraih oleh partai lokal, perempuan hanya 

mendapat 8 kursL Tujuh dari PA dan satu dari PBA. 

Minimnya keterwaldlan perempuan di DPRK, bahkan tidak adanya perempuan 

dari PA yang mendapat kursi di DPRA, disebabkan oleh heherapa aspek. Pertama, 

sistem politis yang dibangun PA masih sangat maskulin dan seksis, hal ini terlihat 

dari platfonn dan AD/ART yang belum mengintroduksikan kebijakan 30 persen 

perempuan, mekanisme rekrutmen yang tertutup dan patronase, peran dan posisi 

perempuan dalam partai. Kedua, mekanisme penempatan dapil dan nomor urut 

tidak demokratis, terbuka dan terukur, dan semakin diperburuk dengan tidak 

dilibatkannya perempuan dalam memutuskan dapil dan nomor urut. Perempuan 

dipaksa untuk menerima apapun keputusan petinggi partai, tanpa boJeh 

mengajukan keberatan atau gugatan. Akibatnya banyak caleg perempuan yang 

ditempatkan di dapi! yang bukan dari daerah tempat fa berasal dan rnemlliki basis 

massa. Kondisi ini semakin diperparah dengan penominasian sebagian besar caleg 

perempuan di nomor urut bawah (Iihat tabel 3.12). Ketiga, pada masa kampanye 

PA mengarabkan seluruh caleg untuk mengampanyekan partai bukan kampanye 

pribadi, akibatnya perempuan yang umumnya kurang populer dibandingkan caleg 

hiki~laki semakin tersisih dari piiihan konstituen. Terlebib lagi caleg perempuan 

sangat jarang tampil di podium kampanye sebagai juru karnpanye partai apalagi 

menjelaskan visi dan misinya. 

Keempat. caleg perempuan kurang rnendapatk:an pendampingan dari gerakan 

perempuan pada masa setelah pemilu> khususnya untuk mengawal dan mengawasi 

jumlah suarn caleg perempuan. akibatnya sebagaimana yang diaJami oleh SM dari 

PA dan RS dari PBA merek:a mengaiami pencurian suara. Kecurangan yang 

rnereka alami tidak dapat dituntut karena mereka tidak mempunyai bukti sah 

jumlah suara dari TPS dan TPK. Akhirnya merek:a menjadi korban pertarungan 

ala maskulin yang sarat kecurangan dan rnanipulatif. Kelima, adalah sistem 

pemilu dengan suara terba.nyak juga ikut andil dalam merintangi keterpiJihan 
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petempuan. Hal ini ditegaskan oleh beberapa pengurus perempuan PA yang juga 

'nyalet pada pemilu 2009 yang lalu. Menurut OW dan SM sebagaimana yang 

telah disebutkan sebelumnya, sebetum ada k:eputusan MK tentang suara 

terbanyak, partai telah menempatkan perempuan di nomor urut atas, sesuai 

dengan sistem zipper. Oleh karena itu. menurut mereka jika penentuan caJon 

terpilih dilakukan dengan sistem nomor urut mereka yakin akan lebih banyak 

caleg perempuan yang akan lotos. Menganalisis apa yang diutarakan DW dan SM. 

berikut saya tampilkan prediksi jumlah kursi yang akan diperoleh caleg 

perempuan dari PAjika pengftitungah berdasarkan nomor urut dan sistem zipper. 

4.8. Prediksi Perolehan Kursi Caleg Perempuan Partai Aceh Tingk.at DPRA 

Caleg Aleg No. Urut Perolehao Perolehan 
D Ca1eg kutsi pr kursi pr 
p LAKI- PR PR Perempua dlmslsb:m dlmsl.stem 

LAKI 

16 dllfi 8: 
• No. nrut vpper 

I 8 3 - 5,7.& - 1 
!--;" 9 l - 2 l 2 

J 7 3 3 dari 8"' - 2,6,9 I I 

4 8 2 5 dari IO* - 8,9 . l 

5 10 2 1 dari to• - 6,8 1 2 

6 10 2 5 dari 10* - II, 12 - l 
7 5 3 1 dari 7* - 2,7,8 - -
8 7 l 3 dari 7* - 5 - l 

64 17 Jl • 3 9 
(79%) (21%) (47,8%) 

Dari berbagai sumber, diolah olah pcneJiti. 
*jurnlah kur.)i yang tetsedia dari liap daerah pemilihan {dapil). 

Berdasarkan tabel di atas, pendapat DW dan SM ada benamyaj kalau kita melihat 

data yang terpapar dalam tabel diatas perempuan darl PA akan mendapat tiga 

kursi; masing-masing satu kursi dati dapil 2, dapil 3 dan dapil 5, jika sistem 

penghitungan suara dilakukan dengan sistem nomor urut. Terlebih lagi jika 

diterapkan dengao zipper akan memaksa partai untuk meletakkan perempuan pada 

nomor urut atas maka perolehan kursi perempuan dari PA minimal dapat 

mencapai sembiian kursi (zipper). 

Tidak jauh berbeda dengan PA, PDA sebagai partai lokal peraih suara terbanyak 

kedua juga belum menunjukkan keseriusannya dalam mendukung terpilihnya 

<:aleg perempuan. Perempuan di partai ini masih diletakkan di nomor urut bawah 
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(lihat label 3.6 dalam Bab 3). Selain itu pengurus partai yang laki-laki masih 

sering melakukan dlskrlminasi dan pelecehan terhadap pengurus perempuan. 

Perernpuan masih dianggap subordinat dan tidak memiliki kualitas sebagaimana 

laki-laki. (lihat, hal I 59). 

Kondisi yang berbeda dialami oleh MN, ES, RS dan SW. Kegagalan empat 

infonnan ini untuk melaju ke DPRA lebih disebabkan oleh kondisi keamanan dan 

politis pasca-MoU di Aceh dan perubahan sistem pemilu dari nomor urut dan 

sistem zipper rnenjadi suara terbanyak. Kondisi politis di Aceh pada pemilu 2009 

yang Jalu menurut mereka sangat bwuk1 penuh dengan intimidasi, kekerasan, aksj 

teror dan pembunuban. Pada pelaksanaan pemilu pun masih banyak terjadi 

kecurangan, hal ini mengakibatkan capaian suara partai mereka menjadi minim 

yang berpengaruh langsung terhaclap keterpllihan rnereka menjadi aleg. Seiain itu, 

revisi terbatas UU NO. lO Tahun 2008 Pasal 214 tentang pengbitungan suara 

dengan suara berdasarkan nomor urut menjadi suara terbanyak juga Urut 

menghalangi laju politik caleg perempmm ke legislatif. 

Berdasarkan fakta yang terpapar di atas dapatlah kita menyimpulkan babwa 

mernperjuangkan keterwak.ilan perempuan di politik bukanlah pekerjaan yang 

muda.h. karena begitu banyak harnbaUtn yang harus dilalui baik yang bersifat 

institusional maupun sosiaL Oleh karena itu penerapan kebijakan afirmatif 

diperlukan strategi yang komprehensif dari hulu ke hilir. Jika strategi ini tidak 

dapat diterapkan seca.ra berkesinambungan maka sulit sekali keterwakiian 30 

persen perempuan di Jegislatifakan terwujud. 

Untuk Aceh) peningkatan partisipasi politik perempuan pada pemilu 2009 teiah 

mendapat payung hukum yang leblh baik dibandingkan pemilu sebelumnya. 

bahka.n peluang berpolitik semakin terbuka dengan hadintya partai JQkal. Akan 

tetapi dalam prakteknya hambatan paling sulit yang dihadapi perempuan adalah 

budaya maskulin yang tertanam secara mcndalam di lembaga-lembaga politik. 

Artinya, meskipun perundang~undangan politik telah mengejawantahkan tindakan 

afirmasi bagi perempuan. tidak serta merta dapat meningkatkan jumlah 

perempuan yang duduk di lembaga legislatif jika lembaga-lembaga politik seperti 
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parpol dan lembaga legislatif masih mengedepankan politik yang rnaskulin. 

Karena penmdang-undangan dan siste)U pernilu menurut Lovenduski (9l) hanya 

merupakan bagian dari proses yang tidak dapat lepas dari pengaruh pelhagai 

institusi seperti partai poJitik, majelis~majelis yang terpilih, dan berbagal macam 

kelompok penekan dan gerakan~gerakan sosial termasuk gerakan perempuan. 

fenomena ini lagi-1agi mengukuhkan bahwa partai politik memainkan peran 

kunci terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga 

politik. 

Universitas Indonesia 

Peluang Dan..., Fitriyasni, Pascasarjana UI, 2010



BABS 

PENUTUP 

Pada bab ini saya membahas kesimpulan, diskusi dan saran dari seluruh hasH 

peneiitian, Sirnpulan didasarkan atas temuan dan hasH wawancara mendatam pada 

tujuh orang responden yang mewakili lima partai fokal Aceh (PA, SIR.A, PDA, 

PBA, dan PRA). Sebagai penutup pada bab ini saya mengajukan beberapa saran 

dan rekomendasi yang ditujukan guna perbaikan kondisi para politisi perempuan 

Aceh agar dapat meningkatkan partisipasinya di daiam partai politik lokal dan 

lembaga legislatif. Sehingga keterwakilan 30 persen perempuan di partai politik 

lokal Aceh dan [embaga iegislatif dari segi jumlah maupun kualitas dapat tercapai. 

5. 1. Simp ulan 

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang dan kendala 

politisi perempuan Aceh dalam keterwakilan perempuan di part.ai politik lokai 

dan Iembaga legislatif. Berdasarkan hasil temuan sebagaimana yang telah saya 

paparkan dalam Bab tfga dan Bab 4. ada tiga bagian penjelasan dalam menjawab 

pertanyaan pada Bab I, yaitu (I) peran parlok dalam meningkatkan partisipasi 

politis perempuan di parlok dan lembaga legislatif; (2) dinamika perpolitikan 

perempuan daiam meningkatkan peran dan keterwakllannya pada parlok dan 

lembaga legislatif; {3) lmplikasi sistem Pemilu terhadap perjuangan perempuan 

dalam meningkalkan keterwakilan perempuan dalam parlok dan [embaga 

legislatif. 

5.1.). Peran Partai Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi Politik 
Perempuan di Partai Lokal Menuju Kursi Legislatif 

Dari hasil penelitian yang saya lakukan, saya menemukan bahwa sebagian besar 

partai politlk lokal di Aceh belum memiliki komitmen yang tegas dalam 

pelaksanaan affirmative action. Adapun aspek penilaian yang saya gunakan 

adalah AD/ART dan platform partai, rnekanisme rekrutmen politik serta posisi 

dan ketcrwakilan perempuan di jajaran pen gurus dan daftar ca!eg. 
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5.1. Gambaran Jntroduk:si Partai Lokal terhadap Kebijakan Afirrnatif 

AD/ART dan Platform 
Keferwakibm perempuan 

Mekanisme 
Partai -·· 

Kuota lsu·lsu Dept. rektulmen .. , Posisi* Caleg 
30% per. Per. 

PA X X X f'alronase 35% wsj/wblan 
- •. 21% 

PDA v X X PalroJlare 18,2% wsj/wb 18,9%, 
. 

PAAS X X X Campuran 14,29% wk/wsj/w 32,3% 
b 

PBA v v v Cnmpumn 23,1% wkfwsj/w 30% 
b 

SIRA ' .J " Campumn 29% kdp,Jkdpd 18,6% 

-
PRA ' -1 ' 27,3% buljblkdp 27,6% v Birokrnsi 

r 

,. wsj = weld! St:kjen, wb = wakil bendaltara, ang. ""' ang,gota, wk = wakil kctua, wb = wakil 
bend ahara, kdpr""' kelua departemen perempuon, bu ""'beodahara umum, jb = juru bieara. 

Tabe[ di atas membantu saya dalam menganalisis bagaimana peran partai poHtik 

lokal di Aceh dalam menjalankan kebijakan afirmatif terhadap perempuan. 

Berdasarknn analisls tentang platform dan AD/ART partai, maka saya 

menemukan tiga partai yang telah mengintroduksi tindakan afirmasi bagi 

perempuan ke dalam platjormnya yaitu PRA. PBA, SIRA, Dengan indikator 

mencantumkan ke da!am AD/ ART jumlah minimal 30 persen perempuan dalam 

kepengurusa.n~ menjadikan isu-isu perempuan sebagai agenda parlok. serta adanya 

departemen perempuan dalam struktur kepengurusan partai. PA dan PAAS sama 

sekali tidak mernenuhi indikator tersebut. Sementara PDA hanya mencantumkan 

jurnlah minimal 30 persen percmpuan dalam kepengurusan, sedangkan untuk 

indikator yang lain belum terpenuhi. Jikaplatform dan AD/ART partai dikaitkan 

dengan keterlibatan perempuan sejak awal pendirian partai1 maka ditemukan 

bahwa pcrempuan yang terlibat seja.k awal dalam pembentukan partai akan lebih 

mudah memengaruhi platform dan AD/ART partai agar Iebih sensitif gender. 

Selain itu mekanisme rekrutmen akan lebih ramah perempuan dan perempuan 

akan mendapatkan peran dan posisi yang lebih baik. 

Selanjutnya, partai yang demokratis, biasanya memiliki sensitivitas gender yang 

baik, dan akan melibatkan perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan. 

Karena tidak: ada demokrasi sejati jika tidak melibatkan laki-laki dan perempuan 
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secara setara. Caieg perempuan darl SIRA yaitu MN dan ES juga SW dari PRA 

dan RS dari PBA. mengaku mereka dilibatkan daiam setiap pengambilan 

kebijakan oleh partai tak terkecuali pada penempatan dapil dan nomor urut. 

Sehingga mereka merasa 'puas' dengan penempatan dapil karena ditempatkan di 

dapil yang menurut mereka lebih memungkinkan untuk meraup suara yang 

banyak. Demukian pula lialnya dengan penentuan nomor urut, mereka merasa 

sudah mendapatkan nomor yang sesuai. Berbeda dari infonnan sebeiumnya, SM 

D\V dari PA mengaku kecewa denga.n mekanisme penempatan dapil dan nomor 

urut yang sama sekali tidak melibatkan mereka.. Sehingga terjadi ketidaksesuaian 

antara dapil dengan basis massa caleg perernpuan di PA. 

Menurut keterangan RM dari PDA, ia juga tidak dilibatkan dalam proses 

penempatan dapil dan nomor urut, meskipun tidak masalah dengan dapiJ namun ia 

kecewa dengan nomor urut 5 yang ia terima, karena sebelumnya ia dijanjikan 

dapat nomor urut 2. 

Selanjutnya keseriusan parlok menjalankan kebija.kan afirmatif yang diamanahkan 

Undang~undang terlihat pada mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai 

apakab telah ramah percmpuan atau tidak. Berdasarkan tabcl di atas, Adapun 

partai yang melakukan rekrutmen po1itik secam demokratis. terbuka dan 

akuntabel hanya ada satu partai yaitu PRA. Sedangkan tiga partai; SIRA. PBA 

dan P AAS melakukan rekrutmen dengan sistem patronase dan birokrasi a tau 

campuran, dua partai Jainnya PA dan PDA mengguna.kan .sistem patronase. 

Kasus menarik. terkait dengan mekanisme rekrutmen yang diakukan partai PA 

yang rnenggunakan rekrutmen patronase malah dapat menjaring perempuan 

hingga 35 persen di kepengurusan dan 21 persen di DCT, sementara SIRA yang 

menggunakan rekrutrnen lebih terbuka dengan sistem pilihan rasional partai malah 

rendah dafam keterwakifan perempuan baik di kepengurusan (29%) maupun di 

DCT (18,6%). 

Untuk menjelaskan hal tersebut, kita juga harus melihat bagaimana perempuan 

yang direktut oleh kedua partai tersebut diposis:ikan dan diberi wewenang terka!t 

jabatannya. serta sejauhmana ia dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di 
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partainya. PA yang mencantumkan 35 persen perempuan di kepengurusan 

partainyn tidak cukup berbesar bati memosisikan perempuan pada posisi strategis 

dalam pengambilan kebijakan sebagaimana yang tertampil di dalam tabel. Kondisi 

tersebut diperparah dengan tidak di!ibatk.annya pengurus perempuan dalam 

penentuan kebijakan partai termasuk dalam penempatan dapil dan nomor urut. 

Aklbatnya 21 persen perempuan yang diealonkan sebagai anggota Jegislatif 

tingkat DPRA, tak satu pun terpilih. Fenomena ini ditengarai olab DW dan SM 

karena penempatan dapil dan nomor urut yang tidak sesuai, selain ada juga faktor~ 

faktor Jafn di luar itu. 

Sementara partai SIRA, meskipun jumlah pengurus perempuan di partai ini tidak 

mencapai 30 persen. akan tet.api mendapat posisi yang cukup prestisius 

dihandingkan perempuan di PA. Selain itu, mereka juga difimpahkan wewenang 

penuh terkait dengan jahatannya dan dilibatkan dalam setiap pengambilan 

kebijakan tennas:uk penempatan dapH dan penominasian nomor urut Tida.k 

terpenuhinya kuota 30 persen perempuan di OCT antara lain karena sistem 

reknJtmen yang diterapkan partai ini adalah persaingan terbuka atau bebas antara 

kandidiat laki-laki dan perempauan dengan orientasi achievement, Jumlah 

perempuan yang memiliki kapasitas secara umum lebih sedikit bila dibandingkan 

dengan laki~laki. ofeh karenanya jika perempuan di konteskan secara bebas 

dengan lak:i-laki tanpa memerhatikan affirmative action maka perempuan akan 

sedikt terjaring. Jadi dapat disintpulkan bahwa dalam menilai sensitivitas gender 

suatu partai harus melihat komprehensitas kebijakan afinnatif dari hulu ke hilir 

yang diterapkan oleh partai. Berdasarkan penilaian tersebut SIRA memiliki 

sensitif gender yang cukup baik dibandingkan PA. 

5.1.2. Dinamika perpoJitikan petempuan dalam meningkatkan keterwakilannya 
pada partai lokal dan Legislatif 

• Perempuan Merespons Peluang Politik 

Lahirnya partai lokaJ dan reguJasi politik yang mendukung tindakan afirmasi bagi 

perempuan melalui mekanisrne kuota 30 persen telah membuka peluang bagi 

perempuan Aceh untuk berkiprah di ranah politik Peluang tersebut mendapat 

respons yang cukup baik dari perempuan Aceh. Adapun pandangan dan motivasi 
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mereka untuk terjun ke politik sangat beragam. Namun secara umum dapat ditarik 

benang merab bahwa motivasi yang mereka bangun berangkat dari kesadaran (1) 

partai lokal akan lebih dapat memahami dan memperjuangkan kebutuhan 

masyarakat Aceh; (2) politik merupakan bagiRil dari hak dan perernpuan memlliki 

hak berpolitik yang sama dengan laki-laki; (3) kehadiran perempuan dapat 

mewamai dunia poiitik yang se!arna ini bemuansa maskulin dengan gaya poJitik 

percrnpuan yang feminin; (4) perempuan perlu terjun ke politik untuk 

mengartiku1asikan kepentingan perempuan. anak-anak dan kelompok marginal 

lainnya. Karena perempuan mempunyai keperluan dan permasalahan yang khas 

dan hanya perempuan yang dapat memahaminya secara b.aik. 

• Modal Politik Perempuan 

Harnbatan yang harus dilalui perempuan untuk terjun berpolitik lebih banyak: 

dibandingkan laki~laki. Meminjam istilnh Dorothi bahwa tida:k ada jalan yang 

bebas hambatan yang dapat mengantarkan perempuan berkiprah di politik. Salah 

satu cara agar berhasil melewati hambatan tersebut adalah modal politik yang 

dimiliki perempuan. 

Dari seluruh wawancara saya dengan para responden tentang visi dan misi yang 

mereka usung pada waktu kampanye! saya meiibat bahwa semua responden sudah 

memiliki sensitivitas yang bagus terhadap isu~isu perempuan. Mereka sudah 

mernasukkan isu-isu perempuan ke dalam visi dan misj yang akan mereka 

perjuangkan jika mereka terpilih menjadi aleg, meskipun ada perbedaan dalam 

menitikberatkan masalah dan mengangkat bentuk-bentuk persoalan. Akan tetapi 

visi rnisi yang mereka usung belurn signifikan menarik konstituen untuk memilih 

meroka. Untuk SM dan DW visi dan misi yang telah mereka rancang sedemikian 

rupa menjadi tidak berguna ketika partai mengara.hkan seluruh calegnya untuk 

melakukan kampanye partai bukan pribadi. 

Kcmudian. dukungan dari keluarga menjadi modal besar bagi perempuan untuk 

berani memutuskan terjun ke dunia politik. Secara kescluruhan responden yang 

saya wawancarai mengaku mendapat dukungan penuh dari keluarga terutama 

suami. Hanya DW yang suaminya tidak mendukung, akan tetapi ia tidak gentar 
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dan tetap maju menjadi caleg dan pengurus PA. Bahkan salah satu responden 

yaitu ES sama-sama dengan suaminya menjadi caleg dari SIRA dari DP yang 

berbeda. Sedangkan DW 

Matland mengatakan saJah satu faktor yang memengaruhi kelerwak:Han 

perempuan di politik adalah dukungan dari gerakan aktivis perernpuan. 

Seianjutnya ia menjelaskan bahwa organisasi perernpuan dapat membantu 

perempuan, dengan memberikan perempuan !ebih. banyak pengalaman dalam 

arena publik serta dapat membantu perempuan membangun rasa percaya diri dan 

dapat menyediakan satu basis dukungan jika perernpuan bersaing merebut kursi 

legislatif. Dukungan gerakan perempuan ini dirasakan cukup signifikan dalam 

meningkatkan rasa percaya diri sebagian besar responden yang baru pertama kali 

merambahi dunia politik. Selurub responden merasa sangat terbantu dengan 

pembekalan politik yang dilakukan oleh gerakan perernpuan} meskipun mereka 

menyayangkan kurangnya efuktivitas dan keseriusan gerakan perempuan datam 

mengadvokasi para caJeg perempuan khususnya pasca pemilu. 

Selanjutnya salah satu kendala yang dihadapi perempuan untuk meraih kursi 

adalah masalah dana. Kesulitan caleg perempuan dalam mendapatkan dana juga 

dikarenakan partai yang mereka kendarai adalah partai baru yang sangat minim 

dalam hal dana,. sehingga suntikan dana dari partai pun tidak dapat diharapkan 

ban yak. 

• Partisipasi Politik Perempuan di Parlok 

Sistem politis yang dibangun parlok rnasih kental dengan nuansa maskulin. 

Terlihat dari rendahnya keterlibatan perempuan dalarn pendirian partai, 

pengambiJan kebijakan, penentuan dapil dan minimnya pembetdayaan terhadap 

perempuan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa budaya rnask:ulin mengambil 

bentuknya dalam orientasi kekuasaan yang menjadi citra para politisi la.kiwlaki. 

Budaya inilah yang sepertinya sengaja dikembangkan partai, tanpa diitnbangi 

budaya feminin yang lebih mengedepankan erika kepedulian. persahabatan. kasih 

sa yang, toleransi dan lain-!ain, 
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Keterlibatan perempuan dart sejak awal da1am pendirian partai dan perumusan 

platform dan AD/ ART partai membawa dampak yang cukup signifikan terhadap 

keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan penempatan posisi 

mereka di partai. Mereka yang bisa menjalankan kewenangan terkait 

kedudukannya dalam struktur partai adalah mereka yang sejak awal terlibat dalam 

pendirian partai. Mereka inilab yang sering terlibat aktif dalam rnenetapkan 

kebljakan. Sementara mereka yang bergabung setelah partai berdiri itu atau hanya 

unruk tujuan memenuhi kuota 30 persen diberi jabatan hanya sekedar formalitas 

saja dengan kewenangan yang sangat terbatas. 

Mask:utinitas dalam betpolitikjuga terlihat dari mekanisme penempatan dapil oleh 

sebagian parlok yang sama-sekali tidak melibatkan ca\eg perempuan. Akibatnya 

caleg perempuan sering diletakkan pada da.pi! yang bukan basis massanya dan 

berada di nomor urut bawah. Mayoritas partat juga dintlai jauh dari berhasil 

untuk memherdayakan perempuan, terbukti dengan mandulnya departemen 

perempuan dari kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas 

perempuan. 

• Pelaksanaan Kampanye Dan Pemilu 

Pengalaman yang dirasakan perempuan dalam masa kampanye semakin 

mengukuhkan kentalnya nuansa maskuHn dalam dunia poHtik. Hal ini dibuktikan 

dari lemahnya dukungan partaj terhadap caleg perempuan pada masa kampanye. 

PA memberikan dukungan dana secara penuh tetapi tidak rnemberi pengaruh 

langsung terhadap perempuan, karena mekanisme kampanye yang dijalankan PA 

adatah kampanye partai, yangmana tldak memberi keleluasaan kepada caleg 

perempuan untuk melakukan kampanye pribadi. Diperburuk lagi dengan 

pencmpatan dapil yang tidak sesuai terhadap caleg perempuan. PDA tidak 

memberikan duk"Ungan dana secara penub kepada caleg perempuan nya. juga 

tldakmellbatkan perempuan daiam penempatan dapil dan nomor urut. STRA dan 

PRt\ memberi dukungan moril manajemen dan organisasi yang balk dan 

penempatan dapU yang sesuai. Namun kecurangan dan intimidasi menjadi kendala 

tidak terpiJihnya perempuan dari partai inl. 
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Selain daripada itu, sistem pernilu proporsional terbuka murni dengan suara 

terbanyak temyata tidak dapat meningkatkan keterwakiian perempuan dalam 

politik secara signifikan. Terbukti dari hasil perolehan kursi perempuan yang tidak 

menunjukkan peningkatan. Padahal kursi DPRA berhasil didominasi oleh PA 

sebagai partai fokal pcraup suara terbanyak dt Aceh, yaitu 33 kursi (47,8"/o) dari 

69 kursi yang tersedia. Namun sayangnya tidak ada satu perempuan pun yang 

berhasil duduk di sana. Kalaulah sistem pemilu berdasarkan nomor urut dan 

sistem zipper yang diterapkan, dapat dipastikan akan lebih ba.nyak perempuan 

yang terpilih. 

Perempuan yang memang telah terhimpit dalam budaya maskulin partai yang 

tidak ramah terhadap mereka. juga harus menghadapi realita mengecewakan dari 

kaumnya sendiri. di mana mereka belum memiliki kesadaran akan pentingnya 

keterwak:ilan perempuan di lembaga legislatif. Bahkan himpitan ito semakin keras 

manaka1a perernpuan menghadapi kompetisi yang tidak sehat. seperti manipuJasi 

suara. intimidasi dan money politic yang dipcrparah dengan adanya 1pembiaran' 

oJeh aparat penegak hukum terhadap kecurangan yang terjadi pada masa 

kampanye dan pemilu. 

Sebagian hesar dukungan terhadap keterwakilan perempuan di lembaga. politik 

fonnal berasal dari peraturan yuridis baik dari tingkat intemasional, nasional 

maupun lokaL Bentuk dukungan tersebut tertuang dalam UUD 1945, UU No. 68 

Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. UU No. 7 Tahun 

I 984 Ten tang Pengesahan Konvensi PBB ten tang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Undang·Undang Nomor 2 tahun 2008 tent:ang Partai Politik. Undang­

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, UU Pemerintahan Aceh No. ll 

Tahun 2006, Qanun Aceh No. tiga Tahun 2008. 

Meskipun demikian, dalam lmplementasinya terdapat implikasi negatif terbadap 

keterwakilan perempuan di antaranya: 

1. Tidak tegasnya penerapan sanksi terhadap parlok yang tidak rnemenuhi 

kuota 30 persen perempuan pada pendirian dan kepengurusan partai. 

Padahal sanksi yang ditetapkan dalam UU Parpol No 2 tahun 2008 dan 
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UUPA No. ll tahun 2008 adalah penolakan pendaftaran partai sebagai 

kontestan pemilu. 

2. Penetapan keterwakHan perempuan daiam jumlah minimal 30% di 

kepengurusan partai tidak diikuti dengan aturan yang mengatur, 

menjamin, dan mernayungl mereka untuk memperoleh 'jabatan 

strategis", 

3. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Pemilu dan Qanun No. 3 Tahun 2008 

yang mengatur tentang tata cara pencalonan, tidak secara tegas 

mewajibkan setiap parpol peserta pemilu untuk menyertakan sekurang­

kurangnya 30 persen caleg perempuan dalam daftar eaton. Akibatnya, 

tidak semua parpol memenuhl upaya affirmatif bagi politisi perempuan. 

4. Revisi terbatas UU PemiJu No.lO Tahun 2008 yang mengatur tentang 

penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. mementahkn.n 

semua upaya affirmative action yang dituangkan dalam UU tersebut. 

Dari seluruh simpulan setiap bab yang teiah saya jabarkan di atas dapatlah ditarik 

sebuah kesimpulan besar bahwa kehadiran partai politik lokal di Aceh belum 

membeti peluang yang cukup baik terhadap keterwakilan perempuan di ranah 

politik balk da!am partai politik lokal itu sendiri maupun dalam lcrnbaga 

legislatif: Selain ka.rena faktor harnbatan yang telah saya jabarkan di atas, situasi 

perpoHtikan pascadarnai yang belum kondusif juga menjadi rintangan besar 

terhadap perjalanan caleg perempuan rnenujn kursl legislatif. 

5.2. Dlslrusi 

Rendahnya jumlah ketetWakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Aceh 

baik DPRA dan DPRK dipengaruhi nleh banyak faktor, baik internal perempuan, 

sistem politis partai, sistem pernUu~ kuttur dan budaya masyarakat serta kondisi 

oosio politik Aceh pascadamai. Dalam tesis ini saya hanya mengangkat hambatan 

yang berasal dari dirJ perempuan dan partai politik lokal tempat ketujuh. informan 

saya beraftHasi. Saya menyadari bahwa peta harnbatan maupun peluang 

partisipasi politik perempuan Aceh belum tergambar secara utuh, untuk itu saya 

menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan tentang partisipasi perempuan 

Aceh dalam ranah politik yang mensasar pada hambatan yang berasal dari sis.tem 
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sosiaJ dan politik Aceh pascadama~ budaya dan k.ultural masyarakat serta 

kebijakan lokal terkait penegakan syariat Islam dan otonomi khusus, 

Selanjutnya, kehadiran partai politik lokal Aceh telah menumbuhkan harapan baru 

terhadap peningkatan partisipasi poUts perempuan Aceh di ranah politik temyata 

helurn tercapai. Dari basil penelitian tergambar bahwa masyarakat Aceh masih 

memercayai pilihannya pada partai nasional ketimbang partai lokal. Fenomena ini 

ditunjukkan oleh diagann berikut ini; 

5 .1. Perbandingan A leg Parnas dan Parlok di DPRA 

6% 

•ale{! lk parlok; 34 

• ale,g pr parlok: 0 

• aleg I~ pamas: 31 

• aleg pr parnas: 4 

Dari diagram di atas terlihat dengan jelas bahwa perolehan suara partai nasional 

mencapai 51 persen, sementara partai lokal hanya 49 persen. Dari 69 kursl DPRA. 

perempuan hanya merneroleh empat kursi (6%} yang semuanya disumbang oleh 

pamas. Dari data di atas juga terlihat bahwa partai politik yang mendominasi 

peroiehan suara di DPRA adalah Partai Aceh yang meraih 33 kursi, namun 

sayangnya tidak satu kurs.i pun diduduki oleh perempuan. Artinya kehadiran partai 

lokai tidak membawa perubahan yang bernrti terhadap keterwakilan perempuan 

diDPRA. 

Selanjutnya, argumentasi lahimya pa.rtai lokal untuk mengak:omodasi 

kepentingan masyarakat Aceh yang spesifik temyata belum tergambar dalam 

pilihan masyarakat pada Pemilu 2009 yang lalu. Meskipun partai lokal (PA) 

berha.sU rnendorninasi DPRA. akan tetapi j ika diakumulasikan persentase 

masyarakat yang memilih parnas lebih besar ketimbang parlok. Fenomena 

rendahnya keterwakilan perempuan tidak hanya teijarli di DPRA, meJainkan juga 
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DPRK. Berikut diagram yang menggambarkan perolehan kursi pamas dan parlok 

tingkat DPRK: 

5 .2. Perbandingan Aleg Pamas dan Parlok di DPRK 

6% 

• Aleg 1k parlok: 2: 

• A leg pr parlok:: 8 

• Aleg lk parnas: 3' 

•Aieg pt pamas: 3 

Diagram di atas sernak.in menegaskan bahwa kepereayaan masyarakat terhadap 

partai nasional masih lebih baik ketimbang partai loka1. Diagram di atas 

menunjukkan bahwa perofehan kursi parnas mencapai 428 k:ufSi (60%) terdiri dari 

393 laki-laki (54%) dan 35 perempuan (6%). Sementara parlok memeroleh 259 

kursi {40%) perempuan hanya mendapat delapan kursi (!%) tujuh dari PA dan 

satu kursi PBA. Adapun total perofehan kursi perempuan di DPRK adalah 43 

(6,7%). 

Lahirnya pa.rtai politik lnkaJ di Aceh menjadi harapan baru tersendiri bagi gerakan 

perempuan dan saya sendiri. Perdamaian yang tercipta di Aceh setelah konflik 

berkepanjangan yang cukup rnelelahkan oleh mayoritas masyarakat dipahami 

sebagai hadiah istimewa dari peljuangan GAM, demikian pula halnya dengan 

kelahiran part.ai lokal juga merupakan buab perjuangan GAM. Pencitraan ini telab 

menguntungkan PA sebagai parlok hasH transformasi GAM dalam kontestasi 

pemilu 2009. PA berhasil mendominasi perolehan suara di Aceh baik di tingkat 

DPRA maupun DPRK. 

Situasi keamanan yang tidak kondusif pada rnasa kampanye dan PemHu~ ikut 

mewamai wajah perpolitlkan Aceh. Kekerasan, intimidasi, teror, manipulasi, 

sampai pada pembunuhan telah meneoreng pelaksanaan Pemilu 2009 di Aceh, PA 

yang didirikan dan diisi oleh mantan kombatan GAM ini, sejak awa1 juga telah 
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menunjukkan ketidakberpihakannya terhadap perempuan. Salah satu indikasinya 

adalah tidak dilibatkannya perempuan manta.n kombatan yang lazim disebut 

dengan inong balee. 

Kecurangan yang terjadi pada masa kampanye dan pemilu tidak mendapat 

perlawanan yang berarti dari masyarab.t, kecuaH oleh beberapa parlok saja. 

Buforia perdamaian yang baru saja dihirup oleh masyarakat Aceh telah membuat 

mereka kehilangan kekritisannya. Mereka juga rnerasa apatis terha.dap hukum 

sebingga seolah-o1ah terjadi pembiaran oleh masyarakat terhadap kecurangan 

yang mereka rasakan. 

Kalaulah kondisi perpolitikan di Aceh telah stabil, saya yakin akan !ebih banyak 

perempuan dari partai lokal lainnya yang terpiiih. Keyakinan ini bukannya tidak 

beralasan, pertama melihat semangat dan kapasitas categ perempuan yang sudah 

eukup baik yang didukung penuh oleh gerakan perempuan. Kedua, sebagian 

partok seperti PRA, PBA dan STRA sudah mulai menunjukkan keseriusannya 

dalam menjalankan kebijakan afirmasi yang telah ditetapkan, hanya saja sistem 

politis lokal Aceh dan sistem pemilu yang tidak demokratis mernbuat mereka 

kalah dalam kontestasi politik. Ketiga, aturan perpolitikan nasiona! maupun lokal 

telah memberikan payung hukum terhadap kebijakan afinnatifbagi perernpuan. 

5.3. Saran 

Partai politik lokal Aceh hendaknya memfungsikan diri sebagai corong 

penyampai aspirasi masyarakat Aceh yang terdiri dari berbagai unsur termasuk 

perempuan. Sebagai wadah penyampai aspirasi, parlok juga diharapkan dapat 

mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan menuangkan 

tindakan afrrmasi bagi perempuan ke dalam platform partai dan 

mengkongkretkannya dalam agenda kerja dan program-program operasional 

partai. Selanjutnya. partai juga diharapkan dapat menerapkan sistem rekrutmen 

yang responsif terhadap keterwakilan perempuan dengan rnengedepankan nilai­

nilal demokratis, terbuka dan alwntabeL Melakukan pendidikan politik terhadap 

kader perempuan dan masyarakat. 
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Keberhasilan perempuan merebut kursi legislatif tidak lepas dari perjuangan dan 

dukungan gerakan perempuan. Untuk itu ke depan diharapkan gerakan perempuan 

untuk lebih meningkatkan perannya dalam pendidikan politik terhadap caleg 

perempuan dan konstituen, pendampingan dan penguatan caleg perempuan, 

sampai kepada pengawalan suara. 

Kemudian, jika menuntut perempuan harus berkualitas, itu artinya parpol pun 

harus melakukan kaderisasi dan promosi bagi perempuan untuk berkiprah di 

panggung politlk. Diikuti sosiaiisasi kepada pengurus parlok mengenai perlunya 

affnnative action daiam. upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dJ lembaga 

politik fonnaJ, tidak hanya terbatas pada jumlah. ta.pi juga kapasitas. Sehingga 

Affirmative action secara herangs:ur~angsur akan menjamin bahwa perempuan 

yang berada dalam institusi pengambilan keputusan memang mereka yang 

mempunyai kualitas untukjabatan~jabatannya. 

Caleg perempuan juga sebaiknya bekerja dalam kemitman dengan politisi Jaki­

lalci dan lebfh memfokus pada persoalan~ persoatan yang menjadi masalah pokok 

perempuan sesuai daerah di mana ia melak:ukan kampanye secara terencana dan 

terukur. Sebaiknya pula terjalin hubungan yang harmonis antara para pengurus 

parpol dengan aktivls LSM/ormas yang peduli kepada kepentingan perernpuan. 

Saya berharap agar berbagai LSM yang peduH pada nasib perempuan di dunia 

politik, dapat mengatur strategi dan berupaya mencari jalan terbaik bagi 

mendukung kebutuhan finansiaJ caleg di masa kampanye. 

Agar tindakan affinnatifyang telah terintroduksi dalam UU pemilu dapat berjalan 

secara efektif. maka saya mengusulkan untuk memberlakukan kembali Pasal214 

yang telah di revisi. Dalam artian bahwa sistem pemifu harus menerapkan sistem 

nomor urut dan BPP 30 persen. Karena dcngan mengubah sistem pcmilu tersebut 

tindakan afirmatif yang telah tertuang pada Pasai~Pasal UU Nomor. 10 Tahun 

2008 tidak dapat berjalan secara efektit: 
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Judul 

DAFfAR WAWANCARA SUBJEK 

Peluang dan Kendala Politisi Perempuan dalam Partisipasi 
Politik di Partai Politik Lokal dan Lembaga Legislatif (Studi 
Kasus Caleg Perempuan pad a Lima Partai Politik Lokal) 

KLASIFIKASI SUBJEK 

I. Perempuan aktivis/pengurus partai lokal Aceh 

2. Me~akili parlok sebagai caJon legislatif pemilu 2009 

4. Aktif dan berkarya di partai politik !aka! Aceh 

5. Mewakili Partai Aceh, PRA. P AAS, PDA, PBA, dan P-SIRA 

PERTANYAAN 
Tentang Peran dan Ketenvakilan Perempuan di Partai Lokal 

I. Sejak kapan anda aktifberpolitik? 

2. Sebelumnya anda aktif di mana? 

3. Darimana Anda memperoleh pendidikan politik? 

4. Apa yang memotivasi anda untuk berpartisipasi aktif dalam dunia 

politik? 

3. Kapan pertama kali Anda bergabung dalam parpol? 

4. Mengapa And a bergabung dengan parpol tersebut? 

6. Bisa tolong anda ceritakan perjalanan karier anda di partai politik lokal 

yang saat ini anda pilih untuk bergabung? 

7. Apakah pertimbanganlkriteria yang ditetapkan partai dalam memilih 

jabatan pengurus? 

8. Apakah menurut Anda kriteria yang ditentukan itu sudah sensitive 

gender? 

9. Apakah menurut And a sistem penempatan kader sebagai pengurus 

partai sudah memperhatikan keterwakilan perempuan? 

10. Apakah laki-Iaki dan perempuan mempunyai peluang dan 

kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus di partai Anda? 

ll.Apa posisi anda dalam partai saat ini? 

12. Apa saja tugas yang Anda emban terkait dengan posisi dan 

jabatan anda di partai? 
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I 3. Apakah And a merasa cocok dan menerima posisi tersebut? 

14. Apa yang Anda rasakan dalam menjalankan tugas di dalam 

partai? 

15. Bagaimana Anda meng:atasi segala kendala yang anda hadapi 

dalam partai? 

16. Adakah departemen perempuanlkewanitaan dalam parpol Anda 

dan hagaimana peran., fungsi. efektivitas, dan otoritas 

departemen tersebut? 

Tentang Petuang Perempuan Menjadi Caleg dan Mekanisme Perekrutan 
Kader 

17. Bagaimana sistem seleksi yang di!alcukan parpol untuk memilih 

caleg? 

18. Pertimbanganl kriteria apa saja yang dilakukan parpol untuk 

menetapkan caieg? 

19. Apakah prosedur dan syarat~s)•arat yang harus Anda penuhi untuk 

terpiiih menjadi caleg menurut Anda sudah sensitif perempuan? 

20. Programlkegiatan apa saja yang dilakukan partai dalam 

memberdayakan caleg perempuan? 

21. Bagaimanakah partai membcri dukungan terhadap cafcg 

perernpuan? 

22. Apakah partai anda sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan 

perempuan? 

23. Jika belum mengapa? Apa kendalanya? 

24. Siapakah caleg perempuan dari parta! anda yang mempunyai 

peluang yang hesar terpilih menjadi aleg pada pemiiu 2009 ini? 

25. Mengapa ia punya pefuang itu? 

26. Bagaimana perniapan yang Anda Jakukan dalam kampanye? 

27. Apakah Anda merasa sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan 

kader secara memadai di dalam parpol Anda? 

28. Bagaimana proses pendaftaran dan seleksi, serta 

pemilihanlpenempatan daerah pemilihan yang Anda jalan! untuk 

menjadi caleg? 
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29. Apakah Anda menyadari potensi dan kekurnngan Anda sebagai 

calcg? 

30. Darimana Anda memperoleh dana dan dukungan untuk kampanye? 

31. Apakah partai Anda juga memberikan dukungan dana kampanye 

kepada Anda? 

32. Bagairnana Anda berupaya untuk bisa melakukan manajemen 

kampanye dengan baik? Apakah parta.i mengarahkan dan 

membantu? 

33. Apakah Anda membangun jaringan dan menggalang kerjasama 

dengan Organisasi Perempuan? Jika ya, bagaimana dan dengan 

organisasi mana? Jika tidak; mengapa? 

34. Upaya apa saja yang anda lakukan da1am mengumpulkan suara 

pemiHh pada pemilu 2009 ini? 

35. Apakah Anda sudab mengenal betul daerah pemilihan Anda? 

36. Adakah orang yang Anda kenai dan bersedia membantu di daerah 

pemilihan tersebut? 

37. Pengalaman pahit apa yang terpaksa Anda jalani saat berkampanye 

di daernh pemilihan yaag sangat kompetitif? 

38. Apakah falctor pendukung dan faktor penghambat yang Anda 

rasakan dalam perjalanan sebagai ealeg menuju lembaga legislatif? 
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39, Bagaimana sikap para politikus laki-laki di parpol Anda terhadap politikus 

perempuan (laki-laki vs perempuan) dalam persaingan menjadi caleg? Dan 

bagaimana pula persaingan antar politlkus perempuan (perempuan vs 

perempuan)? 

40, Kalau saja terpilihj apa rencaoa dan program Anda bagi penanganan isu­

lsu perempuan? 

Ten tang Partai Lokal d~n Sistem Pemilu 2009 

42. Bagaimana pendapat Anda tentang sistem pemilu saat ini? 

43. Apakah menurut anda sistem suara terbanyak 

menguntungkan atau merugikan pererupuan? 

44, Apa harapan dan rencana Anda pada pemilu 20{)9 ini? 

45. Bagaimana pendapat Anda tentang peran partai 1okal 

dalam meningkatkan partisipasi politis perempuan? 

46, Menurut Anda, Apakah platfonn dan AD/ART partai anda 

sudah sensitif gender? 

47. Bagairnana kebijakan partai anda daiam menangani isu-isu 

perempuan? 

48, Bagaimana tanggapan anda tentang kekerasan dan 

pertikaian yang kerap diJakukan antara sesama kade:r partai 

lokal akhir~akhir ini? 

49. Apakah anda pemah mengalami intimidasi atau teror 

selama kampanye? 

50. Bagairnana pendapat partai anda tentang kepemimpinan 

perempuan dan keterlibatan perempuan dl Jembaga 

legislatif? 

Pandangan, Penghayatan, dan Pengalaman perempuan 
tentang Perannya sebagai Perempuan, lstri, Ibu dan Politikus 

51. Bagaimana sikap keluarga suami anak-anak terhadap aktivitas Anda 

sebagai politikus perempuan yang dicalonkan menjadi caleg? 

52. Bagaimana Anda membagi waktu antara aktivitas daiam rumah tangga 
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( domestik) dengan aktivitas publik Anda sebagai politikus perempuan? 

53. Bagalmana perasaan Anda ketika waktu Anda lebih banyak tersita di luar 

rumah, terutama pada masa kampanye? 

54. Seperti apa bentuk konsekuens.i yang harus ada tanggung dan peran ganda 

yangAndalakukan? 

55. Seperti apa perimbangan yang Anda dapat dan pengorbanan selama ini? 

Apakah pengorbanan Anda setimpal dengan hasHnya? 

56. Siapa sesungguhnya yang paling berperan dalarn mendukung karier Anda 

(di dalam partai, di keluarga, organisasi)? Dan siapa pula yang paling 

mengganjal Anda? 

51. Apakah Anda men~sa lebih dihormati dan dihargai lingkungan Anda 

dengan metijadi politikus perempuan (caleg)? 

58. Bagaimana Anda bersikap terhadap pendapat yang mengatakao bahwa 

kegagalan caleg perempuan disebabkan sumber daya manusianya yang 

lemah atau tidak berkual itas? 

59. Bagaimana cara Anda menepis pendapat bahwa dunia politik itu milik 

laki-laki? 
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